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WEWEFENANG KABUPATEN DALAM
PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Johannes Subardjing

RING KASAMN

Otonemi sehagal perjudan meas desentialoan secara WNUM e mPpURYaD 568 VaLg
positif yeng berkaitan dengan sogial, pembanguean politik dan ckonomi secura huas matura
lain mentngkatkan efisiensi dalam penyedian barung yang dibutuhlkan masyaralkat, sesuad
dengan prinsip negara kesejahteraan Otonomi yang diinginkan selama ini tercermin daiam
undang-undeng mengena pemsrintahan dasreh, meskipun seringkali hanys secara formil.

Fongep puembangunan perumahan adalah penjabaran dan kebyaksanzan negam
vang bertujuan uoluk kepoalicgan makyat dan pembangunan yang berkelanjutan, meskipun
titik baral pembangunan perumaban perunlukannya adalah disesybon dan diprieritaska
dengan kepentingan yrng direseksn olch pemerinteh saat jtu

Daerah kabupaten mempunyal wewenang mengatur dalam bidimmg pembangunan
perumahan sesual dengan ketentuan PE oo, 14 talwn 1987 vailu mempunya wewenang di
bidang Cipts Kamya dam 171 Na. 22 tabun 1999 yaity di bidang pekerjzan umum. Fungsi
rumah antara 1ain, adalah

1. Bumab adalzh tempat memenubi kehutuhan jaeman) manusis;

2. Rumah adalah tempat memenuhi kebutuhan robani manusiw,

1. Rumah adalah tempat pertindungen terbedap penubaren peoyelat menuler

4. Rumuh adalub tempat peclindungan terbadap kecelakaan
Pada masz eekarang pembanguman rumuh dan perumahan tidak hanya  merdpakan
pembangunan yang dibatasi untuk finmgs di ates karena pervoulan bukum medipubi seana
aktifilas dun e pembangunan dan juga menyanghkut pembangenan yaog lebth luas dan
komplek lagi. yarhe padz pembangunan hubungan kemanusizan dizntara mereka sendin.

Daerzh kubupalen metopunyad kewenangan, dan dengan diberlakukannya Tindang
Undang 22 tahun 1999 weweoang untuk meogabw, yang barps dipatophi, karena
wevenaniy b menyangkut juga kemampuan untuk menjalankan kefentuan, sesua
ketentusn atny situasi setenpat yang ads tetapi wearenang im bukanlah wewenang dalam
arti kedimlatan, sebab kabigraten terikat pada sistemn 1e gara kesatuan

Permasalahenr vang ade dalam wewenang kabupaten dalam pembangunan
perumahan adaleh vebaga beribut
1. Delam wewenang nyengatur, Weweneng apa saja vang melekat pada kabupaten dalan

prmbangonan perumuhan,
2. Apulkah famibhitase vang dibortkzn kebupaien dalam kattannya dengan pengaturan dan
pengembangan tata ruang wilayvah/dasrah.

Foebnjakan pembaogunan perumahan sudah Jama bealan, eejzk jaman Hindiz
Belandz yaite dengan adunya Surgelijbe Woming Repeiing (AWR] tehun 191 yaitu
penyediagn perumahan bag pegasval negeri sipl ataupun pejahbat neperd, dan di jagoen
kemerdekaan ditandai dengan berdinmya Jawatan Perumahan Rakyat dan Yeyasan Fas
Pembtsmgunan (Y EP], berkojol terws sanpas berdinmya Perurmn PERTUMEAS yang lalu di -
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ikuti pembangun perumaban swasta yang lain sampal seal seiarang, ini. .

Wewenang mengabur, sesunl dengan ketentuan normatii yang ditenbikan UU No,
22 tahun 1999 dalam kewenangan pakok / wajib, dalam kal ini di bidag pekerjazn umum
dan pertanahan, dasrah kabupaten berwenang mengahw, sejauh ketenfuan yang ada dalam
Perahoran Daerah (Perda) vang nwoyangkut pembangunan perumahzn tidak bertentengan
dengan kepenlifgman umum, Perda lain, dan peraturan perundang-undangan yang lebih
Lingai, semuai dengan ketentuan pasal 70 UU No. 22 tabunl 999

Kewenmgan waiib, khusvenys di bidang pertamahan, ternyata dibatasi dengan
Keppres Ne. 10 tahug 2001 tentang Pelaksanazn (Xooomi Dacrah o Bidang Pertanahan
sdalah tetzp menjadi wewepang Fugat, yang mendagarkan pada ketemtuan sebalum
diletaplan peraturan yang beru berdaparican PP Mo, 15 tahon 2000 lentang Kewenangan
FPemerintah dan Kewenamngan Provinsi sebegei Daersh Otonom, denpan alasan agar
adanya unifikasi huleem pertanahan dan kepastien bulem & bidang pertanaban, kabupaten
di bidang pertanahan tidak mempunyai wewenang, di bidang inl masih diaput agas
dekonsentrasi, kewenangan pusat, hal ind lercermin dar apa yang dilalnian kebupaten
dalam proses mengatur dan merencanakan tatz yuang wilayeh kabupaten dan perijioan
sesui lahapan pembangunan perumahan.

Pembangunan perumzhan dengan skala beaar mengacu pada keteoluan Persturan
Pemerintah No. 80 tzhun 1959 vaitu dengan ¥.asiba dan Lisibanya, bila yvang dibangun tipe
RS dan RS5 (Rumsh Sederhaoe dan Rumszh Sangat Scderbana) meka akan terdapat
konsentrasi penduduk yang sangat besar dengan lahan hidup yang sangat keeil £ gempit dan
kwang tnanusiawi, lidek sesnai dengan tata puna lingkungan, dengan herga vang celatif
murah, akan mendoreng migrasi ekopun whanisnei yang begar.

Di bidang fasilitesi, termyatz kabupaten momberian fastlitas yang sesumu dengan
Rencama Tata Ruang Wilayah-nya (RTRW) sesuai dengan katantuan Parahoran Pamerintah
No. 850 tahun %%, keowataarmya para pembengun perumahan  khosnenya Perum
PERUMNAS meminimelikan fasilitasi dengan memberiken fasilitzn ymmg kuwmg dapat
disrirea secws mumusiawi, vang menyebabkan perumshan yang dibangun menjsdi
perumahan Kuonuh, megkipun fujuan kebwubhan fizik akan rumszh terpenuhi. Fasilitast
imhupaten dalam pembangunan perumaban meliput pengadaan dan penounjukan tanah,
perijinan den penyediasn prasarana dam sorana pembangonan perung aban

Secara idealis  repcann taltn ruang wilaysh sdalsh smaiu beolnk memenubs
pembacgunen kebutohin fisik dan sosial eshingga dibarapkan repcana fata reang wilmyah
adaiah menmpakan kerjasmma secara harmoms ksbupaten-kabupaten dalam susdu wilayah
{provinai} atan antar provinei, kenyaiarnnya belnm zepert yvang dimnginkan meskpun
peraturan dan kerjasama ke arsh itu telah ada sehingga rencana tats ruang wilayah
nazional terwujud dengan werasi, Khusumya antar kabupaten/provingi.

Pads akhimya dari penclilian ini depaflah dicimpulkan dalam garis besarmys,
bahwa pembangunan perumahon adalsh cws untuk meosejabterakan rakyat dan
masyarakat recara keselwubanmya, dan disgrmbkan ager penyebutan kabupaien sesual
dengan status hak dao kewsayibenmya, serta diperiukan pemahaman kegadaran akan hak dan
kewajiban kabupaten sehingza ke-bhinekalungerlikn-an dalam pembanguzan perumahin
dopat perwujud dan perencanaan pembanguran perumahan yang cermat dani pemerimtsh
dan pemeriniah lmbupaten pada khusuenya, akan sangal metdukung
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THE AUTHORITY OF REGENCY IN
HOUSING DEVELODPMENT
Jshanne: Sohard]ana

SUMMARY

Autonomous as materilization of public ground decentralizstion have the positive
gider related to spcial, economic and political develepment for example improing

Sl WGl b Sudil prillviprine e §eklvwberd g plebs duukdl allite, sl kdle” S 8 ek il e deein
though frequeotly anly 1o formal.

Conception of honsing development is forroulation from state pelicy which aim 1o
the pecple and sustainable davelopment Although the emphesis of housing development
are given to high prierity with the important by that mement government.

Regency has the authority put in order in the field of housing development of
pwwuant te Government Reguistion No. 14 of 1987 that is have suthurity in the “Cipta
Karya” and Law No. 22 of 1999 in the field scen of public work Houze fimetion for
example, are :

1. The house ig place fo satisfaction of fundamental physislogicat needs,
2. The bouse iz place 1o satisfaction of fupdamental paychological needs;
3. The house is place to satisfaction against conumunicable dissases,

4. The house iz place 1o protect agzinst accident.

MNow, in the period of hovsing developmert and housing nol only represent the
developmoent limited for the shove functions because the problem of law to cover all
activity and development s well a8 conceming broader develspment and s¢ complez io
the human relatioo among e

Regency has the authority and goiung into eifect 10 Law No. 22 of 1998, anthonity
to rrange, which must be cbeyed because thet anthenty also concerning to act puravant bo
or exigting local mbetion, but thiz autherity is not authomily in servereignly meaning,
regency are banded in unitary stale system.

The problems in ihe authority of regency in the bousing developmendt are :

. Inthe athority of aiauge, what regency stbonbes o bousing development,
2. What facilitien is given by regency in itz besnug with the arrangsment and rsgiooal
area planclogy davelopment

Policy of housing development have been loog svough, since era of Puich Indies
that is with the existence of Burgerlijk Woning Reglement (BWR) of 1941 that is housing
for public rervamt of civil er country functionary. and in the wndependence era marked by
the Jawatan Perumaban Rakyat and Yayasan Kas Perobangunan {(YEF) and continueing
with Perum FERUMMAS and followed by private deve[oper umtil] thic present moment.

Authority acratge, according to normmative determined by Rule No. 22 of 1999 in
fundamental auwthorityiz obliged 1o, in the case of public work mrea and lmd,
mthorititative regency are arrange, as far a8 exisling role by Local Governmeant Ragulation
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PERATORAN PRRUNDANG - LNDAKUGAN

Undaog Undang Dazar
Perubahan keempa! Undang Undang Dasar Eepublik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan MPES/MPE

Eetetapan MPRS Noo XX/MTRE/TH66 tentang Sumber Tertib Ilukum dan Tata Urutzn
Peraiuran Peoindung-undengem Republik Indartesa

Fetetapan MPE Mo, (WMP I 1958 tentang (Gans-gans Besar Haluan Negara tabun 1988-
1903

Ketetapan MR No. IV/MP BS990 teptang Caris Feso Halumn Negara 1999-2004

Uadanp Vedeog/Crdonanntic

Stadevorsung Ordoranste, Stazbiad 1948 Mo, 168

Undang [Indang Wo. 1 tahan t%45 mengene: K edudukan Komite Nastonal Dasrgh

Updang Undang MNo. 16 tahun 1947 meogenal Pembeoukan Haminle Kota Sorakarta

Updang, Undang Gangguae (Hinder Ordonannite] Saatblad 1926 No. 226 schagumuna
telah bebersgg ki dinbah dan ditambah lerskhir dengan Sraorbied 1940 Mo, 14
than 430

Undang Undang No. 212 tahun 1948 teptang Pemerintahen Dacrah

Undang tndang 1Pasar Sementars Kepublik Indonesia, Lembaran Negara 1950 No. 56

Undang Undang No. 12 wmhun 1950 terfang Pembentulan Daecab-dasrah Kabepaten /
Kotamadye Dalem Lingkungan Propinel Jewa Tinwe Juneis Tipdung Uodang No.
2 tahun 1965 lentang Ferubahan Bates Wilayah Kotsprafa Surabaya don Dastah
Tinghkat I Svrabays, Lembaran Negora 1965 No. 19

Undupg Undang o, 13 tabun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-dacrah Kabupaten
Dalam Lingkungan Prapinut Jawa Tengzh, to Peraturan Pemerinteh No. 32 tzhun
1950

Undang lindang Na. {4 tahun 1950 teptang Pembeotukan Dasrah-daceall Kabupaien
Dalam Lingkurgan Propinsl Jawa Barst, Terita Nogare R luhun 1950

ERILL
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Dalam Lingkungan Daerah Ietimews Yogyakarta jo Perahursn Pemeringah No. 32
tahun 1950

Undang Undang No. [ tshun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Dacrah, Lembaran
Negma 1957 Na. &

Undacg Undang No. 5 tmbun 1960 tentang Pershoan Dusar Pokok-pokok Agraria,
Lembaran Megaa 1360 No. 104

Undang Undang Wo. 56 Prp tabun 1960 fentang Penetwpan Luae Tanah Pertonjsn,
Lembaren Negaa 1960 No. 174

Undang Undeng No. 20 taion 1941 tentang Procebuten Hak-hak Atas Tapah dan Bende-
benda vang Ada Di Atasoya, Lambaran Negara 1961 No_ 28R

Undang Undang No. 6 thun 1962 temang Pokck-pokok Perumzhir, Lembos Negaa
1961 No. 40

Undeng Undang No, 1 tehun 1964 teslang Peoelapon Peraturan Pemeriotah Pengganti
Undang-ucdang Mo, 4 tahun 1942 tentsng FPokek-pokok Perumshan memjadi

Undaog-undang Lembaran Negara 1964 Mo 3

Undang Undang No. 2 tahun 1965 tentang Pesubahan Butas Wilayah Kotspraja Surabaya
den Deerah Ticgkat IT Surabaya, Leaibaran Negara 1965 No, |9

Undang 'ndang Wo. 18 tshun (%65 teotang Pokek-pokok Pemeriitalan Daerah,
Lembaran Neogan 1965 e, &3

Undang Undang No. 5 teshun 1974 teatang Pokok-pokok Pemerintaban Daerah, Lembaran
Daeroh 1974 Na. 38

Undang Undang No. 4 thun 1982 testang Kelentuan-keteniuan Pokok Pengelolaan
Liogkungan Hidup, Lembaran Negara 1982 Mo 12

Undang Undang Wo. 4 tahun 1582 tenteng Kstentuss-keteohun Pokok Pengelolasn
Lingkugmn Hidup, Lembaran Negars 1982 No. 12

Uniang Undang No. 16 tshun 1985 tepiapg Rumah Sususp, Lembacan Negara 1985 Ne.
75

Undang Undang No. 5 tehun 1986 tentang Peradilan Tata Ueahe Negaa, Lembaran
Negara 1986 No. 77

Undeng Undeng Moo 4 ishun 1992 tentang Perumshen dan Permunkiman, Lembersn
MNegara 1992 Mo, 21
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;[_.'-an.HJ'lg TTaulang Wa. 24 tashun 1992 tentang Yenataan Ruang, Lembaran Negera 1992 No.
B

Undang Undang We, 22 bshon P999 tentang Pemerintahan Daerah, Lembacan Negam
(992 N, 6

Undang Uindang no. B fmhun 1999 fentang Peclindunpan komrumen, Lembsran Negara
1998 Ne. 42

Undang Undang Mo, 28 Whua 1239 leptang Pertinbaigan Fenangay antara Pemerintah
Pusat dun Tiaerah, Temburun Negaas 1939 Na, 72

FPeratoran Pemerintab Ferordening
Hagdmvorsings Yerordening, SaatMad 1949 No, 44

Peraturan Pemerinteh Mo, B tahun 1953 tenlang Penguasasn Tanab tanabh Megara,
laembamm Wegara 1953 No. 14

Perabiran Pemerimtal Noo 6 tabun 1958 teptang Penyerahan Tugas Urusan Ferumahan
kepaia Pemverintah Dasrah Tingkat I, Lembaran Mepera 1958 No. 10

Peraturan Pemerintzh No. 30 tahun 1960 tentang Pendaftarsn Tunah | Toembaran Negora
1960 Ho. 28

Peraneran Pemeriotak No. 10 tahen 1961 fentang Pendofteran Tagsh Lembaran Negara
196] Xo. I8

Pershoan Pemenntah Wo. 17 tahun 1963 tentang Pokok-pokek Petaksanazn Peraluran
Peametiotah Peaggant Usdasg-undang Perumalan, Lemibzrsn Negos 1963 No_ 25

Pevabtran Pewerintah No. 38 tahun 1963 teptang Peponjukan Badan-badm Hukom Yaog
Puput Mempunyw Llak Miltk Atag Tunxh Lembaran Negars 1963 Mo, 61

Peraturan Pemenintah Wo. 49 tahun 1963 tentang Houbungan Sews Menyews Perumahazn,
Lembaran Wergara 1963 Nod. §1

Prrabipan Pemerintsh Wo. 29 tghun 1986 lentazng Analizis Meogenai Dampak
Linglungzn, Lembaran Negara 1986 No. 42

Feraturan Pemermtah Mo, 14 tshun 1987 teptang Fenverahan Sebagian Urnsan Pemerintzh
di Bidang Pekerjazn Umum kepada Pemerintah Dacrsh, Tembaran Negara 1987
No. 25

Perahwan Pemerintah Mo, 4 lahua 1988 lentung Rumah Susun, Temboran Nepera 1998
Mo, T
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Persturan Pemerintsh No. 51 tshun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampsk
Lingkungan, Lembaran Negara 1993 No. 84

Pearabzran Pemerintah No, B 1phun 1995 tectang Penyeraben Sebagian Urucan Pemerinlahin
FKepada 26 (dua pulubh enzm) Deersh Tiogkat 0 Percoptoban, Lzmbaran Negarg
1995 Mo LB

Poraturan Pemerintah No. 69 tahun 1996 temtang Pelaksanzan Hak dan Eewajibap serta
Bantuk dan Tatacara Peran Serta Magyaraked dalpm Penatagn Rumng, lembarsn
Wegara 1996 No. 104

Peraburan Passerintab No. 80 tabun 1999 tentang Kawasen Siap Bangun dan Linglkungan
Sizp Bangun yang Berdin Sendin, Lembares Megara 1999 No_ 1171

Pergtorn Pemerintak Wo. 25 @mhun 2000 teofang Kewenangaz Pemerintah dan
Eewenangan Provingi Sebagai Dasrah Otonom, Lambaran Nagara 2000 No. 54

Perabmran Pemeriotah Wo. 84 tahun 2000 tendang Pedoman Orgacicasi Perangkat Daerzh,
Larubaran Megara 2000 No, 203

Ferahoan Femeriniah Wo. 20 tabua 2001 testang Prmbinsan dan Pengawasan Atas
Penyelengparaan Pemerintahan Draerah Lembaran Negars 20401 No_41

Perpban Pemerintah Mo, 56 tabum 200! tentang Pelagporas Penyelenggarazn
Pemenmaban Dasrrah, Lembaran Wegaa 2001 No, 100

Persturan Tinghat Menier] Negara / Menterl

Pergturan Menterz Dalen WNegan No, ¢ tshun (972 {eotang Dakas Tanah Yang Boleh
Drikuneaj Olsk Porusshagn

Peratwan Menteri Dalam Negeri No. 5 tmhun 1973 tentang Keteotwsm-keteniusn
Mengeom Teta Cark Pembenia Hak Ataz Tangh

Perghoan Menteri Dalsm Megeri Moo 5 tsbon 1974 ientang  Ketentuan-ketentuan
Mengenai Penyediasn Dran Pembenim Tansh Untuk Keperluay Perigabaan

Persiran Menteri Dalam Megeri No §5 tshun 1975 tentang Kebephuon-kelentmn
Mengeoai Taia Cars Pernbabasan Tanah

Persturan Menieri Dalem Negeni No. | tabun 1977 tsotang Tata Cara Permebonan Dan
Penyelesaian Pemberias Hak Atas Bagian-bagian Taah Hak Pengelolaanys Serta
Pepdaftarannys

Parshivun Meqgteri Dalem Negeri No. 9 twhun 1982 tentang Pedoman Peoyusunan,
Peirocansan Dan Péogendalion Bangunan

Peraboran Menteri Dalam Negeri Mo, 2 tabun 1984 fentang Penyediam Dan Pemberian
Hak Tamah untuk Keperlvan Peruszhaso Pembanguran Perumahan Sederhana

i
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fPerumahat Morah Yang Disclengearaksn Denpon Fasilitas Kredit Pemilikan
Rumah Dan Bank Tabungan Negaa

Pergtoran Menteri Dalan Negemn No. 1 tzhun 1987 »ntang Peoyeraban Prasmana
Linghungan, Utiitas Unum Dan Fasilitas Sorial Peromahan Kepada Pemerinahy
Camsh

Perahiran Mendapr No. 2 tshun 1987 lemiang Pedoman Peayusunsn Rencam Kota

Peraturar Menteri Cralam Negeri No. 3 tehup 1987 tenlapg Penyediasn dan Pemberian
Hak Ates Tanah Untuk Keperluan Perusshaan Pembangunen Perumahan

Peratiran Menteri Pekerjaan Umum No, 40/PRT/1989 teptang Penerwpan Koerdinasi
Modular Dalem Pembenguzn Bangunen Rwmah Dag Gedung

Peraturan Meateri Pekerjazn Umum Moo 41/PRT/1989 tentang Feogrsahan 25 Stander
Konsiryksi Banguoan Indoresia Menjadi Standa Nasional Indooena

Pershiran Menteri Pelegaan Umpm Mo, S4/PRT/1991 tleotang Pedoman Tehnik
Pembengnnan Perumaban Sangat s=derhani

Pertarnn Meanteri Negara Agruria/Kepala Badsn Pertanahan Nacional No. 2 tebun 1993
tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hale Atas Tanah Bagi Perusahaan
Dlam Rangka Peaanam sna Modal

Pershwran Menteri Dalam Negeri No. 7 tahmn 1993 tentang Tjin Mendirikan Banpinas dag
Ijin Undang-undang Gapggusn Bagi Perusabasn Industri

Porabran Meateri Negam Agraria/Kepala Badsn Partanaban Nagional Mo. 1 tahun 1994
tentang Eeteninan Pelakzanann Keputuzan Presiden Republik Indopsaia Mo. 53
tahun 1993 teotang Pengadean Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangonan TUntok
Eepentizgan Umum

Parshoan Menteri Dalam Negeri Mo, 8 tshup 1998 ientang Fenyelenggersan Ponatasn
Bunng I Daersh

Perphran Manteri [alsm Negeri Mo, 9 tehun 1998 bentang Tata Cara Peran Sarta
Magyarakst Dalatt Prosese Perencaman Tala Ruagg Dn Dasrah,

Perahrun Menter: Negara Agraria/iKepala Badon Parianahan Nagiongl Ne- 1 tehun 1994
teniang Ketenduan Pelaksangan Keputusa Presiden R Ne. 55 tabun 1997 tentang
Peagadaar Tanah Bagi Pelakeransan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

il
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Kepulusan Presiden

Keputusae Presiden Moo &5 tahun 1952 tentang Jawstan Peromzhan Hakya! Dalam
Lipgkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga

Keputusan Presiden No. 55 tshun 1993 tentang Pengndaan Tanah Ragl Peisksanzan
FPembangunan Untuk Kepenlingam Umum

Ereputusan Presiden No, 75 tahun 1993 lemtang Pengelolawmn Tala Ruang

Eeputusan Preriden No. 14 Tzhun 1993 tentang Fabungan Perumaban Pegawal Negeri
Sipil.

teputisar 'restden No. 97 taboan 1987 tontang Tatcars Penanaman Modal
Eepulsian Presiden Mo, 75 tahun 1999 tenlang Kamisi Pengawsas Persaingan [eaha

Eepofusan Presidos Mo, 5 tuhus 2000 lenlung Badae Adminirtest Kepeodudukan dan
Mobilitas Fenduduk

Keputuwszan Presiden Wo. L) tzhun 2000 tentang Peogendalion Daopak Lingkungan

Ecputusan Pregiden Mo I2 tabun 2000 tentzng Dadan Peoetapan dan Pengendalian
Penyedinan Frasarny dan Surunys Pekerjaan Umum

Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugae, Fungsi, Kewenangan
dan Suaunan Of gunirasl dan Tala Kega Lembaga Femenntah Non Depattemen

Eeputunan Pregiden No, 95 tahun 2000 tentzng, Badan Perfanahan Nasionul
Keputusan Presiden Mo. 355 tahun 2008 tentang Fabinet Peraatean
Keputusan Presiden Mo, 10 tzhun 2001 temtang Pelaksanaan Otonomi Dacrah
Kepotoian Menterd Negara / Menterl

Keputusan Mentenn Pekerjaan Umum dan Tenaga No. U 25/28/12 tentang Radan
Pembantu Perumahan Rakyat.

Keputusan Menteri Scaial No. 7 tahue 1965 temdang Peoggunaan Perumahae Dalam Masa
Peralihen

Kepulusan Mentart Pekerjean Dmom dun Tenaga Lismk Noo 11%/KFIS/1973 tahen 1573
tentang Prdotnan Panyelengparaao Fembangunan Pernmahan dan Gedung-gedung

MNegara

rxili
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IKeputuman Eetun Badm Koordinesi Penanaman Modal No. 28 tahuwn 1974 ieniang
Fedoman Pepanpman Modal Bidang Pembangunan Perumakan

Eeputusan Mentenn Dalam Negen Mo, 343 tabon 1977 teatang Pedeman Pembaptukan
Susunan Orpanissgi den Tata Kerja Dinge Daerah

Kopuhwan Merglerz Dalam Nogeri No. 268 tabun 1982 lentang Pokok-pokek
Kebnyskemmaan Penerbbsn/Pemantaatan Tanah Yang Dicadimglan BEag dan Atan
Dikuasni Oleh Perusshaan-perusahaan

Keputugan Menteri Pebmjagan Umuie Ne, 0FEPTS/1985 tahun 1985 tentang Katstifuan
Pencegahan dan Penagsulangan Kebakaran

Eepubusan Meniet Pekerjzan Ymum Mo, 2EFTS1986 txhun 1986 tenteng Pedoman
Tehnik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Perampn

Kepotusan Menteri Pekerjamn Umum No. 01/KFTS5/1989 than 1989 tentang Pedoman
Tehnik Pembasgunes Kapling Sisp Bangun (KSB)

Fepotusan Menteri Dalam Wegeri No. 105 tahun 1984 1sntang Pelaksanaan Proyek
Percomtohan Clonomd Deerak Pada Dasrsh Tinghket IT

EKeputusae Menter; Dalam Wegeri No. 178 tahun 19346 teptang Fercontoban Ctonomi
Dasrek Fada Kabupaten® otamadya Dasrah Tingkat I

Kaputugan Menteri Nogura AgrariafKepala Badm Pertunaltan Nasional No. 9 talun 1997
tentang Femberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sagat Sedechans (RSS)
dan Rumah Sedechana (RS)

Kepninasn Menteri Negarn Agraria/Kepala Badan Perisnahao Nasional Mo, 15 1abun 1997
1g). 22 Chtober 1997 tentang Perobaban Keputugsn Menteri Negara Agrarin
/Kepals Badea Pertanahan Naviomal No. 9 talnm 1997 tenimng Pemberizn Hak
Mitik Ates Tansh Untuk Rumsh Sangat Sederhana (RSS) dan Romab Sedeshana

®S)

Keputman Megteri Dalam Negeri No. 134 tshun 1998 (entang Pednman Panywminan
Peraturan Daerah Tentang Rencans Tata Ruang Wilzyah Propinaj Dasrsh Tinglat
I dan Rencana Tats Ruang Wilayak Keabupaien Daerah Tingkat IT

Keputusan Mentsri Pekerjasn Umum No. 441/KPTS/1998 tehun 1998 tgl. 10 Nopsmber
1998 tentang Persynraian Tehnia Bangunan Gedung

Kepuhoan Menteri Dalag: Negeri No. 137 tabun 1998 tecimng Pedoman Pepyumnan dan
Pechitunganb Bisya Rencana Tata Buang I Daerah

Eepubman Menteri Keschaian No. 820/MENEES/SK/VILI99? mhon 1999 tnbang
Persyarata: Kewehatan Perumahsn

xxir
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Instruksi Presiden ! Instroksi Menterd Nepara/Menteri f Surat/Sorsl Edaran

Instruksl Presiden Wo. 9 tahun 9793 tentang Pelaksanaan Pencabotan Hak-hak Al Tanah
dan Benda-benda yang Ada D1 Alasnya

Surul Krepals Badin Pertapshan WNasivoal kepads Kepala Kantor Wilayah Badao
Pertanahan Waelonal Mo, 500-2031 tgl. 9 Jum 1989 peribal Program Pengudamn
Foipling Siap Bangun Dengan Fasilitas Eredit Bank Tabungan Negaa

Ingtruke Menter: Dalam MNegeri No. 2 tabon 1982 lentang Feneliban Tanah Db Daseah
Perkotaan Yang Dikvasal Oleh Badan Hukum / Pesseoirangan Yang Fidalk
Dhmantaatkan ¢ Dielantackan

Surat Durjen Agrana kepada Dircktur Tlama Perum Perumnas W 59377583 A gl 19
Descipber 1983 Yerihal PenyershanPenggunazn Bagian Tanah Hak Pengelalasn
Perum Perumnas Kepada Fihak Ketiga Dralam Bentuk Eapling Tanabh Malang
{EFMY

Tustrukse Mentern Dadam Negeri o, 15 lahun V98B (gl & Okiober 1988 tentang Pedoman
Penvedizan [anah Asresl Hutan Tatz Gonz Husn, Eesepakatan Untuk
Pembangunan

Instruksi Preeiden Mo, 5 izheo 1990 igl. 26 Sptember 1990 terdugg Peremajaan
Fempkiman Fumuith Yang Rerada Di Alas Taoah Negara

Surat Fdwran Mepten Wegara Agrana‘fepals Badan Pertanahan Wasiony Ne, s00-1499
tgl. 13 Med 1993 tentang Biaya Pendaitoran Tagah Untuk Rumah Sederhana dan
Rumzh Sangat Jederhana

Surdt Edaran Menteri Perencanaan Pembengunan Nasionalffclua Sappenzs No.
MITMEAO]9M gl 4 Okiober 19 terdang Effisicnsi Pemanfastan Lahzn Begi
I'embizngunan Perumaban

Instrubz= Menteni Dalam Negeri Mo, 12 tahus 1996 teatang Keringanan Untuk Tidak
Memumgut Hetribusi Atas Izin Membangun Rumeh Sederhana dan Rumah Sangat
Sederhana

instruker Meater: Dalam Negen Na. 1 tahun 1996 tentang Pembentukan Tin Koordinas
Penatann Ruang Dasrah Tinghkst [ dun Tingkat 1T

Sural Fdaran Menbent Negara Agrana’Kepnia Badan Pertarahan Nagional Mo, 500-1367
tal. 2 Juli 19%7 tentang Pembernm Hak Milik Alss Tanah Untuk Fomzh Sangat
Sederhann (R5%) dan Rumah Sederhana (B2)

[nstruks: Menteri Eeachatan No. 778 / MENKES / Ina/VII 7 1999 tahun 1999 tepiang
EwalitasLinghkangan
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Sursl Departemen Dalam Negeri No, BH L0/5/37 tgl. 18 Apnt 1972 perihal Perudibu
Sengketa Sewa Menyowa Perumahan

St Fdsran Departermen Dalam Wegen Mo, Pemda 18376 (gl 15 M 1973 perhal
Fenyusunan Bencana Pembangunan Kota Bag Tiap Ibukats Kabupaten

Swat Edaran Menteri Dalam Negeri dam {Monomi Daerah Wo. V181 500/PUMDIA tentang
Penataan Kewenangan dan Kelembagamn

Surat Edarun Menteni Dalam Negeri No. 061/7297T) (entang Penalaan Peranghkal Dascab
Peraturan Daerah/ Keputusan Bupati Kepala Daerab Tingkat TUWalikota

Peranran Dacrah Fabupaten Sleman Ne. 1 tahon 1990 {entang Ferutvran Banpunan,
Lembuaran Dacrah Mo B tahuen 1990 Ser1 D

Ferahoan Dacrah Kabupaten Dasrah Tingkal I1 Benyemas No. 14 tahua 19990 teniang
Thukotz Kecarmatan Aribarang

Peratwan Dasrsh Fabiupaten Dacrab Twgkat [T Banyumas No.o 15 tzhun 1990 tentang
Thukola Kocamatzn Wangon

Peraboman Daerah Kabspaten Dacrah Tingkat I Banyumas No. 12 tabun 1993 tenlag
Rrncans Tala Fuang Wilayah Kabupaten

Feranman Daerah Eabupaten Dacrab Tiogkat I1 Sleman Noo 23 tahun 1994 fentang
Bencana Tata Ruang Wilayah Kabipaten Dasrab Tingkst I Sleman, Lembaran
Daerah Weo. 2 tmbun 1995 Sen ©

Feputusan Bupati KDH Tingkat 1T Banyumas Mo, O0L/847/1995 tentahg Penyelengpromnat
Peluyenan Perzinan Sehu Atap

Perghman [raerab Tingkst I[ Banyumae Wo, E tahon 1995 testang Bangunan, Lembaran
Nacrah No. 7 tahon 1995 Sen B

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat [I Banto] Mo, 10 tahon 1996 tentang Ijsm
Mepdirk:m Bangonan, Lembarm Dasrak No. 1 tahon 1977 Sen B

Peraturan Daerah Kabupalen Daerah Tipgkat II Bandung Neo. 22 lhon P99 tentang
Penyediasn Tanah Untuk Tempat Pemakamam Umum eh  Perusahaan
Pembangunan Perumahan, Lembaran Draerah No. 1 tzhun 1997 Sen ©

Keputusan Rupati KD Tingket 11 Sidoarje No. 287 tahun 1997, 31 JTuli 1977 tentang
Pengesahzn Kepulusan Dosa Balonggaine, Kee Candi o, 3 tahon 1997 tentang
Penyediazn Tanah Sawah Bekas (fogol Kepada IPU Lembabh Nan Lestan Untok
Pnbamgen Perumahan

YL
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Keputusan Bupati KDH Tinglet I Sidoasjo No. 300 tahun 1997 31 Juli 1997 wsaiang
Koringatan Untek Tidak Memungut Retribusi Atas Iziz Membaogunr Rumah
Sederhma dan Rumah Sangal Sederhana di Kabupaten Daerah Tingkat IT Sidoarjo

Peraturan Daerah Kshupaten dasroh Tiogicsd [ Banyumas No. 10 takun 1992 fentang
Rotribozi [zin Mandirikeon Bangunon, Lembaran Diaerah No. 11 tahun 1999 geri B

Peraturac Dacrah Kabupatep Daerah Tingkat 11 Banyumaz WNo. 12 Tahun (998 tentang
Retribusi Izin Gangguan, Lembaran Dasreh No. 13 tabun 1999 Sen B

Fershoar Daerzh Kabupaten Dmerah Tingkat I Sidomie No. 22 tahon 1998 tentang
Remribusi Tzin Mendirikan Banguean, Lembaran Draerah Wo, 10 tahun 1999 Serni B

Fepuhugan Bupati Kepala Daerah Tiogkat IT Sleman No. 06/Kep. KDH/1999 191 18
Janunari 1999 tentang Pembentubkas Unit Pelayanan Terpadu Perijinan Satu Atap

Esbupaten Dazrah Tingiat I Sleman

Perataran Dasrah Kabupaten Sleman No. 12 tahun 2000 wentang Susioesn Ongamisesi dan
Tata Keria Dinas Dacrah, Lembaran Deersh Mo, 12 Seri D.

Perztoran Diaerab Kabupaten Banyumas Ne. 23 lhun 2000 {epang Susunan Organisss
ran Taix Kerja Dinas Daersh, Lembaran Dasrsh Wo, 36 Seri O

Peraiurac Deersh Koiw Surobays No. 3 tahun 2001 tentong Organigasi Dinas Kola
Surabayz, Lamberan Daergh No. 3 tabun 2001 Sen C3

Feratwran Daerah FKabupaien Bandung No 1 tabun 2001 teptang Rencana Tata Ruaog
Wilayah Kabopaten Tahuz 2001 sampa 2010, Lambarsn Deerah No. 3 fahun 2001
Seri D

Perptaran Dasrsh Ksbupsten Bandung Ne. 2 tahun 2001 teniang [mn Pemenfastan Tanah
Lembaran Daerab Mo. 1 tahun 2001 Seri C

Perahuran Daerah Kabopaten Basdung Ne. 7 tabun 2001 teoimng Susunan Organiessi dan
Teim Kegja Dinas Dasrsh, Lembaran Dasrsh No. & taban 2001 Seri D.
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DAFTAR SINGKATAN

AGR/Agr = Agraria

AROB (Wet) = Adminigtratieve Rechtzprask Owverheids Besclukkingen (Wat van | Meid
1975, 5. 284)

BAFPENAS = Badan Permncang Nesional

BPN = Badan Prriznahan Nasional

BTN = Bank Tsbungan Negara

BEPM = Padan Koordimas: Penanaman Modal

BUMN = Badan Ussha Milik Negara

BWI = Birgelitk Woniog Reglement

DEFERNAS = Dewan Perancang Nasional

DPEL = Dewan Perwaklilan Rakyat Dascah

Fasos = Pasilitas Soaial

Fasum = Fasilitas Umum

GBHN = Garis-gans Besar Haluan Wegoa

IMB == Tjin Mendirikan B

Inmendagn = Instruksi Manten Dalan Negen

1o = Juncto

JI5 = Junctig

YEFP = Yayasen FKas Pembangiom

Eanwil = Kantor Wilayah

Eepmen = Keputusan Menlen

Keparendagri = Kepotwgan Mentari Dalam Negeri

Kasiba = Kawasan Siap Bangun

Eeppres = Kepotusan Presidsn

KPR = Kredit Pemilikon Bumah

K¥TS = Eepuiusan

KSB = Kapling Step Bangun

KUF = Kantor Urvean Prrumahan

Ligiba = Lingkungnn S18p Bangun

LM = Lembaran Negars

LNRI = Lembharm Negara Republik Indonesiz

Marnkes = Manieni Kesshatgn

MENPPN = Menteni Perencensan Pembangunan Wesional

MFR = Majelis Permwrvawaratan Falkyal

MPRE = Majalis Permusyswarnian Rakyat Samentnrs

Perda = Pershoan Daersh

Ferum = Perusahzan Umum

FERUMNAS = Pernsaban Nogiooal

PDAM = Perusshean Daerah Air Minum

PHE = Peowiusan Hubuggan Kerja

Pelita ~ Prmbangzoas Lima Tabun

Peapres = Penstapan Presiden

FP = Peratwran Pemerintah

FU = Pekerjazn Umum

Wil
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FI= Republik Indonezia
K35 = Rumah Sederhana
RS535 = Rumak Sangat Sederhaga
RETRW = Rencana Tata Ruang Wilayah
SIP = Surat [jin Penghunian
SEB = Sural Keputuzan Bersama
SV0 = Stadsvermings Crdonnznbe
SVV = Sidevermings Verordening
Tap = Ketetapan
Tk = Tingkat
TEN =
Tambahsag J.embaren Negara
TLNEI = Tambahan Lembaran Wegura Republik Indonesia
UV = Undang-undang
UL = Undang Undang Dasar
UUPA = Undang {Indang Pokek Aprana
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A. Alasawp pemilihan jodul

Ferelitian yang diajukan adalah Wewenang Eabopaten Dalam Pambangunan
Perumahan, dengan pembatasan bukan rumah perssormganfuoggal dan Eumsh
Susun sesual dengan peogeriian Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1985 teptans
Fumah Susun Judul ini dipilih dengan slasan behwa perumahsn (mmsah tempat
tinggal) adalul merupakan kebutuhan primer satisp manusiz hidup, sebagai individu,
berkeluarga dan hermasysrakat, dan permasalahan parumahan adalah permmasalabem
yang beraifad nasioaal.

Pembatgunan ity seodinl *.. meliputi perubahan-perubahan zosial yang besar”.
(Tjokreamidjojo, Bintoro., 1977 - 43) achingge ruang lingkupnya biza lokal, regionel,
nasional. Pembangunan (perumahan) menyangkut dua (2) hal yaitu pembasngunan
fisik dan non fisik Dikatakan balrwe pembangunen perumahas mempunyai ati yang
lebih besar den eebedar arti fmk, sebheb " housing services are more han the
Sarvicas provided by a physieal wit”™. (Ahlbrandt, Jr. Roger. 5., 1976 : 16) perta
“Solah ety scgi deti pombangunan Masional mdalsh mengusshalan agar seheub
rakyat Indonesia menempati rumah yang layak di lingkuogan yang sehat”, (Batubara,
Cosmzs., 1986 b 1).

Pembangunan di bidang perumshan meropakan  galgh  saty  benmtuk

pembangunzn kesejahierasn masyarakst, “Sassran yang ngin dicepai  dalam
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pembangunan perumahan dan pemukiman adalah agar seluruh cakyat [ndoneaia dapat
menghum rumah yang layak dalem lingkungan yang sehat dan iermtu’,
(Yudohiusodo, Siswono dkk., 1991 @ 30), den dikatalom kesejablerasm adalah ...
bahwa komporen wtama kesejshtersan uwmum ilu ralah kepastian hukum dan
tergedianya barang-barang dan jasa-jasa kebutuban hidup bagi semus warganegara”.
(Kirdi Dipoyude, Analisis CSIS Tahun XXI0 MNe. & 1989 - 541) Sistem
desentralisasi dengan ofonomi daerzh akan meningkatkan efesiensi, mengurangi
harga dan meningkatkan cuipur seperti dikatakan oleh Brian C. Smith {Smith, Brian
.. 1985 : 4], dengan mengubip pendapat Shepard dan Hart, DE., yaitu
"Decentralizaion kas a pasittve side. It 1z commonly associated with a wide range
of economic, .. Bconomically, decentralizarion is sad to improve the efficiency
with which demands for locally provided servicer are expressed and public poods
provided (Skepard, 1978)..  Regdenlial locafional choice cordributes to Hhe
realizarion of individual values ard collecttve welfare. Decentralizafion 15 sald o
redure costs, improve cutpels asd more effectively uitlize humar resources (D
Har, [P73)".
Duiatakan oleh Joseph Paz balnwa ada 4 fungsi pnmer huioum yaty :
“{a) Preventing wndesirable Rehavimir and Securing Dearable Behaviour;
(B} Providing Facifities for Private Arranpemenzs berwesn fndividuals:
@ The Previgion of Zervices and the Redigrilngion of Goods;
td) Settling Unregulated Disputes” (Raz, Joseph 1979 : 171 dan lebih ditegas-
kan lagn oleh Hans  Eelsen babwa “"The administrative siale 16 that state whose oficals
direcly pursue dale purposes by directly bringing aboud what ir socially demmed "

{Kelgen, Hena , 1932 : 102). Rumah adalah merupakan kebutohen primer bagi manusia

hidup karenanya hemus tetap memperhitungkan kelestaman fingsi den Eeseimbangan
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lingkungan karenz merupakan mata rantai bagi pembangunan betkelanjutan (ctainable
development). Sesuai dengan UU No, 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketsntuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup karena salah satu unser pokok pembattgunan perumzhan
adalah tanah tempal perumahan tereebul didirikan,
Ferumzhan merupakan suahs permesalaban yatg rumil bag masysrakat
Y. The low income urban housing probloms are many and varied .. ™. {Heumann,
Leonard F., 1979 : 234) =ehingga perlu ada pemecahan permasalahan melalui guatu
tindak pemerintahan pgar fejadi sualn bentuk kesejsbterann masyarsot sehingga
diperlukan adanya konsolidaci tmah fand conselidaionidand ersembly). Konsolidasi
tanah merupakan salzh satu bentuk atan modal pembangunan di bidmg pertanahan
yeng menczkup wilgysh perkotaan dan pertanian dengan tujuan mengopbimalian
penggueaan tanah
Perumehan {dan rumsh), dideficsikan eebagai bengunan yang berfungsi
sobaga tempat unggal atau bunian dan sarana pembinaan keivarga, dengan demikizn
menyangkut kehidopan nasicoal dap spabila dibwbuogkan dengen .. "Welfare
Sare” okan  meovangkut  juga  (feori) Femerstpsn dan  Pertumbuban™,
(Tickroamidjcio Bintoro dan Mustopadidiaja AR, 1986 . 47). Dalam Ketanhmm
pasal } Undang-undang No. 4 Tahun 1992 teniang Perumaban dan Permukiman
antara perumahan dan rumah dbedakan, dimara votuk perumahan disyaratkan “. .
yang dilengkapi dengen prasmana dan szrana lingkungan”, meskipun pengertian
perumahan pada Petaturm Pemerintah (PP) No.49 Tahun 1963 tentang Hubungan

Eewa-menyews Perumehan pasat 1, Dbatasmm perumahan *“.., bangupan etac
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heterogenitas permasalshan budayn yang menyeluruh staw komplek sehinggs dirasa
akan cukup memadai uatuk peelitian Dacrah Kzbupaten yang dicitz-citakan bagi
Negiara Fesatuan Semmi dengan petlimbangan yang ada daimn UU Mo 22 Tahun
1999 hurof ¢ yailu ..., dipandang perln menyslenggarakan Otonomi Docrah derigan
memberikan kewenangan yang [uas, nyata, dan bertanggung jmwab kepada dacrah
gecara  propasional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian,  dan
pemanfaztan sumber daya nasional, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah,
gesual dengan prineip-prinsip demolrasi, peran serta maeyargkatl, pemersiaan, dan
kezdilam, serfa potenzi dan kesoeleragaman Daersh, yang dilaksepakan dzlam
kerangka Negara Kesstuag Republik Indopeaia™.
B. Latar belakang marnlsh
Kebuhan pomer maousia hidup, gecaa wmum ads tiga yaitu pangan,
sandang day pepan Kebutuhan ini secars teoritis bersifid gradoal, meskipun antara
kebwuhan sandang dan papan mana yang lebibh tinggi mesih wenjadi baban
perbincangan, zebab terganiung pada cara pandarg shan koxalitan privrites kebulohan
Dalam pembangunan perugaian {dan rumah) serta memajubmn kesejabteraan
umum, wewenang telsh ada dalam pasal 1 dap 2 PP No. 17 Tabun 1963 tentmg
Pokok-pekok Prlaksapaan Persturan Pemeriotah Pengganti  Undag-uodang
Perumahan
Untuk melakswnakan tugas pemeriniah dan tujuan pegara tersebut dilakukan
dengan suaty wewenang yang berujud tindakan atan perbuatan yang dinamakan 1in -

dak pemerintzhan alau adz jugs sarjata yang meayebutnya dengan lindakan peme -
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lagaimana ditnaksud Cdam ayat (13 t=lah meoggunakan wewsnangnya anfuk
tujuan bate dari maksud dibenikanaya wewenang tersebud,
juga pada UT Ko, 22 Tubon 199% vailu antars [ain ketentuae pada pasal 18 (1), (25
i pasalb 63, yauito
Pasal 18 :
(3} TP mempursea bngas dan wiewensng
(2} Pelakcanaan {ugis dan wewenang, szbagwimuans dimakswd gt (10 dimtur
delan Perutaran Tata Tertib DPRD.
Pazal 63
Penvelenggaraan  wewienang  yang  diulunpalikan pleh Pemerintals kepada
Chubernr seloka Waki]l Pemerintzh dalam rangks dokapsenirasi, sebagaimana
dimaksud dalam Pa=al % ayal (3}, dilaksanzkan ateh Dhmas Provinst.
gedurgkan kate kewensngen sotere lain ditzmukar dates U Noo 32 Tehea 1999
viuld pala Bab IV pasal 7, 5
Paral 7 .
f17 Kewenangan Dacrah mencakup  kewenangan dalam selerub bidang
permetimlahan, kecwall kewenangm dalaw bidang politik loar  aegen,
periahunan  keumansn, peradilan, moneter dan fiskal. agama =ena
kewenangan bidang Yam.
Pasal &
{1) Fewenangan pemetindahan yang diserabkan kepads dacraly dalam rangka

desentraluins b disertal dengan peryeralian dan pengaliban pembiayann,
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sarana dan prasarana, serta sumber duys mameis sesid dengan kewenangan

vaig diserahkan tersebut,
Pengertian wewenang atal kewenangan ini dapal dipakad dalam konsep ki
privad maupun publik meskipun ... seharusnya digunakan selalu dalan konzep hu
kurn publik (Hadjon, Philipus M., 1957 0 11 Penulis cenderung memakal 1stilah
wewenang dikarenakan lebih singkal, pengerliannya sama hanya lebih spesifik.

Wewenang, sebagal konsep hukum pubiik, teedon atas selwrang-kurangnys

tign katnponen yaitu © pengaruh, dasar hukum, kootormitas koo (Philipus M.
Hadjon, 1997 : 1), Scbagai hak dan kekvavamm becindak & bidang pemerintahan
menyanghut tindal pemerintahan, maka akan dikajl fungsi normaiil dan wewenang
yang adz, vang menunjuk legalitasfeeabeshan yang berkaitan dengan Pemerintah
Dactah Babpaten dalam pembangunan perumahan, mengenal fungsl  imstnamental,
yaitn pelahasnoan pembungunas pernmahan vang ada dalan perencanasn tata kot
dan tatz ruang wilayah karens “Pembangenan di bidimg perunalian yang tidak
memperhzlikan daya turpung lahae skan seroghan” (Kempas, 3 April 1997 dan
fungsi jaminan akan dikaji dalam hebungaonya dengan pembangunan perumahan,
sebab tmah dan perumalian yang beedrn di ataseya merupakan . sebagal komodits

.. {Hans-Dicter Evers, 1985 29} dem . feres ond soceel msurdgnce conen bunos
pard by the market sector”. {(Wielen, Heony van der, 1983 | 46) seria ™
permintaan akan tanah vang meningkat. " (Tlhami, 199 @ 65).

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan perumahan akan berjalan baik

gprabata progrem pembangunannya dircocaneken depgan baik, dengan mengingat
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arti qumah (yang diharapkan), yailu -
. Humah adaleh lempat untek memenuhi kebaduhae-kebutubun  jevmant
manusia yang pokok (The satisfection of fundamestal physiological needs);
2 Rumtal adalah tempat gune memenuhi kebutuban-kebutuhan rohanm manusia
vang pokok { The rafrafaction of furdarmental poorologredd necds);
3. Rumah adalzh tempat perlindungan lerhadap pemmlarmn penyakil mienolar
(7 Re ST E RGN ggaie st corrancdfde disrases):
4. Rumah adelsh tempat perlindungan terhadap kecelakaan /“roecrior cpairs
erecefcierd) (Trcham, Mo, 1992 : 14).
Adanya pembangunan perumabian yang baak akan tergantong juga pada
Y. Aspek formaolasi kebijakzanang,
Z Adekl maRd R
3. Aspek pelaksanawan {operation atan operast) (Thoka, Miflah, 19780 A 15
Pembangunan perunahan i Indanexia atan khwsusoya di Jawa di samping
memerlakan penangasan yang baik jega harus dapat menampung doa masalah yang
secara radiewonal saling berfentangan yalu hubungsas palemnbayan ((Resselserafl)
ilap hubungan paguyaban (Gemeinsohafy atan dikatakan "Modernfzation qfecls noi
anly the domenic devslopment af socreher fd glzo relgfiors among them L7
(Black, Cyriel. E. 1966 : 23 Jayadinzta, Johara T., 1992 : 22}, schingga diperlukan
=. life has become more compler, the lepal pydtem Aar also prown o The posa!
where glmost alf humar qrlivihes come tn corledct wilh He few in one foee oF I8 Hhe
ather " (Black. Cyriel E. 1966 ; 18, Pasal 1365 B.W.). l'embangunan di bidang
penunatean menyangkut masalah sosial dan hukum lanpa harus menguranet
kebebaran, Ldak roperti di Singapore pombinmgunan perumahan yang digonakan
untubk mengonorol secara efektif” sualu gejolak masyarakad, sepedi dikalakan 2

perzon can hg gvicted or demed @ howgs ifthey dn st coxform ™ {(Yeyscetnum, 1B,
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1989 : 33} dan harus dilakukan dengen terencana, semuai dengan tala kota dan tata
ruang yang ada dan jelas yaity mempunyzi saseran, vist daq misi sehizgga fungsi
metrumental hukum administres: terpenuhi dan diperiukan adamys keterkaiten vang
terpacu, integral-proporsienal diantas eerzus lembaga pemerintaban torkait, zebab
"Consolidation of these units inio unified political and edministrative struchure is
pradiciad to bring abour increased efficiency and regponsiveness”. (Haowkens Jr,
Reobert, B, 1976 - 171).

Tuges pembangunan, dengan ditenmanya UU No. 22 Tabhup 1999 adalah
lebih menitik beratkan peren deerah oteoom, meskipun sebagai negara kesatuan dan
borkeadilan, karemanya dimunculkan UU No. 25 Tahun 1999 tertang Perimbangan
Feuangan antars Pemeriniah Pusat dan Dasrak Dari berlakurya beberapa peraturan
perundang-undangzn yang berkaitan dengan pemerintaban daersh yang pemab ada
di Indogesia, ssbagai peleksenean ketenbunn Pasel 18 DUD 1945, ade bebereps
perbedazn, khususnya mengesnai pembangunm perumahan,

Di Indomesia pernsh 8da perstumn perundang-undangan  mengezai
pemeniniah daersh, akan tetapi sifatnys hanya berlaku untuk wilsyah tertenty dan
ernentara, mirzinya Undang-undang Ne. 16 Tahun 1947 mengenal Pembentukan
Heminte (biza diterjemabkan : Kelspraja) Kota Swurakarts, karena pokok pemildran
para pendiri pegzra adalah benmk negam kesatuan sohinggga diinginkan saty
perundang-undangan mengsnzi pemerintah daerzh ssbagai pelaksanaan Pasal |8
UUD 1945,

Undang-undang yang berlaku di lodopesin, sclain yang berlake untuk dacrah
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tertenti, adalah -

!. Undang-undang No. 22 Tahun 1948 tenlang Pemerintahan Dasrzh;

2. Undang-undang Mo, | Tahun 1957 (L.N 1957 No. 6} jo0. Penetapan Presiden
Ne. 6 Talnm 1959 (L. 19598 Ne, 84,

3. Undang-undang Wo. 13 Tahun 19465 temlang Pokok-pokok Pemerintahan
Daerah (L.N. 1965 No. 83, TL.N. Na. 2778},

4. Undang Mo. 5 Tahun 1274 lentang Pokek-pokok Pemerintshan Di Daerah (L.
M. 191 Ne, 38, T.LN. No. 3037},

5. Undang-undang Mo. 22 Tahyn 1599 lentang Pemenplahan Dacrah {L.N. 199%
No. 60, TLN. No. 3839}

Menurnt UTT No. 22 Tabun 1999, Pasal 4 (1) ditryatakm ;
[Dalmm rangka pelakeanasn asas desentralisas dibemtuk dan disuson dasrah
proviosi, deerah kebupaten, dan dasrah kota yang berwenmng mengatur dan
mengurus kepantingan masyarakat berdasarkan aspiras: masyarakat.

sedual juga dengan ketentian Pasal e, yang menyatalan bales ;
Deaeptralisas adalah penyeraban wewesnang pemerintzhan clsh Pemerintah
kepada Dasrah Otoooma dalam kerangka Megara Kesatuan Republik Indonesia

Eewenangan Daerah sesuai dengan ketenhian Pagal 7 (1) yailu
Kewenangan Duerah  mencabuwp  kewepangan dalam  selwruh  bidang
pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang polibk lusr  npegen,
pertahanan keemenan, peraditan, moneter dan fiskal, aganm, gerta kewspangan

bidang Jain
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lebik lanjut dalzm Pasal 1] {2) ditegaskan :

Bidang pemenintahzn yang wajib difskeanakan oleh Dazereh kwbupaten dan

Dacrah kota melipufi pekerjam umur, kezehatan, pendidikan dag kebudayaan

periamian, perbubungan, induetri den perdagangan, penaneman  modgl,

Iingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenagz kerja

Adanya kewenangan menyehabkan adanya birckrasi, sebagai pelakaana
kewenangao, coleh Ramlan Swhbakii dikatakan, *... birckrasi {perkotazn) bukan
sekeda pelaksmna kebijakan tetapi juga sebagal pembuat kebijskan .. .7 |
Surbakti, Ramian  Prizma 1996 No 4 : 15).

Pambangunan perumaban menyangkut tata kota dzn kota ife sendini ...
adalch suatu daersh perumahsn dan bangunan-bapgunen vacg merspakan sahr
tempat kediarman {[harni, 1990 : 40) dan tefa meang, bzik oasional, regicnzl
marpua lokal, kelenluan mengenai tata kota dan lata meng adelah :

1. Stadsverordenings Ordonhantie Stadigemeenten Java, 1938 (Mabu, BN, 1979
S A0%;

L. Kringen en Typen Verordening, 1941 (BM Marbun, 1975 1 40);

3. Bedsvormings Ordoanantie (S 1.0] 5, 1948-168;

Perencanaan perkoinan dialur atara laic dalam Fasal 3 3 V.0, yaitu ;

(1) Dengas memperbatikan sjarat-sjarat jag ditetapkan dalam  paraluran
pemerintahan Dewan  Saminte  (kini dapat  disamakan  dengan
walikota/Eepala Daerah Eatapradia bersama dengan Dewsan Perwakilen Rak

Raket Kotapradja, dan sclanjutnja eken ditulis Dewen Szminie) menentkan
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dengan keputusan suatg rentjana kota,

{2) Drewan Haminte berwenang untuk menentukan reotjanz bagran dem: bagian,
diika memurut pendapaima hal il dipandang sangal perlu dan tidak akan
rmeagganggy pembentukan kessluruhan jang baile

{1) Dengan tidak mengurang kewadjiban uniuk menpubah rentjang kola menwr
kebutuhannja Dewan Hasminte akan memndjan kembali rentjana ity tiap-tisp
kali selmmbal-lambatnin  sepuluh  tahon  eekall. Djamogka wakiy  im
diperpand; ang oleh Dewan Haminte, sampal selama-lamanja lima belas 1ahun
berdacarkan kepitisan deagan disertay alezn-alasmnja jang kuat,

4, Peratman Pemerinkah Wo. 1.? Tahun 1943 LW 1963 No_ 25:;

Pazal 1 {2) mensniuloan :

Agar pembangunan perumahan dapat berjalan aecara tersher Kepala Daerzh
mengumumban sacere lvas rencera pembangunan kota‘desa dengan menunjuk
tanabh-tamah yang disediakan guna pambaogunan perumahan.

5. Undang Undang Wo. 1 Tahuz 1964 lentang Peaetapan Perabwran Pamerintah
Pengeanti Undang-undang No. 6 Tahun 1962 teotang Fokok-pokal Perumahan
(L.N. 1962-40) menjudi Undang-undang (LLM. 1964 Ma. 3), yang dalam Pasal 1
{3} menenttkan -

Femerintah berusaha membangun perumahan setahap demi selabap bagi
keperluan rakyat dan negara, deagan memperhatikan perkembangan keola dan
dazreh

. Swat Deparemen Dalam Negerr Wo. BH 10/ 5/ 37 banggnl 18 Apnl 1972 porihel
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Feradilan Scngketa Sewa Menyewn Pemmahan;
Fazal 3, konsiderans menimbang dan penjetasan uman, dalam I3 menentekae
.y Hengan mengeutt perkembangan perencanaan pembangonan kala dan daerih
7. Swrat Fdaran Moo Pemda 18/3/6 tanggal 15 Me: 1973 penhal l'enyusuean
Retcana Pernbangunan Kota Bagl Tiap [bukota Kabupaten, dalan saeat edaran
tersebut 150 &7 P00 1948 dan i ¢F 1949 masih dipaka sebagad pegangan;
& [pdang Tindang Mo, 16 Tahun 1985 teptang Bumah Soiun LN T98% Moo 75
T.LN Wo 331%;
Faal 4 meenentulean
(1Y Yemerintah melakukan pengaturan dan pembinaan remah ensun
{2} Permenotah dapat me iyeralkan kepada Pemermtal Dacmab antuk melaksa-
nakan s=ebagian wousan pengaluran dan pembinaan rumah  susun
gebagninens dimaland dalan ayal (1.
Adanys kfansula ., dapat menyershban (¢ berarti dapal dilafsirkan adanya
ketomivan ketidak harusue peoyoraban, dalam et dapat dan juga tidak, sehingea
ada kemungkinan dibenkan kepada badan atavpun lembaga swasta sejanh yang
Levsanghketan sebagme badan hukom .. badan hpkwm adalah grganicasi atan
kelnompak mamnmia yang mempunyat tojean frbenty yang dazpal menvaodang hak
cdan kewajiban . (Mertolusnine, Sudikao., 1986 @ 53]
9. Terauran Mendagr Noo 2 Taliun 1987 tentang Pedeman Penyusunan Bencana
Fotu,

TNalam Pasal M ditentukpn ;
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Rencena Eola vang terdin derl Rencana Umum Tata Ruang Fota, Rencang
Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Tekaik Ruang Kota ditetapkan dengan
Perafran Dasrsh
Ketentuan Pasal 26 ini rdalah selaras dengan Perslurim Pemenntzh BRI No. 45
Tahun 1992 dimana titik bersl otonomi adalah pada Daerah Tingkat [L
10. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 198% tentang Rumah Sueun;
Fagal 2 (2) menertukan ;

a. mepdukung kensepsi tata ruang yang dikaitken dengan pengembangan
pembangunan daerah perketaan ke srah vertikal dan untuk meremajakan
daersh-daersh kumuh;

b. meningketkan optimasi petpgunaan sumber deya tanah perkotaan;

o

11 Undang Undapg BRI No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang,

Dralam pagad 1.1. ditentulan :
Huang adnleh wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan reang
udara sebagai satn kesatman wilayah, tsmpal manugia dan maichluk laiooya
hidup dan melakukan kegatan seria memelihara kelanggungan bidupnya

wedang dalam pasal I1.10 difentulmn
K.awasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyal kegiztan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawesan sehagai tempat permuiiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan

gpsinl, dan kegiainn chonomi,
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Isi dan Rencans Tata Ruang wileyah Kabupaten/Katamadya Casrah Tingkst 0
gesual dengan ketertuan Pagal 22 (2} ¢ 1alah :
Fencana Tama Ruang wilayah EsbupatenFolamadya Daerak Tingkst I
ditetapkan dengan peralvran dasrah
12, Instruksi Mendagri Mo, 9 Tahun 1996 tantang Fembentukan Tim Keordinasi
Panztann Rusng Darrah Tingkat I dan Tinghkad I
13. Peratwran Pemericlah RI Mo, 47 Tuhun 1997 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional,
Fasal 1 no. % menenlukun :
Eawasan permukiman adalzh bagian dari Iingkungan hidup di luar kawasan
lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesasn yang berfungsi
sebagal lingkungan lempat tmggallingkengan hunian dan iempat kegatan
yang mendukung periks hidvpan den peoghidupan
14 Kepungan Meodagry No. 134 Tahua 1938 tenlang Pedoman Penyusunan
Feraharan Dasrah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propirs Dasreah Timgkat
Idan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tinghkat IT;
15, Keputusan Mendagn No, 137 Tahup 1998 tentsng Pedoman Penyusunan dan
Perhifungan Biaya Rencana Tatn Rusng T Darrah,
16, Paraturan Mendagri No. § Tahun 199 teniang Feoyelenggaraan Fenataan Ruang
D Dacrah,
17, Perthwran Mendagri No. 9 Tehun 1998 tentang Taita Cara Peran Serla

Masyxnkat Dalam Proses Perencmsan Tata Buang i Daersh,
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Wewenang yang dipunyai oleh pemeriniah atan pemerintah daerah dajam
pembanguran perumahan {dan rumah), zotera lain Ordenansi Pembeniukan Kots
fStadsvormingsordonanne, 5. 1948 — 168) dimana dalam Pagal ! lelab terdapal
ketentuan mengenal antara lzin Garis Sompadan Pekarangan dan Gang Sempadan
Hangunan,

Pembangunan susty perumahan stau jalan ke arah perumehan dimungkinkzn
untuk mengguser hak orang fain misainya [ahan pertanian, apabila alasan im kuat,
dilibat dari stz kots dan tzta rusng maka 1stap dimuogkinkan Alasan yang kust
mizalnyz untok kepentingan umbm, meskipun barus tetap ada geati kerugian sesual
dengran Perahran Menteri Wegara Agrana/Kepala Badan Perfanaban Nasional No. 1
Tahun 1994 letang Ketentnan Pelaksanazn Keputusan Presiden Republik Indenesta
Nomor 55 Tahun 1993 lentang Pengadaan Tanah Bagl Pelakeamaan Pembangunzn
Unluk ¥epentingan Umum.

Tndonesia prinzipnya adalab oegara kesejahteramn, sevuai ketsnivan Fasal 33
{1} dan ketentvan Pembukaan, dar jugs sesua: dengan pendapst Robert E Goodin
yaitu “ ., the weifire sare 15 @ imiied adiunct to the marke ecoromy ™., dan juga
adanva “.. priaciple of rocial insurence ", (Moon, Douald, )., 1988 : 1).

Ordonans: di atas juga menzniukan mengsnai lzin Bangunan seperil diatur
dalam Fagal 19, yaitu :

{1} Peraturan bangunan mengatur larangan untuk mepgerdjakan bangusan jang
tidak sesuai dengan suatu izin bangunan jang diberikan oleh Walikotx dan

Dewen Herian berdaswkan rentjana pembengunan jang telah dizahkan olch
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57 Pemehon boleh pengadijukan banding pada Dewsn flamente.
Yotenluan ini memperliliatkan bahwa dalmn penolakan izin bangwnapnpun ada
pemberlaksan keadilan didan arti pemobon dapal mengajukan bandmg atan
sunipeahan lethadap penolakin
Pada Pasal 21 ditentokan juga
{1) Peraturan banguuan mengatur larangan untuk mengadakan bangunan bar,
mempetbataret atay mengubah schrohnja dan meoperivas  banginan-
bangunan, demikian pula menwmbah loteng pada banguean  dalbawn
pekacogannga jang tidak terletak  dipmgeer djzbancdijalan pang memenuhi
gjaral-garat kelenluan dalam peraturan pembentukkan kola
Ketentugn seperts imi lernyals didepati juga pada Perslwras UDgerah [Perdaj
Drsuwads Tenghat [T Banyumas Mo, 6 Tahun 1995 Pasal 79(1)
{1} Setiap orang atau badan yang akan mondmik:n, meogubah utan meroboh-
kar bangunan terlebih dahulu harus memihk: 1ME yang dikeluarkan oleh
Bupati Eepala Daersh
dare Perda Kabupaten Daerah Tingkal I Bantei No. 10 Tahun 1996 Pasad 13 {1] |9
Pracal 15 [2):
FPazal 13 (1) yang mencntuka :
Untuk mendirkan, membongkar, memperbatki stao rebabiltaa., memperiung,

mengubah zlan mengembangh=n dar alau mennlikt suaty Fangunsl, seseorang
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alau Badan Hukuen haris memiliki Jin Mendirikan Banguman.
Pasal 15 (2} menentukan ;

I'ada pembaharuan, peebeasan ata perubahan ssbagian dari bangunan vang

telah ada dan telah mempunva ljin Meodimkan Bangenan, ketentuan-

koteptuan dalsm Peraturan Dhaerah i hanya bLeclake pauls bugisn yang

diperbghami. diperiuas atan dirvbah
dar: kctentuan vang ada Pamerinah atan Pemmerintdh Dascah terlihat membatas,
permasalahan yang dimunghinkan limbal dengan mengadakan klavsula peneegahan
peeventil yang terfuang dalam Perda Dalam negara kesejahberaan fweifirre siale)
segala eesvain ban diambil meskipun memasuky Japsmgan hukum privar sekalipun
asalkan dengan maksed untuk melindung: wargmys, schingea titik beratnya adalah
pemenntahan yang bak fpood gpovermance), sesual dengan aras uwrimn pemerintzhan
vANg bak ‘algomene bepinselen van behooryl bestuur).

Kewenangan (ugas urusan peiumaban kepuda Pemerintah Daccah Tingkat §
talah Forsheran Femerintah Ne. 6 Taliwn 1958 tentang Penyershan Tuges Unusap
Perumahan kepada Pemerintah Dacrah Tiogkat 1, yang memberi wewenang sesuaj
ketentuan pasal 1 {1} yaibu:

Pemenntuh Darrah Tingkat lee-I dimaksod datem pasal 2 ayar (1) sub a Tindang-
undang No. 1 Tabmm 1957 (LM, 1937 No. 1) untek miasing-masing Wilayah
[aerdl disera tugas kekuasaan dan kewajiban mengatur dan me ngurus .

. penunjukan dan penetapan perumahan wntuk keperluan tempat tageal,

o atun-ewealan, penisshagn-perusahann dan badan-lrader ke masyarnkstan:
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2 opemmjukan  dan  penslapan ruAngan-rudngan  yang  thpertmbukan bagl
penyempurnaan  barang-Uarweg  pergudangan  kendaraan-kendarsan  dan
B,

Duentukan dalam pasai & dan poraluras pemeriatah yang sama yattu ;

Untok penvelenggarsan bugas, kekuasaan dan kewsylban Urusan Penmsliang

yang aleh Kementerian Sosial diserallan kepada Dasrah, Kemenlerian Sosial

wmenyerahkan kepada Daerah vang bersangkutan sejmmlah Uang yang dietapkan
dalam keputusan Menters Sosial, dan yang besamya ditenfukan meourut jurmlah
yang ercantum pada mata anggaran Kementerian tersebul.

Yetentuan pasal & o terlibzat memberikan kekuasaan kepada Daersh untok
mengatur masalah perumahzn, juga secara tersirat dapat meegambil keputusan untuk
membangun peoomahan apabila dibobungkan dengan keteptuan pasal | den
Fersiwran Pemerintah yang eswes dengan berlekunya UU Moo 22 Tahun 1999
leolang Pemerintahan [aerah, selayaknya diberikan kepada Pomermtah Daccah
¥abupratenMota hal ini sesuat dengan dasar pemikarzn ULT No. 22 Tahue 1999 hurul
t dan huref g serta o€ (2) dan (3}

RBerdasurkan Delail Presaden 5 Juli 1959 yang member]akukan lagl UUD
1945 maka UU Ne. 1 Tahun 1957 menjadi hdak sesuai lugt, wetuk ito dikeluseka
Pepctapan Presiden (Penpres) No. 6 Tahun 1959 (Dirempuroakan) dan Penetapan
Mresden (Penpres) Wa. 5 Taben 1960 {Disempunakan).

Peratran perunduang- undangan di bidang peromahan yang bertaku adalsh :

1. Perutorzn Perteerteelals No. 6 'Fahun 1958 tentang Penyeraban Tugas Hrosan Pany-
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mahan kepeda Pemerintah Daeerabh Tingkat I, mesth diberlakukan karena
belum ada yaog by, meskipunm dasamya adalah Undang Undang Mo, | Tabun
1957 gesumi dengen ketentuan Aluen Peralthen Paeal I Undeng Undeng Daser
1945 yaitu ;
Segala badan negara dap peraturan yaog ada masih langsung berlabuw, gelama
belum disdakan yang bau menundt Undang Undang Desar ini,
2. Peraturan Pemennotah Penggant Undang-undang (Peperpu) Mo, 4 Tahwn 1962
tenlang Pokok-pokok Perumahan (LN, Wo. 25 Tahun 19630
Eetenhian mengenal wusan perumahan dialur dalam pasal 3 (1), yautu .
Tlrgan perumahan diatur aleh Menteri Social, kecuali yang termasuk bidang
depariemen lain
Pengaturaty oleh Menteri Sosial adalsh karena wusan perumabhan menyanghout
kapentngan masyaraka! banyak, eepertt digebitkan dalem Penjelasan efas
Paperpu Mo, ¢ Tahun 1962 dalam bagan Umum :
Oleb karena masalsh perumaban ini crerupalon bajed hidup raky=t . .
Adanya Peperpu ini menghilangkan hak Pemerintah Daerah Tingkat T
karena dalam diktum Memutuskan tertulis ;
Dengan mencebut Undang-undang No. 3 Tahua 1958 (L.N. 1960 No, 43} dan
Undang-undang No. 25 Prp. Tahun 1960 (LN 19260 MNo. 73} serta
membatalkan segala peratran perumahan yang benentangan  dengan
perahom pemerintah pengganh undang-undang int.
Hak Pemeriniah [iserah akan berangs ur-angaur sebagian aleu saluruiinya
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dapat dizerahkan kepada Kepala Dasreh, begitu pula wrvesn-uruean psrunahan
yang telah diserahkan berdesarken Perahwran Pemerintah (PP) No. 6 Tahao 1958
{L.N. 1958 No. 19) (etap menjadi kekunsaan dap wewenang Pemenntah Daerah
vang bersangkuten, yang pelalsmasn selmjuinye akan disesuaikan dengan
Pepargy 1hi, sesuai dengan ketantuzn penjel 2san Fasal 3, katerjibatan Departemen
Dalam MNeger: adalah dikarenakan iz Jan karens weweneng pemenotaban
adalsh wewenzng dalan negers dan juga masalah pertanahan‘sgraria adalah
mazglah dalan: negeri,
3, Perahgan Pemerintah No, 17 Tehun 1963 temtang Pokok-pokok Pelzksapam
Feratiran Pemerintah Pepgganti Updang-undang Parumahan
Kewenamgan daerah lerlikat pada ketenittan pasal 1 (2}, den 2 serta 4, vault
Pagal 1 (2):
Ager pembangunen perumahan dapet berjalan secara terabyr Kepala Dasrsh
mengunumkan secara luae rencana pembangunan kotadera dengan
menunjuk taab-taxal yeng disediakan guos pecbaogunan peromakan
Kelenhan 11 memperiihatkan bebnwa  kewensngan  perpntuken
pembangunan perumahan adalah pada Kepala Daerah yang disesuaksn dengan
pembangunan perkotaan/desa
Fagal 2 .
Kepala Daerah yang bersangkotan memberi izin membaogun serta fasilitas-
faxilitas yang diperlukan bag pembangunan perumshsn menvrut yang ditetapkan

oleh Menteri Sosial.
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Hal ini termyala secacn umurm berlalny, cebab kenyatannoya sektor perumahan
menepgang peran penting dalam perekonomian nasione! dan meupakan uoswr
kebijakan sosial nasional. di sampiog ity terlihat adanya kewenangan Eepala Dacrsh
dulam pomboriue ipin membangur dan fasibitzs lainnya yang diperlukan dengan
pembangunan pertmahan.

Pasal 4

{1} Semus kckuisnan serta wewenzng pemerintah daersh {ingkat I dalam
wrusan perumahan berdasarkan Peraluran Pemerintah Wo. 6 Tahun 1958
tenlang Penyorehan Tugas Urnean Perumahzn kepada Pemenntah Daarzh
Tingkat 1 (L¥. 1958 Mo, 10} tetap berlaku dan pelakzannan selajuinya
dizesualken dengan peraiuran pemerintah penggant. undang-undzng tentang
pokok-pokak perumaken dan peraurgn pemeriniah jod.

(1) Tempat-tempat yang diperdang perla Pemerinteh Dasroh dapet mendivikan
Eaplor Urusan Perumahan scbaga pembantu Eepala Daerah dalam
melakaanakan fugarmys meogeaal perumahan,

Adanya Eantor Urusan Perumshan {EUP) mengakibatkan wussn perumaban
beralibh ke Kantor Ururan Ferumahan, meskipun kanioc ini adalsh gemata-mala
sebagal pembantu Kepala Daerah,

4, Undang-undang No. ]| Tahun 1964 teclang Penetapan Peralwan Pemerintah
Pengganti Undzng-undang No. ¢ Tahuo 1962 tentang Pokok-pokok Perumaban (LN
1942 Mo 40) menjadi Undang-undang (L. N. Wo. 3 Tahun 19464).

Puznl 3 nyr monentulan schaga bernlot -

. -
F b A
F .
t o T L
- " -

i gpmm————"
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(1Y Pemorintab owmberikan  bimbingan, berbagm  fasiliaz, bantvan  dan
peramgrang lairays, bawk dulam pewbangunan maspun pembisysannyy,
tanpa menigggslkan temangal gelong rovong ysng hidup di o dakan
sy sk

{1y Pemariniah mengsdakee peneliiian dan perencanaan unlek portsakan dalam
pembangunan pergmahan dengan mengulamakan wiaha memperendah hiaya,
mempertingg muty bangunain dan mempercepal proses permbangunan

(3) Pemerintah herusshu membangun perumahan sefahap demi sctubap bag
keperiuan rakyat dan negara, deogan memperhattkan pediernbangan kota dan
caeruh

13alam ketentuzn ini ferlihat hahws pembangunan pectonahan dibuebuangkan
dengan perkembengun kotz dan daerah, yang pada perkembangan selagutnya nant
disusun adanve zoning atan blok seale kawasan stal takbs reang kota dan tata letak
] o,
Pasul 4 meeentukarn

(1) Kehijaksannan umem Pemerinfah dalam wnsan perumahan dijalankad aleh
Meuatery Sosial

{27 ...

{3) Koordmsss  polaksanaan  wusan perumahan dapat diserabkan  kepada
Pemenntgh Davrah Tingkal 1 vang selamputnys dopat pula diserzhkan kepada
Poinenntal Dacrah Tioghkat 11

{4) Thalagn eneluksarakan tugasnva itu Pemermtah Dacral dibaniu oleh Panitin
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Perumahan yang susunan engpotsnyz mencermunkan kegolong-royongan
antara Parmerintah daz rekyat.

Panitia perumnahan im adalsh Kaolor Ursan Perunmhan (KUP) yang
bertindak galaku pembanty Pamerintah Dasrah, cedangkan kebijaksaraan uioum ads
pada Menteri Sostal.

5. Feputiwsm  Menteri Sosizl Republik indonesia No. 7 Tshun 1965 tentang
Penggunaan Ferumahan Dalam Masa Perajihan
Eewenangan Menteri Sosial terdlibat dalam peraturan ini yaito, pads -
. alan koosiderans Menimbang :
1} bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU No. | Tahun 1964 Lebyjakeanaan
umum Pemenintah delam wussn perumahan dijelarksan oleh Menterz
Sosial;
b. Pesal 1:

Semua perumehan vang sebelum berlakunya Undung-undang pokok

Perumahan menggunakan S TP, unbik sememara waktu dikuasai oleh Eepala

Daerab k. IL.. .

6. Surat Departemen Dalam Megers Me. BH 10/5/37 tanggal 18 Apnl 1972 penbal
Peradilan Senghoeia Sewn Menyewa Perumahan,
Dralam #wat 1mi terlibat kewenangan Pemenntah Daerah, yaitu dalam :
a. Uruean perumahan yang diserahkan kepada Pemenntab Dacrah
1) Wewenang uwrugan perumaban yanp disershkan kepada Pemerintah Daeran

berdasarkan pasal 1. PP M. &/52 edalsh wewenang peleksanaan huges yang
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meliputi kekuasaan dan kewnjiban mengatur dan mengurus  penun)ukan
da penctapan perumehan/usngsn ...

2} ..., dhan letapi adalah meropakan fangkah pertamz yang mengarsh kepada
pemberian otonemi kepada Daerah dalam bidung perumeben yang menganduong
lujuan yang iebih besar dan luas gesuzi dengan strategi pelaksanaan otonemi ritl
dan luss mienurut Fetetapan MPRS No. XXIA1966.

3} ... hendzklah dilihat dslam Undang-undang Ne. 1/ 1964 teniang Penetapan
Perstwran Pemerintah Penggantl Undang-undang No. 6 Tahun 1962 lentang
Pokek-Pokok Perumahan menjadi meniadi Undang-undang, menggambarkan
balwa tugas Pokok Femerinlah Daersh dalam bidang perumahan yung
merupakan salzh satu ueswr pokok bagr kesejahteraan rakyat banyak, adalah
menyelenggarakan pembangunan perumahan secara terabr dan berencana geswal
dengen kebutuhan dan selera masyaralat, memenuwbi persyerstan kesehaton,
nikmat, mhan lamz, murah harga dan sewsnya sesuzl pula dengan normoa-nomoa
kesusilzan, dengan men@kuli perkembangan perencanasn pembangunan kela
dan daerah (pesal 3, konsiderans menimbang dan penjelasan umum ).

47 ...

51 ... pada hakekatnya wewenang yang teckandung 4i dalam Undang-undang No.
1/1964 dan yang telah dilaksarakan desgan PP 1771963 tersebullah yang
merupakan wewenang yang bersifat otonomi, yang memberi kebebasan kepada
Pemenniash  Daerah unfuk  membual  kebyakswnaan mengenal  rencana

peributgunin perumnahan serta .. bafifwsn dan perznpsang lainnya di dalgm
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daerahnya masing-masing yang pengatneen selanjutnya dituangkan ke dujam Pe-
raturan Daerah yang bersangkutan dengszn pedoman dan petunjuk dan

Pamerintah Pusat ...

Pada walde berlakonya Undang-undang Ne. 5 Tahun 1974 ada beberapa
petaliran vang betkwlan dengan pembangunan perumahan vang diatwr antars [win
ekl
1. Peraturan Pemenntah No. 14 Tahun 1987 tentang Penyershan sebagian urusan

pemeriniahan di bidang prkerjaan utnorn kepada Pemerintah Daerah

Dalam kensiderans Menimbang ditentekan

a ...

b bahwa dalam raogka pelakzmaan alonomi wyang nvalz, dimamis dare
bertanggung juwab sesuwi dengan Undang-undang Nemor 5 Tahun 1974,
wiake peruturan Pemerintah Ne. 13 Tehen 1953 perle diganii.
sesuat dengan keteotwan Pasal | ¢ | dimalksud demgan pekerjasm umum

adalak :

Pekerjran Umum adalah sebegio dary fungsi Pemeninteh di bidang Pengairan,

Bina Mg, dun Cipta Kava
Mengenai rebagian yang diserahkan bidang Cipta Karva, kepada Pemerintah

Dazrab Tingkat 1 sesua dengan ketentuan Pasal 3. 3, yaitu

Pembinaan atas pembangunan dan pengeisiax prusgana den  fasilitas

lingkungan perumahan;

Dalem Pusul 4 ditentukan sebagatan uwrassn di bidang Pekerjaan Umnm sela-
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gebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yanp diserahkan kepada Daersh Tingkat I
meliputi

a A

b. B ...

c. . Sebagian bidang Cipla Karya

1} penyusunzn repeana umund iata ruang Daersh Tingkat I beserts program
pemaniaaian ruang umulk Dasrah Tinglst [ ¥abupsten dan rencana detal tata
ruang urluk satuan kawaesn pengembangan, kecusl! Dasrah Tingkat 1
Kabupaten dan salvan-saiuan kewasan pengembangan yzng mempunys
kepentingzn Nawional danfetau Dasrah Tingkat 1;

2} penyusugan rencana umum tatz ruang kota beserta program pemanfaatan
ruang untuk ketz, rencana detmil taflm rusng untuk hawsean kotm, kecuali
kawasen yang mempunyai kepeotingan Nazional danfatan Dacroh Tinghet I;

1) penyusuinan rencana tekmik ruang, peoyispan ruang d2n pengendalian
pemanfastan rvang untuk satuan pemvkimag, keewali vaivan pemukzean yaog
mempunyal kepeolingan Nasional dmalau Daerah Tingkat [

2. Undang Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permulkiman
Undang-undang iny membedakmn pengertian rvmal dan perumahan, seswal
ketentuan pasal 1.1 dan 1.2, yaitu ;
Pasal 1.1.:
Rumah adaish bangunan yang berfungai ssbhagai tempat tinggal atau huniuan dan

garans pembinaan keluarge
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l'azal 1.2, -
Permuhan adalsh sekelompeok rucah vang berfungsi sebagat lingkungan tergrat
tingpal atau [ingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasgrana dan sarana
lingkungzn.
dan memasmkkan sspek pelestanan lingkonpan lodvp sesuw ketentuan pasal 1.3,
dan lingkungan pemukiman dilengkapi prasarana dan serona yaog fersirubior,
senal keteniuam pasal 1.4,
Pasal 1.3.:
Pemukiman adalzh bagian dare hngkungan hidep di lus kawasan iindung, batk
vang henpa kowasany porkotzan mawpon pedesaan yang berfungs: sebagai
lingknngan lempat linggal abay Lingkogan hunize dan tengpat kegiatan vang
mendukung pen kehidupan dan penghi dopan,
Pasal 1.4,
Sarana lingkungan pemukiman adalah kawassn perumaban dalam berbaga
bentuk dan wkwan dengan penatazn tanzh dan nung, presaganz dae cames
lingkungan yang terstrukio.
Dalan undang-undang il pula dikenal sstilah barw, yalu permadgman yang
diformutasikan dalum ketentuun pasad 1.3 mengenai ketentuan umom yaitu
- Permubkiman adalab bagian dari lingkunogan hidup di luar kawscm lwdung, bak
vang beppa kawasan perkobain maupun perdesaan yang becfungsi sebaga
lingkungan tempa tinggal alau Imgkungan humian dan lempal kegiatzan yang

mendoukung pecikehedopan dan penghed igrace
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Fetentuin mengenal perumahian dan promukiman i diatur olel Pemerinlah
Drzeraly, keterolure pasad 19 (1), yaaty
Tk mewnyudkan kawasn pemukiman sebagmimeans dimaksnd dadsm Pasal
18, pemermtall daeral menctapkan satu bagiee alag el dart kawasos
pemukiman menwul rencand 1ala ruang wilayak perkotaan dan rancana tala
reng wilayah bukan perkotasn yarg telah memenuhi persyaralan scbago
kwasags siap bangn.
sedang bagl Kawasan Siap Bangun ({Kasiba) sesua Peraturzn Pemenintah No. 80
Tualwin 1999 pengelolaaneys dilakukan aleh Hadan Pepgetala {pasal 3) yang dapat
berupa Badan bsaha Miltk Negara termasuk  Badan Usalba Mk Daceah yacg
diturgyerk olels Hepala JPacrah
Pasal 3 -
(1} Pengelolasn Kamba dilabuken oleh Pemcrintzh wang penyelenggaraannya
dilaksanakan oleh Badan Pengelolz
{2) Badaw Peogelola sebagaimana ditnabkspd pada zyal (1) dapat bervapa
i Madsm Tgaha Milik Negan
b. Badan lan yang dibenluk eolech Pemenniazh, yung bertugas sebagal
pengeloda Kasiba termasnk Badan (fsaha Milik 1raerah.
seftang mengenal Lisiba oleh masyarakat pemilik tanah atan badan usaba di hidang
ponbangunan perumahan dan permukiman sebago penyelengmara seswa) ketentuag
oasnd 5 (1) dan ditunjuk melalm kompedisl sesw ketentiom pasal 5 {2)

Pagal 5 .
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{1) Pengelolaan Lisiba bagian dari Faviba dilakukan oleh masyarakal pemilik
tanah =tuu badan usaha di bidang pembangunan perumahzn dan permukiman
eebagai penvelengeara

(2) Badan usahz sebagal penyelenpgmra sebzgaimanz dimaksnd pada avat {13
ditunjuk uleh Badan Pengelola melalui kempetisi.

3. Beberapa kelentuan lain yeng berhubungse dengan pembangunan rumah dan
perumahan antara iain terdapal

a Keputusan Presiden No, 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai
Megari Sipil,

b. Peramran Pemenintah No. & Tahun 1995 lentang Penoyerahan sebagian wrusan
pemenintzhan kepada 26 (dua pyfuh enam) Daerah Tioghkat 11 Percontohan.
Dengan berlabunya Undang-undang Wo. 22 Tahun 1999 di mana dalam Pasal 4
{2} ditenlukan ;

Daerah-daerall sebagaimana dimaksud pada 2yat (1) maring-maging berdiri
sendirt dan bdak mempunyal hubuzgan hirack satu samz lain
Dengan eendirinya ketenfuan yang selama ini mengafir mengenai hubungan
hirarkiz antara daerah tingkat ! dan darrsh tingkst I menjadi tidak barlaku, dan
kewenangannys telak ditentulan dalam Pasal 7 (1), yang menmtuian
Kewenangan  Daerah meocakup  kewenangan datam  sehouh  bidang
pemerintahan, kecuali kewenangmn dalam bidang peliik luar negeri,
periahanan keamanan, peradilan, mometer dan  fiskal, agama,  sana

kewenangnn bidang lein,
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dan daerah KawpateaDaergh Kota kewenangannya ditentuken dalam Pagal 11,
vaghy

{1} Eewenmgan Dasrah Eabuvepten dan Dasrsh Kotz mencap semug
kewenangan pemenatahan selain kewenangan yang dikecuzlikan dalam
Paszal 7 dan yang diatwr dalam Pasal 9.

{2) Bidmng pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah FKabupaten
dan Daecuh Kot meliputi pelkerjaan umum, keselatan, pendididen dan
kebudayaan, perlimian, perhubungan, industri dan  perdagangan,
peneraman oodal, hingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga
kenia

Pagal 9 menentukan :

{1} Eewenangan provinsi sebaga Daerah Otonom raencakiup kewenangan
delem bidang pamerintahan yeng berpifat lintas kabepaten dan kota, serte
kewenzngan dalam bidsrg pemenintahan tertentu Lainnya

{2) Kewenangan provinsl sebagas Dasrah Otopom  termasuk  Juga
kewenangan vyang tidak atan befum dapat  dilakeapakan Dasrsh
Kabupaten dan Daerah Kot

{3) Eewenangan provinsi sebagal wilayash administrasi  mencakop
kewenangan dalam bidang pemenotahan dilimpahkan kepada Gubamur
selabu wakil permerintah.

Mengenal pembangunan rumah dan perumahan sesua dengan kebijaksanasn

umum dan dengan adanye Fabine! Persatwan Nasional akan menginduk ke
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Fementeraan Permubiiman das Pengembangan Wilayab dengan adaoys olonomi
maka yang bukan bersitat umom pada provies S kebopater / daecah kela
tingkat 1T masimgrovsiee, dengan batgesan kewenangan sepecli diteolukom dalam
Pusg) B dun Pasal 11,

o Reputizan Fresafen Republik Indopesia (Feppras 1L.1) Mo, 75 Tahun 1999
tentang Fomisi Pengawas Persaingan Usaha, i Lerkaiten dengan banyaknys
[renseinbmfdreve i d bidng pemtbranguman pemuanahan,

d. Eepilosan Memterh Eeseledan Republik Indonesin Ko 829 7 MENEES / SE ¢
VIS TR%9 tentang Persyaratan Fesehatan ey wmabiar, klsmsnya bagian Retiga,
vung mepyangknt persyaralan dan Eesmpat yang meayangkut pertangeuisan
Jawab dari prngembang / developer mavpun pentlibpenghem ramah mengensr
kesehatan,

¢, Perahwran Pomermlah Moo 41 Tahun 1999 teptang Pengendalion pencemarar
udara, khwsusnva Pasal 10 {2} ¢ ;

I Imstrukzi Menien Eesehatan Repubbik Indonesia Mo, 778 £ MISNKES fIns £ WL S
1992 tentang kualitas bingkungan dalam kaditannys dengan aie koensumse dari
EU I

g Hondenp-undang Mepublik Indoenesia Wo. 42 Tahen 1999 deplang Jaminan
Fldusia

h. Eeputuzam Presiden Repoblik indenesia Moo 5 Tahun 2000 teatung idadan
Administres Eependuduekan dan Mobilitas Pendoduk, khusupya pasal 6 b, yaitu

e ryeap kan keburulam tekniz di bidang adminisras] kependodukan due mobiltas
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peadudul.

L. Keputusan Prestden Republik Indonesiz Wo. 190 Tahun 2000 tentang
pengendalian Dampak Lingkungan khuswsnys Pasal 2 terlang tpas Bapedal
menyvalenggarakan tugas umim pemernintzh dan pembangunan dan Pasal 3.4
tentang penguatan dan pemfasiliiazan kegialan masyarakat dan pemeriolah di

dasrah

1. Keputusian Presiden Republik Totlonesia Mo, 12 Tahun 2000 tentang Badan
Fenetapan dan pengendalimn Peayrdicen pragssrans dan saosma pekergaan omom,
khisusnya Pasal 3 (1) ¢. coeagenas prasarana dan sarana pecrokiman dan Paxal 6
.. tentang kualitas yang sesual dengan penggunazn dan perntukannya
Eetentuan-ketentuan mengenz pembangunan perumahan, termasuk juga comab
ms i, mensywrikan adbaya m membangun vang inemperbitungkan a2 guna nuang
dan taln gunn lingkingan karena sdanye “zering etay sigtem Blok' dalam perencanean
pembangunan di dasrah

Foterduan PP Mo, 14 Tahun 987 membent landasan keal bzgi pemerintak
dzerah untuk berpersn secara akhf dalam pengaturan dan  pembinasn  kerta
pembangunan, pemelibiraan dan pengelelaan atas perumahan beserla prasrana dan
fasilitas lingkungan yang ada di seldor tersebot, dan jugs sesual dengza ketertuan 1107
Ma. 5 Tahun 1974 paszal 11 di mara ik beral glopome adaldh pada Eabupaten 7
Fotamasdya Traeral Tiggkal 1, juga keteotuan UL Ne. 22 Tahun 1999 dalam dasar
peintkiran hurul £dan buea!' g secta ol 1 (2) dan {3) dengan pemberian kewenangan

il pertecratech dasrah dapnl lrertinduk dun tindak pemenininhan mi dimaksudkan untuk
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“mengurue kepentingan Megera dan Rekyat secira spomian dan berdiri gsendini oleh
penguasa-penguass dayl yang bnggl sampe yang rendab “Bestuur™ is * het spontaan
er ze(Slandig behorfigen van ket belzng van land en volf door fopere er lapere
overheden . {Muslimin, Amrah., 1982 : 105-106).

Perujwdan tindak pemerintahan sebagai pelalsana kekuasaan pemenintaban yang
disyaratkan harws bertumpu alss wewenang yang Bzh dalem negara  hubum
mempunyal arfi administratf, sabab .. adwinistray dajam Hukum Administras
adalgh pemerpratar, . (Hadjon, Philipus M, 1994 @ 5) Hukum Administrasi
mempuoyal bga fuogsi yate . Jungsi nenoaeiif, fungei instomentzl da fungsi
jaminan ... (Hadjon, Fhilipus M., 1994 - 5% Ke biga fungsi Hukym Admigigrasi im
adalah saling berkaitan satu dengan varg lain sehingga tdaklah muogkin memizakilan
salah salu dengar yang {annya sepanjang mengenal perscalan yang berhubungan
dengannys

Adanya salu legalitas pad2 tindak peperintaban akan menvangkol juga
wewenang, karena dtigyaratken hanwe bertumpu pada wewsnang vimg seh, ptossdar
dan substansinya, sehingga hal inpun alban dikayi, ditelash pula dalan hubunganoya di
bidang pembangunan perumahan, sebab perumahan adalsh merupakan kebithihan
polok manusia, yang berug dilakukan olsh suatu peruerintahan negae apalagi bagi
negara yang bersifat kesejahteraan stau mempuoyai tujuen kegejzhieramn, sehingga
dengan adanya legalitas alcan memenuhi ke tiga fungsinya yalu ;

ebagi apar® pemerintahan, asas  keabsahan berfungsi sebagai norma

pemenmiahan (hesfuursnormen ),

b.beg masyaeket, asex keabsaban berfungsi sebegai alasar mengajuban
gugatan lerbadwp tindak pemenatahan (beroense randent;
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c.bam halam, asas keabsahan berfungs sebaga dasar pengujian suatu tindak
pemerintalmn ol sing sgronden) (Hadion, Philipus M., 1994 @ 7.

Mengenai fungs instrumental, dori tindak pemerintahan di bidang perumahan
akan dikaji efisiensi dan efektifitas perahoan yang ada sedangkan yanpg mengenai
fungsi jaominen akan dikay kepastian bukum di bidsng pemenntzban  dalam
hubunganrya dengan perencanasn dan pembangunan perumshan sertz perwntukan
tala ruang wilzyah / kola oleh Femeriolah Kabupaten / Kotammadya Daerah Tingkat [1
sepertt terliial datam Ferdz Ksbupaten Dacrah Tinglat T Banyumas Ne, 14 Tahun
1990 (Ibukote Kecemalan Ajibarang} da Perda Moo 15 Tahon 1990 (bukota
Kacamatan Wangen) leruiame mengsom penggusuran rumabh hak milik vang di-
shibatkan karena mdanya perubahen peruntukkan semai dengan persncanaan lata
ruang varu dan peraliban “zorine™ peruntulan

Undang Undang No, 22 Tahun 1559 membagy kekuasaan dalam 2 bagian yaitu
sesual dengan Bab W Pazal §4 di mana difentukan :

(1) D1 daerah dibentuk DFRD sebagai Badan Legisiatif Daeral: dan Pemecintzh

Daerah eehagai Badan Eksekutif Daerah.

kekuasam judikatif tersendirt karera fidak biea dicampuri oleh dea kekuezaan ymg
lait, [emslatif dan eksekutif, dengan demikan UL No. 22 Tahon 1999 mengane
adanys pembegian kekuasann, sesual dengan pendapat Anbor Moase ymitu ...
dimaksudkan unfuk membantu mewujudkan dasar-dasac ataw nilai-nilai politk
masyarald (political commmniiy)”. {Smindhie, YW, dan Widayent;, Miuk., 1987
A5, dam © ... perfunys daerah otonom, antara {ain - 1. ... 2 Tumuian Negera

Kesgjabtergzn 3. ..", (Manan, Bagir, 1989 @ 1-2). Lebih lanjul dikatsban bahws
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gigtem desentralizasi dengan ofonomi dasrsh juge merupakan pendelegasian
Eekal igus Juga pembagtan keluasaan geperti dikatakan “.. irrvalver the delepation of
powers o [ower fevely In ¢ territonel Meranclly, . decermtrolization refers o the
territona! distrnbwdion of power ™ (Smith, Brian, C,, 1985 ; 1)

Rumah acdalah merupakan kebigohan primer bagl manusis hidup dan
berperadaban sehingga adaya rumah merupakan bentuk kegajzhlerman bagi setinp
manusia dan jupa mervpakan bal yang "adil" untuk didapatian oleh setiap orang
karena dikatakan .. ond wes Faled very clearly by St Thomas Aguinas in his wew
thatl jusfice is corcerned with marnferance af the common welfare IR a society
composed of interactive individun's”. {Covbrey, Hilaire, Mc., and Whale, Nigel, I,
1993 : 264) dan dikatakan lagi bahwe " the standant of justice is not something
Bownd within the law bl v crlerion according fo which the oiperation gf laws,
amangst other social meckam s, 7 [Coubrey, Hilaire, Me., and Whita, Nigel, D,
1993 - 161).

Rumsh vang didamben oleh masvarakzt Indozesia ialah rumah  yang
mempunyal landasan pemilikannya secara bukum, schingga aman dan enbam
menghuninya, direncanakan dengan eermat szhingga terhindar dari segala gangpuan
atam twapun buatap, ndal, nyaman dan baik ustuk perkembangan dan
pertumbuhan anak-anak dan keluarga

C. Perumnian masalah
Berdaserkan uraian di atas, permasal ahan utama adalah kewenangan kebupaten

dalam pembanguoan perumehen. Permasalshen tadi dapal dirumueskon bahwa datam
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pembangloian prrumahen wewenang vang dipunya oleh Kabupaten adalah sebagas

pengatur wewenang don fasilvator, sehingga depatlah diremuskan permasalahan

seligai erikut

i. Dalam hal wewenang mengatur, apa sma vang melekat pada wewenang
Falngraler dalam pembanguran perumahan dengan adanys olonomi vane
didasarkan atag prakarsa cendind.

2. Apakah ta=ilitei yang dibecikan Kabupaten dikaitkan dengan pembangunan
prruriatian - dadam rangks  pengatwran  dan  pengembangan  tula mang
wilayah/daerah,

D. Tujuan peoelitian
Tujuan vang hendak dicapai dalam penelitian ini adzlah -
1. Tojuan uraumn
Peneltlian int bertujurn entuk memberikan aumbsagan pemikiran dalam rangka
pembangunan di bidang perumahan oleh Eabwpulen dalam lmitannya dengan
peroncanaan, peruntekan, pembangunan das pongombangan tats reang wilayah
2. Twyuan khusus
a Tnluk menemukan kebijakan Kahepaten di bidung hukum, khususnya Bokum
Administras: dalam pembangunan perumaban;

k. Untuk menemmkan faktor wuridis yang scears  kualitaif menghambat
pembangunan perumahan oleh Kabupaten;

c. Lintuk mengka)i apakah fungsi normatif, imstrumental dan jaminan Hukum

Administrum dalam pembangunoan perumahan telah berjatan serual dengan
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fungoinya
E. Maofaat penelitian

Manflzal yang dibmruplkan dari hasil penelitien int adalah -

1. Bagi ilmu pengetahuan, dikarspkan daps! menemnkan hal baz sebagai bahan
masukan bag penelilian selanjutnya seria bahan penambah pengembangan jlmu
pengetahuan pada umumnya dan ilmo penpetshuan hukom pads kbuwnenya di
bidang Hukum Administrasi,

2.Di lar ilmu peogelahuan, sebagai bahan mesukkan begi lembaga - lembaga
pemeriatah yang memerlukan dan lembaga-lembaga lain yang bergerak pada
zaktor pembangunan perumahan, pengembang perumahan, praktisi hukum dan
calon pemilikipemilik perumahan

F. Kerangka kencepinal penelitian
“Hikurm tidak lepas deri kehidupan manusia”. (Sudikne Merokusume, 1086

1}, demgan demikian dalam kehidupan rmanusia bukum selalu melingkupinya, karena

hukum menyangkut juga bak dan kewajpiben dari subyek hukum, sehingga hukum

adalah merupakan suafu normz dan karens adanya morma maia hukum menuntut
admya lagalilar,

Hukum karena berdasar legalitas, maka hukum juga berdasar siau bersumber
pada kekuasaan yang sah vang hakelatnya kekuasgsan v adalzh kemampuan
sescorang atan inshitusi untuk dapal memakeakannya kepada orang atau subyek lain

Secara etimologis , hukum berasal dari bahzsa Arsb vaily “Af-Hufmg © yang

bererti “peraluran’ dan di dalamnya fercentum etac kerena hukum ditwrunkan den

Disertasi Wewenang kabupaten dalam pembangunan perumahan Johannes Suhardjana



ADLN - Perpustakaan Unair

HIE

katu “kelan | yang kieang Yebibe ooy solalsh oerotos dan memizab, sehinpea di
dalwnmya terkendung ula pengerien atay berkonotast peda ... kewibiwoan,
wrwrrnng dun kowdilan (Somamyoua. Cugemos., 1987 0 1°7). Secura filosolis hukum
adalah * 0 abwae ataw okara pebustan pecroaten dan menpar uskan perbaatan-
perbuaian terzehut ke arsh lupean masing-mazing vane 2abepamya” (Fuapodiprojo,
W EBRS o §50Y, schemppa V.. barus dikaithan dengan kelndupun soseal, karena
Tukmm adaluh pectana-tuns popdlzaan hidup sosaal " Qugbers, Theo, 1990 : 39).
Seboga ihmn, hukum mempunyal sifal vang khas waito edat normatif™, dan hukem
vag berlaky disebut hokom poatil], selingga dikatakan “Hubum positil sudalsh
norma bualen manusia (pembentuk undang-undang) yvang mengandung prinsip -
pricsy vang dikebeondak aleh peabentuk wndzng-padang ™ { Muhammad, A, 1997
111), Hokum dilibal dan segl iapisannys mempwsya lapizan Filzalat Hukom, [eori
Hukum dan Dogriatik Hokum barn ke aral Prakiek Hukem, sehinggs setiep hubein
atun pualiek bukon haruslah dapat dipeiabankan Beberudamanys Jao segn filsafat,
teorl reaupun dogmatiknya, apabila eemua o diponuty dengan bak dan benar
barulah btk ataw praktek bk tad disnpgap betnl, Bwk dan benar tadi adalah
tevgantung pada waktn dan keadnan, sebab kekuasaan itu sendis sepertn dikatabian
ateh Tard Aclon ™ Power fends (o carmpt, but elvolule powes corrupes abrobuely
(Budiardjo, Mirjam., 1982 . 553,

Notrma hukem du selade bedambah, dalam anli berkreasi, sewuar dengem
preriumbuhan kekidupan 1tu sendin, karena hekum bidyp dadam masyarakal, sepert

dikalukun aleh Bwe yaitu "The nosm whitch conrnbuies (0 the creaftor of anather
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nopre §5 part o the ifs justificaton”, {Raz, Joseph, 1980 131), sehinggs hukum akan
berkembang sesua dengan keadaan atay situestnys ietapi tetap dalam kerangka stau
bagian dan keadilan, Wewenang Kabupaten juga akan bertembang aesuai dengan
dager wurwr alap keadaan vang mempengarhinya seperti dikaakan “Modermrzation
affects nor prly the domedic development of rocieher bt afzo the relalions amonp
them, . societtes have become move interdependent, | Increamag Inierdependence
has fed ra the developiment of more arderly procedures oy reguiaang relation amang
sociefies, " {Black, Cyril, Edwin,, 1966 : 22).

Adanys perubahan siztem pemerintahan, yaihe titik berataya dan dekensentrasi
ke arah dezeniralizasi akan mempengaruhi hukum atan ziflem hukum yang berfaku
vang berkaitan dengan perubahan sistem dan =i dan sistem it sendirr, sepertt
dikalakan mengenzi faklor pelayanan dalam sistemn desentralisagi yaite “Foewenan gan
dalam rangka pemberian pelayanan yang minimum sleb Pemeriniali Daersh kepada
kepentingan masyarakal, artinya kewenangan pokok dimaksud diwajibken dalam
upaya memapubi kebutuben dacar masyarakat &t Dasrah ™ (Ryaac Ragnd, 2000 ; 97,
juga menpena adanya pembagian kekuasaan seperti dikatakan * .. decenrralizarion
refers o the terdtorial distrilndion of power. ™ (Smuth, Brian, ©, 1985 @ 1).

Pelayanan kepenlingan puna memeouhi kebutwhan dassy masyaralat di
daersh im adalsh adanya akibat desentralicasi, sebab . decertralization means
reversing the conceriralion of adminigralion af a Srgle centre and conferring
pavwers af focal government. . and be clearly distinguished from the & spersal of the

hecdguarters' branches from the ceglad cily, else be digingwshed ffom the

: . _.....___"l
i
"
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delegation, ...~ (Smith, Brian, C,, 1985 : 1). Hal. ini akan berakibat kepadz efisiensi
dso efe-ktifitas, baik dalzm segi perundang-undangsan raupun ckonomi karena adanys
“spian of comtrol” dlaw rentang pengawasan yang lebih memadai dan  akibatl
selanjuinya adanya pembagian kekayaan votuk mendjn ke arzh kemakmuran, cebab
dengan deseniralisasi akan lerdapat banyzk piliban dari konsusnen techadap kebutuh -
an yang mareka perlukan

Sistem desentralisas dengan otonomi sebagai tujuannya secara yanidis zkan
lebth membuat “jarak kedekatan' dengan rekyat eebagai konsumen sehinggs akan
lebih cermat dalam memilih tujuan dap kebutuhannya lewat lembage perwaldlan, di
samping sebags: wahana untuk melatih masyarakat konsumen untuk belajar politik
dalam erti sebagai wahana belajar menpelola negera/dacrah Dalam wuatu negara
kesatuan eeperti di Indonegin waka integritas nasional akan diperkuat karena
desentralizasi duvatan otonomi edalah ™. requires the delimiration of areas”.
(mith, BnanC., 1985 : 8), meskipun ini ada kemuogkioan justra menjadi lerbalik
eebagai sncaman imagntas nasicoal. Permasalabannyz spakah ada kesiapar uatuk ity
apa (idak, dengan adanya daersh atan wilayah vaop terbatas malm  untuk
memanajemen daerah akan lebih mudah karena lebib dekai dan nang lingkupnya
“eukup kecH' meslapun ini bersifat redatif karena ‘ruang lingkup kecil® biss juga
menjadi kendala npluk zumber daya alam, bagi daerzh yang masih mengutamakan
pertanian misalnya

Desentralisasi menckankan peleyanan dalam arti  pedistribusian  seperti

dikatakzn * Digtribost pelayanan (di kotz) sargn! penting karena kunlitas kehidupan
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wargh kata sanpat terkat erat dengan pelayanan yang diberikan Pemda™ {Surbakti,
Ramlan., 1996 : 2d) Adesnyr otoribes kekussaun vang terbagr kerenz “Otanomi
Thureal sebagal wujud pelaksanoen azes deseniralisast dalam peayelanpgarasn
pemenintahan, pads hakekatnya merupakan pererapan arcal divwsen of powers yang
membagl kekuaszan negara secwra vertikal” (Foswaa, T 2000 37) meskipun
“Kebebagan dan kemandirian berbeda dengan kemeordokamun fonafhariell ) dhed,
incheppendenc s} 7 {Hadjon, Fhilipus M., 1997 0 1) dan puba hames ada susby pandangan
vang sama akan penlingnya dezentralisas dengan otonom) sebagad tujuannya dalam
negars kesatuan karena " decentralization o5 il a very importan! feature qf adl
aoverament fungionyg . (Rergannn, BIG., Maarscveen wan ThJF., 1978 0 A25)
Pentingnya pandangan ving samz digambarkan dengan felas oleh Cratot Widayanto
sibaga hegiolt "Froog sethoul actian 1 just @ dream Achior withowt wsion 18 just
aciiwine Vires and adion fogetler car chanpe the wodd” (Widayanta, Gietot | 1994
. 58).

Pennasalzhan yang ada secsaz ywkdis akue diiep seswn dengan sistem
desentralizasi yang bertujuan pemberian atonami Kepoada kabpaten serfa prelaksanaan
funger hokum adminieras: dalam pembanguaan perumahan dilibusgkan dengan
poobangunun wilayah sesual dengan tais nomg wibouhbois yuog telsh digarizkan
aleh kabupaten yang ber=angkulan

Penelitian ini direncanakan berawal dan kebijakan pembanguian rumah
naiondl yang sccarn anslifutional ditangam aleh Depademen Permubkiman dan

Pengembangan Wilayah, vang meropakan unser peloksao pemenniah sezua dengun
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ketentuan pasat (1) Kepulusan Pregiden No, 102 tahun 2001 yang menentukan
{1] Depaleroen dalam  Pemerintsban Negara Republik Indownesita, yang
zefanjuinya dalam Kepotusan Presiden ini disch! Departemen, merupalean
unsur pelakeane Pemeriniah

Skema Usulan Pemelitian -

Krbijakan Pembangunen Rumal Nagional

}

Wewenang Kabupalen

l

Rencana Tala Euang WilayahKotaDasrah

!

Perencenasn Lahan p- Ferencanman Fembangunan 4  Tafa Guna Lingkengan

Perumahan
Pertimbangan Eksnom e et 11T,
Sosial dan Budaya Pergetujuan Prinzip
Penyediaan Lahan Jjie Peruntukan Lahan
{Umum f Khoaua)
ijin Mendinkan Bangunan
(IMB)
b

Penyediaar Sarana dap — ™ Pembangunan Perumakan * Penyediaan Fazilitas
FPrasarana Umum

}

Perlindungan Hukumr — Eonsumen <“—— Hak dan Kewajthan

.

Calant PermlilPerulik Rzmah
Perumahan
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. Metode peoelitian
Dulem penchihm mengens Wewenang Fabupater Dalam Pembangunan
Perumakan (I*ada Proyek Percontohon Olonomi Dasrah Do Jawa), dengan menmtik
berathan pada woewcnung rengatur dem Gasi it Kabopalen.
I. Lokasi Penelitian
Panelthan ini dilskokan di Ksbupaten Proyek Perconlchan Otonomi Paersh
i Jawa sesuzk dengan Eeputesan Menteri Dalam Wegeri Nomor 105 Tahun 1994,
yailu Kabupaten Bandung, Banyumas, Sidearjo, Sleman.
2. Jemis Penalitian
Penclitase yang ditakukan adalah jeniz penelitian hubum oormalif, ceswas
dengan sifal keilmuan fukum yang khas. Pengkwisn Lpe penclitizn imi bermola
dan (elaah hukum posilif vang kajiannya menganal wewenang Kahupaten _dalam
pembangunan perumaken,
3. Metode Penclitian
Metode Penelitian yang dipakai adelah motode penelitian hukvm oormatif
4. Modei Pendekatan
Model peodekstan vang dipergunakan, wvailu pepdekatzn  perstoran
perundang-undangan  (sfafule  approach,  pepdekatan  historis  (higrorical
aoproach), pendekatan koseplual frocenmua! approach). pendekalan perbandingan
(Crrmgrative app e ).
5. Analisis

Anztigig dilakakan berdesar bakan-behan houkum yang berksitan dengun per-
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masalahannya, yaity bahan hekum poimer dan bahan hakum eelunder.

£ Bahzn hukum primer yatu berujud peraturan perundang-undungun yang berlaku.

b. Behan hukum eskender adalah bahan hukum yang membenkan penjefasan
menganiy bzhan hukum primer, wawancara ferpimpin {dengan kuesioner) dan

lain sehagamnya,
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BARII
PEMBANGUNAN FERUMAHAN DI INDONESIA
A. Konsep ptmbzngunan,

Pembangunan secara wmum, diabikan echagm “. .. usaha untuk memajuka
kehudhpan masywrakal dan warganya™ (Budiman Ariel, 2000 : 1). Bakasan lain
mengatakan pembangunan adalah “unsaha masymraleal untuk memperbaiki kehidupan
dan penghidupannya Fembangunan adalah prozes untuk mencupai kehidupan manusia
yang ecezra adil makmur, pembanguoan adalsh cora untuk mepcapal manusia
sevichnya dan lain sebagarnya™ (Ayi, Firman B, dan Sirait Martin 5., 1984 : 53,
Bintore Tjokroamidieie berpendapat “FPembapgunan.. proses atay usaha perubuhan
sosial (Foceral charge, " (Tjokromnidaja, Bitore., 1977 @ 42), sehingga sebetulnyz
pembangunan ity tidak hanyy tejadi di negara miskin tetapi juga terjadi di negara
maju, reckipun .. | negara-pegara miskin memperlihatkan haara! vang besar otk
berkembang secara ekonomis. Sekalipyn hasst ini terutema diperdengarkan oleh
pemeriotah mereka, . " (Tinbergen, Jan, 1973 ; 18),

Derdagar banyak indikator negsta modern dan meju, Tndanesia masih bisa
digolengkan dalgn kelompok negara ini, sebab dilihat dari sumber daya alam yang
sangal melimpah tetapi dari segi sumber doya meousia yang meosoganinya dan
manxjemen pembangunan masth pangat jauh tertinggsl, sehiogma sustainabie
development Indonesia dapat dizrtikan tergolong pada artian sebagai * . the abrlity of a
development project 10 gererdte sufficiently o net surplus a5 1aput far the Jurther
developraent. ™ (Tiokrowinote, Moeljarto. 1991 : 7}, sbab “Hakekat pembengunan juga

Untuk menimbulian keragamen dan diversifikasi dalam kegistan ekonosmi masyarakat

L7
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... ™ (Salim, Emil, 1935 : 18)

Koenljaramingrat melikal pembangunan dari segi eikap meotal dom melihat
bahwa manusia sebagai individu pelaku pembangunan, membuwtubkan lima koneep,
yatu

Fertama, untuk menghadapi hicp setiap orang harus menilai tngei unsur-uncure
yang menggembirakan dari hidip, bencana, aengssra dan dosa, ada telpi
perlu dixdasi dan diperbailo;

Kedua, setiap orang harus bersikap aktif dun tidak pasif

Feligr, sctiap orang berus berusaha menguasei alam certa kaidsh-kaidahoya:

Keenpat, selivp orung dalam zkiifitasnya harus berorientest ke mase depan; dan

Keluna, dxlam membuat keputusan-keputvsen oranpg harus berorientasi kepada
yesamenya, menila tinggl kerjasata dengan orang lain, tanpa meremehkan
individu dan tarpa menghindart tangguog jawab sendirt (Aji, Finnan B,
dan Sirait, 5. Martin , 1984 :5-6)

Mabbub v] Hag, membenkan pandangan baru mengeny pembangunen, yaitu -

Fertama, tujumn pembanguzan  hausldi membasmi  bentuk-beohsk  terbuaruk
keomiskinan,

Kedus, akibet dari pacal pertmma di atas, negara cedemg brerkembang hams
meacnbukan wlkuren minimom (atan ambang bawah} konsimei yang
hendak dicapaimya dalam suatu jangka wakiu tertenby, misaloya 10 tahug;

Ketiga, produksl lebik besar dan pembagian lebih baik harus dipakai bersmma-sama
eebagal daser untuk memyusin pola perphangunan;

Keempal, dan il terairat dalem pasel ketiga di atas, membirkn lapangan kerja hans
dijadiksn fujuan ulama perencanasn dza jengan legi diperialuikan sebhagsi
tujuan Kedus (Hag, Mabbub ul | 1983 : 45-4%)

Pembangunan Indopesia secara Masional adalsh lertuang dalmm Ketelapen
Majelia Permusyawerptan Rakya (Tup. MPR), yrity tentang Garis-garis Beear Haluan
Negara  (GBHN) yang difalookuan setiap lima tabun gekali. GPHN tahun 1999-2004
lertuang dalam Tap. MPR No. IV /MPR / 1999 yang ditetapkan di Jakanty pada tanggal
19 Oktober 1999 GHHN im ditctapkan  dengan makad memberikan srah
penyelengearam negara dengan tujusmt mewujudkan kehidupan yang demuokrabis,

berkeeadilan sozial, mebindung bak asaei manusia, mencgakkan swwemasi bukem
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dalam kalznan masywekal din bengsa yang beradah, berzkhlak mulia, mandin, bebas,
nazjt dan eejaftera totuk korun wakta lingz tahoun ke depan.

Pembangunan siagpun rencans pembangunan yang dibuat melaluwi Ketelapan
MPH somestunya wilslsh permbangutan berdimens; kerakyatan karena

oo pergoala yang mendesuk adalul tmasalah internalisasi wilm-nilm ke dalmm
lembaga-lernbaga sopial poliik yang ada dalam kehidupan bhermegora . pembenam
keluasaan kepada rakyat merupakan tera sentral pembanguoan yang berpusat pada
mukyal, dan pengembangan proses pemerintahan vang tangpep terbadsp rakyat
merupakan salah safu perhabian pokoknya™ {Sjabrir, 19858, 321-325)

Suatu hal yang perlu dicermati yaitu gejak GBRHN wmhus 1978 telah timbul
paradigma baru dalam pembangunan di Indonesia dun berlanjut sempa GOHN tahun
1999-2004 yaimu .. lzhimya polifical wl!l pemeniotah yang terungkap dalam
perubualikan Priontas Trilog: Fembangunan den jugs mergeaai hekekst pembangunan
Todozivsis adalah pembangunan Manusia gesfubnyz, " {Tjelrowinole, Moeljario.,
1995 : 13), dengan dermubizm pembangunan sajak Pelita ¥V di !ndonesia ielzh memilih
pembangunun berkelanjotan
Sofian Effendi lebib jah mengutakan balwa stralegi pembangunan berkelanjutan
memeriukun perubshan yang cukep meodassr pada supra-sistem dan  Eistem
pembangunar, antara lain

& Suatw mstemn palitik vang menjamin partisipesi efektil’ warganegea dalam
pembuatan keputusan,
b. Suatu sistem ekonomi yang mampu menghasilkan ewplus doan  deput

mengembungkan pengetahuan tekmik secara mandiri dan berkalmmjwtan,
¢ Suatw segtera sostal yemg mampu meagatesi semus hambatan dan tantengsn

yang timbul karena pembangunue yang kurang barmonis,
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d. Suatu sistem produksi yag menghargai kewajibem nntuk mwnipertshankan
suafu basia ekologiz pembangunan,

e. Sustu sigtem adminigtras: ymg selaln disamis, meamgn meoyesnaiken din
dengan fungei yang terus berubsh, serta marniliki kapasitus notuk mengorakai

f Svatu sistem intsranional yang mendorong tumbuknys pole perdegagan dan

keunngnn yeeg berkslagjvtan. (Effends, Sofisn., 2001 : 17)

Dalam desme pomikiran dari GBHN tabun 1999-2004 dikatakan antars lain -

a ... memayikan kesejshtorasn umnm,. ...;

b. Peayolongewrzan oegera dilakuian melshy pembangunsn msioms] dalem
segrin aapek kehidopan bangsa, oleh penyelenggara negura, ywitu lembaga
teitinggr nogara dan lembaga finggi togara becsame-sema segenap rakyat
Indonegin dicsdoroh wilaysh negera Republik Indonesia

¢, Pembuiguman nacional merupakan ussha peningkmten kualites manusis,
dn masywwaal Indomesia yang dilakulen  cecarm  berkelanjotan,
beriaadssivan kemtampoun nevions], deagss memaofastican ksmajuan ilmo
pengetalumn dan teknologi certa memperhatikan tantangan perkembangan
global. Dalam pelakeanaannys mengacy pada kepribedian bangaa dan miu
Jubor yang uriversal wntuk mewnjudkan kebidupan bangea yang becdaulet,
mandiri, beckesdilan, esjshters, maju dun kmkvh kekpatsn moral dan
otiknmyn

Eonwp “gecaa berkelmmins" glan sucainability yasg dicetmbom aleh
kaua enwromerialist berswal pads slwp  kepribatinan mervin  terioedap
konscknensi jangka panjang deri adsnya tekanan yang cloesif terhadep daya
dukung alemi  (featsral npport oymem). Meogeomi bebessn  sustoinahle
development dijeleslon batsgennyn scbagal becikut, yeitn -

Disertasi Wewenang kabupaten dalam pembangunan perumahan Johannes Suhardjana



ADLN - Perpustakaan Unair

3|

“Sustaineble development 15 defined a development that meet the need of the
present withou! compromigng the elility of fdure genentions fo mee! thair
own needs, .. Sudainadle developmen! stm pembangman berlanjut in
mungkin diwujudiom melalui keterkeitan futerliniuges) yaug tepat antara
almn, sspek poxio-~ckonomis, dan kulow.” (Tiokrowinoio, Moeliate., 200t :

12}

dengan demibomn sustainghle development ini tidak stebis melamksn bersifs

dinamis.

Di dalan GBHN 1999-2004 yang tertusng dalam Tap. MPR No.

IV/AMPR/1999 juge diringguog beberspe kondiai uoum yang ada di Indooesia

antara laie, vart

Disertasi

1. Kemajemukan ymg renten konflik, otonomi deersh yang belum terwajnd,

kebijakan yang ferpusad, ofortier, serfa tndelmn ketidekadileg pesserintah
yang dipico oleh bmsutan seria pengaruh gejolak politik internasionsl dapat
meadorong tejadinya digintegrasi bangre.
Kemnjemuian kerens adanya bmysk perbedesn ciniz des imlhe yang
pecara administratif diciptéown penjajsh dan tersyuta emmpai sekarang
belum juga diubait baik etruithe maspun administratifoyg delam korelasi
pembacgunan telah disinggung dalam bk “Twori Pembangunan dan Tiga
Dunin™ (Hettoe, Bjorn., 2001 : 344-150)

2. Dn bidang bokum terjadi iegjadi peckembangan yung kontraversial, disatn
pibak produk materi htukum, pembingsn spersiwr, sarsgn den prasarana
bukum meznnjuickan peningketan Mamm, dipihak lain tidak difmbang
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dengan peningkalan iotegritas moral dan prefesionalizme apzrst hukum,

kesadawran bukuvm muin pelayanen szerts tidak adanys kepastian dan

keadilen bulnom zehingga mengakibatken svwpremasi hukum belum dapat
divwyjudkmn

1. FKoosep pembanguoan berkelmjutan teish diletakkan eebagai kebijak-
saoagr. Namun, di dolam pengalaman praktik selama ini justru tevjadi
pengolahan sumber daya alam yaug fidak ferkendali demgan akiba
kerugakan linpkungan yeng mengganggu kelestarisn alam

Admya pembangeoan yang menimbulken pervbashan, yang dibuat
manuzia, sehinggas adalah peoting unhik mengusshalen pustu cara, peola
dan kebijekeangan pembamguoan yaog :

“p. Minimal tidak menggangn kesenmbangan fequififrrim) dmi ekosiztem,
den maksimsl haet pembios skosistemn yang lebih sigbil den dmamis
geimbany,

b, Mambina ekosistem yang lebih becagun™. (Salmn, Emil., 1989 : 35)

Mengenai visi dan misi GBHN 1999-2004 dikatakan sebagm berikut :

1. Visinys adalah tervyndnya mesyaralat Indonesis yang damai, demokaatis,
berteadilen, berdays sang, nrju dan sejshiera, dalom wadah Negam
Kezahum Republik Indonesia yang didukong oleh manueia Indonesis yag
gchat, mandiri, beriman, bertakwa berakhlak mulia, cima fanah air,
berkesadatan hukum dan lingkungas, menguseai {lmyn pemgetahuan dan
taknologl, memiliki #toz kerja yaog begm seris berdigiplin.

2. Micinys sntars [ain
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a. Perwujodan otonomi daersh datam rangka pembangunan dasrah dan penge -
meraiaan pertumbuban dalam wadsh Ne gara Keratuan Republik Indotesia;
Detigan adanya otenomi dserah thi meka sken ferujud  efigisnsi
pemerintalan dengan “melakulmn capacity dan institution Building. "
(Tjokrowinoto, Moeliarta., 1995 ; 65)

b. Perwyjuden kesejuhterasn rkyst yang ditandai oleh meningkatrya knalitas
kehickipan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada
tercukupinys kebutuhan daser yeitu panpan, saadang, papan, keschatan
pendidikun dan lapangan pelerjamy
Adanya papan atan rumah adalsh merupalan kesejshternan sosial (Focial
wealth) sebaly dikatakan getiap manusia membuiihkan segala semmbu yang
berasal deri tamah (i humer needs come from the land) eshingga
diperluker: pozbatusar kepemilibag coperti diketaken Jeon Jacques
Rouseean dalam "4 discourse or the Orgin of Jnequality™ dimana
dilatalan “foussean’s word outline the injustice of ane person having
unrestricted ovwnership io arother’s Bving space or this earth.™ (Seith,
IW., 1989 :154)

¢. Perwyodm sparator oegam yang berfingsi melwynni  maeyarakat,
profagiomal, berdaya guna, praduktif, tranaperen, behas dari koropsi, kolusi,
an nepoticme.

Perwijuden aperator negare gepecti di ates sedildt banyak memberikan eiri-
cirt vama Heberian buremucracy yuil sepert admnys ;
a adanyw dorajed spesialines yang tinggi,
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b. adanya strultur kewensngan hirarkie dengan batae-batas tanggung jaweb yang
1elas;

adanya hubuogan para angeota yang bersifat impersonal;

cara pengunghatan pegawni yang herdasar atae kecakapan teknis; dan

pemizahan wusan dinas dani wusan pribadi dipaodang aken menjamin pelakeanaan
tugar secara effiarem {Tioloowinolo, Meeljarte., 1995 ; 62)

-

Poambangunan perumahan adalah pembangunan vang bersifit meudti-dmensonal,
delam arti menyangkat bayak dimensiffakiorbidang, dalam CGNHN tidak ada secara
kbusue yang meucgepal pembangunan perumahan wetapi ada beberapa bidang yang
berpengarub di dalemny=, bidang yang berpoogaruh dalam pembangunan portimakan,
eyt dengan zrah kebijakan GBHN 1999-2004 ads|ah bidang -

1. Hukom

a Mengembangkan budsys hukum di eemua lapieen masyarakut uniuk terciptanya
kesadaren dan kepatwhan hubum dulam kermogla supremasi bukum  dan
tegaknya ne gera hukom;

b, Meocgakkan bukvm secara koosisten untuk lebih menjamin kepastion hukum,
keadilan dar kebenaran, supremasi bukum, eerta menghargai buk 2sari manusia;

Pemenintah telsh memberikan auan kansepsi birokrasi, sesuni pendapat atay

teoni Max Weber yaity mengenal dominasi, yang calah satv tipenyz adalsh lepe!

rehonal dosuration | di ssmping charsmate dominaion  den Tredifiongd

darmararion) yaita

““melihat keabashan bentuk hubungan kekuasaan dari kenvatann babwas kekugsasn
bersumber pada kelentuun atan peraturan formal. .. Birokrasi di sini disdikan
achagai . the eomence of a systerm contrel based on raona! ndes, ndes which
fey b regudar the whole arpanizatoned strudure ard process on the basis of
fechnre’  kmowlddge and wih the maemmm effidency.” (Tiokrownota,
Moz ljrrte., 1995 . 123
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2. Ekonomi
& Mengembangkan sistem ekozomi kerskyalan yang bertumpn pada mekaoinme
pasar yanpg berkeadilan demgan prinsip persaingan sebat dan memperhstikan
perlumbuban ekozemi, nilai-nilaz keadilan, kepentingas sosial, kealitas hidup,
pembangunan berwewasan lingkungan dan beckejanjutan sehinggea terjaminnya
kezernpatan yang sama dalam berussha dan beketia, perfindmgan hak-hek
konsumen, gerta perlakusn yang adil bagi seluwuh masyarakat,
Dalam pembangumen perumahan eebaknys adalah hams mempertinbangioan
kemampuan dari pembeli, rakyst kebacyakan, sshingga dengan mdanys RS dan
R5S (Rumah Sederbana dan Rumah Sangat Sederbana) sodah cukp tepat, istapi
eehailoya juga difikickan jumlab luss bak hidup setisp orang dalam zatu ruangan
sehinggs alan memepuhi prrsyaratan kesohatan, ini juga barkaitan dengan antgra
Jain berape ensk yang bise dipurysi untuk mensmpati suakz tipe rumah
b. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil eerta menghindackan texjadinya
struktir pesar mocopolisttk dan berbagai struktor pasar yang distortif, yang
merugikan manyarakat
Hal ini tepat, dulam iXlim oekanisme paser domokratie dan kompetitif diperlukan
persaingan yeug wehst den jujir, schiogga tepet sejalan dengan ini yuito
diberlaluian dan ditztaplannya Undang Undang No. 5 Tabim 1999 teniang
Lacangan Praktek Moncpoli dan Pareamgan Tidak Sebat.
¢. Mengipayskan kehidupan yang layak berdusarkan ates kemanusinan yang adil
bagi marymakodt, terutama begi fakir misdde dan ansk-muak terlatsr dengan

! witl I E
L FEARFIJAT AL AAT:
U wmnwne 521435 AIALANGOA
| SURABAYA
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mengembangkan sistem dana jaminan sogial melalui program pexwrintah serts
mennmbuhkembangkan usahe  den  brestifiter  masyasket  yang
pendistribusiannya dilaknken dengin biroloasi yang efeldif dan efigien perta
ditetapkan depgan undang-indang;
Dalan pegara yang mau diperlukan adanye jaminzn sogial yang mentadai dengan
mengalokanikasikan danalfndsfonds yang dizmbil dan masyerakat sendini den
dikembalikzn lag dalam bemuk jeminsn eogigi, bisa jaminan pewoxbizyasn
kesebatan (rocial health insurance), jeminan pogial pembigyean perumaban
seperil yang terjadi di Narobi, Kenva deogan “The Housing Finance Company of
Eeavz “ (Temple, Frederick T.and Temple, Nelle, W., 1980 : 229), dan lain
acbagainys

d. Mengembangkan kebijakan pertanahan uniuk meningkatkan permanfastan dan
penggunaan tansh secern adil, tranaperan, dw produktif dsngen mengutamaekan
hak-hak rakyst setempat, termesuk hak ulavat dan mesywaket sdat, serin
berdaserbam tats roang wilaysh yang esrei dan spimbang

e Meningkeatian pembangunan den pemeliborass samna dan presersna publik,
termasuk tramspostasi, telekomunikasi, energi dap listrik, dan wxir bersih guna
mewdurong pemerstuan pembangtnan, meleyan kebutuhan masyerskat dengan
hargs terjangkun, zerin membuka keterisolesim wilaysh pedalsman dan tepenecil;
Sarana dan prassrena publik sangat diperiuken kerena dengan bessdisnya ke dun
hal iereebut magyarakat akan lebib dipermudah dalam melakukem sktifitasym,
khususnys dalam bidacg ekenom: staupun bidemg kemasyarakaban yang lainoya,
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dan juga “. .. birckrasi (perkotaan) bukan sekedar pelaksana kebijakan tetapi jugs
sebagai pewbuet kebijakan .. " (Surbakii, Remlan, Prisms 1996 No. £ : 15),
sehingge pemerintah, dafam tinghkat apapun, ager masysrekst terlayani dengan
baik perlu membuat kebijakan yang sesusn dengen tumtulan mesynsrakat dj
tingkatoya

f Moelakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepal prosse pengeatasan

masyarahet dori kemiskipas dan mecgmang pengangguwsn, yang merupakan
dampak kricis skonomi,
Ini diiakukan dengan me mperbanyak lapaigan kecja non formal, cxisalnym decgan
mengerabkan masyarskat (yang terkens Pemutusan Hubungan EerjwPHE) untuk
membersihkan salucan pembuzngan air yang mampet, atanpnn dengan pembagian
beras wntuk orang ooekin {raskin} dengen mibeidi dari pemerinkah.

g Menyshatian Badan Usehe Milik Negara/Pedim Uzahe Mildk Daerah terutama
yang usahanya berkaitan dengan kepeotingan woom. Bagi Badan Usaha Milik
Negaru yeng usshanys tidak betkaztan dengan kepentingar umem didorong untuk
privatizsas melala pass modal.

Miszl, di Bulog dengan menetapkan pembelim beras harue lebih rendah dengan
harga pasar sehingga pejualamnys muleimum sams dengen harge paser untuk
beraz yeng kualitasnya sama atm: menjual gahzm votuk privalisasi yang lsbib
rrandini, meskipun cegara harue memiliki eabam yang lebih besar proscotasenya,
agar tidak menghilaogkan kepentingan nesora

3. Politik {Dalmn Negeri)
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& Memperkuat keberadaan dan kelangaungan Negara Kesatuan Republik Tndonesia
yang bertuapu pada ke dhinekaturpeaiila-an. Unhik menyelessiken masaluh-
mazalah yang mendesak dalam kehidupan bermasyarakst, betbangsa dan
beemogare, perlu upaya rekonsiliasi nasionzl yang digtur dengan wodang-uadang;

Menggiatkan adanya kegadaran babwa eetiap suku bangsa adalzh sedermjad
dengan menggalakkan misaloye tranemigrasi dan perkswnian anter  uke
metnbungun perumahan di daerab-daetah yang muili-etnis, senta penggupaan
bahaca persalnan, bahara Indoneain di segala bidang komunikasi.

b, Membangun bangss dan wetak bangez (ratfon and character fulding) menuju
masyarakal Indonesia yang maju, bersaty, rukun, damai, demobratis, dinamis,
taleran, sejabters, adil dan realomr;

Migalnya dengan membangun etos kerja dan meninglmtkan mutu sgsr depat
bersaing dangen negara lein, afampus menggarsp bahen mentah mesjadi bahan
getengah jadi gtan bahag jedi, juga mengadakan wiztrg bemtuk rumah sehinggs
meaghilanghan sedidut demi sadikst sifat kedaerahan yang vempit

4.. Sosig] dan Budaya (Kesejatderaan aosial)

a2 Menioglatkan muotn sumber daya manusia den lingkungan yog  ealing
mendukung dengan prodekaian paradigms pchet, yang memberikan priotitag
pada vpaya peningkatan kesohatan, pencegahan, penyembuhsn pemulihan dan
rehabilitasi eafak pembushan dalam kanduogen sampar uzia lenjut
Dengan cera, misalnya, membinguo perumshan pehyt mursh  dizensi

lingkungan yang memadai dan dengan memperhativen kegerasian mitsra peng -
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huni dan leas reangan rumah
5. Pembangnnan Drerah (Umuez}

a Mengembangkan otonomi dasrah szcern luas, nyats, dan bertenggung ~ jawsb
dalam rangka pemberdzyaar masyarakat, lembagn okonomi, lembaga polilik,
lembags hukum, lergbags keagomaan, lembaga adat, dan lembaga meadaya
masyarakat, gerla selirub potensi masyorskat dalam wadsh Negasra Kesstuan
Republik Indozesiz,

b. Melaluksn pengksjizn tentang befladunys olonomi daersh bagi daersh
propinsi, daerah ksbupaten, dacrah kota, dan desa;

¢, Mumpargepat pembangunan ekonsmi daerah yang efekciif dan kuat dengan
memberdayaken peleku dan potetni ckonomi daecrah, serin memperhatikan
penatasn ruang, baik fisik mampun coeial sehingga terjadi pemerstasn
perhimbuhan ekonomi sejalen dengan pelakaenzan otonomi deerab;

5. Sumber daya alam dan lingkungan bidup

a Mengelela eumber daya alawr dan ewmelibara daya dulvognya ager
bermanfiat bagi peningkatan kesejahteraan reoyat dari generesi ke genernsi.
Mirvaloya dmgan ciop menjaga butan dun ekosidlemnya, tidak mengaddcan
pencbangm butan secars serampangas sehingga kebutuban sen kayu untuk

rumah tetap tersedia gecara konhnyu
b. Meningkatkan pemanfastan potensi mumber daya almm dan lingkyngan hicup
dengan ewlakoksn konservasi, rehsbilitsni dan penghematan penggumasn,

dengan mencrophen trknelog remek hingkuogan,
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rumatvan, pertimbangan kancmi, sosial den budays sangat mempengaruti. Hal ini
akac sengat berpengmub terhadep keberhznlon pembangunan itu. Petimbangao
ekonoou, soeial dan budaya ini barus ditafbirkan dalam rangls pegars kenatioan,
pebingea tidak dimusgkinkan adanys perumshen wotuk suky atau beogsa tertenin
geparti penmah tejadi pada jamen penjajsbac miseloys bagi bangsa tartantu, maka
terjadi Kampung Pecinan, Kampung Keling atau Kampung Bugisan (kampung
orsng Bugis), kampong Jewa (kampung ocang Fewa) ttapl dapet saja unfuk satu
golongm dalum ati unit kerja tertemito migaloya Petvomban Kompas di Ciputat,
Jakarta, perumahan karyawan Unzoed di Guaong Tuge] dan K amang Rau

di Banynmas, “Perumshan karywwmn FT Djsum Kudna dan karyswan umah eakit
5t Bocromeus di Bandung ™ (¥udahusada, Simwono,, etat., 199} : 132),

Lalam pembangmtan perummtsan termyata tejadi bebecapa pogeseran titik
berat pectimbangan dan motivas:, misal karenn andeh merupaken dacrsh terbangun
maka berdamar ity NJOP (Niiai Jual Obyek Pajak) menjadi tinggi eshinges
harganyapue when meningls, yate pada szal pembanguuan perumaban yang
pestama, kemudien pembanguman perumahag yang kedm yuito sast pembangunen
perumaban ercars bessr-besaran, ferotamna yang dilskuken cleh Perum Peromns
kenvodian yang kelign vartu saat tonbuhnys develdoper aias perusshann pembangun
perumahan pwaste.

1. Pembapgumsn pernpishen Japan Hisdin Belanda sampwei dengan

herdirinya Perom Perumaa
Motivest pembanguoan perumaban sdalsh kerena sdanya kebutuhan
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yang mendesak akun papan atas ramah . kehidupan ekonemi, daya guna dan
bigya wdalaly peoting ... ** (Jayvadineta, Johara T., 1991 : 118), yaitu dengan
banyalmya dibamguo rumab-rurosh dinas yang dibuluhkan aleh pegaws oo
pejabat peaerintah dan juga yang dibwtuhkan eleh pegawa pemenintah
termasuk angeauta temtara yang tidak mempunya rumzh dinas, sehingga thk
berztnya adalah rumah tonypat tinggal yang mendulung kerja
Adanya Peranran FPerumaban Pegawui Negeri Sipil atey Burpeliféye
Woning Regehzg (BFE) mbun 1941mendubung kelersedipan rumah bagi
pegawsal negen sipil atavpun pejsbat pegen,
Fadz waktu ilu banyak lanah macjh kesong dan luae karena penduduk
relatif magib sedikit schingga tidak banyak menimbulkan maszlah
rehingga mumah bdak bersigtem kopel dmn berdin sendin serta mempunyal
pekarangan yaog cobap luas, tinga bdak mudab menghkoataminasi tenah der
air yang berasal dan tansh, perevapan air cukup baguy,

Tingkat solidantas laxapg kerena adanys perbedamn skonom:, soeial
dan budaya, selidarilas Gpis karena pekeramnya adalah pegawil pemerintah
Al wants

2. Frmbanguoan peromahap sejak berdicinys Perum Permmons

Berdirimpa Perum Perumpas, vang didirikan dengan Pershman
Pemerintah Wo. 2% Tabun 1974, lanpgat 18 Tuli 1974, sebagu peloper
pembangun perumahan dan pemokiman, Bagian terbesar modaloya adalsh

dari Pemerimtah™egara, menunjuklan babwm pemerintab/negers mulad
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teejin eebagal winwsaha, meskipun wnbuk fungsi pelaymnan unum, sesual
dengan “Four fimciions af the Staie 1n the Mixed Bconany, ", yail :

“The firg funciion, . rthe Zate as prowder, . Second, the Hafe

furcthons as regulator, .. Third, end most important, the state funchons

racrecangly or entreprencur. . Jourh finchion, whech we may ferm |

the state as wapre ™ (Friedmann, W., 1971 : 3}
il i juga sesual demgan ' ... memaksa pegrwal pemernintal L., untuk
bersaing dengan kontraktor-koentrakdor swasta yang haus kontrak™ (Oebome,
Cravid.. dan Plastrak, Peter., 2000 ; 129

Mativaei kepemilikas runah adalah masih umtuk memenubi kebutuhan

akan mmah tempat tinggal, schingga rela mensmpati rumeh yang kala
dipandang adalah koang memenuhi Bvarat atan kwrang pantas sebab
ukarunoya yang emat kecil yaitn maulsi tipe 15 {geluas 1§ m2) sampai
maksimal tipe 45 (eeluas 45 m2). Bahan bakunya terbual dan dinding asbes
vapg ditel pasir dan batake serta geoleng asbes gelombang, tanpa
memperhitungka berapa jumiab kejvamrga yeng tinggal, sebab saszramyw
adalah wamsrakat berpenghssilan rendah dan dengan hargs yang letjangkan
Solideritesnya cukiup tiogei kerens “kedekatan® tngkat ekonomi, sosial dan
budaya lingkungan yang cukup rendah, sehingga “Crime hike other socal
peoblams, i5 rooled o bame socidl amd piychological processes.
{Rosenfeld, Richard | 197% : 293)

Pembangurnan perumaling secars besar-besaran dan dulam sutu erea /
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Jumlak rumah dm proghuni sangst beanr, jalng sempit, sekitar LS m sampai
2 m, meskipun sir bersth PDAM tersedin, Ldak lmncar, pemmnal banyak,
tersendat-zendzl, conteb katus i adalabh Perumzas Condoogratur i Kab.
Sleman dan Perummnas Tejuk di Eab, Bauyemas, Tangh dan  nir
terkontaminasi bnja dalam wakt: sekiter 3 tabun dorema penghuni aangst
begar, bimarnm memaka sistem 'kopel®, iokas sempit penghas banyak, hal
ini adalsh semani dengan teor Abrsham Maslow .. mengembangkan suaty
kooeep tpon motivay: yaog dikenal dengan birarki kebwluban erreohy of
needs)"” (Thoha, Thoha , 1994 : 215)

Motivesi kepemilikun rumah adaleh kareoa kebutuhwe, meskipan
secarda bertshep karenm rasa prestie, ymitu bangsa mepssmpati rumeh
perumahan sehinges menimbulkan jurazg perbedasn ‘targa diri® dengan
penghuni rumah di desa-desa selitar yang bukan peromahan, Sebutan yang
umue adalah eebags ‘orang komplek Poripmiw atsw oraag perum’ yang
awmbedakan dengan yang bukan penghun kompl=k Perumnss

3. Pembsmpumin peramahan sejak tmmbahnys pembazgmm permmaban
swasia

Dengan tumbubiys pembagus gperumahan sewasta sizu bizsanya

disebrut developer atau pengembang peramahar, maka pitihan ieradap tipe

rumah, lusa romah dan pekarangan bervariasi, tergantuag selers calon

penbeli dan uang yang leracdia schagei wmg muke niau uang pembelion,
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Pembangun perumahan swasta ;mga menyediakan lipe kecil, misal tipe IR
tetapi dengen komponsast pengembangan yang dapat dilakukan oleh
pernilik rumah, karepa juas pekarangan yang cubup, minmal 54 m2, atau
bizea disebut tipe RSS {(Rumah Sangat Sederbana),

Motivasi kepemitikan rumah ini sudah bergeser [ggi yailu menuju ke
investasi dan prestis di samming kebutuhan akan rumah yang di=nggap
culwp memadwi weeuai dengan etatusnya, dan gesuai dengan Teori Nilai
[_ehan yaitu :

“ .. hahwa nilas lahwn dan penggunaan lahan mempuoyal katan yaog
sangat eral ... lokasi terienty mempunyai nilal yang lebik tingm
dibandingkan dengan lokasi yang lain. Derajad sksesibilitas yang
mewemai tinggi rendahnya nifai iahan ... Semakin Gnggd akeeaibilitas
ol lokasi semakin tiogg pulz milai lghamya dan brasaonye hal w
dikaitkan dengan beradinya konsumen akan barang sty jasa Derajad
kelermmgkanan ini berkmitzn demgan (a) “pofenticl shoppers™ yang
banyal; (b) kemudaban untuk datanp/perg ke/dar {okasi f2rasbut ateu
pacer. (Yuous, Hadi Sabari., 2000 - 33)

Ferumzhan yang dibangun oleh swaeta ternyata berpengaruh terhadap
budaya pemifik yaitu balwa Llinghkat sosial berbeda, dengan penghum
Ferumnas, yang biasenya tingkal meocogah ke atas, hal ini dicebabkan
budaya patembayun jeesellschaf) lebib berkembang danipeda paguyuban
atay pemeinschail, bal ini kerooa‘discbablen adanya pluraiiame keingiman
{wveetasi) diantara pemilik mmah

Perumahan yang dibangun ewasta biasanya jalamyan cukup lebar
derygan ualitac yang cukup bagina, akees kelusr perumahan cukup tersedin,

bangunan kualitasnyr lobih baik dan lebth menartk dengan bpe dan beetak
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bangunan yang bervariagi, dilenglepi praserena don sareoa serla fasililas
gin yang memunghkinian keoyzmanan hidup modern Missbiys, projagam
keamanan, taman dan peru-pan: kota fopen gpace) serta sarans olshraga dan
lain zebagninya, cootoh ini adalak Permazta Hijau, Limas Agucg di Eab,
Bayyumags, Perumahan Nogotirto dan Parumahan Sidosrum di Eab, Sleman,
Prrumahan Pondak Jati Indeh dan Pun Indeh di Kah. Sidosrjo.

Perbedam ekonomi, sosial den budaya fetap ada, dan tdak terlalu
begar dan tergantung later belakang mosiog-mesing dan dipengaruhi
i nsitas kelompokoya

Tlengan adanye pergesersn Eifat soeial, ekooomi dan budaya skan
keinginan kepemilikan rumeh ini juga yang menjedi pertimbangan
penyediazn lahan tempat perumalian didirikm

C. Perkembaagan pembang rnan peramshan

fembengunan peramahan & Indonesia telah fams dilaknkan tetapi
pada permuleancya, jamap Hindin Belanda, Gk bersinys adalah
peatbangunas perumahae uniuk pegawsi pemeriotah, sebaga rumah dicas
otau dienst woning kemndizn bergeser ke rumsh-rumah yang dibutohkan
aleh pegawni tetapi dengan, aimu nantinys, sebagai romah milik sendiri yaity
yang biasanya digebut deagan perumahan rakyat.

Deogan  zdenyz petambahan  pendoduk  yang cepal,  yang
membutuliken tempat unitnk memenuhi kebutuhan rohsni, jrsgaci,

perlindungan baik terhadep penularan peoyakit manpin keeeldoan, sopert
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dikemulan oleh Me. Icham dalam bukinyas vang berjud!l  “Kesebatm
Lingkungan, Sanitesi Perkotaan # Pedesaim” Perumahan menyangkut pecars
langaung kehidupen manyvsia maupun hacket martabainys sehingga faktor-faktor yang
mempengarvhiny: eaxngal banyak, mniers laie, jumlah pendudnk, alwman pemiliban
rumih, pemilihan lokes £ torzh tespat owndician rumah, daya bali nosyaraiat yang
membutnhkan, teknologi yang menyanghut bentnk stan dezain rumab, model dam lnin
pebagamya, aturan £ cars pemilikan romak, pelindungan terhadsp calon atwy pembeli
rumsh mazpun penyedia jata pemnl-angunan perumatian (deveioper).

Adsnya kebijslmaosm psmbanguosn pencmahag, itu berkembang terue sejajar
dengan tuphsnn jamsn dan masyaaket, yang dimnla dan -
1. Jawasn Himifs Helamds

Adenya usaha dari pewrintahan Hindia Belands deagan adeoys Peraturan

Perumakan Pegawai Megeri Sipil sxn BWZR yaite singknian deri Burgefifke

Woning Regeiing pada tabun 1934, yuita yang mengatar penyedimm perunyaln

bagi pegowal pegeni ripil yuog dissbut dengan Rumsh Negeri, yamg twbag ates

tiga (3} golongan, yaitu :

a2 Rimab yasg dicadanghen unink dtempati oleh pemegang jsbsiag vtenin
sebubungm dengan rifat jebatannys yanog mengharuskun tinggel disiter,

b. Rumah yang disngpsp mempunyai wbungan dengan dimes / jawatan stam
perasshaan negara, echingga yang mepempati ialsh pegawai  dinar / jswatan
abgn perusshazn e gars;

¢. Rumab-romah pegeri lainnys
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2. Kaopgret Peramahsn Rakyat Sehat 1950
Eongeres dindaban pada tanggal 25-30 Agustus 1950 dt Baodung, peserta
1alzh 63 Kabwpaten dan Eotzpraja, 4 Propinsi dan wakil Jawalan Pekerjazn
Umum, Utusan Organisasi Pemuda, Bansan Tani, Peogorus Panndra dan tekeb-
tokoh pergcorangan
Pokak-pokek kepuucan Koppgree adalah sangat sederhana tetapi eanpgat
mendasar bagl perkembangan bidang perumahan {rakyat), yailu
w  Mengajubkan nznl kepada Pernerintah agar di tiap-tiap propinzi diusahakan
gelekas mungkio berdirinya perusabhann pembangunan perumaban rakyat
dan FPemennotah membernkan fasilites seperhmya wotuk menunjzog
perusahaan tersebul;
b, Memmuekan nerms dem sysrat-sysed perumahan rekyet minmum, yato ;
1. luss rumab induk 36 m2 dengen dua kamar tidur;
2, [uag rumal gaagping 17, 5 m2;
3, Lngg langil-langt 2,75 m;
& lubmng jeodels ¢ lubang angin (ventilas peoghawamn) 10 % dar luas
lamtai.
J. Jawatan Peromahen Kakhyat dan Yayusan Kax Pewbapguzan (Y KP)
Crengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Mo, 65 tahun 1932
tangeal 25 April 1952 diresoukan berdirioya Jawatan Perumahan Rabyat dalwn
lingkungan Kementerian Pekerjasn Umom dan Tenags srang tigas pokoknya pada

dasarmya mehputi empat bideng yaita ;
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1 Melekukan penelitian teknis-+teknologie;
k. Membuat konsep pemikira kebijaksanazn perumahsn;

¢ Mengadalmn penyuluban dan bimbingan 15kois kepads masyarakat,

d Mengatur penyelenggaran pembiayuan pembanguaan peramabag

Dari konsep yang ada dibarapkan pada tshun 1963, kurang lebih sepuluh
tabun seaudah Suret Keputusan Presiden No, 65 tahun 1952 telah dapad dizmulai
program pembadgunan perumalmas, kemudian diksluarkan Sirat Kepotusan (SK)
Mepter: Peherjass Umum den Tenaga Ne. 11 25 / 28 /21 tanggal 22 Maret 1951
yaitu dibentukeya Badag Pembanty Perumahan Ralyst yvang bertugas memberi
nasehat pada Jawatan Perumahen Rakyat dengan anggota wakil dari Kememterian
Keusngan, Kementerisn Saosial, Kemwnterien Dalem Negeri, Kementerian
Ketshztan, Bank Rakyat Indonesia dan dua orang anggota DPR-EL Dikelnarkan
kousep “Peraturan Pembiaysan Pembangusan Perumahan Rakyaf”, konsep yang
disjlmn belum dapst disetujui tetapi 1slah digomekan eebagai pedoman
pelakeanaan pembangunan perzmaban rakoyat,

Di dalam komsep yang digtuken dicatumican dacar-desar pembentokan
Yayasan ¥ Fembangmman (YEP) yang sifatnym tidak mencan untung fron
prafit}, di deerah otonom tingkat 1T yang mempunyai cir-ciod Koperasi Rakyat dag
Bank Pembanguman,  Komep pembentukan Bank Fembangunan yang kegiatannya
aptara lain eeogelugkan pinjaman obligas: yang pembayaramnya dijamin
pemerintah  Sebelum terbemivkmys Bank Pembangunan ini sumber pinjaman

berasal dan anggaran den belatja Pometiotah eetiap tabun yong disslurkan melalin
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Jaowats Perumahan Rakyal Kepala Dasrah Tingkat 11 méenjadi Ketuz YEP
anggota penglrue |gmnya diwpjuk Dewan Perwekilan Rakyst Dacrah (DPRDY),
loorena adanya keswoliun keuvdngan negos make kebinykan YEP tiduk dapat
mnerus kan Kegratanaya

4. Fengembanpan hebijahsapaan peremabap tabun [956 — 1964

Pada tahun 1956 dikelnarkan “Gars-gane Besar Bencanma Pembangunan
Litna Tuhue 1256-1960", program di idang perumahan
a Penyelidikan mengenai tekaik pembuatan mmah;

b, Fenyuluban mengenai telmik pembuaten rumezh;

¢, Penyederhanaan prosedur admimistralip dan pemberian fasilitas mengenai
pembuatan remah;

d Dorongan memperbeser produksi bubun bangunan,

Tenteng pembiayasn perumahan, babiwva lidak mungkin dibebankan kepada
Pemeriniuh schingga dicsrankan memberiuk Koperasi Perumaban, vaog dapat
memperoleh bantuan dan himbingan dan pemennolah, yang kreditoye disalurkan
melalui lembaga perkreditan (bank) Adanya perkembangun politk, yaita dengan
adnya Delrit 5 Juli 195% yang meogakibatkan perombakan meoyeiuwuh struktor
pemierictehan maka hasil Rencana Permbangunan Lime Tabun 1956-1960 sukar
denilad kebertvisi amya

Dialam Kelelapan (TAFP) MPRS Ne. 5 MPRS 7 1960 perumzhan lermasuk
bidang kesejahiteragn rakyal, yang dalam jampiran { bab i1 dicantumkar -

& dmsghaken pembangunan rumab yang eehat, nikmal lahan fama, muoah harga

dan sewanya, serta inemenuhy syarat kesusilagn;
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b. bentuan pembangunen perumshan hendaknya disalurkan melalu jalsn yang
mudsh, misalnya melalu: koperssi pebanguoan perumshan, Jawstan
Perunmahan Rakyatl, wraha swashs nasionsl dan lain sebagainys;

c. dzlam masalah perumiban beodaknya keaklifin jangan hanya berupa
pembenian kredit melainkan pemerintzh membangun rumah-rumeh baik unmuk
digewakan maupun nntuk dijuat tsrutamsa di kewasan industri negara

5. Program DEPERNAS tahun 1961-196%

Dewan Peruncung Nusional (DEPERNAS) mesyusun Rancangen Dusar
Undang Undang Pembangunan Nasional Berencana Delapen Tahun 1961-1969,
yang mencanfumkan pemikiran tentang Baok Peruahan dan weahs-ueahanya baik
di kote mavpun di desa. Modalnya berazal dar pemerintah Pusst dun sabam-sakam
Perusahasn Negura, Ferusahaan Swasta dsg Pamerintah Derah, yang pinjammnya
diberikan kepada golongan asyarekat yeng berpenghasilan rendsh

Dalan resalns; MPRS tabun [963 bab IV mepgenni bidmag perumahan
dirumuekan sebagei berihut ;

“Bersamaan dengen mendorong weahe-ussha perfussan pemtbangunan dan
perusalan peromaban, baik yang diselenggwmslan oleh pikak Pemerintah
maupun pilak swesta nasional serta stas instiatif rakyat, supaya mengutamakan
pembangupan kompleks perumshan uptvk pars dosen dan  mahasiews,
bangnpan-bapguaan eekclah dan peruswatan buruh dan pegawai serta prajurit-
projurit angkalan hereenyjata™,

Pembmgunan perunmban yang meogutemakan ealsh sgtu golongan dalem masya-
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rakat, ini perngh juga diglami di Amerika Senikal, seperli yang dikatakan :

"The public houging propram has existed since the midthinies, however, the
intert af the program kes shanged markedly over the years, Dripinally it was
secm as lemparary housing for the “deserving ™ while “muddle clas™ whoese
incames had declined during the depression. By the axhes, publc kiugng had
become  lemporarry Fouwmeg for pecple bang relocated from “slum
clearance " profects. By the late dxtes, publie housng was no longer serving
a¥ lemporary housing, bul had become permanent housing for many law-
rRcore Ranwhite tn our large wbar certers. {Durton, Dudley, T 1979 :© 236-
217

Pada tahun 1962 keluar Peratwran Pemerintah Penpgamti Undang Undung
{Peperpu) Mo, 6 Tahun 1962 vang pokaloys adalah ussha urluk menggairahkan
pembangunaa perumahan melalol kebebasan membangunr rumah dan menetapkan
penggunaannys untuk ditecpal sendis, disewaksn atau dijual, Perperpu ioi
kebragai karcksi terhadap masgth berlakunya Undang-undaog Darurat No. 3 Tahuo
1958 vang aotaa lain mepgahr penghuman rumah-rumzh  yang  Jdibangun
melalul sratem Surat Hin Perumehan  aleh Pemenglah Daergh {Kaoktor Urisen
Perurnahan).

Sebagail pelaksanaan dsr Poporpu Ne. 6 Tahun 1962 dikeluarksn Peraturan
Femeriniah (FP) No. 17 Tahuo 1963 deogan meksud uotuk lebib memperlancar
usaba-usaba pembangunan perumahan anlara Jain, pembenam comtob-contoh
rumah vang schat, nikmal, tubay lama dan memenuhi norma-oorma kesusilamm
Memperfancar usaba-uszha pembangunan perumahan, ini eesusi dengan ketenlan
pasal 1 (), yaitw ;

Agar pembangunan perunahan dapat berjalan secwrs lerahr ¥epale Daersh

tie ity mkxn eecars luas rencenz pembangunan kote / deca dengasr inuh -
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Eetentwan pasel int adalsh mengenaml pembangoensn yang dizespakazm
dengan Rencana Tata Euang Wilayeh (RTRW) pada aetisp kabipatendota kalan
dizesuaikan dengan UL Wo. 22 Tahun 1599,

6. Kehijaksapaan pembangunan perumahan setelah tahon 1969 1ampai
dleloarkannya Undang TTodsng Na. 4 Tahae 1392 tentanp Perumaban dan
Permukiman

Munc¢ulnya Crde Barw dirasakan membaws perubahan dalam banyak bidang
tatanan kehidupan bangsa, eowal, pobttk dam ekopomy, D9 bidang perumaban
mulal dimtensifkan pembangunan perumaban rakyat sehat dan dengan Keputusan
Presiden No. 18 tahun 1969 ditetapkan babwe perimahan menjadi sektor 6/Fapan,
pembangunan perumaban memakai dasar acumn Swarat Keputusan  Bientert
Peheesn Umum dan Teraga Listnk Neo. 119 f KFTS f 1973 yaitu Pedomang
Penyelenggaraan [Pembangunan Perumahas dan  Gedung-gedung Negara,
kemudian disusul dengan Kepulisan Bersama amtara Meoteri Pekerjazn Umuom
dan Tenaga Listrik dan Menteri Feuangan tanggai 2 Juni 1973 yang isinya
a  Model ramah, Juas punetins 45 o2 dap mempunyal dua (2) kamer tdor
b. Rumsh murah ditunjng fasititas-fasilitas lingkungan;

. Adanya balasan sewa glau sewa beli maksimun Rp. 6,000, -/per bulan
Dirusul kemudian dengan 3urat Keputusan Eetena Badan Eoordinas) Peoapaman
Madal (SE. BEPM) Ne. 28 Tabun 1974 tentang Pedoman Penanaman Modal By -

dang Pembangunan Perunahan, yang matwe lain menotapkan ;

Disertasi Wewenang kabupaten dalam pembangunan perumahan Johannes Suhardjana



ADLN - Perpustakaan Unair

4

a Adanya perbandingsn jumlsh bangunan rumah mewsh, rumah menengah dan
remeh sederhana, vaitz 1:3:6

b. Luas lentai rumah sederbana meksimom 70 m2°

¢. Mengahr twuan pembangunac perumaban dalem rangks mewujudkzn
pemukiman bagi berbagai golongan masyerakat eecara berimbang (miaed
corralriiy)

d  Mengharusian peruszhaan pembangutan perumahan membangup prasaana
lingkungan yang setelah jangka waktu tertentu hamw disershkan kepada
pemeriotzh daerah;

Semmi dengan GRHN 1973, kebijakeansan bidang perumals rakayat diarahkan

ke :

4 Usahn memeouhs kebuwiuhan perumabem yang layak di perkotazn dan di
pedeagary,

b. Arsh penyebaran yang lebih merata kegistan pembanguran di daerah-dascah;

v. Usalla mengurang leju perpmdaban penduduk ke kotskolm terulams kotz
beanr,

d Adays sistem pembaysran efektif dan efisien dalam usaba merungeang dan
membanty pembangupan perumakan seria kepemildmnnys deogan melala
igtem Kredit Pemilican Rumah (KPR) yang dilskukan melalui Bank
Tabungan Negara (BTN),

e, Detygan EKeputnsan Pemerintah No. 29 Tahun 1974 didiriken Perusaham

Umum Pembangioan Ferumahan Nasional (Perum PERUMNAS).
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Menteri Pekerjaan Umum t21sh meperbitkan peraturan Wo, 54 f PRT £ 1991
tealang Pedoman Teknik Perbangunan Pervmshan Sangst Sedevhane yang
ketentunn pokoknyn adaleh balvwa Tmas kapling tidek boleh looang dari 54 m2
dan hidak boleh lebik dan 200 m2.

“Undang-umdang Perumaban dan bangunan baus melaksanakan suatu
proteks: atos kegehatan dan kemmaman dorn masyerslmt dengan menetapkan
suaty ketentuan etandar (entang kooetrubzi dan perawatan: darj bangunan tsb,
termamic dalamnya standar minimum oine sanitasi den perowsatan deg lain-
lain” (Fariinduogan, AF., 1997 : 2)

Peambangunan pervnmalan tervs berlanjut sanpai PELITA IV tetapi dengan
penskenan pembangurac pernmahan bagi golongan masyaraket berpecghasilan
rendsh dengan hsrga yeng dapat dijangksu, sehingga Lpefjmis pernmahan
diperkeeil, yaitu ke tipe 43, 36, 27, 31, 18 dan 15, bahkan tenah tanpa bangunan
yang dikenal dengan ietilah Kaplimg Siap Bangun (E23B).

Dalam PELITA V kebijalmansan pembangunan perusaboer tecus borlanjut
dan tujusn dan gaseren pembangunan jangks panjang, disrahkas ke tga (3) bal
pokok, yaitu :

B Setap keirarga merosmpali umah yeng layak dalam lingkungan yag cehat
dun terahar;

b. Tercipenya kawnsan pemukiman yang dapat memberi mah dan mendukung
pertumbuban wilayah gekitaraya:

¢. Proses dan dampak pembangunan perumahan dan pemukiman membuka
prluang memperluaa kesempatan kerja dan menggerakkan kegistan ekonomi.
(Yudohusodo, Sizwene., etal,, 1991 : 124),

7. Undang Undang Ne. 4 Takun 1992 (enisng Peromaben dem Permukiman

-

A

miLIE
STAEAAN
i FURSTAS ALNLAMOOA |
LTI BAL I,
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{LNRI 1992 No. 23, TLN No. 3469)
Dalmn Undang Undang (UU] No. 4 Tabun 1992 ditentukan mengensi bateran
rumah seperti ditentukan dafem pagat 1.1, yaitu ;
Rumah adzlsh bangunan yeng berfungsi mebagei tempat tinggal atau bumian dam
sarana pembinman kelwarga
sedunghan mengensi perumahan ditentukan dalasy pasal 1.2., yaitu -
Perumahan sdalsh sekelompok nooah yeng berfungsi sebagni lingkusgan tempat
tinggal stau lingkungan bunisn yang dilengkspi dengan praswwna dan ssrana
lingkungan
Dalmn pembangunmm perumaban, setums dengan ketentuan pasal 4 U He. 4
Tehun 1992 ditentukan :
Penstaan perunraban dan permokiman bertuj uen urhok
& toemenuhi kebutohan mmeh sebagai ealab ente kebduhen dassr manusia, dalam
rangha peningiatan dan pemevataan kesejshteraan ralcyat,
b. mewujudian perumaban daz peamkimes yeng layak dala linglongsn yeng sehat,
Wnen, serasi, den lerar,
e. memberi arsh puds pertumbuban wilzysh dan perzebaran penduduk yasg
TaEional;
d mennnjang psmbangunan & bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidmg-bidang
vang lain
Mengenai siapa yang berhak membangun rumsh atan peromban dkatakan oleh

pasal 6 U Mo, 4 Tahun 1992, yaitu :
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(1) Ksgiglan pémbangunan rumzh atan peromahan dilakukan oleh pemilik hak alaxz
tznah sesuzi dengsn perahuran perundang-undangan yang berlako;

{2) Fembengunan rumah atan peromahsan oleh bukan pemilik hak atan tansh dapat
dilalmkan nirs persetujuan dari pedolik bak sk tapal dengan suatu perjangian
tertulis

Pagal 7 menentukar ;
{1) Seligp crang atay badan yang membangun rumah atau perumahan wajil -
A mengikuli persyaratan teknia, ekologis, dan adminigratif,
b. melekukan pemantapan lingkungan vang terkena dampak berkenaan dengan
rencana pemantanan lingkungan;
<. melakukan pengelolamn  lingkungan  berdasarkan rencama  pengelolasn
lingkun gan
Pembangunen prrumahen dapat dilakuken cleh perorengan, pemilik tanah atau
bukan, sesum ketentusn pazai & dso seovai ketentuan pasal 7 malm terdapet ketenbuan
paszel 23, vailu ;
Pembengunan perumphap yang dilakukan oleh bedan uvsaha di bidmg
pembangunin perumaban dilskuken banys di kawasaa siap bangun stan &
lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri,
Dengan malkin sulilnys perekopomian Indonegia maka  kebijaksanazn
pembangueoan perunmbanpun terlambat, khusumya pembangunax perumahan bagi
golengan yang penghacilannys rendah yang semain-mate mendasarkan pada bredit

perbenkan, kireurnym lowst Bank Tebungan Megma (BTN).
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Untuk memenuhi kebutuhen perumahan delam yang skals beszm dikelusrkan
ketentuan Perabgan Pererintak No. 80 Tahun 1992, Dalar pesal 9 ayat I () dan {b)
sertz pasal 9 ayat (2) yart ditentukan adanya Kawasan Siap Bangun aten EKasiba dan
Langkangan Siap Bangun atau Lisiba di mana untuk Kasiba sokurang-lnomaognya 3000
unit rymah dan maksimal 10.000 unit mmah dan wetek Lisiba mimmal 1.000 et
mmah dan maksimzl 2.000 wnit rumab dan Lisiba yung bersio sendiri minimal 1,000
unit dan maksimal 2,000 vnik,

Evtentusn pasal 9, vaitu ;
{1} Dalam penyiapan {okasi untuk Kasiba, Pemerintah Daerah harus memperbat -
ban ;
A, Jumiah unit rumah yang dapat dilampung dalam ! {satu) Kasiba sekurang-
kurapgnya 3.000 {tiga ribe) unit rumab dan sebanyak-banyaknoya 10.000
{eepailuk ribu} enit ramah
b. Jumlah umt rumah yang dapat ditampucg dalam 1 (gatu) Lisiba sekuwng-
kurengmya 1.0 (genbu) wmt rumah dan sebamyak-banyakoya 3.000 (tiga
ribu) unit rumzh
{2) Dalam penyiapan lokasi untuk Lisiba yaog berdin sendini Pemerintah Dasrah
harus memperhatikan bahwa jumlah wnit rumzh yang harus dapat dibengun
sekurang-kurangnya 1.000 {genbu} ynit rumah dap sebanyuk-banyakoya 2.000
(dua nobu) voit rumah
Dan kelenfuan tergebut terlihal babra titik beratnya adalah faklor ekonomi, sehingga

akan terjadi * low-cost hamuiag constructon would be the fog prionty of public
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housng poficy * (Temple, Fredenick T., Temple, Nelle, W, 1980 : 228), dan pula
seoleh-olah membuat masyarsieat torsemdin yang besar, secara sinis dikatwkan "Hiyman
society iF #0f & commmunity of ants or fermites .. (BaralandTy, Ludwig von, 1972 -
53} Memeng rumah adalah kebutubar primer manusia hidup, dan = ... tidak bisa
diungkin, padz awabmm deri aktifites kehidupan mameia edaish unmk memenuhd
kebutuhan fisik ... kebwtvhan Dsik akan makan, sandang dan papan ... (Thoha,
Miftah 1990 : 214 -217) kebutuhan fisik (phymofopical needs) yaog primer, apabiis
dilihat dani teori hirarki kebutulannya Maslow, Kebotuban inipun seyogyanya dipsoubd
EECArd MmSausiawl, kareps manusia mempunymi melivasi® ... vag dalam  a
keeisteman, motivas] terdinn stas tiga unmr  yang saling mempengaruhi dan saling
bergantung yakni kebutuban-kebutuhzn, perangsang-perstgseng dan tujuan—tujuan *
{Mockijat, 1990 ; 70).

Suatu komunites, yeng besar seperti dibarmpksn oleh PP 20 Takun 1999 mkan
mempunyal ciri fergendiri karema adanyan fakior pembentuk buodaya (kebudayaan
baru), miraloys uncur memezuhi kebutuben minimue / ek, eebab ... menurd
Branislaw Malinewshi jalah kar=ne manusin dikadapi detyran persosla yang memiota
privecahan  serta penyelesaian  olelmyn Terutmma wsha mCanvsia  uotok
mempertaiankan kehidupannya (= surwive) mengakibatian prbeotuknya kebudayasn
baw” (Susanto, Astrid 5., 1985 : 122) misalnyn, kebasgeam eebagai “ormng komplek
#a orang Perum staupun orang Perumaas”, yang akan mempengaruhi aptwa lain
salidaritas sosial Pembangunan perumahan sebagai salsh satu bectuk pembangunan,
dan aral yang dikebendak: pembangunen secara umizm, adaleh
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*“_. perubzhan masyarakat yang teratur terkendali, cfeldtif dan efizien ... yvang dalam
perspektfl giobal ... sebagas muaty cara pengubahan masyarakat yang terpola dan

tersbur dimaksudkan uptuk meningkatkan peradshen menuzia, komlitas kidup manusia,
baik kesehatan, intelektualitaz, kesmjahferaan, maupuo kegenangan hidwpoya .,
pembangunan lebih merupakan bemtuk perubaban mesyarakat yang dikehendaki.” (Lili
Rasjidi, [B Wyaza Pulra, 1993 : 120).

Pembanguoan perumahan, seperti beotuk pembangunan yasg lain, yang
dibarapkan adalah membewa perubahmn masyerchat, seperti dikatakan i atas, yang
diingitinkan adalah menpakan perubahan yang positif-legalistik tetapi hasilnya akn
bisa sebalilnyn apabila idak didvkung faklor leionya, eebeb dikataken " the centre
of gravity of legal development lies rot in legislation, nor in jurisic sdence, noir in
Judieial decision, but in sociaty itzell ™ (Hunt, Alan, 1978 : §). Sepert ini pernah tegjadi
di Jerman, karena tidak adanya “veriasi™ dan monaton seperti dikatakan® . sumber
“penyelul’ Eebosanan dan Krimjnalitas ...” (Mabun, BN, 1979 : 73} Hal nipun
kemunglinan teryadi di Indonesia, yaitu pada perumahan yang dibanguo terlalu besor
Jumlshnya, sebab dengan rumah yang berbentuk sama, bertipe kecil deopan lahan yang
relatif sempit, tidak memenubl sysrat kesehatan apalagi ditambah penghuni yang
metasi “lerpenggirkan atan termarginaligns’”, dan tingkel skonomi penghuni yang
reletif rendsh, yxog lingkat ¢konominys aken makin berbeda tajam dengn yang diluar
perumahan stay perumahan yang dibangun ewasta Hal ini zkan sasgat berpengarub,
khurnanyn secors paikia, sebab “ ... tingkal perturabuban ekonomi yung zemakin
meningkat akan meoyebabhkan diferensiasi esmakio meosjam pula ™ (Benveniste, Guy,
1991 : 3)

Pemobungunan perumshan eesuai dengan UU No. 22 Tabun 1999 adalsh menjadi

otanomi Duerzh Kebupaten/Dasrsh Kota yang bersmmghutan, seperti ditendulean pacgl
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lidimg pemenntzhan yang wajib diluksanakan oleh Daersh Kabupaten dun Daersh
Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dun kebudayazn, pertanian,
perbubungan, ipdustn dan perdagengan, penznaman modal, lingkungan hidup,
perianahan, koperasi dan lenaga kerja.
Pembangunan perumahban adslah termasuk bideng pekerjasn umom, khususnya Cipla
Karya, sehingga masuk kewenangan Dasrah KabupatenTraerah Fota sesual dengun
ketentyan UL No. 22 Tahun 1999, jiz. PP Mo, B Tahuo 1958 jic. PP o, & Tuhun 1995
tentzng Pooyershan sebagian wrusan pemerudahn kepada 26 Daerah Tingkat 11
Percontohan jis. T/'U No. 34 Tabun 1992 tentang Fenataun Ruang pasal 22 (2] ¢, yang
me netlckar -
Koordinasi pelekzmaan wruzan perumahan dapal diserahkan kepadz Pemenintah
[2acreh Tingkal 1 yeng eelatpuinye dapat pula diserahkan kepada Pemerinteh Dasrah
Tingleat 1L
jo. PP No. 6 Tahun 1958 tentang Panyerahan Tugas Umum Perumahan kepada Daerah
Tingkat T meakipun ada juga perkecualisnnys, misalnya untuk Kota Surabaya vang
lernyata berbeda, sebab dijamin oleh peraturan porundang-updangan, bak secara
kelembaguan mapun secara progedural yait dengan adanya Dinas Pengriolagn Tanah
dan Rumgh sesuai dengan Fetwtwen Daersh (Perda) Ne. 3 Tahun 1001 ientang
{rganisasi Dinas Kota Surabayn, pasal 25 (1), vang menentulan
Dinas Pengelalazm Tanub dan Humzh mempunyai tugas melaksanakap, kewenangan

Cruerah di ndeng pengelolasn lanah den rumzgh / banguosn milik aey yane dikussa
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Pemerintak Dacrah dan togas prmbantian yang diberikan oleh Pomerintah
Dinag Progelolamn Tamah dae Rumah berasa! dai Perupalaen Taneh D¢ Srais
Cementercad van Sperabasa No. 161 tanggal 25 Nopember 1931, yang terakhir secera
struktural sebelum adenya Perda No, 1 Tabun 200} zdalah bernama Dinas Pongelolasn
Tanah Draerah sesuai dengan Perda No, 23 Tahun 1997,
D. Kebljakianaan petataan reang dim tshapap dalam pemhangnbam perumahan di
kabupaten
1. K¢bijaksansam peoataan roang
Fada setizg pembangunan, Daecsh Kabupaten/Fota akan selalu dilibatian,
juga dalam pembangunan pervmmban, keterlibatan jtu biga berdesar ases
dekongentrasi, deseptralizasi, stmpun gas pembatuan juga kerena adsgya
kebijakan penataan ruang wileyabrdusrab
Fepaluan reang wilayal: adeloh sustn kelenhusn yang dirass sengat peoting
baik dari pengantan, kemudahan dan peagowasan, baik escara administranf
Fenatunn ruang wilayah sdatsh sangst penting bagi suatu wilaysh, sebab
detgar penatzun ruang wilayah, deri eemmin Degars, provinsi dan kabupeten
maupan kota skao didapat mmiu cers yang exngat efektf dan efisien dalam
merancang oy meoentulan semaly yang berhobungan dengan peremcanaam
wilmysh yang bersanghutan,
Adanya pengetwran tata ruang wilayah make aken didapsti roang atau
kawasan yang cocok bagl sustu keperlukn textentu yang disemaikan dengan, kbu -

Disertasi Wewenang kabupaten dalam pembangunan perumahan Johannes Suhardjana



ADLN - Perpustakaan Unair

B3

suanya keadaan tanah, bentuk dan strokiur bagi suatu keperluan yang bertenla

Esuntungan pepalaan ruang adzlab aniera lain untuk mendspatian tangh
yang e2suai dengan lingkungan yang diinginkan, dan kalas buatan maka kawasan
vang dibangun akan fesual dengan yang dingiokan

Penuimaan ruang wilayah, dani gegi perabman perundang-undangan pada
jaman Indonesia dimulai depgan dikelwrkannya perabran alag  Ovdopans
Fembenlukan Kota (Stadsvormings Ordonnantie) pada tabisa 1948,

Dalam Stadsvormings Ordonnantie (S0} 5 1942168 pembangunsn kota
dibedakan dalam 5 lingkungan, semuoi dengan keteodusn pasal 3 (i), kelima
lingkumgan th: 1alah, gepert disebutkcan dalam pazal 1, yait ¢

a Linghkungan wama lapangan @ dacrsh yang disediskan untuk kepootingen
umum tanpa adanya bangunan, seporti laman-taman, makam-koburam,
lapangan olabrage dan sebagainya

b. Linglungan uatama lalu-lintas . daerah yang dizediaken wotok jalur {zlo-
lintas dam rarena lelu-lintes lainnys d darat

c. Linglungan wama air dan saluren-saloran : dasrsh yanp disediskan untuk
Jjalan ajir yang alamiah, den yang buatan alan daerab untuk menyiopan am,
demikian pula uotuk penenmpains ealuran-salirsn dap bempad-lempat
pembuangan eampah

d. Linghungan wama agraria dan alam ; dasrab yang tidak ditunjuk, baik untuk
guatu tajuan yang dimaksud dalam pengectisn salah satu lingkungan-

Iingkungan uwizme laiz, ataupun yeng ayata-oyate tidsk dileojuk schegai
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daerah tujuan yang diteninkan
e.. Lingkungan peruntukkan {besteremingsbring): tiap daersh, bagian dari suatu
livgkunpan utara untyk mana telzh diberikan sustu peruntukan lebih lanjul
yang tertenin
Dengan berlakunya UY NWo. 24 Tahun 1992, maka Stedsvormings
Ordorpantic 1948 dimbu sesesuni depgan ketentuan paggt 3] yain -
Dengan beriskunys Undang Undang imi, maka Urdopann Pembenlukan Kot
{Sladsvormingr Ordonnantie Staatshiod Tehun 1948 Nomor 168, Eeputuzan
Letpan Gubermur Jenderal tmggal 23 Juli 1943 pe. 13) dinyetakan tidak
berlaka
Barlalinya undanpg-undang teniang Pepterintahan Dasrah yang by yaily
Updang Undang No. 22 Tahun 1999, maks terdapat bebarapa kefenhuan tentang,
Knhipelen, baik mengennl pemberlplamn suetu aluran yeng dibust kabupaten
maupun keleatuan lain yang hars dicasti, seeskipun pemberizkuan vodang-undang
izl rembiogunglen dan saling bertogtangan saty sama lain ztac karema persturzn
vang melandasinya beium dibuat, bal ini bermula dari ketentuan pasal LE (2} UU
No_ 22 Tabun 1999 yanpg mepentuksn :
Bideng pemevietzhan yang waiib dilekeanekan oleh Deersh kabupatzn dan
Daerah koka melipub pekerjam umum, pendidikan dan kebudaysan, pertamian,
peshubuvngan, industn dan perdagangan, pemamamana modal, lingkungan
hidup, pertanahan, koperaai dan teasga kerja
K etentuan inl beremiban dengan bak Kebigpater dalam menctapken peraboen dae -
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ratr untuk melakeanakan hak dan kewajibannya
Dalan meoyelenggarakan pemerintahan dan pembangunanr dalzm arti
kebijakan publik, dalam ranghs otonomi, gkan dibupat lews! Perabwran Draersh
{Perda) mbab "Public policy i & comples phenomenon consisting of rumerous
dectsion made by numerows individuals and orpanizations”™ (Howlett, Michael
Patrick, Ramesh, M., 1995 :7 7} dan penjabaran Jabih lanjut pereboran perundang-
undangan yang lebih tlinggi sesuni dengas ketentuan pasai 69, 79, 72 dan 73 UU
No. 22 Tahun 1999 yang izinya :
Pasal 69 :
Kepala Daerah menetapkan Perahran Dasrgh alas persetujuan DPRD dalam
raagks peneyelenggarsan Otonomi Dacrab dan penjabaran lehih lanjyut dany
peratuorsn perundang-undangng yaog lebih hngg.
Ketentuan ini adalah untuk meodasen hak den kewajiban deerah ofonem dalam ke
rangka negaa kesahuan juga ketentuan pasal 70.
Pagal 70)
Pereturan Daerah lidak boleh berendangan deogan kepentingan umum, Perstaeag
Daersh lain, dan perafiran perundang-undangan yang lebih finggs
Pazal 72 :
{1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraluran perundang-
wodangzan lain yang berieky, Kepala Daersh metwtaplkan Keputusan Kepala
Daersh

{2} Kepulummn scbagrimana dimaksud pada ayat {1}, tidak bolek barteatangm de -.
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ngan peratiran perundang-undangank yang lebih tinggi,
Pasal 7] :
{1) Peraivran Daerah dan Kepuhwan Kepala Daersh yang bersifat meogatur
divndanghkan dengan menempatkannya dalam Lembarzn Dasrah
{2) Ketzntuan sebagaimana dimaksud pada ayat ), mempunyai kekvatan hakum
dan mengiket selelah diundangkan dalam Lambaran Dasrah
Peraiuran Daersh dan Keputusan Kepala Daersh dapat dibstalkan semmi dengan
ketentunn Menters dalawn WNegeri dan Otonomi Dasrah ataz pama Presiden sesuai
detigan kelentuzn pasal [0 Perstpean Prmerintah (PF) No. 20 Tahun 2051 LNRI whun
2001 No. 41, TLNEI No. 4090 jo. pasal 114 UU Ne. 22 Tahun 1999, yimg isinya
mepentuksn :
(1) Meoteri Dalam Negen daa Qtonomi Daerah 2ias nama Presiden menerbitkan
Kepulusan Pembatalan tsrhadep Perstwrse Darrah dan stau Keputusan Kepala
Daersh Propinsi, Kabupaten dan Kota, Keputusan Dewsn Perwakilan Rakyat
Dasrsh Prepinsi/Kabupaten/Eota yang berteotangan dengan kepenbngan
umium atsn peralucan perundang-undangan ymg lebih tnggi dan alan
perdturan perundang-undan gan lainoya
(2) Guberaur seiaku walili Pemerintah menerbitcan Eepubhman Pembatalan
Petaturan Dasrah dan atey Kepttusan Kepala Daerah Kshupalen dan Kota,
Keputusan Dewsn Perwskilan Raicyai Dasrah, Keputusan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rekyal Daersh Esbupales dan ¥ota semiai kewenmgan yang

dilizpahkan rebegaimana dieaksod dalam pasal 9 aywt £2).
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(3) Dazrah Propinsi, Eabupaten dan Kota yang Lidak dapat menerima Kepulusan
Pembatalen Pereturzn Daerzh, Keputusan Kepala Dasrah, Kepotuzan Dewan
Perwakilen Rakyat Daerah dan Keputusan Fimpinen Dewsn Perwaldian
Ralgat Daerah Propinei oleh Femerinlah dapat mengzjukan keberatan kepada
Pamnenintah melalui Meoter: Dalam Negeri dan Qtonomi Dizerah

{4) Daersh KebupatenFota yang hdak dapal mensrima Keputusan Pembatalan
Peratwran Dacrsh, Kepumzan Kepala Draetah, Keputusan Dewan Perwaldian
Raehyat Daerah dan Eepuiugan Pimpinan Dewan Perwalilon Rakyst Daargh
KabwpatenTota oleh Gubernr sesuai kewepangan yang  ditimpahkan
kepadanya dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur selaku wakil
Pemenintzh di Daerah

sedang keteotwan pasai 114 U No, 22 Tahuo 1999 adalah -

(i) Pemerinial: depal membainlken Perstwran Dacrab dan Keputusen Eepala
Daerzh yamg bertenfangan dengan kepenfingan umum  3tau  peradorzn
perundang-undangan yang |sbibh toggl dan‘atan perstwran  perundang-
undangan lainnys

{2) Kepubpran pembatalan Permhoran Dasrsh dan Keputussn Kepala Dasrsh
sebagaimane dimaksud pada ayet (1) diberitalukan kepads Dacrah yang
bereangkutan dengan menyebutkan alasan-alasannyn

(3] Jelambai-iambateya saly micggu setelah keputusan pembatalan Peraturan
Dacrah dan Keputusan Kepala Deerah, sebagaimans dimaksud pada ayst (2)

Porghuran Decrsh atau Kepotueasr Kepale Dacroh tersebut dibatalkmn polak -
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CRNAANNYL
{4} Daerzh yang tidak dapat menernma keputuszn pembatalan Peraturen Dzerah
dan Keputisen Krepala Daerah, sebagaimana dimakgud pada ayat (31 dapa
mengajukan keberatan kepuda Mahkamzh Agung eetelah mengajultan kepada
Pemenntzh
Ditentukan pula, oleh Undang Undang No. 22 Tahun 1999 & mana Paergh
Timgkat I zecara hirarkis bukantah atazan Daerah Tiogkat 1 sebagaimana ditentukan
dulam pasak 4 (2, yastu
Daerah-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-nasing berdini sondici
dun tidak mempunyai hubungan hierarki galy cama lain
Dralwm penjelasan pasal 4 {2} dioyataksn
Yang dimakeod dengan lidak mempunyai hubungan hierarki satn cama lain adalah
batrwe Dacrsh Provins) tidak membewskkan Decrabk Kabupaten dan Dacrsh ote,
telapt dalam prakiek penyebenggaraan pemerintahan terdipal hebungan koordinasi,
kerjasama, dan/atan keolitraan dengen Dzerah Kabupaton dan Dasrah Eota dalam
kedudukan masing-masing scbagal Daerah Otonom  Sementara itu  dalag
kedudukan sebagai Wilapah Adowmstrasi, Gubernur eelalnl Wakil Pemerintah
mociakukan bubungan penbinam dan pengawaean terhadsp Dacreh Kabupaten dan
Daerah Kota
Ketentnan paszl 4 (2) i menimbulkan kerancuan penafsiran, dan terjadi misalnya di
Daerah [stimewa Yogyakarta, beberwpa Kabupaten menafiickan “bebas hirarki”

acbaga bebitr dalum arts scpenuhoya, koordieasipun Hdzek, dikarenekas
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B Kekuassan dan kewensngan Daersh Kabupaten dan Daerah Kota tidsk fergantung
Gubernwr maupun Provinsi, schingaa dalam daerahnya bebas samaselcalr, sebingza
pangat reoian, tanpa kendali, seperti dikmialmn .. decentrafization qppears
parockial end separalist, it thredtens the wnity of the general will. Jt meinforcers
rarrow, sectional irterest.. have expenenced poliftcal instabelity ofer ¢ period of
active local government ¥ (Smith, Brian C., 1985 ; 5-24)

b. Dacrah knbupaten atau daerah kota akan menafkirkan secara herfiah karena untuk
keustungaonya sendiri hsk maupun kewenangantyw vehiogga melupakan
pengerfizn koordinasi geperti dikelubkan cleh Eepala Hire Hukum Provims DI
Yogyakartz, Igoatiug Muljante, 3H yaitu* ... kabupaten bertindak tanpa keordinasi
denigan Tingkat I, seyacgnya Pueat jugh meocrima' (Wawanearn B4 Juli 2001)
meskipun juga telah diingatlean balwa “Kebebasen dan kemzndiriaz berbeda
dengan kemerdekean (orafeanieliffhold, Independency)” (Hadjon, Philipus M,
1997 : 1}

Pembanguosen perumahan, desgen becl dounya Undang Undapg No, 22 Tabzn 1999
makn menjadi wewenang Dasvah Kabupaten atan Dacrah Kote yvacg bergifat otonom

Wewenang kabupaten dalam pembangunen perumaban mefiputi  bidang
perencanean tain  suang wileysh, perencenasn faben yang berkmitan  dengan
pembangunan pervmalan dengan memperhatikan tfa guna lingkungan Setelah ada
perumbangan ckonomi, sosial dan budaya eerts peoyedigan laban, maks knbupatez
mengeluarkan Ijin Prinsip, 3jie peruntuken (ahas dan Hin Mendiriksn Bangunan D

dalam perolshan ijin pembangunmi perumahen diteotukan penyediamm sxma dan pra -
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sarana dan fasililas uraum barulsh pembangunan peremaban dapat difakukan
Ketentuzn payal 17 (2) UT Mo, 22 Tahun 1999 teriang kewenangun duccah otonom
harus dilaksanakan dengan susiu pengakunn, scsuwal dengan ketentusn  Eepuinsag
Presiden (Keppros) Wo. § Taboe 2007 langgal 12 Janwms 2003 fenfang Keputacan
Presiden tentang Pelaksanaan Pengakian Kewenangan KabupatenvFoota, yang (sinya
PEXTAMA :
Menugaskan  kepada  Menteri Dalam negen dan Monomi  Daerah  umtek
melaksanakan pengakian Kewenangan Fabupalen®ota
EEDUA
Iengakuan Kewenangan Kabupaten®ota dilaksanskan setelah ferlebih dabulu
dilakuban  verifikasy  terhadap  Daftar Kewensngan Kabupalen/Mota  yang
disampaikan Dasrak,
KETIGA
Terhadap pelakzanzan tugasnya, Menten Dalam Negen dam Otonemi Daerab
melaporkan kepada Presiden
FEEMPAT -
Eeputusan Presiden 1o mulai berlakw pada tanggal ditetapkan
Dalem pembangunzn perumaben yang menyaoghkut perencanaan perkotbaan,
pertanihan, dan bidang pedanshap memjadi milik kabupalen®ola sesval dengan
ketentuan di slas, schingea dibentuklah Dinas Pertanahan sesual dengan ketenfuan
tentang pembentukan organisasi perengkat daerah dalem sustw Pendn, yang

mendasarker pade Peralwrzen Pemenintzh {PF) Mo, 84 Tahens 2000 tcmlang Pedoman
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Organisaci Perangkat Dacrah, LNKI 2000 No. 203, TLNR! No. 4023 yang dalam

pasel £ oya menenfukan

{1) Organizasi Permgleat Daerzh dibentuk berdacerkzn pertimbangzn-pertimban gan
a  kewenaopan pamernizh yang dimiliki oleh dacrah;

b, karaktenstik, potenst, dag kebutuhan daerzh;

c.  kemampuan keusngan dasrah;

d.  Eetetsedizun sumber daya aparane;

¢.  peogemhbangan pola kerjagama smtars Doaerah dan‘atay dengun pihak
ketiga.

(2) Chganisasi Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Ferafuran Daersh seswn depgan pedoman yaug ditetzpken dalam Peruturan
Peyneriniah im,

(3) Peratwan  Dacrsh  sebaguimane  dimakssd pads  ayst (2) meoetapkan
pembentukkan, kedudukan, tugas pokek, fungsi dan siukfir organieasi
perunghat daorak

(4} Pemjabarm tugas pokok dan fungsi perangkat Darrah sebagaimana dimakoud
pada ayal {3} ditetapkan dengan Keputuean Kepala Dasrah

FP No. 84 Tahun 2000 dibatasi oleh PP No, 25 Tabun 2000 tentang Kewenangan Pe

metintzh dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah (tonom, LNRI 2000 Mo, 54,

TLNEI No. 3352 yang iebih dimenanglan dart ketentuan pasal 11 (2) UY Na. 22

Tahun 1999 tentang sdanya kewenangzn wajib daerak otooom, eehingga yang ada

adtalah menganut “teort reaidu™, sesust dengan ketentuan pasal 7 mym, yaitu ;
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Pemerinlah berwenang mengambil tindakan admumistratif terhadap Dasrab
(Hopom dalam bal terjudi kelaluizn danfatxy pelaigearsn alas penegakkan
peratman perundang-uvndangan vang berlaku.
dem juga hwrus memperhalikan Sural Edaran (55) Meadugn den Oida No
L1815 TTMPA tanggatl 22 September 2000 teptang Penataan Eewenangan dan
Kelembagaan dap SE Mendagn No. 0617729/T) tanggal 21 Marel 2001 tentang
Pematpan Perunpka Dhwrah, sedmghan pefaksanaan penyelenggaraan Peperiitah
[aersh harus dilapprkan ke Preeiden lewal Menter: Dalam Negeo dan tenauon
Draerah sesual kebentuan pasal 2 ayal (1) dan (2) PP No. 56 Tabup 2001 tentang
Pulaporsan Penvelenggaraan Pemerintshan Dasrah, LNET 2001 M. 100, TLNRI Ma.
4124 yung tainyn 1alah
(1) Guberowr, Bupali, dan Waliketz waijib renyampaikan [aporan  alas
peayelenperaan Pemernctohar Dasrzh kepads Presidep mclalwn Meplen

Dalium Megen dan Olonomi Dasmah

{2} Ehuiue laporan peoyeleoggarazn Pemenntahan Dasrah Kabupaten dan Kota
sebagatmana dimaksud pada ayat {l) tembusannya disampaiban kepada

Gubernwr,

Sewual  dengan ketentuan-ketentvan  yang  diseburkan di atae  maka
kabupaten-kabupaten telah membust perangkat daerah termnzsuk dinas-dines yang
ada pada suswnan organtsisi dagrah yaly Kabupaten (FKab,)Pandyng Perda No, 7
Tahtin 2001, Lembaran Daersh (LD) Mo, 6, Sen (5.) D, Kab. Sleman Perda Mo, 12

Tahen 2000, LD. No. 12 5. [», Kab. Banyumtas No. 23 Tahun 2000 LD, 36 5.1 di
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mang semua mencantumkan Divas Pertanaban esbagai dings deersh Kenysinannya

Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi Pugst tetap eda schingga timbul

kerancuan, sehinggs Bopati Banyumas menanyakan hel ini ke Depsrtemen Dalam

Negeri dan Otozomi Daorsh dsngan surel tertanggal 17 Maret 2001 No. 127 peribal

Fermohonan Peninjmuan Xeputusen Presiden Mo. 10 Tahun 2001 tentang

pelakezanaan Otonomi Daerah 15i surat dalam garia besarmya adalah :

a Sesuaj ketentuan pasal 11 UU No. 22 Tahun 1999 tentang kewenangan wajib
dasrah, bidang pertanahan menjadi wewsnang Daergh;

b. Berdasar kewensagan tersebut Kab, Danyumes t2lah menetapkan Perda No. 23
Tzhuo 2000 tentang Pembentukan Sesunan Organisasi dan Tatakerja Dinas
Daersh yang df delamnys jugs tengator tentang kelembagaar Dinas Pertanahan
Kab. Banynmas sejak 18 Jmuari 2001 dan sudah eperasionil sebagni psrangkat
Duaeraky,

c. Dengan adanye Keputuasn Presiden (Eeppres) No. [0 Tuhom 2001 maka
nenimbullan kerencusn wewsirag barena adanys dua {2} produk hukum yang
kontradikiif teptapg UTY No. 22 Tabun 1999 schingga menyulitian pelalsanasn
oya di daera,

Mohon ada peninjauen Kappres terssbut, dengan pertimbangan :

a Dalam teknis penyelenggaram kewenangan di lspmgan eifatnya sangat komplek
dan rentats terhadep munculayx permsalaben - permasslshan di masyarakai dan
perluvpays penangsnan yang cepat dan tepat;

. Agmr tidek byl kereashan bagt Pegewai Negeri Sipil di lingkungae Dinsa Per-
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tanahan yang dopat berakibal menuruneya molivasi dan gairah kerjanya

Dalan Keppres No.10 tshun 2061 yang mulaz berlaku pada langgel 17 Januari
2001, yang disgmpaikan oleh Mendagn dan Olonomi Deerah sslaku Kepala Baden
Pertanzhan Nasional tertanpgal 23 Jamwai 2001 NWe. 110-201-EBFN  perihal
Penyampaian Feppres No, 10 Tabun 2001, isinya adalah :
Dalam kongiderans mepymbang -

a Diskui pelaksanaan, pelayanan di bidang pertanahan adalzh wewenang
Daerah;

b. Sebelum adanya peraluren yang bau atae dasar kewenangan ysng ada pada

daerah maka perahoran yang ada betap barlaku;

¢. Dengan alesan pertimbangan pade buuf a dan b maka dikeluscksn Keppres

ini;

Dalam kopsidersns menginget, dissbutkan ketenloan pesal 4 {1} UULD 1945, Tap.
MFR No. [T/MFPE/2000 tentang sumber hukum dan tafa wrdan perstwran perundang-
undangsn, U No. 5 Tabun 1960 tentang Paratwan Dazar Pokok-pokok Agracia (LN,
1960 No. 104 T.L.N. No. 2043} UUT Neo, 22 Tahun 1959 (LN 1999 No. 60, T.L.N.
1839), PP Ne. 25 Tshun 2000 feotang kewenangan Pemerintah dan kewenangan
Provinsi sebagea Daerah Otonem (LN, 2000 No. 54 T.LN. 3952), Keppres No. 355
Tabim 2000 tentang Kabinet Pesgatuan, Kepprez No. 95 Tahun 2600 tentang Badan
Perfanahan Naziocaal, Keppres No. 166 Tahue 2000 1entang kedudokan, tugas, fungsi,
kewenangan, suginan crganigasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen.

Isi/penetapannya adalah -
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Pasal 1:
Sebelum ditetapian peraturan yang baru berdasarken Perztwan Pemerintah No. 25
Tahun 2000 tentang kewesnangan Pemerintab dan kewenangen Propiosi eebaga
Dasrah Otonom, pelakssnaan otonomi daerah di bidang pertanabam, berizku
Peraturan, Kepitusan, Instruksi, dac Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala
Badan Partanahan Nasional yang t+lah ada

Pasal 2 :
Keputuaan Presiden ini mulai berfaku pada tanggal ditstapkan,

Apabila dounut lebilt lanjut sebetulnya tidak perlu ada permobonan peninjausm
Keputysan Presidsn Wo. 10 Takun 2001 i, tetapi memang dapat dimengerti apabila
yang ditanyakan adalsh pamberlakuan UTF Moo 22 Tabun 1999 itu zendiri, denpan
memchon peninjauat terlihat kepottlingan subyvektifitas desrah mengedspan sebad UT
tersebut belum aecers jelas memberi pengertian yang tepst tentang wewenang Deerah,
dikarenakan :

a. Sesuai dengam katentuan pasal 33 {2) dan{3) VUL 1945 mengatalan
{1y...
(2) Cabang-cabang produlei yang penting bagi negara don yang msoguasa bajat
hidug orang banyik diktasal olel pe e
(3) Bumi dan i dan keknyuan alam yang terkandung di dalamnya dikuass: oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar ke makmurag mkyat
Schingga dimunghkinkan nantinya tidek hanya masaleh pertanahan gaja wang

menjadi mrlik nogas sas arwsmn pemat, tebapi fuge sosual deogan kelenican pesal
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33 {2) TUD 1945, spabila ada peninjanan kembali berlabunya T Na 22 Tahuen
1985

b. Praerah bukanlah negara dalam suatu negara kezatuan, penjelasan pasal 18 yaitu
Bty cenbEdsieal meka Indopesiz lak akan mempenyzr dacrah daluo
lingkungsomya yang beryital sreal jues”.

c. Kedaulatan peneh {ful! sovercipry; hamya dipopvsi aleh negaa dalam negara
kesatvan fupitary state), tanah merupakan lambang kedaulatan (sebagar bagian
wilayah oegara) sehingpa '* . soversigaty i Indisvizible. " (Oppeabeim, L., 1961
121
Ctononu dasrah bukaolah seatu kemerdekasn felapl adalah suatn kereandirean
yang bebas, tetapy bokan dalam acti bebas sebebasoms melaiokzn istap terikat
dalam suatu negara, misaloya negara kesatuvan Indonesia, hal im seperti vang
dikatgkan “ Kebebasan den kemendiran berbeds  dengan  kemerdekaan
fonafhanieikheid, independency).” (Hadjon, Plalipos M., 1997 ;1)
Pembangunan porwnahan yang menyanglul manugiz, fmpah, juga menyanghkut

retitann Aty riang dean pengplnaan (goab, meskipue  dapat dikatekan  unfuk
kepentingan umurm, orang banyak apatagl ks ddivbungkan dengan sarapna dan
prasaranaiyn mizalnya jalen schagei garmma transportasi, yang harus dibeat agar tidak
tenizolir dengan dunia luer dan mempunyal fuga jahe kemunikaz aotar warga dun warga
dengan warga di luar perumahan atawrun adanya “open spece”, adanya tyman scbaga
‘paru-pary kota® yang memungkinkan udara akan letih gelest, “Taman kola akan juga

berfungs "sebagai * ruang publik (prdlic space), tempat para warga melakukan kontak
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sosial " (Budihardjo, Eko., 1957 : 29)

Pembangunan perumaban sesuei dengan ketentuan UT No. 22 Tabun 1999 yaity
dengan  olonaminya yang fda pada Kabupalen (etp baros mengacy  kepada
kebijaksanann nasicoal {rational public policy), sebab remcana tate ruang eesuai dengan
ketenman UU No, 24 Tahuo 1992 sistemnya adalsh “top-down”, Ksbipaten baknye
adalah resido Pusat dan Proviasi.

Perbedasn milaa pembanguozn parumahan dan perencansan tata ruang adalsh,
gpabila pembangunan perumahan, karena aduoya otonomi, dimula dari kabupaten beru
ke tingkat yang lebik di atasnya, sehingga sisterunya adalah dari bawsh ke aias ataw
bottom-up eedanghan RTRW dimulai dari tingkat nesicnal ke tingkat yang lebih bawsh
atan fop-down. Hal ini sehetulnys tidak menindi masalsh dalam arti dapat dipecahkag
sejavh saling adanya petigertian, asal ada pengerfian vang mendalam sebagal bagian
sasty negara kesatuim, sebingge ungkapan “Setizp tindakan adalah pesuni dengan sikap,
funpzi dan kepentingan™ harug ditanggaikan dahely, denu nagars kesahran

Dalam pembangunen perumaban, yang merupakan kebutoban primer manosia
hidup, harus memperhinmpkan kelsstarian fongei dan kesrimbangan linglungen dalam
kepemilikannys sebagai salah gatn mata renini pembangunan yang berkelanjotan
(sustainadle development), diiatalan “property was divided according agrncements,
expligt or implied by occupatior. ¥ (Dukeminier, Jesse,, and Knier, Jomes, E., 1988 ;
134). ‘Agreements” di mal bams diarhian dzlam bubygganoya deopan pembangunzn
yang berkelanjutan, di samping pangan dan sendang, sehingga dikatakas “Pembangun-
on di bideng perumahan yang tidek metmperhatiken daya tampung lshen lehan xkan
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merugikan ©. {Xompas, 3 Apri 1997) sehingga memaksa yang mempunya kewenang-
an di pembangunan perumahan membust kebijakan-kebijakan sepert] dikatakan .
birckraszi (perkotaan) buken sekedar pelaksana kebijaken letepl jupa eebagal pembuat
kebipakan ... (Surbaldi, Remlan., 1996 ; 15)

Pembualan kebijakan yang dimaksud adalah cara gtan bagaimana menye|egadkan
gwalu  permazalahan yang dihadapi anpa melanggar norma muupun  perufurm
perundang-undangen yang ada Sevuwn deogan tegas pembual kebijakan sebagad
administralor aegara {publik] karepa mdministraioc tadi memang bekerga unluk
kepentingan  cakyat {publik), eepertt  dikatakan @ “Peblc policy 1s whatever
goveramenis choose to do or wol to do ' (Dye, Thomas. B, 1972 : 1) Kabupaten
sebagai bettuk admunrstrator publik {yang atonom sezar dengan pengertian UL Na, 22
Ttahuen 1999 pun haus memperhabklme kebijakan tingka! atasoya, yallu Degara,
meskipun eloncml telapl telap merupakon bagen dar negrs vang tak lerpizabikan,
sesual dengan kelenfuan pasal 18 UTID 1545,

Sifat porma selalu bertambah  ecbagai cag untuk menquja suaty keadilan karena
seperti dikatakcan Razr yaitu “The norm which coniributer fo the craation of another
norm iy part @f the ifs jumifficafion ™ [Rar Joseph, 1980 ; 131) Suatu kebijakan
mungkin jega akan mefahirbun keibvijakun yang leio, hal ini akan tetap ditelerir sejauh
tidak melanggar norma peraturan penlpdang-usdangan alan kepatulan yang ada, begilo
Juga pembangunan perumshan yang meoyangka! hidup orang banyak perlu adanya
kebifakan bantvan mavpun fasililas yang memaday, sebab tidak semuanya memponyai

tingkal ekomnni yang enma alaupun memadai. Sequai dengan kebijakan negars duda
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petnhangunan petumahan yang dikateporikan pada “subsrariove abo procedural
policies”, sesnal dengan Keputusan Ketus Badan Keordinesi Penacaman Modal
{SF_BEFPM) No. 28 Tabug 1974 jis SKR Menteri PU dim Tenaga Listrik dan Menler
Keusmngan tgl. 2 Juni 1973 jo. 5K Momlers PU dan Tenaga Listrik No. 1 19/KETS/1573,
Fembangunan pertmahan, yang meayanghul iata ruang dan tam guna tanab,
adalah ¢in pokok perencanaan pembangunan daerzh vang cukup peoting, sepert
dikatabaan oleh
“Perentunaun fata ruang dan tala guna banah merwpakun dari pokok perencanaan
ponbatignpan dacrah yang cukup pepting, i mans hsus dijamen ane swpaya
selursh bideog lanah vang ada dalam suaiy dasrabh dimanfaatkan sebaik mungkin
guna mencapal bijuan yapg membaws fasdah oplimal bagl penduduk yang tingpal
dan hidup dalam batas daerzh tergebut .. akhir dan suate lata punz lansh ialsh ager

langh-tenah pertanisn, hutan dan suaka alam, pecdagangun, lempat linggal dum
rekreast, praserand trangportasi, sarard  komnuwmikas), serans roeial dan lain

sebagminya, dopat ditemptakan pada Jokmel dan posisi yang cukup opbimal dan
fungsional dalzm katan sty sama lain ™ (Syafudin, Ateng., 19493 : 50-531)

Suaty pembangusan khumenye pembenguaan perumzhen, seperli diterangkan di
alas adalah mempriornlaskan perencanazn fata ruang lebih dahuly, karena dengan
percocunaan tata tuang (dac kb wilayeh) akan dapat dipenimbangkan aptara lzin
penyebaran pendeduk, keadasn fopoprafi daerzh tersebuf, kondisi lanab dan air,
kiasiiikasi matpun penie tanshnyz dam lain evbagainye sehingga dapat diambil suatu
keputusan tentng pergaunaan mnsh yang bersangkutan

Dikatakan “Cin ke cmpat dan perencanaan pembangunan daesrsh adalah
keharusan untuk menampung kenyatasn dan menpawab tagtaggan akan adanya keitan

hubungan antara selder yang sulu dengan sckier lainnya” {(Syafrudin, Aleng, 1993

53}, schungga dengan berlakunya ULT No, 22 Tabwn 1999 mak= da=rah Kabupaicn

e
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fKota meharumye tidsk banya mempertimbangkan kepentingan wilayshova sendiss
tetapi harus juga menperhitungkar wilayah Kabupaten/Eota sekilar sehingea Hdak
berdamrpak  pegatif terhadap kelmpmogan hidup Eshepaten/Fota  i=tanpga
Pembangunan yaog dingitkan adalah perbangunan yang berkelanjutan {mustainahle
developmeni). UJ Wo. 22 Tahun 1999 tzlah memberikan jalao keluar bal ini, yailu
dengan ketentuan pasal 87, 88 dam 89

Pasal £7 :

(1) Baberapa Dasrsh dapat mengartakan kerjasama antar Dasrsh yang dishw dengan
keputusan bersama

{2} Draerzh dapat membentuk Baden Kerjasama aotar Daerah,

{#) Daerah depat mengadakan kerjasame dengen baden lain yeng distw dengan
keputugan bersama

{4) Keputusan barsama danfaten badun kejaseca, ssbagiimane d'maksud pada ayst
(1), =yat (2), dm aynt (3) yang membebnni masyarakat dan Daerah haous
mendapatian peractujuan DPRD maning-masing.

Pasnl &8 -

(1) Duersh dapat mengadakan kefjasmma yang saling meogunfungkan dengan
lembegabaden di lusr pegeri, yeng distwr dengan kepulesan berrama, kecuali
menyangiut kewwnangan Pemerintah, sebugaimana dimaksmd dalam Pasal 7.

{2) Tata cura, svbaguimnoe dimaksud padz ayat (1) ditetapksn oleh Pemerintah.

Pagal 89
{1} Perselipihan antar Deerah digelesalon oleh Pemerintsh secars musywwarnh,
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{2} Apabila dalam penyelesaign perselisihan antar Dasrah, sebagaimana dimaksud
pada zyat (1), terdapat ealsh salu pibak yang bdak mepenmz kepuiusan
Pemerirfah, pihak tersebwt dapar mengajukan penyelesaian kepada Mahkamah
Agung,

Sifat otonomi yang luag, dac spabila dengan gifat tersebit 2kan membahayakan
keutuban negara atav menimbulkan persslizihan ads upave pencegaban melaln Pasal
113 dap 114 sebab pembangunan daerah tidak biza lepas dari pembangunan secarz
nagional dalam suah negara kesatuan (yeng demokralis).

“Pembangunan pasioonl oot Katr dicumuckzn gebagai perubabon vang
trrencana dari gituaki pasional yang eatu ke sihuesi mawional yang ien yang dinila
lebth tingg. ... tujuan pembangunan menund Cam ada dua tahsp : Tahap
pertama, pada lakikainya pembangunan berfujusn wniuk menghspusican
kemiclarman. ..., makzs ighap kedug adalah menciptakan kesempainn-kesempatan
bagi warganya unfuk hudup babagia dan terpeduhi segala kebutobaonya™ (
Syamgij, Fban, 1986 @ 3-3)

Pembenguran perumahen, teruiame yang dilabuken cleh Perum Perumnas
berlokasi di desa dan tindakan Peruse Perumoas itu *... secara skonomis difatala:
ragiondl ... msupakan cara alau jalsa yang paliog mursh vohek iosocapai suah basil,
ot (Haryatmoko, 7., 1986 :25), dan pula karesna dimutnya konsep pembangusan
pads pueat kemiskinan karena “Popduduk  yang miskin sebagiom besar berada di
doga-desa, schinpga dapat dikatalan baliwe pusat ikemoskaoan berada di desa. Konsep
pembangunan pada pust kemiekinan, berarti balrwa pembangunan herus dimuly) dan
desa”™ (Syamei, thow, 1986 : 15). Hal 1w berbeda deagan pembangunan yang
dilakukan oleh pengembang perumahan swasta, vty biasanya mereka melakoukan

pembengunan perumahan vang ada di kot ateu pinggir kota, vang dikwraplan
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secapamyz menjadi bygian kota karena orientasi perusahaan adalah keuntungan/profis
raling and profit oriented,

Pembangunan perumzhan adzlak berkaitan Perencanasn Tata Fuang dan Tata
Wilayah Kalwpatrnfotz sekaligus berkatan deogan pembangunan kela, scbagai
upaya uotuk mengalr pertumbuhan secara rasional altm memodermisic hal-hal yang
berkaitan dengan pertumbuhan kota, dikatalan

“Moderrizaton is @ phenomenon found in every area, 5o 5 the growth of cities

lendirg 1o the mare ratioal use of resources, to increased effficiences in production

of goodrs and rervices, and fo increased spatial 1nterdetion oy been associated with
wrbanizanor, that 1, with rhe groweh of cines and the roles tha onties have plaved

I prvem socielies .. modern oy hes within a nerwork of wordwide infer-

canracions, wilhin which different clhes tend fo play rather specicilozed rafes |, a,

frdia, Japar, Pakistan, Imdonesia - are very large and that even low rales af

urbanizafion mean farge numbers af urbanfzaron. 7 {Ginstarg, Norton, 1968

: 124-145).

Tugas pemenotah, yang diealin Zamzmi dani buke Mae Iver, membagi tugas
pemerintah dabam liga bidme vaite © .. culterad function, pencral welfitre function dean
econamtc corfrol function ™ (Zzmrur, 193] © 11}, Dalam pembatguoan ekonomi di
negara yang sodang dalam masa frasis, yaity ~ .. _from o tradihonal, preindustsial
economy fa modern, .. can be divided convertendy into three major groups @ (4
creahng the physcal and socidl foundations for development: (2} over<all planning
and fategratton of development: and (3] bringing about larger and more efficient
production and distrnbution of goods and servives. * (Stanley, Evgeoe., 1968 : 326)

Perencanzan  perkotaan  dalam  suaty  nogarafdacrsh yang  meoyanghout
petenegnaan tata muang dan lata wilayah, yang dafam istilah Eugene Stanley ©

creating the phyacal ond socidd fundations of development.” Adelah rasional dan

Disertasi Wewenang kabupaten dalam pembangunan perumahan Johannes Suhardjana



ADLN - Perpustakaan Unair

tepal, apalagi seperti di Indonesia, yang faktor-fakior sesial termasuk adat istiadat
mazih esogat menvmjol, sehingga diperldmn “mociasl Pundations of developtment™,
misainya adamya kebiacesn mepjemur pakmizn {don paksian dalam) di balaman ouka
rumah, kaena &t perumaban labannya ‘relatif empit dan ecarm estedika tidak
‘menyenanglkan’ atzn ‘menrsak’ pandmgar Dengen perencanzan tata ruang akan
didepatkan suaty wilayab yang l=pst bapi matu kegistan tertenhy, entah beryjud senira
peremahan, senira ekonomi, sentra industri dan lain sebagainya yang eesuai.
Datar pembangunm perusvaban yang bidek tershwr maks slan didspeti suatu
keadam, yaitu :
... dzerah penwrunan kualitas linglungan pergukiman vaog 1arus menerus dan

makin lama makin hebat Fenvebabova ... keresa adanys intrusi fungsi yang
berasal dari rone pertams (Dacrah Puset KegiotanDPE aten Comiral Business
Listrct, pen) setungga perbaman permuliman dengan baggunan bokean ovotuk
permukiman seperti gudang kantoe dan lain-lain ssogat mempercepat terjadinga
deteriosasi lingkungan permukiman Perdagangan dan icxdustn Angan deni zons
{Deerah Pucat Keginta’DPK atov Cemtral! Busimess Disrce, pen), baoyak
menyaplek dasroh parmukiman Fenyelatan rumah yang ada menjadi [ebih banyak:
kamar dengmn makend menampung “bridgeheader™ (tsori J. Turner, 1970 tentang
resdential moditily) merupakan gejals yang dapat digmeti ™ [Yious, Hadi Sebani.,
2000 : 10).

Hal seperti ini, miealnya terjadi di Kebayoren Baru, Jaonta, dengan sdnoya posat
perdagangan Blok M, tarjadilah intnen fungsi baru yaitu perdagangan, gshingera banyak
perumahan berubah fungri menjadi toko, kanior dan fain scbagainyn yuang bersifat
mendukung iptrus: baru, sahingga diperlukan petcegabanoya, sebab -

“... intrusi fungei-figai dari zana I mengakibatken terbentuboya “Eums area”

(dzerah permukiman kumuk) yang eemakin cepat dan biasanya berasoziasi dengan

“arear of poverty, depradation and crime” Di  pamping menjalamyva

"bridgefeaders™ ke zona inl nampak pula “ouffow™ dari peonduduk vang sudah

mampn ekanominya feowsolidaior) abae yang tidak poas dengen kodie lingkangan
ke luar dasrgh (libat 12siz John Toroer, 1970)." (Yuoue, Hadi Sebard,, 2000 : 10)
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Hal di alae teryadi juga di perumahan yang dibangun Pernm Perumnse micaloya
di Perum Teluk di Kab Banyumias, Paum Coadongeatr di Keb.Slemen, meskipun
Jumlah rmumshnys bau sekimr 1600 uml dan yang peling nyatm adalsb Yasus di

Eazrawaci 1 Kab, Taogerang deogaz perutzaban selatar 90040 vnit 1ebih (Peromnas I sfd

I¥ yang letaknya bersambungan)

Pembanpunan perumzhan yang dilaksanakban oleh peogembeng perumahan

swasta, bimmmya mempunyzi pangsa passr golongan mepengsh ke atas afav vang
secara ekonomie lebih baik, sedanpkan yang dibangus Perum Perumnas (atas badan-
bzdan sosial yang lain) pangsa pesmuya adalah meoeogah ke bawah dan jumlah
unitnya relalif banyak dan bermstem kopel, untuk menekan barga, kerena memang

untuk membaitu golongen yang pendapetannya korang, meskipun secara tidak digadar
akan membuat ata, mendoreng terjadinys whanjzagi yang semakin begzr. Biasaya
mereke datang ke kota uatuk meoceri nafkak dan apabila ada feldor pendorong posinf
vang lain, miral mudah meoc kerja atan Jebih memuogkinksn umuk berkembang,
maka kelusganya astay kelumrga yaog lain, akan meogikulinya, sebab :

A Fuch oo wmink menioggaikan desa :

1) Sebagar akibat perkembangan pendoduk yeng sanget pesat sedsnglan
luasnya tanab didesa emngat terbuies zekali, tambahan puln dengan mulag
diterspkmnnya mekani=zme s=hingga lapanpan kerjz didesa menjadi sempit ..
terutama pgoiongatt mudanya, terpeken menceri kerja di tmr  lapogm
pertanian .,

2} Kareoa pelbagai sebab, maka upah dari bureh tam labib readab dan burub
industri. Juga syarst-syarst kerja Jainnya dan perawatan sosial pada
unitmnya dj kata lekih baik.

3) Neknoya kemampusn membaca das mepulis don bertambahnya hubungan
arlara kota dan degs, izlah mempengaruhi keingioan pepduduk untuk
memnggaikan desanya

b. Push factors uahzk pindsh ke koia :
1] Kesempatan untuk bekerja labib Juae, pokerjaasn lebib feratur dan upah lebib
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baik.

2) Leih banyak kesempatan untuk maju (diferensiasi pekeriaaan dany pendidikan
dalam segaln bidang)

3} Bagt kaum wenita dan gadis, maka terutama kemungkinan-kemungkinan
untuk mendapatkan barang-birmg fuy - pakaian bagus .., merupakan hal-hal
yang atrakif.

4) Terdapamya macam-macam kesempatan untuk rekreast © bioskop, ..

%) Lasr bur ned leaar tersedinya pelbagad fasilitas (pemakfen) seperti - air letding,
penerangan listrik, rumnh sakil- rumah sakit, apotek-gpotek dan fasilitay
kesehatan lainnya {Roosadijo, Marmen Martin | 1580 - 7-%)

2. Tabapan dalam pembanrunan perumahae di kabupaico
FPembangunan peromabian yang dilakeangkan oleh paogembang perurmahan atun
developer dilaksanskan melalui beberapa tabapay, yang dimulai daf permchonan
untuk membangun perumahan berupa legalitas perijinan dari pemevioluh  sampal
kepuda pembangunan perumahan o sendiri, meskipun gelalt ada kewajiban
pengawasan oleh pemerintah setempal, karena menyangkut kepentingan vmum.
Pemermtah Febepalen, sejanh mengeasi wewenmng yenp diberikan oleh
perahan  pervndeng-undangan vang berlakn wfavpun sampai kepada Pemnerintah
Provinsi, spabila diharuekan eleh pershman perupdang-undangan. mikaloya ijin
pemberian hak karena menvangkut luesnya tanah, aisn iokasi tempat pembangunan
perwnaban menyvanghut 2 ataw lebnh kabupaten maka maw tidak mau pemerintah
provinsi harus dilibatkan, kesuai dengan ketentuzo pasal 9, yaitu
(1) kewenangan Provins! sebagar Daersh (tonem meocakup kewenangan dalam
bidang pemerintzhan yang bersifat lintas Esabupaten dan Kota, serts
kewenangan dalam bidung pemerintahan tertenty laionya
(2} Fewenangan Provinsi sebagn Decrah Dtonom terinmsmk jugu kewenangan yang

tbelak alau belum depat dilakeanakuan Dacreh Kabupaten dae Dacrah Kola
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(3} Kewenangan Provinsi sebagal wilayah administranf mencakup kewenangm
dalam bidang pemerintzhan yeng dilimpahkan kepasda Guberter seluko wakil
pererintakan

Dralam pembangunan perumaban, tahapan yang harus dilalni sebehen terjadinya
pembangienan perumahan secara Gzik, tadah beherapa ipen, sebab fungsi pin, dengan
mengutip pendapal 3jachran Basah dalam makalabkny: "Pencabotan izin ralzh satu
skl hukum adomnizrass?, datam penataran Hukum Admenistrrasi dan Lingkungan di
Fubultus 1Tukum IMNATR, Serabaya Januaed 1995 adalak secara umum ™ . melarsng
Euatu poerbuatan, tetagl mamih jugas memperkenankanoya asal saja diadakan secara
yang dieotukyin antiek mazing-mazing hal konloredo, maka kepulusan fata usaha negam
vang memperkenankan putusan perbuatan tersebut bersifad swaty 1zin frerguaning) .
tzin adalah meoyelenggarakan peraturan dalam hal kookietn, 7, secara smuo aelalaf:
a Perselyjuan Ponpaip,

Persetuquan I'rinsip im berasal dari BupatiWaliketa sctetopat, tempst akan
diadakannya pembanghnan perumahesn;

Persetnjuan Prinsip, i memual persyarutan dan kewnjiban yang harus
dipeouhi oleb pemohon pembangupan peramahan atau developer/peiigembang .

Dalzm Persctujuan Pricsip i juga mencentumkap jumlah luas tanah yeng
akan dibmgun dan reocapa tapakisile plan/Bock plar yang harus  mendapat
perseyjuan terlebth dahulu dan BopatWalikota melalu Beappeda dan Iigas
Pekerjaan Umum Cipta Earys Fabepaten/Daersh Fota dan mengpakan sty

rencnn yung lerprdu denegsn hingkungan sckitarnys ontuk mepetptakan lingkungan
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yang lebsh bk dimasa mendatang.

Setelah diperolehnya Perzelmyusn Prinsip diharapkan mengsgjukan ijin-ijin jain
yang diperlukan dalam swaty tengeang wakt vang diteniukan oleh Daerah, karena
dalam Persetujuun Prineip memoat tenggang waktu berlskunya peraetujuan

b. §in Lokasi

Beragal dai Funlor Badan Pertanahzn Nasional tempat lokasi yang akan
dijadikan teropal pembangunan peromalian,

Ijin Lokazi imi juga mencantumkan beberapa eyarat dan kewajibanketentuan
yang haruas ditaah, wvang apabda  dungkari‘digimpangi/dilanggar  akan  dapal
menyebabkan dibudalkunnya jjin f@di.

[ralem Tjin Lokasi ditentukaz juga 2gar pencrima ijin mengajeken permohonan
hak atas tanah yang dimohonkan, jugu rencana tapak (doci pien) diwgibkan segera
digjukan kepada Bupah/Welikots yang bersanglhidan dan sebelum memperaleh
persetuiuan tidak boleh melalsanakan kegialm pembangunan fisik
Dalam membuat renacana tapak agar dipechatikan ketantuan mengenai perbandingzn
Iuas perumahan dan fasilitas wmum, jetadr prasarana lingkungan haws bersambung
dan mervpakan sealu keraluan fungsicnal dengan prasarma lingkungan yang sudah
ada atar yang direneapakan pada wakit yang akan datang.

. Ijim Perubahan Status Tanah,
Apabila tanah vung akap dijadikan lokasi tempat pernbangunan perumalan
bukan tanah yang dikhumskan untuk lekesi pembangunan perumahan Sebagai misal

durl tenzh pertanian ztau kawesse hutan atey tzoah negera yang dimahon untuk
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dijadikan tansh dengan hak pakei dan lain eehagainya harus dimeohonkan ijin
mengenai perebahan status teneh yang bersanghutan,

[iin perubahan status anah ini biea juge terjadi kala tanah yeng dimobonkan
iy masik beretatus, misalnya tanzh zawah yang aken dijadiken |okmsi prmbangunzn
perumahan maka harus diubah dahulu menjadi tanah kering

Perubahan statux tanah yang dimobenkan adalah merubal tanah sawah menjadi
tanah kering deogan jzlan pengeringan, ijist ini diterbican efeh Dinas Pekerjaan
Umum Pengairan Daeerah, atac nama Bupati setempat dari lokasi pembangunan
perumahan;

d Data Fail Banjir
Diterbitkan alch Dinas Pekerjase Umnm Pengairan Dasrah selzmpat, kzenz
kawagan pembangunan peromahan seharusnya di luarfterhindsr dari bahaya banjic.
Dat ini memberikan gembaran meogenai banjir yang peroah lerjedi yaitn tenteng
kehinggian air dan jain sebagainya sehingga pengembang perumakan dapat membuat
salwan pembuangan ba)ir yang pesual.

Di semping legalitas perijinen yang disebutkan di muka tadi, peggembang
perumaban juge baros melampirkan keterangan atau data teknis tentang jumlsh unit
rurmai yang sken dibangim begerta fipe rumah, mengenai sorana dan prasacans (jalan :
Jeniz jalan, ealuran ais, telepon, listrik terpasmg pada tizp jenisftipe rumah), fasilitas
umom (lapangan boia, volley, kolam ropang, taman, oper space, pos satpam dll),
fagtlitas somiat (tempat badah - mesjid, gereja, pra i)

Wewenang unfuk menjalenkan pomerintahian khususoya wewenang Esbupsicn/Ko-
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ta sangat luas karena Kabupaten®ota dalam sistern UU No. 22 Tahun 1999 memang
diberl wewenang vang sangst luas sesuat dengan ketentuan pasal 11 {1} UU No. 22
Tahun 1999, yang menentukan :
Pasat 11 (17
Fewenangan [raerah Kabupaten dan Dzerah ¥ota metcakup sermua kewenanpan
pemerintahan gelain kewenangan yang dikecvabikan dalam Pasal 7 dan yang diator
dalam Pasal 9.

Meekipun dalum UT No. 22 Tahun 1999 perdapat klawewla persyaratan
pembiectckan dasrab dan penghegrusan ducrsh, yaitu ketentuan pasal 5 (17 dan pasal 6
(1), vang roenentukan -

Fasal 5 {1}
Daerah dibentuk bevdusarkan pertimbangan kemampuan ckenomi, potensi daerak,
sogial budays, coris] palitik, jumlah perdudub, {nes deerah dan pertimbangen luin
sedang keteplean pasal & (1), adalah :
Daerah yang tidak mampu meayelengoaeksn olonomi dasrsh dapat dihapus
dan/atean digabung dengan dasrah tain,
:.. Ijin Meodinkan Bangunan
Setetah persymrafon di atas didapal meka pesgembang mengejukan Iin
Mendirikan Bangunan, yang diajukan kepada Bupati, ijin un dibual alas nama Bupati
tleh Trinas Pertanzhan Kabupaten, sebagai hak Bupati dalam olonomi sesuzi Ketentuan
pasal 11 2] UL Mo, 22 Tahun 1999,

Lhare acluruh waran yang teluh discbulkan di etas maka dupailsh diambil suaty
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kesimpulan yaity bahwa konsep pembanguean peremahan yang diinginkan ialabh
yung bermiial berkelunjutan (nutainable development) Sesusi dengan pertimbaogan
ekonomi, soeial dan budaya, serta berorientasi unhik kesejahterzen rakyat dan sesuai
dengan penataan mang yang skan memudzhkaa pertumbuhan dacrak, kemandirian
dan pengatwran setty pengawazan yang metyeloth lerhadap cara dan mekanisme
pembanginan perumaban, =zefw dengun lungsi aormalifnya Ager pama dacrab
Eabupaten sebaikprya disebut Dasrah saja, sesual dengan asas etamanya yallu
desentralisasi’otoncran,  agar berbedn  dengan Provinsd  yang  menganut

de=ecnlralisasi’otogom dan dekonsentras;..
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BARE 111
PEREEMBANGAN WEWENANG MENGATUR RABUPATEN

DALAMPEMBANGUNAN PERUMAHAN

Dalzm argara, hukum zeperti 41 Indonesia, segala sesuatunya dishe olch hukum
seperh discbidkan dalam Penpelasan Undang Undang Dasar 1945 (UUID 1945}, yaitu
L indonesia, ialah Wegurs vang Beordwsakan atas Hokum (Rechrssiaall
1. Megara Indonssia berdasarkan alas hukumn (Esehernass) bdsl berdusacom atas

kelyayaan belaky fAfocArsaro).

Dalam suatu pegara hukem, semua huobungan antara warganegama sebagal
pendukieg negara dan lembaga pemerintah dan jupa artar warga serta sshaltknys selalu
berdasarbun Inkuwin yang sudah ada fes corsfitufum) atay hukum posiif yang ada, yang
tertulis dalum benyak peraturan perundang-undangan,

A. Pengertian
1. M:zngatar
Perbuatzn pemerintah ada dua yaitn perbuatan hubum (recheskendelingen)
dan fakla f%&ilelike harndelinger) Pebualan hukum pernerimtah dapal berapa
perbuatan hukum meowut hukum privat dan menwrat hukomw poblik
Dimakznd dengan mengatur, peagaturan, ialah perbuatan bukum publik
pemerintak  yang bersegl saim alau sepihak  feenzifdige  publivirechielifhe
hardeitng ) yang mengiksl atay berlaku secara vmum vang sesun dengan peraliran
prerundang-undangan yang menpndi desor peogal oanoys

Mengalur atau pengaturan ini betkatan yuga dengan adanys kekuoasaan atao

111
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ataritas untuk dilaate’dipatub.

Pengaturan berbeda dengan pembiataee undang-undang aan lepislasi sebab
kata legislag berasal dacl knla dasar egigfodo + oafr, [ ffes dan ferre) perundangan,
pembuatar undang-undang (Prent, K, c.m., Adisubrata J dap Poerwadimants,
WIS, 1969 © 4800, ot kata legislas) atan fegrsfanon (Inggens) 1alah " .. comprises
the riles af law adopied by agenders ar pevernmani to fepulale socidd bekavior. The
teren i cermmonly wwes specffcally for the laws enacted by representabve
acmrmblos, es well =@ fbr the process of erecdismg laws " (The Fneyelopedia
Amencaa, Internationad ed, 1974 : 172).  legizlasi adalah pembuatan peraturan
perundang-undangan untuk mengatur kelakuan sosial yaog dilakukan secara specifik
abeh swuty badwn representatit, berali swafi proses poembectukan atanm proses
memberiuk peraturan (pemaksd) dar negwa aau daerah, seperti dikatakan dalam
“Fhe machinery logislaion” James, I'hilip, 5., 1985 @ 126, Brown, Nevills, L.,
Crarner, TF,, 1983 : 124, Nedjati, Zam, M., 1974 © 121). Pongatiran kelakuan sosial
nn diperlukae karena patuk momenote bugas chuekuit, seports dikstalan

The execurive fulfile two tasis. fn the first place, @ executer the decimens reached
by the governement — and in Hus gense all moderm pevernment requine a
exevitive (@ hody of agents with proffeasnals end teckneal qualifications) fo
carry ul the fasks assigred fa them by those authorized to make palicy foar the
stare, Rut, in modern Sates, the higher ranks of the aecutive FA8 anatier fask
cat uf thelr proffessional end techhicel experence ey advise the policy-melers
on poficy. kelp io shape (f and may trdecd be eninisted with a wide dizonotion (n
gefwadly formularing o (Finer, SE., 1979 © 68)
Talam "Tehnik menganatisa peraturan perundang-undangan’, dikatakean

“Perundang-wadangan™ (" leprsiphon”, b “Ceseizrebrng’) mempunyal dua
pengetian vang berbeda, yaste

(1) Perrundang-undangan merupakan proscs pembentukan'Droses membentuk
put b an-peraluran negaca, bask, i Tingkat Fusal, mamuen di tingkat Dasmah
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{2) FPerundangundangan adalah segala peratran-peraliran negara, yang
merzpakan hasil pembentmkan peraluras-perzturan, baik di tingkat Pusat
maupur di Ungket Daersh (Indrati, Maris Farzda., 1997 : 3-4).

Flak untuk mengana dani negara atzupun pepetintah adalah dissbyt dengan
wewenang atsu  kewenangan, penulis cenderung memilih kata wewenang
dikarerakan lebih singlal dan mempunyai makpa dan arti yang sama tetapi lebih
apeaifik.,

Istiizh wewenang ini disejaiakan dengan istilah “bevoegdheid” dalam
istilah bukum Belands (Hadjon, Philipus M., 1997 @ 1) di maoa ada perbedasn
karzkier hukum yaitu istilah “bevoepdkeid” digunaksn dalzm konsep hukum
publik mavpus privat dan dalam hukum Indonesia istilzh ini eehzrisnye digunakan
datam konsep hubum publik dzn dideskripsikan sehagaj kekuasazn hukum,
sehingga berkaitan dengan kekuasaan (otoritas, aurhoriy).

Wewenang aleu bevoegheld ind harusleh sehiebesh atan rechimarle vang
mmemiliki tiga fanggi, yaitu ;

a bugl sporst pemerpntuban, Gsan  kesbsshan  berfunpsi  esbagei  oorma
pemerintahan (hestuursmaornmen):
b. bagi magyarakat, asas keabezhan borfungsi sebagai alagen mengajuban gugatan
tertiodap tindak pemericiahen Ferosprgronden);
<. bagi bakim, gsge keebeahan berfungsi eebugai dasar pengujian snatu Godak
peroeriotahan foeicine seronden)
Ruang lingltp keabsshan Bndak pesserintaban metiputi © Kewenangen, proseddur
dan subetane: {Hadjon, Plalipue M., 1994 ; 7}
Wewenang yang dilaitkan dengan kekuasaan bukum publik ata: wewenang
mengatur gsbaga koneep bukum, didapatkan dengan sugtu kelmagann atats gloritas
{legal] korenanyn dapat dipaksalan di maca dikziaian oleh Robert Panl Wolff

“authority iz the Agkt to command, and correlatively, the right 1o obeyed. " (Raz,
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Jogeph, 1979 - 11). Hal yang hampir sama juga diketakan oleh Lucos meskipun
dengzn eedikit pelebaran ruzng lingkupoye kaenz melipulr juga mengens sibuasi
fempal yang sekaligus memperjeles malma dalam  kekusgasn bhukum  {dan
kemampuan melzkuken perbualan) ‘awrhority ar an ability to perform an action,
and he regards the relevan! adion as that of chanping the rormaive siwalion
{Raz, Joaeph, 1979 : 12).

{(Moritzs yang diperaoleh cleh badan hukuwm publik {di Kerajsim Foma pada
Jaman Constantine) sebagai :

. the emperor posad plenifudapotestais, or the fdlness of lega power. He
alsr possessed influcnce and the presiige fo carry through measurers thercfore
ke had autharity fauctorites) . legal amd polifical superiedty increasngly
cemfered or the emperor 45 the lnckplin of the whole orpanizarion, the certre
af dignity and majesy, an office that was the source of law and not mebyect fo
if. This was gffaclively the first forrudation of the theory of public power, _.
Authority isin a senze, the legitimale usce of force. ™ (Vincenot, Andrew, 1978 !
13-37)

2. Wewepinz mengatur sebagai Konsep hukmm
Wewmpang mengzhur sebagai konsep hukum meoyangkut dua {2) hal, yaitu
a Benluk hukosm
Mengenai bentuk hukum [formal) di Indonesia dikens? adanya lima (5)
dazar bentuk fmkum formal, yaity yang berdasarkan
1). Perabiran perundang-podangan berdaserkan UUD 1945,
2). Peratwran perundang-undangan berdagarkan UUD 1949 (Eonetitugi RISY,
3). Pershran perundang-uindangan berdagarkan UTTD 1950 {UUD Sementara
Eapublik Indonagial;

4}. Feranwan perundang-undangan berdasarken Tap MPRS No. XO0U/MPRS/1 966
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5). Peraturan perundang-undangan berdasarkan Tap. MPR No. IIFMPR/2000,

1}. Bentuk formal peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945, bentuk
peratran perundangan (regeifng) yang disebutkan secara eksplisit adalah
Undang Undang Dasar, Undang Undang, Perstwan Pemerintsh sobaga;
Pepgganti Undang Undang dan Peraturan Femerintal
B). Undang Undang Desar anters lwn disebutikcan dalam Judu) TTUL 1945 dan

pazal 3 gerta panal 4 {1);

b). Undang Undang dissbutkan antara (ain dalam pasal 3, pasal 5 (1), pasal 5 {2),
paral 12, pasal 19 (1), pasal 20 {1} dan lain-lain;

c). Pergrmn Pemeniotah sebagai FPengganb Undang Undzng antars lan
dizebutkan dalem pu.aal 22 (1)

d). Peratiram Pemerintah antera lain djsebutkan dalam pasal 5 {2}

2). Persturan perundang-undacgan berdasorkan UTTD 1949 (Konstitee: R1S)

Bentuk formal yang dizebutkan adalah dalam Konstitusi RIS {dieosun secara

hirarkie), edalah :

a). Koastitusi RIS, antars lain dalan pasal 117 ayet 2;

b). Undang Undang Federnl, antara lain dalam pasal 113, 114 ayat 1., 115, 116;

¢). Undagg Undang, aotars lain dalem pusal 128.oval 2,3., 129, 130 ayat 1, 131;

d} Undang Undanpg Daneat, antara lain dalam pagal 139 ayat 1,7, 140 ayat 1,3.;

e). Perahran Pemerintab (P.P.), antara lain pasal 141 ayat 1, 2;

f). Keputusan Pregiden, antara lain dalam pasal 119, 74 ayat 4

). Keputusan Drewan Menters, mtwra lain datem pasal 75 syat 1 ;

3). Peraburan perundang - undangan berdasgian U U D 1950 (U U D Sementarmn
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Republik Indonesia),

Bentuk formal yang secars ekeplizil dicebuthan dalam UUD Sementare {disusen

secara hiredas}, 1aial: -

a). Undang Ilpdang Darer Scmentara, lerfulie sntare lain dalam konsiderans

‘Memutuskan”, pasal 134 ;

b} Undang Undang, antara lzin tertulis dalan 139 aya1 2. 79 ayat 3., £0;

c}). Undang Undang Darwal, antara {ain dalam pasal 96.zy=l 2., 27.ayat 1.,

d). Peratwan Pemerintah, antara 1sin dalam pasal 98.ayat 1,2 ;

e). Keputusan Presiden, antars lain tertulic dalam pasal 51 ayal 4,55

Seguai dengan Letentuan pagal 56 ayar 2., ditenlukn

Undang-undang dznwat mempunjai kekoasaan danr derajat undang-undang,

Lelentuan ini Hdak mengurang jang ditetapkan dalam pa<al jang berikut

4). Perahwran Pernndeng-uadangan berdaserkan Tep. MPRS No. X030/ MPRS / 1965,

Estetapan MPRS No. XX/MPRA/1956 adalzh suatu keletapian fentang

Memorandom DFE-GR. tanggal 9 Jum 1966, memorsndum i berisi liga

petmasalshan yaitu : Sumber tertib Huloam RI, Tats wittan perundang-undangan

dan gkema Sucunan kelwasaan Negara R Tam watan permhorsn perundang-

undangan yang digtur di dalarnya adalah ;

a) Undang Undang [lasar,

b). Ketetapan MPR,

¢). Undang Undang/Pératwran Pemenmtah Pengganli Undang Undang;

d}. Parnhran Pemeniotak;

e). Eepulusan Presiden;
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0. Perauran Peloksana lainnya seperti: Instruksy Menteri, Peratran Menteri,
Edaran Menteri dan lain sebagainya
5). Peraturan perundang-undangan berdasarkan Eetstapan MPR No, TI/MPR/2000.
Menunsd ketenbuan ini tatz urgian peraivran perundgng-sndangen jalah :
a) UUD I345,
b). Ketotgpan MPR-RL;
¢). Undang Undang;
d). Perpturan Pemerimah Pengganti Undang Undang {Perpu);
&), Peratuan Petuerittah,
f). Perainran Diaerah .
b. Ruang linghup wewenagg
" .., istlah kewenangan ztau wewenang stharssnya digmmakan dalam kongep
hukum publik™ (Philipus M Hadien, 1997 : 1) dan dengen mendaswkan pade
pendapat Stroink, FAM., dan Maarseveern, Heng van, Philipus M. Hadjon meoentukan
adativa komponen wewsdmng, yang sskuracg-kurapgoya terdiri dar tige komponren

Yaitu :

1). Pengaruh, komponen i ialsh bairwa penggunamn wewenang dimalmudiap untuk
meagendalikan perilakun subyek hukum,

2). Dasar ukum, vaitu balnws wewetlang atau kewenangan it seialn harus dapat
ditanjuk dasar hukumnya, eehingga dengzn menunjuk dasar hukymnya dapatiah
digmimsikan bahwa dasar mbum wewenang yang ada haruzlah lebib tinggi lingkat
keduduken wiaz tinglst lie wulme persturan porundanganoya, sscere wmum

dikenal piiusip atau ketenbum, suzalnya :
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- pambeptukan perahran perundang-undangan yang lebih rendah tidal: bofeh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangsn yang l=bih tinggi, oieh
karena syatu norma hukam ite selaly bersumber dan berdacar pads porma
hukum yang lebih tinggi;

- Pembentukan peraturen perundangan-undangen di [ndanesia herusleh sesai
dengan Cita Hukum dan Cila Negara yang diakui di negara Republile
Indonesiz

- pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia herus disesupikan
dengan funesi dan maten mealan dan masing-masing jends perehoan
perundang-undangan terscbut. {Indrati, Maria Farida,, 1997 : 6-7)

c). Konformitas kukum, mengamdung makna adanya stzndar wewenang, yatu yang
terdini dari
L} Stander umum, unfuk eemua jems wewenaag, misaloya tidak boleh melmnggsr
kegus; laan;
2). Standar kivuzus, yaity vatuk jenia wewenang tertenty, misalive Wewenang dalam
memungut pajak bumi dan bangunan
Dalam wewenang, termasuk juga wewemng membuat ketetapan, s  pembuat
kewenangan hane wensog dan sudul materd {is), tempat dan wakin berlakunys
weseenang, bila bdek, maka pembuat tidak wenang (Pevoegdheid] lagl, tidak beckuasa
i deapat dibagi menjadi tiga {3 yaitu
... depat berupa Hdak-berkuase raffone materde, yakoi suatu alat oegars lain yang
berinuaan, aten dapat berupa tidat-herbiaca raione loc!, yabi miraloyva, sesusfu
jawalin pemérintah pusi#t yang hanya berkusse di deerah Propinsi Jawa Timwr
membuat suaty keteiapan yang meanrut jawakan itu dapat berlakn jega di sesuatu
tempat diluer batan dasrah Propivs Jaws Time karens tempat tersebul dianggap
Juga termazuk daersh Propingi Jawa Timwer. Alat negaa, dapat juga saleh mengira
mengenal balas wakiu berlshunya suaty kompetensi yeog diber kepadanya Sering
sty kamrpetensi yang diben kepads guate alat negera haoya boleh dipakainya
dzlam yangka wakhy (7 dstermiin] tertentu saja, misalnyz, satu labun Dalam bel in
tidak berkuasa alat pegara il beropa fidak-berbucse relione tempors. (Utecht, E,
1960, 85-86)

atan jstilah yang dipakai Philipus M. Hadjon, yaitu ;
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Setiap kewenangan dibatasi oleh isi/materi, wilxyah dan waktu, Cacat dalam aspek-

aspek terzebut menimbulkan cacal kewenangan {onbevoesgdbeid) yang menyanghut

a creat ist {onbevoegdheid ruigne materipe)

b. cacut wilaysh {onbevozgdheid ralioae loci)

c. cacat wakiui {onbevoepdheid rutione temponis) (Hadjon, Philipus M., 1994 : 9)
Dalarn mompereleh wewenang terdapat dua core wlama dan kzdang-kadang juga
dengan cara yang ketiga yaitu dengan cara mandat, dva cwra wama dalam memperoleh
Wiwenang pemerintahan'besun re-bevosgdhend, yasla
a Atribusi

1. Adalzh cara yang biasa At normal  untuk  memperclch  wewenang
pemenntahan;

2. Untuk mumbuat keputusan (Besiuit] yang langiung bersumber pada undang-
undung dalam arti materiil:

J. Menmpakan pembentukan wewenmng tertentu dan pemberiannyn kepada organ
tertentw, yaang dapal mcembentek wewenang adaleh orgun yang berwenang
berdagarkan peraticen perundang- undungan,

b Delogasi
Ih belanda delegasi disvtikun scbagei penyerahan wewenang, uniuk membuat
keputuean {vsitati, oleh pejabat pejabat pemerintshan kepada pihak lain dan
wrewenang tersebul menjadi tangpoung jaweb penerimuy wewenang, pemberi digebut
rlengan defegans yang meaenma disebut sebagat delepatars,
Ada beberapa syaral wengena delegasi ind, yaith
I. Delegazi harus definitil, artinya delepens tidak dapal lagi menggunakan sendiri

weowenang yang telak dilinpubkan ite, schab dengen pelimpahen wewenang tad;,

pencring menjadi bertanggung juwab terhadap apa yang dilakukan oleh pelimpah
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2. Delegasi harus berdasarkan kelentuan perasburan perundang-undangan, yaitu
hanya dimungkinkan kalzu ads ketentuannya dalam persheran  perundang-
undangan;

3. Delegasi bdak bisa diberikan kepada yang secara hirakis menjadi bawashannya,
srhingga pendelegasisn wewenang kepada bawahan sdalah lidak dimuppliakan;

4. Adanya kewsjiban memben keterangan alzu penjelasan kepada delegane, wtau
delegatariz berkewajiban membert dan diberi penjelasan fentang pelaksaoazn
wewenang bersebut;

5. Adanya peraturan kebijakan ataw beledsc-regel, vailn delegans dapat memberikan
petunjek atay instricksi tenlang potgguranan wewenang berashid;

. Mandat

Mzndat merupelkan sualy pelicgaban wewenang kepads bawahan Pelirmpahan
it bermakoud memben wewenaag  kepada bawahan untuk membuat sustu
keputusan atas aama pejabat pomerzttahan yang membenkan mandat,

Tanggung jawab dim fanggung gugat telep pada pember mandat dan untuk
mandai bidak diperlukan adanya keteptuan peratursn perupdang-undapgan yang
tnc lundaeinyn dikerenaien mandat adaiah hal ndin yang diiakuien dalam bubungan
hirakie intern suaty organisasi pemerintzhan Di dalam praktek, mandat biasanya
beralth menjadi delagasi eminu yang bertujuan ugik melipdung pemben mandat,
geperti hatnya di Kabupateo Banyumas terlibat dalam Peratursm Dasrzh (Perda) No.
260 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupater Ranyumas dan Perdz No.

23 Tehun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tatakega Dinas Daerah Kebupaien
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Banyumas, yaitu sesien dengan kelentuan pasal 2 (8) Perda No, 20 Tabun 2000, di
Lendkan
Eoewenangan Dacrah  miencakup  semows kewenangan  pemerintaha,  kecual
kewwevangan dalam bidang politk Juar negen, perfahanan keamanan, peradilan,
moneter dane fiskal, agama, serta kewenangan brdang lan yang telab diafur dalam
Perutirun Pemenntah Republik Indonema Nomer 25 Talun 2000 lentang
kewepangan Femerintah Jdan Kewenangan Propins sebaga Dacred Otogem,

Berdasar ketentvan pasal 21 Perda Wo. 23 Tahun 2000 mengenai [Hnas

Pengacar, Pedambanigan dan Enecgs dan pasal 14 ., meeoe ectakan
Pembernan perizinan di bidang pengairan dan pertambangzan eoerg.

Ternyata dalaen peaktel Diras Peegaicarn, Pertumbzngan dan Energi dalam
membenkan 1zin adalzh meogatakan stas namz Cninas, sehingea dengan perubahan
yvang ferjadi it maka apsbila sda sunlu pugatan mengenal pecizinan yarg
dikelwrkan maka yang digugat afalsh Dinas sedingkan dan strukhor organisasi
terlihat bubiwa Dinas vang berssngkuoian adalzh bawshan Bipali karana Dinas adalah
unswr pelaksana Kzbupaten, inilabh bentuk ™. . delegasi (gemuf” (Hadjon, Philipus
M., 19977

3. Aak dxno kewajiban

Pada dasammy= seliap negara meletakan hak dan kewajiban dari negara dan
warganya, eebagal pendukung npegara  seimbang, terleboh pada negara yang
berorientast kepada kesejahteraan, seperts diperlihatkanaleh Newman, yaitu ", rhe
focus of avd nght as legrdaben - . and lawe secking {0 profect eguality of

apyrrueity ok education, howting, and public accomodafion - 7 (Mewmnan,
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Edwin. 5., 197% » 93), pemikiran ini berdasarkan pada suato pendapat babws tugas
pokok negara adalah membenkan kesejahteram kepads para peadukung nsgare stau
ralcyatnya semual fequal) dengan peran warga dalam kehidupan bermasyarakat dan
bornepars, karena “The welfars state, once widsly wewed ar the crownizng
achievemen! of modern polftics, .. Michae! Walzer has pointed ouf that "every
polifical comeaunity ixin principle ¢ “weifare 2ate’™, (Moon, Donadd 1., 1988 ; 1-
2.

Indonesia yang peda dasamys adalah negara yang mengamit paham
kessjahterain dan dikatakin ... balnwa kvmpooeo stama kesejalieram omum itu
ialzh kepastian hukum dan targedjanya barang-barang dan jaca-jaga kebutuhan hidup
bagi semua warganegara™ (Drpoyode, Kiedi, 198% : 541), hal i secara
kenstitusional terdapat pada Pembukaan Undang Undang Dracar 1945, yaitu

a Alineg 1 ... karens tidek sesual dengen perikemanugiaen dan perikendilan;

b. Aliorea 2 ..., kemerdekaan Negarz Indoossia, yang merdeka, bersaiu,
berdanlet sdil dan malkmur,

¢ Alinea 4. .. melindungi segenap bangsa Indonesia dan geluoh tumpah darsh

Indonesia dan urtuk memajukan keesjabternon uvmum, meesrdaskan kehidupan

bangen ... keadilan gogial, ... kemanwgaen yang adil dan beradab, . serin

dengan mewujudkan swate keadilin sosial bagi selurub rakyat Indonesia,

Isi yang terswrat dan tereirat dalam Fembukase UMD 135 akan dijabarkan

dalam pacal-pagal UUT) 1945, meskipun secara singkat, yang menjadi pokok acusn
yang houz ada pada seliep produk hukum atau peraturan perundang-undaogan di

Indonesia, karena merupalan suats sistemn bukum yeng menyslursh begi peraturan
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perundang-undangan i negara Republik Indonesia, yang berbentuk Negara F esatu-
tuan segpai dengan ketentuan pasal 1 UUD 15945, yaitu
(1) Megara [Indonesia adzlah Negars Kegatan yang berbenimk Republik,
(2) Kedaslalan adalah difangan rakya!, dan dilsheamaken meourut Undang
Undang Dasar.

Magsvarakat sebspai suatu bentuk kehidupan bereama fermasuk praksis
manusia sebagal mahluk ymg bersikap ets, luhur, sehinggs secara filosefis ilme
yang menyangkul pembanguoan hidup bersama ilu mengungkapkan apa yang
scharusnya torjadi bukan spa yang falhumi terjadiide oo terjad. Orang wajib
menghormah orang lain dalam hidup bersama karera manusia pada dasarmya tidak
dapat dilepaskan dari ligghuogan masyarakatnya alau komunitae kehidupanaya
sebagai mahluk sosial vang dipengambi oleh nomon, budays dan etika

Sikep ehs manusie inl treermin dalam bonluk bak dan keveayibem, dalam erti
hak harus eejajar dengan kewnjiban yang ada pada manusia sehingga bak dan
kewajthar pemennizbpun (dipersomfilmsikan) harus eejajsr, eebab bak dao
kewajiban (gecara filosofia) dapat -

... dibag dalem arti luas dan arti sempit Dalam artt luae hak (dan kevwajibsan)

adaleh berwpa utdangan, vakn dipanggil rage kemwraban hati, belaz Kasiha,

dsb. Umpamanya hak dan ikewajiben yeng imbu! sing dasar seling cinte. Dalam

arh1 sempit hak {dar kewntiban) adalah berupa hentuten mutlak yang tak boleh

diganggu gugat . Secarp tradisioni] dibedakan antara dua macam hak (dmn

kewajiban) ©

1) Hak yang diznggap melekat pada tiap-tiap manueia sebagai manusia, asheb
berkaiten dengan realilan hidop manesiz sendin, kaenapya hak ini
dinamakap “hak manusia’. Dikatakan hak il: pada manusia, sebab manusia
harys dinilai menaunt martabalove ...

2} Hak yang eda pade manwsa akibal adenys peratursm, ymiu bek yang

berdasarkan wndang-updang Hak-hak itu tidak langsung berhubiogan
dengan martzbat manusia, tetapi nenpadi bak, sebab lerlampung dalam
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undang-utidmg vang sah . .." (Huijbers, Theo, L8390 ; 93-95}

Hukum dalam arti obyekhf menandakan kaidzh-kmidalk vang secers pormaif
metpair kehidupan bermagyaraks, sedangkan hulum dzlam erti subyelktif
rrenandakan hak dan kewayiban

Hak dar kewajiban adalah mutlak adanya, dalam arii harue ada, unfok
adanys subyek hulrum. “Hak meawrut van Apeldoocn (1957 : 45) tidak lain adalah
sfran hukum vang dihubungkan dengtn seorang tertents ... Antara hak dan
kewajiben Eebeparnya terdapat hubungan yang leramst erat Hak senatiasa
mencerminkan kewajiben, sedang kewaiiban sebaliknya mencerminkan adanya
hak .. " (Ali, Achmad., 15%) : 82-84)

i{ak dzn kewnjiban berdzsarkan uadang-undang harus seimbang, eetiingga
tidak ada kewajjben yang lebik dari hak begity pulna gabalilnya, meskipun ada juga
perotwat perundang-uirdmgan yang lshih memeotingken adanya kewsgiban
daripada hak, * ..., merupakan benfuk pengmghkaran dari pengakusn terhadsp
satuan-rafuan pemerintahan ueli yang teleh dislan oleh Pazal 18 UUD 19845,
khususnya mengensi hak-hak asal-usnl deersh-dasreh yang bersifit istimewa™ {
Manan, Bagir dan Magnar, Kuntaga, 1997 : 283), peperti tetlibat pada Penjelasan
Umum YUndeng Undang (U] No. 5 Tabun 1974, mengenai Desar Pemikiran
bagian ! alines kedua, yaity ;
“Jadi pada bakekatnya Otomomi Daerah itu lebih merupakan kewajiban
daripada bak, vaitn kewwjiben Daersh untuk ikt melancacken jalannya
pembangunan acbagat saraca yntuk mencapal kesej ehtersan Rakyai yang harus

diterima dan dilgksanakan dengen penuh tang pung jewab ™
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Adbanys bk dan kewsjibap i pulalah vang menjudikac prinsip dasar atan

wsws Loaure dalam hoekuen poeeyelerggzraan preoeerodaban vang secars singkat d) -

kenal =ebagai

“Anwc-wens waum hukmn publik (prrcses pererene dy drmy pulligue) yang

terdir] atas

1. =gy puefm e (@peiife);

= asas lawrangan mencabut keputusan bermanfaat (erangibidite de efferts
(e dUel s der acies aamim Fran sl

Drengran avas jon kepetugsan yang repefmabig Gdal baleh dicalmt apabila akobat

hakum yang bermanfaat telah terjadl

o usEs  baAmgan berlaku saod forecipe de oros reproechve des actes
ddtein srrariie);

4_ asas jaminan kebebasan masyarakat fearantie der ebertes publiquel,

5. amas keseimbangan daropentromradide). " (Hadios, Plubipos M 1993 100

Adanya asas-asas umum hukum publik di Peranciz inl ternyata dalam

Jurisprudens: AROB (peradilan admiustrasi Belmda) pun dikenal pula dan

terpyata lebib teringi, wabu -

azas pertimbangan (meiiveringshegingel);

asas kecermalan (zargauldiehel dsdemnrel);

asas kepastian hubum frechlizekerindshegnsel);

asas kepercayasn alzll ases menatgespn havapan yung lelah ditimbullan
fwertrouwensbaginzad of bepintel van oppewelte verwgchlinpen);

uEaAs prrsundan (gelifkheidsieginsel),

asas kescimbangan feverbewichitipherdsbepinge!),;

asas kewenangan (bevewehaisbegirse)

acas fRirplay fhepin el van Jairplay);

lapimgan  “getourmement de pouvair”™ (Ret verbod van detornerent de
POUVOLF);

19, tarangan berlindak sewenane-wenang (het verbed ven wllcheusr (Had)oo,
Fhilipes M., 1993 : 9.10)

ol b

B sl

4. Taogrung jawab

Tanggung Jjuwwab dalam suaty sistem hukum adalah meropakan  abobeat

perbuatan kekum karena tedyRdieye suntu indzken yang dilakukan olch orang ataw

badan hukunvbadan pemerintah, teskipun ada perbedaan diantara pertangeung
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jawabzn tadi, ini disebabkan karena poeisi kedudukan yang berbeda Tangpung
jawab perorangan stas badan hukum yang tdak mompunyan jebatan publik, tak
adanya “bevocpdfeid” dalam srii belwa orsng afaw baden hekum tadi tidek
mempunyal kewenangan publik hanyalal berupa tanggung jawab pordatz dan atau
pidans atay tanggung jawab moral biasz

Tanggung jawab sescorang yang mempunya: jebatan publik alu badan
hukum publik, karena “hevoepdheld ", hamsiazh dipefanggung swabkan dari sistem
hukum yang ada dalam arti bahwa orang atas badan bukum publik tadi mendapat
kewenangan dan sigtem yzng ada dan eecara sabh Pertangpgung jawaban wia
akunlabilitas inilah yang dapsl dipakai wotuk mengetahu tanggung jawab yang
berkenaan dengan sistem huboum dilaksanalan gecas bertingleat dan gemuni dengan
prmberian Wewenang pejabat publik atau badan hukum publik tadi, dengan
demikian frogsi Hubum Administresi o delat sekali dengan shudi kebijulkaan
publik (public poficy), sesusi demgan pendzpat Thomas R Dve, dalam bukunyx
hderstanding Public Palicy, sebagai salab eafu bulw acuan dalam mempelayan
kebijakaan publik

Perghwan perundang-undangan mergpakin penormasn  kelkuasgan
memerintah {der  pemerintah), dan wewenang adalah  ervpakan  fungsi
insrumental Hulowm Adiminiztrasi.

Dalan Dizertasi Koerniahnanto Soeloprawire, dengan mengutip pendapat
de Haan, Drupsteen dan Fernbout dikatalcan :

... tuges Hukum Administresi iln memajukan kepentingan wmirn khusasaya

oleh pemerintah melalui fungei-fungsi sebagaj berikn -
@) Furpsi MNormatfiNermaiieve fiette) | Pertama-lama Hukum Administragi
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memponyzi Tunge: uotuk mengaivr hubungan anlara pemeriotmh dengan
rakyal Bag pemerintah Hukum Admimstrzsi berfingsi untuk menaty
{regeling} built organisasi pemeriishen mavpun spareinya Selamn itu,
Hukum Adminigtrazi  jupa memberi arahon  perilabe  frorsesing)
menyangkul rekaa pemerimtahan dan pengavoman. Semenlaa i bag
rekyat, Hukum Admrnistrasi mengabur kewanban vang bersifat mengiist
gecara mdividual, batk melalwi penetapan  (eschiliirgen) mapun
pPErCjarLian fovereenkomsten),

Fungs Imtrumertal (fnstrumentels functie) @ Secara instrumental, Huktm
Admimetras digunekan oleh pemerintah untuk mengarahkan kehidupan
rakyat Secara gktif’ pemenntab dapat mengarahkan kelidupan rakyal
tersebut melalui peratean perundang-undangsn dan peratwan lainnya.
Secara pemf pengashen it diselenpgperakan melaled  persncsnann
{planning).

Fungsi Demgayoman (Waarborgfiectie) :© Selanjutnys fungai Hukum
Adminigtrasi juga memben pengayoman kepada rakyal Pengayoman yang
dimaksudkan di sigi adalzh pengayoman di Bidang seksa pemerintahan,
perlindungan hukum, dan maealah ganti rugi. Adapun hakelat peogayoman
di #ini bersfat hak prevenlif mavpun vepresif, sedangkan perlindungan
lebih mengandung nuensa mzkna  represif semata  {Soetoprawire,
Kosmiatmanto., 1995, 11-12)

Philipuz M. Hadjon, [ebih memennci mengensl asag webrumental ini, yeilu "Agas

wstrumental meliputi meas efipiensl (doelrwatipheid @ berdaye puna) dan apms

efektivitas (doelirefferfeid - Aasl guna) (Hadjon, Philipus M., 1995 9).

Fenyebutzn fungei pengayoman sebagai terjernaban kata “waarborgficnetie”

geperti dilakuian oleh Hoerniaimanto Soe¢toprawico, satgsl baik teiapi  menurut

penulic memben @t sangat luas, vaitu baik dalam arti fieik maupun peikiz, meourut

penutis lebih cenderung menerjemahbkan “wearhorpfioicrie ™ dengan kata fongsi

jatainan bila yang dimaksud jamioan fisik bukas jaminan peikis.

B. Wewenang kabupaten dalam persiuran perundzng-undanpan mengenai pems-

hangonam perumahan

Dacrah yang diben olenomi dalam pengerfien U Wo. 22 Tahun 1999 saleh

satinya adalah vang berbentuk Daerabh Kabupalen gelzin Caerab Provinei dan Desrah
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a Remiblik lndonesia jang merdeka dan berdaulal 1alzh sualu pepara bukum
jang demokratie dan berbantuk kesatuan,
b. Kedanlatan Republik Indonesia adalsh ditangzn Rakjad dan dilakukan oich
Pemarintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakjat
Dilihat dart lwas wilayahfeilayah teritovial negaz, mada luas wilagyahnya ada
vang relobf lvas ada pula yang relalif kecil, lelapi deri sudut kedasnlistannya adalah
gama, yajty sebagai negara vang berdaunlat,

Adspya sugly negara yang relatif luss, maka denu adanya efestensi dan
efektifitas pemerintahan perly adanyz ctonomi, yang juga menyangket kebutuban zkan
barang dan alimn barang (roods fteeded and flow of poods) serta pelzyanan
pemerintahan (low of public services) dan lain sebaganya Pentingaya pelayenan im
dikatakan oleh Ramlan Surbakli dalam pelayanan dan distribusi diperkotaan, yaitu
“Diistribusi pelayenan [di kola) sangal penting karena kualitas kehidupan warga kote
rangal ferfaif erat dengan pefzyanan yang dibenizan Pemda ™ (Surbakfi, Ramian , 1996
Ly

Agar dapat dicptimalkan mekanizme kerjanya oleh pergerintah puss, dalam
susty negars kesatuan, dalam ati efisiensi dan efektifitas pelsyanan, yaitu dengan cara
membagl lagl dalam tugas dekonseniraszi, depentralisasi den Wgae pembantisn dan
galah catu bentuk deseotraligagi yang sekaang ada O Indonesia jalah dengan
membenluk daorah-dacrah yang dani segl pepangananyz afeupun pelayanaonya
dramggayp cukup efisien dan efsitif

Ffisien dun efektif int bermacam-macam caravys, mizainys jugn membag

negaranya dalam beberapa wilaysh komunitas (Comemntty] yang kecil dengan suatu
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afomomi ferhadas atanl tertenty ang chanppap baik, misalnya Belgia membagl wilayah

newparanya menrzdi beberzpa daerah dengan menitik beratkan atan berdasar kepads

ik deen By atao baleya terbesar vang ads di wilapah its, sepertt terlhat dalam :
Fegding [0 0 The Luliural Comrmunities
Article 300 “Helgum camprices three cultural cammuinitics - French, Dulch ard
(Fermat. Roch CommuniDy eriops Iee power veded 71t by the Corstitution or by
such lepisianon az shall be cnacted in termr thereql Phe term Mewlugrel
COMMURITE T fa e one word Ccompunily” Ir purely lerminolopical amendmoint
Femgrned [o permit G extenmon of The powers veded in e Commanities m terms of
Arpele SG-R to include personalfized mefters (18 0F {5 quite arother matter when
ihe temm "Dt in chanped fnte Flemsdizh” and “Cersan” ebe YOerman-
speakikp O [Senelle, Robert, 1981 0 12)

Wilayah yang sekarang di Indonesma dischut dengar provins atae kabupaten
yang dihum beherapa subku f etnis maupun b elnisnya, miza! Eatak dengan Faro,
Toba, Mandating *. . konflik antar kelampok elns ... persoalan ekoronm yang
nmiuongkin muempengrubn fnbungan antar clos sunggoh Lesar o perebutzn sumber dava
vang lrnpka, ketidak scimbangan regiopal, veslast infra-stuktrsl dengan dampak
yarg besar terhadap sistem ekonoon, eksploitasi “perbalasan banc”, konflik bursa
tenaga keqa, konflik distebus, dan sebagainya® (Hoeltne, o, ter)., 2081 @ 344}
Dalam mutn wilaah tenty atmiyg dan bahasa ferbesyr yung oipaks seeogma omuom,
meskipun 2da bebergpa dialek dan bahasa vang berbeda, misalnya kalan menysbut
Sumatera Baral makz logika koootasioya adalah Mioung(kaban}, utan Subatera {taw
bogks konolammya adulah Batak dengan beberspa sub elnis atwn Kubopaten
Simalungun maks konetasinya adalah Batak Toba dan laio sebagainys

Sualu megara, biasanya terbagl dalam beberzpa wilayah, apalags yang

wilapuhinys cubup [uas, Wilayah pemenoluban yaong lingkatnya bebih rendah danipada

e gara yaola misalnya praviesi, kabupaten, kelmahan atan desa Dengan luasnyz suzto
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negara gorta berbagat macern wrusan atau persoalan serfa kegiatan pemerintahan
tidaklah muagkin cnick menjalankan, mengawast jalamya pemerintzhun, sehingga
ditempuh misslnys dengan menempatkan otang-orang pusat pads deersh yang
bawsdhnya alay vang jaoh dari pusat agar terjadl seatu 'sper of confred” atan rentang
konmol  kendali. Rentang kontrod atau kendali i dapar dikwrangi dengao memberikan
lebah banyak kekuasasn kepada bawsahan, sehingea kontrol pusat lebih dipermoudah,
" the renrral sovermewent's span of comirod U orediovd By having fewer, Srpper
guthortes, canrrdl contral wowtd be santer. " (Smith, Brian, C., 1985 : 123)

THimaksnd dengan “rentangan kootraf adatah juinlah terbsmyak bywalian |mgstog
yang dapat dipunpio dengan bak oleh seseorang atasan teclente ™ (Soetarte, 1978 0 0.21)
atan dengan membenkan gebagian otorlas dengan memberikan distmbuai kekuasaan
pemerintahan atgu dezentralizast kekuasaan untuk dikelola sendin {otonomi).

Brian C. Smith mengatakan dalam bokunys “Leceatralization, the termtorial
gimenaton af the geie”, adamys dacrah selag nkibal pember|akuan asas deseniralisasi
dikalukan bubwa ads mla dan keunlungan tergendin; bagr dereniralipasi dikarenalkna

1 .. isthat o efficiency;
2 Decentralizatron irvidves the delepation qf authondty may be broadly clazssfied

e wither palfticed or Bpreaucralic:

i Palincal decentralization 1 s wsually asemed to entaz! democracy | IF show!d be
molrd that pofitical decentralizaidan doer vot fogically Imply democracy, .. |
.o g b caontrdute fo polihed cowality

fo toe individual ard the local comprumity 1s thet I} faaltates eccouriahidily
ona, thereby, liberty,

&. . ir ity responsivencss and theecfare abiinty to provide what people demand.
(“ooith, Brign (7| 1985 3-28)

b,

Irawan Soejite yang mengutip Mr. [ Veld “Meuwe varmen var decertrglisare " dan P

Sikke en A, Fadel - "Relmoapt leerboek voor ket pemeente rechs”., keuntnnpan desen -
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tradisas, yails

B sisteen ini memberi penilaian vang lebth tepat pads sifal yang berbeds dori
wilayah dan penduduknys, Dikatakan dewssz ini, sebuwgai okibat dard
perkembungan alat-alat komunikaszi, filn, radic, televisi don fain sebagainya
menunjukkan suale tendenz “rrvalierend®; “tetapi kita iidak dapal memungkirt,
masih tetap ada perbedaan-perbedaan yang becar, misalnya antara kotz dan dosa

b. desentralizast menungang kepada keberatan, bahwa pemerintahan sentral tidak
cukup kenal keaduan sctempat. Desentralizasi menuwral lerritonial dan sifat-sifat
khusus dari cabang-cabang tertentu dari wusan pentermtahan {(desentralisasi
menurut tugas atau deconlralizalze nacr diergen.).

. desentralizasi suaty senjala yang ampuh melawan bicokrasi, Semakin jzuh jarak
instansi vanp barus  mengambil  keputusan  dari rakywt, semakin besar
kermunghkinan gifet-sifal buruk dari birelrasi shan merajalela Pejabat-pejabat
vang paling mengetahui meopad swngat berkuasa D sanping itu, penyelesaian
vang lambat dani wrusas-wrysan, karena harus mefalu pelbagai  instansi.
Kebtrukan-kebirukan ini hanya dapat diberantas dengan desentralieas:.

d. Selanjutnya hanya dengan desentralisasi dapat dikentikan “over belasting " dan
argaf-organ sentral {tentama pembuat Undang-undang di Pusat) dan tungeakan
prekerjnan yang disebabkan olel kapenanya

¢. Keamungan terpenting, ielah bahwa dengan desentralisas individu makin tampil
ke depan. In dalwn sualu lingkungan yang keril, seseorang lebih dapat
meaggenaken pengaruh danpada di dalem kalangan yung besar Fakyat seadir
dengan pelbagai golongannya, karena dscntralizasi lebih diemk ke dalam
pemeriniahan, karena jtu ie tidek henya merasa sebagai obyek zaje

{ desentralisasi mempertndsh jkul settanya pendeduk  dalam  meladkukan
pengawaszan pada (indakan-tindzkan Pemenntzh. Ini merwpakan rangsangan
untuk berhemat Sama hzlnya denpan eentrsiizasi, dalam hal-hzl t=rente
desentralieasi dapat menyju kepada pengelolazn yang lebib hemat dan tepatguna
{Soejito, Irawan | 1934 @ 76-77)

Deerah adaleh swanan kekuasaan yang eda di bawsh negara, eehingga daersh
bukaniah negara (di Indonesiaj seperti apa yang dikmiakan oleh F. Sugeng Istanto,
yang membuat kesimpulan

1. Daerah tiduk|ah bersifa staar,

2. Wilayah Indonesia muta-mula akan dibagt dalam provinsi-provinsi dan provinsi
i kemudizn dibagi 1agi dalam duerah-daerah yang lebih kecil:

3. Dxaera ini biea bersifat otonom dan bisa pula bersifat administratit

4. In daerah (Menom dibentuk badan perwakilan Daerah sesuai dengan dasar
permiuayaweratan delam sistom perierintahan negere (Kaho, Josel Riwae, 198K -
5
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Pengertinn daerabl biasanya dikonatazikan dengan pemberian otopomi sebagai
ahibal desentralisas) dalam negara demokrasi, sebab “Local poverament sald o reflec:
amd be corrintaion of a priar and moere form of democracy ¥ {Smath | Bras (7
1985 - 24, eedungkan pengeehimm welayah Drasaiys berafal admamstralf hal mi ter -
lerlibat dafam pacal 18 DD 1945, yaito .

Sebelum diubah
Pembagian daerah Indopcyia ates dacrah besar dag keeil, dengan benfuk
gusunan pemeriniahannya  ditetapkan  dengan  undang-undang  dengan
memandang dan  menmngat  dasar  perfmusyawaratan  dalam sislem
pemerintahan negara dan hak-hak aszl vsul dalam dzerah-dasrah yang bersifat
istirnews

Eata daerzh o sim dimahyudkan adalzh sualo wilmeah tecdorial tertentu, jad:

padn sast pembentukkan UUDR 145 belum ditegaskan deersh sebsgnl daerah
{otopomi) karera sistem desentralisas) atanpun sebagal welayah adminietratf.
Zetelah dwbak, Faedl 18 menjadi ;

{1) Megara keaatuan Repueblik Indonesia dibagi afas dasrsh-dacrah proving dag
daersh provinsi it dibagr stas kabepaten dan kola, yang liap-tigp provinsi,
kabugralen, dan kota itu mempuryal pemerintahan dasrsh, yang diator despan
undang-undang,

{2] Pemenintahan daerah provimsi, dacrah kabupaten, dan kota mengziwr Jan
mengurns fendirl wrusan pemerinkaban meounsd asas otomomi dan tugas
pembaniuar.

{3} Pemerintahan daerah provinsi, deerah kabupsteo, dap kota memiliki Dewsm
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Prrwvaki[an mwdayal Daceah yeng angpota-anpgotanya dipifih melalni pemeilihan
I,

{4] Gubernr, Bopal, dan Wamkota masing-mazing zebagai kepala pemerintah
dacrah provinsi, kabuepaten, dan kota dipilih eecara demabaatis,

{5) Memenintahan daerah menjalankan otonom seluas-luzsnya, kecwal: wusan
pemeriniahen yang ateh undzang-ondang difewinkan sebegan urnsan pemerintah
Prsar.

() Pemeriniahan daerah berhak menetapdan pecaturan daecsh dan peraturan-
pecanaan |z untuk neelaksanakan otonon: dan tugas pentbzntuan

{7] Susunan dan tata cara peoyelenggaraan pemeriolahan daerah diatwr dalam
undang-endang

I'asal 18 A :

{3} Hobungan wewenang antarn pemerintall pusat dan pemerntaban  daceah
provinsi, kalupalen, dan kola alay antma provinsi dwn kabupslen da kola
diatir  dengan undang-urndang dengan mempechatikan kekhuwsugan dan
kerngmman dacrah,

{2} Hubungan kewangan pelayanan umwm, permanfaatan sumber daya alam dan
sumber daya lainoys mtera pemerintah posal dap pemenntzhan daerab diatur
dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 13 B :

(1} Megara mengadon dah menghormat salyan-saluan pemenntzhan dacrsh yang,

Loorsefat khiees atay beostfid wireewa yang dialer dengan yedarg-undang.

(2] Negars mengakul dan menghormati kesatuan- kesaluan massrarakeat huokuo adat
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beserta hadt-hale beadisionilmya sepanjang masih hidup dan aempai dengan

perkembangan magyarakai dan prinsip Negara Kesafuan Republik Indonesia,

yang digtur dalam undanhp-undang

Pengertian daerah dalam UU No. 22 Tahun 1399 gebagai ganti wilzyah otonom

U Ne. 22 Tahuo 1999 lelah memberikan pengerfian dan makna baru mengena
daerzh, sebab eebelign itu, migal pada 1JU No. § Tahun 1974 memberi arhi daerah {dan
Kepala Daerzh) adalah dalam hubungan atar ada di bawah pengaruh asar desentralizasi
sedanghan yang mendapat pengaruh dekonsentrazi adslah propins:, kebupaten, kota
adminisiratif dan dengar kepaia pemcrin@hannya yang dischul dengan istilah
Gubermur, Bupaty/Walikotanadya Metels ini mempunya dua jabatan yazitu sebagal
pejabat  pusai den pejabat  dacrah, schingga  scbutanny=  adslah  Qubernur
MBupatiWalikotamadya Kepala Dreerah Tingkat 110 sedsngkan memmut U No. 22
Takun 1999 Provites, Febupaten/Kote adalah dalam rengks pelaksansan ssac
degentralisasi sesual dengan perubaksan UTID 1945,
Penyebutan inipun fidak koosisten karema Gubermar mempuoyu duz fungei yaihe
gebagai alat pusat dan dasrsh, dikarenalan menuut ketentuan pagal 9, yaitu -

{1} Kewsmangan Frovinsi sebagu Dasrah Otonoem, mencakwp kewenagan dalam
bidang pemennlzhan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, seria kewenangan
dalam bwdang pemeritdabtan fertendtn lainnya

{2} Kewenangan Frovinsi schagal Dacrall Otonom termasuk juga kewenangan yang
tidak atan belum dapat dilaksznaken Daerah Kabepaten dan Deerah ¥ ota,

(3) Kewcrangen Provinat scbagmi wilzysh administretif mencaiup kewanzngzn

dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakii
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pemerintah
Juga katenluan pasal 2 U Ne, 22 Trhur 1999, yaity
{1) Wilzyah Wepgara Kezatuan Republik Indonesia dibagi dalam Daersh Provinst,
[Draerab Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat Otonom;
(2} Dasrah Provies: berkedudukan juga sebagm Wilaywh Admnistras:.
apabila konzisten dengan olonomt dan ada kewenangan administrahil’ Fusat gebaiknya
Caubeppur (hbedakan namanya antara Gubernur sebagan Fepaia Dasrzh Otonom dan
Gubermir sebagay Wakijl Pemerintah Pusat yang ada di dasrab
Orenomi yang merupakan perujudan desentralizasi i mempunyal koosekuensi
yvang luas amtara lao . favalves the deleeaion of pawer Io lower levels in a
territoviale herarchy, whather the Rierarchy iz orc af povernments within g gote ar
offfees within a farge-soale organizarios. ™ (Smith, Brian, C., 1983 : 1), dari pernyalazn
ini torlibwt behwe desentralieasi to juge memberiken delogas) kekvasean peds daerab
yang [ebih rendal dalam spatu wilayah regara beribof pengwrysannya dan inilah
hakekat otonom,

Daerahdaerah Eabupaten di Jawa dibentuk dengan wodanp-undang yauty
Undang Undang No, 12 Tahun 195 lentang pembenivkan Daerab-dserzh
Kabupaten/Kotamadya dalam hogkuogra Propioe Jawa Timur jo. Undang Undang No.
2 Tahun 1965 tenlang perubahan bataz Wilayah Eotaprya Swsbaya dan Daerzh
Tingkat I Surabgya (LN lahun 1945 Ng. 1% TILN Mo, 2730}, Undang Undang MNo. 15
Tahun 1250 tentang Pembentukan Daerah-dasrah Kabupaten dalam linghkungan Dasrah
Mstimewa Yogyakeria jo, Peratwran Pemerinteh Mo, 32 Tahug 2850, Undang Undang

Na. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-dacrsh Kabupaten dalam lingkungan
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Propinsi Jawa Tengah, Undzng Undang No. I4 tabun 1950 {entang Pemerintahan
Drazrah Kabopates dalam Hngkungan Jawa Bamat.
Undang-undang mengenai peteermtabas daerah yang permah ada dap berlaku di
Indonesia adalah :
!. Undang Undang No. IZ Tahnm 194% (eniang Pemeristaban Davrah
Undang-unding im dianggap undang-undang pemerintahan dacrab yang
pertama daiam masa kemerdekaan, mesiipun ada Undang Undang Mo, I tahun

1945 yang mengatur mengenai Kedudulan Kemite Nasiopal Deersh dengan

ketentuan pokoknya sebaga bertki :

Fagal 1 Kemita Magional Dasrsh diadslan, kecuali di Daarah Suvrakarta don
Yogyakerta, di Earveidenar, di kota berotonomi, Kebupaterr dan lai=lain
daereh yang " dianggap perju cieh Menferi Dalam Negeri ™.

Paszl 2 Konilte Wasiona] Dasceh menjadi Bedan Perwakilan Fekyat Daerah, yang
bersama-sama, dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan
pekerjam mengatwr rumsh tangga deerahnya, asal tidak bertentangan
dengan Persturen Pemerintsh Pusat den Pemerintah Daersh yang lebih
heas daripadanys,

Pasal 3 Oleh Kornite Wasional deersh dipilih bebergpa ormg, sebanyak-banyaknya

% orang sebagzi Badan Erocurief, yeng bersama-cama dengac dan dipimpin
oleh Kepala Dasrsh menjalakan Pemerintaban sshari-hari dalam daerah
itu.

Pesal 4 Ketur Kemite Nanional Dasrsh yang lama borus dizngkat sebagai Wakil

Ketua Baden yang dimaksudkan dalam pagal 2 den 3,
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Dalam pasal-pagal ini lerlihat adanya kemavan, agar pemerintahan letap berjalan

diharap sesuai dan konsisten dengan yang pamah dilgkukan peodahulunya karena

ketua Eomite Maciong] Daerah [amz menduduki wakil Feten Bzdan zehinggn

memengkinkan program pemerintzhan berjalan secara lebib terarah dan konsrsten.

Pazai 5 Bizya untuk keperluan Fomite Nasional dasrah dizsediaken oleh
Pemerintah Dasral

Pasal ¢ Undang-undang 1nt mulal ber/za pada han divmumkan dan perobahan
dalar darrsh-dasrah harus zelesar dalwm wabkty eelanmbat-lambatnya 14
har.

Undang Undang (UV) Ne. 1 Tahun 1945 yang berlojuan mmengabur
penyclenggarazn pemeriniahzn yaitu Kepala Deerah dan KEomile Nastonal Dacrsh
{(END) membuat pencampur adukan fungsi eksekutif dan fungei Jegiolatif, tidak
ada lag pembag en/distribesi weweneng, sabab dalem Penjalesan disebutkan ;

... Komite Narional Daerah ity hendakoya menjadi badmn iegizlahf dipimpin
oleh Kepala Daersh, zedangkan eebagian dan Komite Wasional Daergh
dipimpin eleh ¥epala Dacrah bendakaya medjalanken pemeriniahan schan-
hari.”™

Karena eituasi dan kendici pada sant it belurr memungkinkan bemalan
gecara lancar dan juga adanya kesalahan prinsipal i roaka UU Neo. 1 Tahun 1945
tidak bisa dijalankan dan belom mengaiur secara cukup rinci dissbablcan yang
digtwr banys mengends Komite Nasional Dacrah sehingea muncul UY Noo 22
Tehun 1948 yang disngesp schaga pengaiuan pemorintaban dasral yang pertama

Dalam UTT No. 22 Tahun 1943 lerliba! adanya keinginan uniuk mewnjudkan
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makna kebentuan pasal 18 UUD 1945, yang ferlibat dari iei wndang-undang

tersebut, yaitu

a Landaggn pelsksanuan desenirelisasi yang culpup rasional sebagai earans
mempercepat kemajuan rakyat di dasrah;

b. DHadakan tiga (3) iingkatan daeral olonom, yvailu daerah ingkat T bagi propinst,
daprsh Lingkat IT bagi kabupalen dan kota besar, bingkat 100 bagi desa / kota
kecil / nagari / marga dan sehaganys

c. Adanya pendivamisan pemerinlahan dengan memperkepalkan dess atau vang
selingkat dengannya sebagai dasrah tingkat IM;

d. Menghilangkan dualisme pemenntahan seperti yang diperkenallan Ul No. |
Tahun 1745,

e. Pembentukan dzerak-dacrsh istimewa yang mempunyai lxtar belakang histonis
sebelum tarjadinya Negere Kesatuen Republik indonesie

Dengan diberlakukanoya U Mo, 22 Tabun 1948, gesuz dengan ketentuan
paral 1 maka dibephuklah propinsi-propizsi, kabupaten (koiz bezar) dan deza
gebagai daersh ofonom, yang dalam pelakernasnnya pembentukdan daerab finglat
dexa it tidak terlabzana

Otopomi menurat U0 Wa. 22 Tabun 1948 oleh para ahl: disnggap menganut
otopamy maberill meskipun ada juga yang mencinkan bahwa diznol juga otonomi
formil sesual dengan ketentuan pasal 28 ayat (4) undang-undang tersebot, yailu :

Feratwran daersh Lldak boleh bertentangan dengan undang-undang alau
Perahuran Pemerininh ntan persturan dacrah yang lebih tinggi tingketannya

dalsm pagal 23. 2., dikatakan ;
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Hal-hal yang masuk uwusan rumah lange letsebut dalam ayat (1) ditstapkan
dafmn- widang pembenlukan beg tiap-tiap dacrah

Eonzepsi wewenang yang ada, dalam sistem Undang Undang Dasar 1945,
kmena penyershmn ctoromi kepada propinm mawpun kabupaten dilakukazn
dergan undang-undang muka peovershan vrusannya dilakukan dengan paraburan
perundang-undangan yang ada di bewshnya, yailv melalui peraturen pemerinizh
yang bertugas meiakeanakan undang-undang, hal ini terfibat juga dajam ketentuan
pacal 251, yaihi

Jika pemenntalan dasrah melalakan mengaiuwr dzn menguus rumah
tngganya, schingea merugikan dserah ilu ataw merugikan Negaa, maka
Pemeriniah dengan Persturan Pemerintah menentukan cere begaimaea daerah
ihy B dinher dan divcus menyimpang dai pasal 23,

Dari keteptusn pasel 251 make dapateh ditafeirken babwa penverahan
wusan adalah dilakukan depgan pershran pemenntah atan deogan beaotyk di
baaah peraboan pemenntash misalnya dengan Kepuhossan Presiden dan lain
pebzgainys, kerena seouai dengan benfuk huekum, den mang lingkupoya yang ada di
bawah negag

Setuai dengan ketentuan pazal 1 Undang Undang (UT7) Ne. 22 Tahun 1948,
yaitu :

a. Daerah Negara Republik Jodonesia tersusun dalam tiga tinghkatan, jalah
Propinsi, Kebupaten (Eota Besar) dan Deaa (Kot kecil, negeri, marga dan
achagmnya), yang berbuk meogatur dan mengurus rumah langganye

sendir.,
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b. Daerali-daerah yang mempunyal hek-hak asal-usul dan di zaman sebelum
Republik Indonesia mempunyal pemerintahan seadinn ysag  bersiiat
igtimewa dengan undang-undang pembentukan termalksod dafam ayal {3)
dapat ditolapkan ecbagae Dacrah Btimews yang sebngkat dengan Propinsi,
Eabuwpaten, ataw Desa, yang berhak mengahr dan mengwus romah

tangeanya pendir,
c. MNama, baas-balas, tingkatan hak dan kewajiban dasrah-dasrah tersebut

dalam ayat () dan {2) ditetapkan dalam undang-undang pembenhikan

Ketenhan U No. 22 Tahun 1248 tni kemudian disesul dengan :

a Ul No, 12 Tahun 1950 {tentang Pembentulan Daerah-dasrah Kabupaten dalain
lingkungan Propins Jawa T'imur;

h. UU Nao. 13 Tzhun 1950 tentang Pembentukan Dasrah-dacrah Kabupaten dalam
linghkungan Prapingi Javws Tengah

¢. UU No. i4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daersh Kabupaten dalam
linglungan Propinsi Joawa Barat,

d UU No. L5 Tahun 1950 tentang Pembe ntykan Darcah-dasrah Kabupaten dzlam
lingkupgan Daerah Islimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pamenniah Noo 32
Tahunr 1950

Eerwenangan kabupalen sebagm daerah otonom sesuai dengan keteotuan
pasal ¥ (1) UU Ne. 22 Tahun 1948, dimanz pembangunan perumzhan {yang
termasuk perencenzan perkolasn) ialah termaguk dalam “pekerjasn  woom®,
herpegang ateu misngescy pada ;

a. Burgelijte Womwg Regeling (B.W.R) 1934 yang mengatu penyediazn pe -
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rumahan bag: pegawa: negen sipil yang disebu! dengan Pumah Neperi, yang

terbagr dalmn 3 golongan, yaitu

1). Enmah yeng dicadangkan untuk ditemyati oleh pemegang jsbatan terfenty
sahubungan dengan mifil jabatannys yanrg mangharuskan hngeal disitu;

2). Rumah yang dianggap mempumya hubungzn dengan dinzsfjawatan atau
perusshaan negers, fehingga yeng menempati ialah pepawal dinae/imsratan
atan perusaliaan negers;

3}. Rumnah-rumsh negeri lainnya

Rumeh—rumah negeri tergebik dibagi Iagi dalam [1 kelas yang berdaserian

tingkal penghasilan dan disewakan kepada pegawal regeri yang menenpahnya

“Begsarmya sewa adaleh 9 % sampei 15 % dari paji pepawa negery yang

bercangkutan”. [Yudohusodo, Siswone., et al, 1891 : 109) dm berdasarkan

UU We. 72 Tahup 1957 tentang Panjtalen Rumsb-rumah Negeri kepada

Fegmwai Negeri, mmah negeri golengan [ dapat dijual dengan cara aewa beli

dengan jangka waltu 5 gampa; 20 tabun, dengan migsaras pertunas sekurmg-

kurangnya 5 % dori barge junl rumah Diadakan juga kegiafan peoyububan
perumaban sehat (lerbatag) dan program perballan Inmpung [Eampong
verbefering ") di beberspa daerah dalam rasgka penanpgguimgan penyakit
sampar [ “pest begtajiding ") Juga diadakan peodinian Perusabaan Pembangunan
Porumalmn Rzkyal dengan nama MV, Voltzhuisvesting, migalnyz di Swabaya
Jember.
b, Radowrordenings Ordonrark e Stedipemeenten Java, 1938;

. Eringon en Typen Ferordening, 1941,
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d Sedsvormings Ordonnantic (S¥ 0] 5 1948-168;

e Stadrvarmings Verordening (51 V] 1949,

Hal tni zezum dengan ketenduan Aboan Peralihan UTUD 1945 pasal 1, yaitu -
Sogala perztran perundang-undangzn jang ada masth tetap ber] =k selama
belum dizdakan jang bar meouwrut Undang Undang Dasar ini.

Adstiya Kenggres Perumalian Ralkeyat Sehat 1950 yang ditkuti aleh 63
Kabupaten dan Kolapraja, 4 Propinsi dan walkal Jawalan Pekerjgan Umum,
Utugan Orgameasi Pemuda, Barican Tani, penguree Parnindra, yang diadakan di
Bandung fmnggel 25-39 Agustus 1950 menjadi pegengan  kebijakan
pembanginan perumaban di dasrah, karema berhasil @ . merumiskan nerme
dan syarsd-gyaral perumahan rakyst minimomn dat dan mengajukan ool
kepada Pemenntih agar di tap propmsi divsahakan selekas mungkin
berdinmya perusahagn pembangenan perumahen rekyat dan Pemeniatah
memberilan facilitas untuk menunjang hal teraeb™ (Yudehugode, Simwono.,
et al,, 1991 : 111}

S Sural Keputusan Pregiden RI No. 65 Tahun 1952 ianpeal 25 April 1952
diresmikan  berdinmya  Jawatm Perumahan  PRakyal dalam  lingkungan
Kemenkstign Pekerjasn Umuem dem Tenaga yang tugas pokoknya pada
dazamya meliput emmpat hidang, vt -

1). Melalzukan peneiitian teknis-teknolopis;
2}, Membuat konsep pemikiran kebijaksmaan perumahen;
3}, Mengedakan penyuiuhan den bimbingen teknis kepada masysralat,

4). Mengahr penyelenggaraan pembiayasn pembanginan peromahan
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Prari konsep yang ada dibarapkan tahun 1961 lelah dopat dimulal pragramn
pembangunan peremehian.

g Surat Keputusan (SE) Merteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No. U.25728722
iangeal 22 Marel 195] vaitu dibeptuknya Badan Pembanty Perumatue Raboyad
vang beclugas membéert nasehat pada Jawastan Perummahan Rakyat dengan
anggola Wakil dari Kemenplerian Kenungan, Kemenlerian Sosial, Kemenierian
Dralam Negeni, Kementenian Kesehatan, Bank Rakyat Indonesia dan dua orang
anggala DIPR-RI Dikeluarkan konsep “Persturan Pembiayaan Pembangunan
Ferumahan Rakyat”, konsep yang digmksn belum dapat disetujul tetapi (eiah
digunakan eebagd pedoman pelakansan pembasgunan perumahan ralkyat,

Dalam kopsep yang dizgukan dicantumken dasar-dasar pembentekan
Yayasan Kas Pembangunan Y FCF. ) vang sifutnya tidak mencarl antung (ror
projit oresped) & drersh kabwpalen, yang mempanyai cirt-eirl Koperas
Rakyat juga pembentukan Bank Pembangunan yang kegiatannya antara lan
mengelvarkan pinjaman obligas yarg pembayarannya dijamin pemeriotah
Sebelum terbentuknya Bank Pembangunan ini sumber pinjaman berasal dard
anggaran dan belanja permeniniak yang disalwrkzn melalu Jawatan Perumahan
Rakyat

Dalam kensep juga dicantumkan Kepala Daersh Tingkat 0 menjadi
Ketua YKP, anggota pengurus laimmya ditunjuk Dewan Perwakilan Rakyast
Daerah (DFRDY, kepiatan VEP dimolai sejak tnhyn 1952

Calam alam kehidupan kenegaraan menuut UL Neo 22 Tahun 1948

adalah masih dipengarubi jaman Hindig Belanda vailu vang dopal menscjah -
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teraban rakyat adelah hanya negarafpemerintah.
2. Undang Undang Ne. 1 Tahme 1957 (LN. Na. & Tabur 1957} jo. Penelapan
Presiden No. § Tabun 193% (L. N. 1959 Na. 119)

Adapya perubaban dacar ketalanegarazn ataw perubakan politik pemerintah-
un, yaillu dengan diberlabukannya Undang Undang Darar Sementars (UTUERE)
makz UU Ne. 22 Tehun 1948 diganit dengan UU No. 1 Tabun 1957 yang
memungkinkan pembentukkan tiza (1) tingkat dasrzh wvang berhak mengurus
rumal tangpapyn scodini atan daceah alonosy, yait bnghat ke-l  termasuk
Katapraja Jakarta Raya, daerah tingkat ke-ll, termasuk Kolapraja, dan dasrsh
tingkat ke-IIT, meskipun dalam prakieknya hanya sampal daersh tiogkat ke-1IL

Daerah yang disebutkan tadi juga termasuk Daerah Swapraja dengan alasan
“menundt peatingnya dan perkembangan magyarahat dewata i, dapal ditelapkan
ebags Dasroh Islimews Lnghat ke T, IT ataw 1T atav Daerah Swatantra tingkaf ke
L I alau III, yang berhak mengurus mumah @ngganya sendin.”. Sesuas dengan
ketantuan pasal 2.2, pada saat ini daersh tingket ke-II, tormasuk Kotzpraja atau
Daerah Swaianira tinghst ke I {atan biasz diesbut Daerah Swentantra tingkst IT)
adalah dinamakan Kabupaten sesuan versl dan heatuk mrenuwrut Undang Undang
No, 5 Tahm 1974,

Mengenzt alonominya UU Mo, 1 Tahun 1957 ini menganut sietem otonomi
riyala alaw til, hal ini juga sesnal dengan Memori penpelasan UL No. 1 tahun 1957
Bagian Unum. Ad. 1 Apabila dilihal dar pesgaturen wewenang  kepada
pemerintah daerah, dilihat dery beatuk hukum dan ruang hingkupnya, maka sedah

sesual karena penyerahan elonominya dijakukan atau dilaksanakan dengan undang
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undang, sesita dengan keteniuan pasal 1.
Eetentuan pasal ! Undang oadang Mo, [ Tahur 1957, vait ;
Yang dimakend dengan Daegrah dalam Undang-uedang in ialah dzerah yang
berbak mengame rumah-tangeanya esendin, vamg disebut  juga  “[raersh
Swalantra dan " Dacrah [stimewa™
I'ada wakdu Tindang Undrag No. 1 Talngn 1957 diundangkan yang menjadi
dasarnyy adalah ndang Undang Dasar Sementara Republik Fodooesia {UTTDSR),
(LM, Na. 58, 19500, Undang-undang im mash berlaku pada waktn ada perobadian
umdang undang dasar yang diakibatkan ateli Drelnit Presiden tanggal 5 Juli 1959,
vang salah satu Lbubruya menenlokan kembali beriakunya UUTY 1945 Dengan
demikran hwrms ada penegasan kembalr bahwa dasamya bukan UGDSI
melankan berdasar TUT 1ME, sehingga winbuellah Penetkapan Presiden Republik
Indonesia No & Tabun 1959 tenteng Pemerintah Daersh (Disempwmakan),
Penegasan oleh I*enelapan Presiden No. & Tahun 1959 (disempurnakan), i
terlibhat dari konsiderans Mentmbang dan Mengugatnya
Parla masa bertaknnya Undang Undang No. 1 Tahun 1957 jo. Fenpres No. 6
Tahun 1959, kegiatan T avasan Kas Pembangunan (YEP), yang dibarapkan akan
ditnubad tahun 1952 sesuai desegare Keputusap Presiden So. 65 Tehun 1252 tentang
diresmmkannya Jawslan Perumahan Fakyaf dalam lingkungan Kemnenterian
Pekerjaan Umum dan Tenaga muba berpadare. Sesua dengan koiepnys, yailo
gejak Lafn 198l YED mulam membangus rutgah dengan dana vang ditabung oleh
anggotanya di samping sumber pinjaman darl anggaeen belagu pemerintuh yang

dizalurkan melalui Juseatan Perumahan Rakyal.
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“Tumlabe YEP yang pernnd didicikan kurang lebibh 2000 Tugas Yayasan i,
sobugai badan yung Uidak mencari keestungan (Cres proftt] o dalah
membangnn rmnade yvang bawrgunya Jebih rendah dari harge paseran dan
meyewa belikannya kepada para anggota penabung selama 210 tahun. Sebaga
madal kerja, YEFP meoerims ¥redit doa puluh Tima tabnn tange banga da
Pemerintah dengan jaminan dari TPRIF. (Yudohwsode, Siswenn., clal., 1991
- 1123
Selam pembangunan oleh YEP vapg didamad aleh Pemenniah lewsat atan
dizalurkan melaim Iyaatan Perumaban Rakval, YEP juga membangue dengan
dana dana atas psahanya sendir. YEF mendmbkan Pervsabaan Terbatas (FT)
dalam yaysuan, selingea dapat meojoul sumah dengan e ndapat keosdungan yang
dapud digudickan  kepada anggolznya  Adanya perkembangan dan  kesulitas
kevargan negara, Pemerintzh fidak dapat lagi menyediskan anggaran bkredit
pembangunan perumahan cakyat kepadz YHP di daerah-daerah, sehingga banyak
FTEP yang tifak dapal menepskan usaba kegiatannya . keewsli Surabays,
Flalen dan Circtior, yung masih dapal melenjutkan usahanys dengen kemamprean
gendirt”. {Yudohuzodo, Simweno,, of al., 1991 © 135)
Fada ishon 1956 koluarlah “CGane-gans Besar Rencana Pembangonann Lima
‘T'ghun 1956-19607 dan program di bidang pembangunan peremahan adalah ¢
a  Penyelidikan mengena teknk pe mboistan rumah;
L. Penyuluhan mengena tekoik pembuatan rimah;
c. Penyederhanaan prosedur adnometratep dan pemberian Feahias inengena
pembaaian mimat,
d. Trovongan metmpediesae produksi babun bangunan

Mengenal pembizysan peramahen lidek mongkin lage dibebankan  kepsds

Femerintah sehingpa dizarankar dibentuk Boperzsi Penumahan, yang  dapat
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riemperaleh bantuan dan bimbingan dan Pemerntah vang keeditnya diswlucksn

melabui  lembaga perkreditzn  (bank). Adsnya Delgt 5 Jub 1939 vang

menpakibatkan  perambakan  menyelurnh  ebvkiur  pemennlahan,  rencana
pembangunan bima lahun lerrebut rukear dimila keborbasi lannya

Fada masa THJ Ko, 1 Tahwe 1957 jo, DPenpres We. 6 Tabun 1959, ada beberapa

Letenluan mengenal pembanguoan pertmahan, yailu :

w  Toevahran Pemecstanh Mo, & Takun 1958 fenting Penverahan Tugas Urnsan
TPerumnhzn keputda Pemerstall Daerah Tinglat § {12 1952 No. 10} tetap
berlabu dan pelakeanaan selanjulinya disesumlk®n dengan Peraturan Pemerintah
Yenggants Vndzng Undang temturg Fokok-pokak Fecumshan dan Poratursn
Pemerintah il
Perwturmi wp mash berlade steskipen dasumya bukan TIUD 1945, Torena
ndapye Dekrel 5 Juli 1959, acrumi dengan ketentuan Ahwran Perglihan 'asal 11
VLD 1945, vaity -

Spgala badan negara dan peraturan yang ada madih langeung barlakuy, se -
lama belum diadakan vang bam menurwt Undang Undang, Xasar ini.

b, Undang Undang Darvrat ™o, 3 Tahun 1959 yang mengalha perghunian rumih-
rumah vang dibangun melaloi sistem Surat [in Perumahan oleh Pemerintah
DVvaerah {(Foantor Urusan Uerumatiang,

c. Keletapan {Tap) MPRS No, [MIRS/IP60 mengena perumahan dimasukkan
dalam bidang kesejabicrazn rakyal, yang dalam Lampiran 1 bab U dicantumban:
1] dicsahiakan penbangenan rureall yang schat, mkmat, tuhan lema marah

bearga dun sewanyd, seela piemenhi svarat kesosiluan;
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23, bantwan pembangunim pecumalian bendakoya disabrkan melahn jalan vang
mudah, misalnya metalun koperas pembangonan perumahan, Jowatan
Perumahan Rakyut, usafy swista masional dan lain selagainga

3} dabarn rasalah per uimalian bendakeya heabnfan pangan hanya berupa pem-
bervan kredit melamkan pemenniah membangun mumah-rumah badk onok
thsesvakan maupuon uatal dijual eokana ) kawasan indestr negara

o Pewan Perancang Nasmonal (TEFREERN AS] ineuywsan Rancangan Trasar Undang
Undang FMembangunan Mosiomad Bereocans Delapan Tabon, 1961- 8069, vang,
mencantumban penu ket tentbang Bank Perumahan dan usalia-usahanya baik
kota maupun di deza Modalpyz berasal dar Pemerinfah Puosat dan saham-
saham Perusthaan Negara, Perusabaan Swasts dan Pemerintzh  Daerah,
pinganannys diberikban kepada golopgan  masyarakat pang berpenghasilan
rercih,

= Resofusi BMIES tahem 1963 bab [V mengenal perumzkan dinsmuskan sebagal
berikmt -

"Bersamaan dengan mendorong uwsaha-usaha perluasan perabascunan dan
permeahaan peruatian, bwk yang disclenggargkan oleh pihak Pemerotah
maynup  pihak  swasls nasional  seda afas mstanf rakvat, aupaya
mengutamakan pembangunan kompleks perumaduc ootuk para dosen dan
miahasigwa, bangunan-bangunan sekolab dan perumahan beruh dan pegawar
gorty prajprit-pryncit snghatan bersenaia™

f Persturan Pemerintah Pengganti Yndang Undang (Peperpul Na. 6 Tebn 1962,

vimp  pada pokoknya  adaish usgha amtuk peonppsivabban pembangunaon
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perunahan  melalui  kebebasan membangun rumah  dan  menetapkan
penggunaannya untuk ditempali sendin, dizewadan atau dijusl.

£. Peranwran Pemerintah (FP) No. 17 Tahun 1967 adalah peratoray pelakoana dan Pe

perps Mo, 6 Tahon 1962 dengun mwksud untuk lebioh meoperlancar usaha pem -
bangunan peomaban
Hal ini terlihat dalamn kelenlvan pagal 1 {27, yaity :

Agar pembzigunan perumzhan dapat berjalan secara terahir Kepala daerah

menglminkan secara lnag rencans pembanpunan kota/desn dengan tanzh.

tanah yang discdiakan guna permbangitnan peritsiahan.

h Updang Undapg Na. 1 Tahun 1962 tentang Penetzpan Perzturan Permerinlah
Fengganti Undang-undang Wo. & Tahia §962 tenlang Pokek-pakok Perumahan
(LM 1962 Mo 40) menjadi Undang-vundang (LW 1964 Mo, 3), yang dalam paszal 3
menentukon sebagr berikut :

i1} Pamenintah memberikan bimbingan, berbagm fasilitas, bwituzn dan
perangsang lannyy, bak dalam pembargunzn mavpun pembiayzannya,
tanpas meninggalkan semahgal golong royeng yang ludup di dalam
masyarakat.

{2} Pemecriniah mengadnkan penclitin dart perepcenaan untuk perbaikan
dalzm pembangunan pervmalvan  dengan  mengutamakan  uzzha
memperendah blays, mempertingel mule bangunan dan memperccpat
proses pembangunan

{3} Pemerintak berusshy membangon perumahan seiahap dermi setahap bag

keperlusun rakyal dan negara, déngan memperhatikan perkembangan kota
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dan clucrak.
. Vodune Tindans No_ 18 Tabud 1965 (L.N. 1965 Nu. B3, T .L.N. No. 2778)

Undang-undame i jugs ddibuat kwrens wlanya  perabahan sistem
pitactinlahan vola berdisokan Debaat 5 Jule 1959 oaka sistem kelatamegaraan
Indon=21a din landasan  konsitoiion] negars dikembalikan kepads  Undang
Uadang Dasar 1945 mengpaahikan Undang Undang No. 1 Tahun 1957 e
Prociapan Presiden Moo 6 Tahun 1259 (Discanpuo nakan).

titi  dart ondang-nndang 1 adalah menstapkan pelaksanaan aeas
desentralisast dan asas dekonseatras bergalan bersama dengan menuryung asa
tlesent sl vsasi tentorel b menghlangkan dualisne pame ntaban yaity dengan
menctapkan Fepala Dacmb yang memponyin dus {25 tungse yaitu sebaga alat
Pugat dan alxd Daerah.

Eeduduken dan kekuasann Hepals Dacrsh sebnen alat pusal adalah sangat
Besar atay dwmipan kwreng Wilak bertangpung jawal kepata Dewan Powakiln
Rulval Dmersh (DPRD} dan malsh Pimpinan TWRDY dalam lugaspya yang
metnperangeing pawabkanmys kepada Kepala Dacral seperti lerlihat dalam pasal
B UL Moo 13 Talun 1965, vang menentukan .

Pimpinen Bewwan Perwakilam  Rabyal Daereli dalam menjalankan tugas
mempeianggung javabkannya kepada Y2pala Drasral

Blonstruksl pasal £ T No. 18 Tabwn 1965 s meobrersksm pengertian
bl Flepala Daeruh sebagm gl pugat sepeouhnys vang mengendalikan daerah
vang bersangkutan, hel in tevliliat dalam

A Mrlakukan penpiseasan sas padanva pemerinlaban dasrab;
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b, Sebagai aiat pusat, Kepala Dacrah mempunyai kekuaszan untuk menangeuhkan
keputusan DPRD apabita berlenbmpan dengan (s Besar Haluan Negara
(GBION) den kepentingan umum serta peraturan perundangan vang ebih tinggt
tingkatannya,;

Ini aialah logis rasiopal karena sebagal negara kesatuan, makas sebagm sualu
sistem harus konsisten secara vertikal, karena hubungen atazan danm bawahan
adalah hubnngan vertikal,

c. Kepala Dasrah Tingkat 1 diangkst cleh Fresiden sedang untul Kepala Daerah
Tingkat H olch Menteri Dalam Nepgeri (Mandagri), Kepala Daerzh ini dapal dari
orgng lwar dar calon yang digjukan oleh DPRD setempat

Ada tiga {3) tingkatan dasrsh yang berhal mengirus rumah tangganya sen-
din dan bukan menpakan perwujudan sualy wilsah administrahp, sesual dengan
ketentuen pe=ad 2 (1), vaitu ;

Wilayah Negara Republik Indenegia tecbagi habis dalam Craerah-daerah vang
berhsk mengatur dan mengurus rumsh wagganya eendirl dan termusun dalam
tiga Unpgkatan cebagai berilut @

a Propinsi dan'atau Kotarsaya sebagay daersh Uingkat [,

b. Kabwpalen dan‘afan Kolamadya sebagai daerah tingkat 1

c. Kecamatan dan‘atau Kolapraja sebagai daerah Tingkat IIL

Ketentuan pasal di atas dan juga ketentuan pasal 3 jo. Fasal 32 lentama ayat

{2} dan {3} oya mensntukan benluk dan muang Lingkup weswenangnya, yailu :

{1} Pembentukan Dzeral tcrmssuk dalam pasal 2 zyat £1), nama ibukota dan

balnemya, se1la [ugas kewenangan pangkalnva dan anggaran keuangzanya
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{2} Penyomgrer naan batas wilavah Dasrah begitu pula pemindahza ibukota,
perubghan nwwa dan batas wilayah Yeomdian yang tidak mengakibat e
porebabaran cosuatn Dacesh, diatwr decgan Pecaturan Pegoeriniah.

tagal 3% manentuban, yalu

(1 Pemeeriatah 1acerall borhiak dan berkesajiban m2opgpdwr dan menpurs
radnady tangea Lerahnya

{2} Dengun bidak meogurangi ketentwan dimakeod dalam ayal (1), dalam
Hpdane-undang pembentiukan Dracrsh sebagal panghkal ditetapkan woesan-
uruzan yang lermasuwk rumah tangganya disetal aldd pedengkapan dan
pembiayaannyd 2erta sumber-sumber pendapatan yang rertama dac TDacrah
.

{3} Pengun Peruliran Peperintali bap-tiap wekte, a2fas wsul ders Dewan
I*'erwakilan Pakwvat Dasrah vang bersangkulan dan sepanjang menpenai
dacrah tingkat H dan 1 atas uswl darn Kepala Dasrah saelingleal lebih alas,
wrusan-urusan tersebut dalamy ayat {2) dapal didombah dengan wresan-
urnsan 1.

Foetentoan yang nda ing memperielas sckall mang fingkep maspun bentuk
wewenang Lracvrah dan sesual dengan fala uratan peraturan penufdasg-undangan
yang ala dala sodem UUE 1945,

Qoo daerah yang diam oleh UL Ne, 18 Tahun 1965 adalzh otonom
vANg s¢liAs-leasnyn, sesual dengan kelentong pasal 39 (3) vaog inemeeliibaan

Denpan Parituran Pemsrietah fig-1ap sakiu, atas wsul dar dewap Pepweki!
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an Rakyat Dasrah yang bersangkutan dan sepanjang mengend Dasrah timgkal
11 dan HI atas weut dari Hepala Dacrah setimgkat lelal atas, wrusan-wrusan
tersebnt dalaen avat §2) dapat diezmbah denpgan orusan-urusan lain.
dan Penjelasan Undang Tindsng Mo, 18 Tshur 1965 Bagian ), vt ™ . vailu
imelztakkan tanpgung jwwaAb teriborial miil clan seldas-luasnya dalam tanpgan
Pemerintah Basrah. b samping menjalankan palitik  delowserirast scbags
Eonplenen yang vial™,
Acdariya Retentuan pasal 39 (3% dan Penjelasan Undang Undang No. 18 Tahun 1965
Bagian IIi di afas memberikan tandasan yvang keat bagr dacrah dadzm mengautur
dan menggairahkan pesmdraigunan Khusiesnys di badang pembangtnan perucsala,
peraturan pererdang-nndamgan yung mengaltr mengenw hal i, salah
a1 Heputusan Menteri Sosial Kepublik Indenesia Wo. 7 Tahun 1965 tenlang
Penggunuan Pertmahan Dralan Masa Pernliban
Foewenangan Menten Sosial ierlihal dalam
1}, Konmidaranr Menimbang :

a bwhwa berdasarkzn pasal 4 ayar {1) UU Noo 1 Tahun 1964
kebapaksannarn, noan Peoieninlah dalam wnsan perumahian dijalankan
oleh Mcnleri Sosial;

23, Pasal | .

Semun perumahan yang sebelum berlakonya Unpdang-ondang  Pakok

Perunwihan menggunakan 51F. onluk sementara wakin dikuasa olebh

Feepala Baersh the II, ...

b, Reputusas Presiden {Feppresh Mo, 18 Tahon [962 yang menetapkan bahwa pe
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nimahan menjadi seltor O/Papan;
¢. Sura? Depariemen Dalam Wegeri No. BH 10/5/37 tanggal 18 April 1972 perihal
Peradilan Sengkela Sewa Menvewa Perumaban
Wewenang Pemeriniah Dasrah, terliha! dalam :

}). Urusan perumahan vang disershkan kepada Pemeriviah Daersh berdasaricn
pasal 1 PP Mo. &/58 adalah wewenang pelaksanaan lugas yang melipuli
kekuasaan dan kewajiban menguar dao mengures penunjukan dan
penstapan perumeban'nangsn .

2). ..., akan tetapl adalah merupakan laogkah pertama yaog mengarsh kepada
pemberizn  otaponi  kepada Daerah delam tedang perumaban  yang
mengandung tujuas yang lcbih besa dam luas ecmual dengan etrategi
peiakeanzan otonomi riil dan luas mepurut Ketetapan MPES No. XXI1966

7). ... hendakmrye dilibat dalam Updang-undeng Wo, 14/1964 tenfang Fenztap-
mp Peraburnn Pemerintak Pengganti Undang-updang Wo. & Tabun 1942
tenfing  Pokok-pokok  Perumahan menjadi  Undahg-undang,
menggambarkan babwa fugas Fokok Pemerintaly Daersh dalam bidang
perumaban vang merupakan salah setu uosur pokok bagi kesejahteraan
Rakyal banyak, adalah menyelenggarakan pembangunan perumahan secara
teradar dan berencana semmd dengan kebutuban dzn selera masyaakat,
mementhi persyaratan kesehzlan nikmat lahan fama, murah harea dan
Sewamys sesual pula dengan norma-norma kesusilaan, dedgan mengilut

perkembangan perencanagn pembangungn kota dan daerah (paral 3, konsi-
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derana menimbang den penjelasan umum).

= | -

5) .. pads hekekatnys weweneng yang ferkandung i dulam Undwig-undang
Ne. 1/1964 dm vang telah dilaksanzkan dengan FP 1771963 teveebutloh
yvang nmerupaken wewenang yeng bersibd otonomi, yemg memben
kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat kebijaksmaan
Tengenrzs fencana pembangunan perumahsn safz ... bastuan dan
perangsang lainnya di delgm dgershnya mating-tmasing jung pengaturam
sflzpjulnya ditvaogkan ke dalam Peraluran Daerah vapg bersanglkutan
dengan pedoman dan petunjuk dan FPemenintah Pusat ..

d  Perabozs Mendagei Wo. & Tahwn 1972, khusuenya mengena batas tenak
yang boleh dilkkuazal pleh perurahaan

e, Peraturan Mendegri Mo, 5 Tahen 1973 lentang Eetentuan-ketentuan
menpena) Tatacars Pemberian Hak Tanab, yvang ikinya @ Gubernur EIVA
menerblikan Surat Eoputusan mengenni Hak Gusa Bangunan kepada
petusahaan untuk 1uws tanah tidak lebib dar 5 1a dwo jenghka wuldu bakoya
tidak lebib dari 20 tabun

f Surst Fdaren Mendagr MNa. Pemda 18/3/6 tanggal 15 Mei 1973 perihal
Fenyusunan Rencana Pembangusan ¥ota bag vap Touketa Kabupaten,
vang dalam euwrat edoran tepsebud a1 atae  keteptumn  Sedsvormings
Ordonpantie {5V 1948 dan Sedsvormimgs Yerordening (5V7) 1949
masih dipakal sebaga pegangan,

o Gurat Eeputuean (SF) Menteri Peketjaan Umur dan Terggu Lisnk No.
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11%EPT3/1973  yain  Pedoman  Penyelengesraen  Pembangunan
Perymahan dan Gedung-gedung Negars;

h Eeputusas Bersamia Menteri Pekerjeom Umum dan Tenaga Listrik dap
Menteri Kevangan fanggal 2 Juni 1973, yang immya menezhukat

1). Mode | rumah, lvas minimum 45 m2 dan memponyal dua (2) kamar tidus;

2). Rumsh mursh ditunjeng Gasilitas-faailites lingkungan:

3). Adanya batasan rewsa atau sews beli maksimum Rp. 6.000,-/per bulan

L Surnt Keputusan Eetus Badan Koordinesi Penanamam Modal {SE. BKPM) No.

28 Tabun 1974  tentang  Pepemayman Modal Bidang Pembsogunac

Parumaban, yang antara lain meneminkan, -

1). Admrya perbandingan jumlah bangunan rumsh wmewsh, rumrah mensngsh
dan ruosah sedsrbana, yatal (3 : &

2). Luag landai mmah sederbana maksinum 70 m2;

3). Mengahr tujman pembangunan poecumahan dalam rangka mewuindkan
pemuliman bagi bertagal golongan masyarakst secara berimbang (mired -
comunity);

4). Mepgharuskan perusabaan pembangunan parumahan membangun prasarana
lingkungan ymng setzlph janghn wekin tertentn harug disgrshkan kepadas
Pemerintak Daerah,

4. Undamg Umdaop No. 5 Tahan 1974 (LN, 1974 No. 38, T.L.N. No. 3037)
Undang-undang mengenni pemerinishan daerah ini adalah bertitik tolak dari
kelemahan yeng ada pada undang-undang rebelumnya yaitu Undang Undang No.

1B tahun 1965, Dilakukan perombaikuen dalam penytlengmoan deseatralizasi dm
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otonomi dseroh melalni kebijakan yeng tersebut dalam Garis-garie Betar Haluam

Negara (GBHN} yzog tertuang dalam Ketetapan Majeliz Fermusyawarstan Rakyat

(Tap. MPR) No. IV  MPR. / 1973, yang isi poknlnys antars Jain adajsh :

a Adanyabobot yang seimbeng antura asas desentralisssi dan ases dokonsentrasi

dalam pelakeanaan prmerintahan;
Meskipun dori st dilibst deri penyebutan pejabat Kepala Daecsh totap suja
asaf dekodgentrasi lebih dicwcangican daripades apas descoirmlismsi yailo
Chbernur Kepala Daerih Tingkat I stan Bupati Kepsla Daersh Tinghkat IT, di
einj dapat ditaikirkan larena penysbutan asas dekonsenirnsi lebik dahulu, yaito
Gubernur stan Bupali, sebagai peldema mras dekonseniresi, dmipada
Kepala Dazrsh Tinghkat 171 sebagai perujudan asas degentralisasi.

b. Prinsip yang disnut bukan lagl otlonomi yaog seluss-lussnyas melsinkzan otopomi
yeng nyata dan bertanggung jawab, Dengun Ketstzpan. MPR No. IV/MPR/1978
ditambalilan iats dinamis echicggs mulai @bus (%78 olooominys edaleh
olonom yang nyata dan berfanggung jewsh serin dinamis,

Otononu daeraly eesuai dengas Penjelasan Unum UTT No. § Tahua 1974
adalsh lebith menpalan kewwjiban deripads hak, yaifu kewsjiban deersh nntuk
ikt perte melancarkan jalmnys pembanguoan scbage: sarms mfuk oeocapai
kesojshteraas rakyat yang hanm diterima dm dildkzansdan dengan pench
tmggung jawab.

Wewenang dasreh otopom menrnt U0 Yo, 5 Tahun 1974 adalah bergyal
dari vdeng undang, eeroai dengan ketentusn pwsal 4 (2), yaite

Pewbentukun, pama, batas, ibubcts, hak dan wewenatg urwsan serts modal
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pengial Draersh yang dimakaud dalagr ayat (1) pazal ini, ditttapkan decgan
Updang-undang
Penyershan otonotw meouwrul Undang Undang No. 5 Tahun 1974 adalah
melalui undang undeng, eehingga penyershen urusar harucleh dildadar dengsn
perahman pemenintah, sebaga bentuk perahwsm wotyk menjalankan ketonhuan
undeng-undang alan peratwran perundang-undangan yang lain eesuai dengan
bentuk dan ruang lingkup wewenang yang ada, kal ini terlibat dalam pasal 8, yang
menenbukan :
1) Penambaban penyvrahan wusan pemerintaban kepada [raeral: ditetaplan
dengan Pershran Pemerintah
Pada pesal § (2] menentukan babwa otenarn: baruglah nyatx dan bertanggung
Jawab, vaib :
Penambahen penyershan wrisac yang dimaksod dadam ays? (i) pasal e,
dhgetim peranghat, alat perléngkapan dan sumber pembiayranya
Adanya kewajiban yang lebih mengedepan i secars logiks yuridie kurang
tepat karena sommestimyi hak adalsh sejajar dengan kewnjiban, kerena “Antara hak
dan kewnyiban sebenamya terdapat hubungan yanp terumat erat. Hak seoantiasa
mencermiakan kewnjiba, sedang kewsjiban sebaliknye mencerminkan adanys
hal, ._" {Ali, Achmad, 1996 : #4) Hak dan kewsjiban bendaserkan undang-
undzng adalsh harus eeimbang sehingga tidal ada kewsajiban vang lebib dari rak,
begitu pula sebalilonya, seolah scbuabh mats vang logam dengan gigi yeog berbeda
sambarrya tetapi mlagrys totap sama
Dasar pemikiran mengenai kewsjiban yang lebit dari hak ini teciitat pada
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Bagian 1 Alinea ke dua duri Penjelacan Unnurn U No. 5 Tahua 1974, yaitu :
“Jadi pada hakekatnva Otonomt Daerah ity lebih merupakan kewajiban
daripada hak, vaitu kewajiban Dacrsh wenluk ket melmncarkan jalennya
pembangy nan vebag rursna unluk roencapal kess|abteraan Rakyal yaag harus
diteriroes dan cdilaleanukan dengan penuh onggung jawal”*

Adanya hak dan kewsjiban ini pulalah vang menjadikan sebaga salah sat
prinsp dasar alay psas umem datam peoyelenggaraan permenintaban agar beclaky
geeara mdil den senbang, yaitu “Asae-asar umum hulwm publikt forincipes
EERCraNT @1 dril pubiique) atEu jugs bizsa disgiyakan depgan “Asas umm
pemerirdahan yang baik.” falpemene begitsalen van behoork )k bestuar).

Tujuan dani otonormi dacrzh adslah meningkatkan daya guna dan hasil gues
penyelengrarasn pemenimtahan di daerah, sehingga Godak mensmpalkun asaE
dekongentragt aebagni pelenghap asas desentralipasi Sesuai dengan ketentnan
pasal 11 syut (1) UU No, 5 Tabun 1974 titik beret otopomi adalah pada Dasrah
Tingkat I, schingpa diharapian lebih mengenti dan memeovhi aspiraei yang
berkembang dalam masymakat Dacrah Tinglat T adalzh merigpakan mate raniad
cualiy migtem pemanrtahas (yang borasass dekoncentrasi dan descrdrulizagy) yung
terezkat dengan masyaraled peodukeng negara

Dhkatakan babwa TU Wo. 5 Tabun 1974 adalah ... morupakan otonemi
ophimal, ... (Sujamto, 1793 @ 58). Hal ini dengan mepdavakan pedd  kelepiuan
menget pembentukkan dinas dzersh sesual dengan Kepufusan Menteri Dalam
Negert No, 363 Tahun 1977 tentang pedoman Pembenlukien Susemn Crganienst

dan Tata Kerja Dines Daerah, yoitu ketentunn pagal 1 (2] yang menyatakan bahwa:
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Yang dimaksnd diraksud dengan Dinss Daerab Tingket I dan Dings Daerab
Tingkat I, yagg dibentuk berdazsrian terjadinya penyershan vebagaien wruran
Pusat kepada Daerah berdasarkan Peraiuran Pemerintah
Eeteotuan pasal 1 {2) Keputoran Mendagn NWo. 361 Tehon 1977 ini sdalsh
sesual dan eejalan dengan Penjtlasan Umuym UU NWo. 5 tahua 1974, yang
menyatakan :
Dinas Draerah adalah uasur pelaksana Pemeriotsh Daerah, Urnsso-orusan yang
diselenggarakan olsh Dinas-dinss Desrub adalah vrosan yang telah menjadi
wusan rumah iangga daerah. Pembeniukkan Dinas Dwersd  untuk
melaksanakan wrusan-wrusm yang telah menjadi wewenang Pemecintah Pusit
dan belum disershksn kepeds Dasrsh dengan suaty undang-indang sim
Persturan Pamerintah menjadi urusan rumab tangeaova tidak dibsaackan
Untuk memanttphkan din memenubi titik berst otonomi dasrsh adsleh pads
dzerah tinglat [T maka dikeluarkanlsh Keputusan Menteri Dalam Negees Wo. 105
Tahun 1994 temtang Peldomnmar Provek Percomtohan (tonomi Dasrsh pada
Daersh Tingkai [ disusul dengan penyerahan sebagian wroeap pemerintaban
kepads dugpuluh soam (26} Daersh Tingkat IT Percoctoban sesoai dengan
Petaturan Pemerintah No. 8 Tabun 1995 {(LN.EL 1995 No. 18, TLNERIL No
3590).
Admya Proyek Percontoban pada Dasreh Tingkal I daiz penyerzban ixuszn
pemerintahan adafah -
“... bakaz hanya berupa penyerahar tugas den ienggung jewab eajs, tetapi jugs

mencakmp tanggung jawab personel, aparat, peralaton dan pengaegraro yaog
mendukupgova Kecvali tugas-figas vaog secara Langsong melekat pada
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hakikat pegea kesatuan dan kedaulwlan vegaa yang tetsp dikelola oieh
pemerintah pusst {pentralieasi). ... pemyeralum dimaksud adalsh peayeraban
penyelengenraan pemeniniehan desrsh buwlmn penyeraban kedauwlotan™
Widisjn, HAW,, 1998 : 27-28).

Duersh percontobhan int diperluse dengan penambahan dasrsh tinogket [0
yang berujud Kotamadya yaitu dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 178
Tohun 1996 yaita lentang Percontohan Otonomi Deerah pada Kebupaten /
Kotamadys Dasrah Tingkst JI dan diperiuas lagi dengun Foepuusan Menteri
Dalam Negeri No. 194 Tshun 1996,

Pada wekm berlalunys Undang Undang No. 5 Tahun 1974 ada beberapa
peratran pervddang-vedangan yaug berkaitan dezgan pembangunaz perumahar,
yang memacu |ajunys pembangunan peoumahan, khusasnya perumahan sederbans,
yaitn :

B Semu depgan GBHN 1973 jebijaksanaan bidmg perumaban rakyal

digrablcan ke :

1). Usaha m=menihi kebutuban perumshan yang layak di perkotean dao dipe -
degaan;

2). Arsh penyebaran yang lebih mersts kegisten psmbmgunan di daersh-
daerah;

3} Usahn meagurangi Iju perpindehan peaduduk ke kote-kotn terutama kota
begar,

Adunys gistam psmbayaran yang sfeldif dan sfivien dalam ussha merangsang

dan membantu pembangonm perumahan gerta kspemilikannys dengan melaluj

sistes Koredit Pemilikeo Rumneh (KPR} yang dilskukan melslui Back Tebung-
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an Negara {BTN};

b. Keputusan Pemerintah Na. 29 Tabua 1974 dengan didirikaanys Perusahasn
Umum Pembangoran MNasicnal (Perum PERUMNAS), vang sifel wssha dun
lapangan usshanya, sesuai ketortvan pasal 3, ielah
(1) Sifd wmha daoi perusabaan adalah menysdiakan psiayanan bagi

kemapfastan umum dan sekmligns memopuk keuntungan berdesarican
priosip pragelolsan perusahsan
(2) Makeud didirikasnys Pervmbaen adalsh unduk  menpyelenggarakan
kemanfasian umom berupa kegiatan-kegistan produktif di bidmg
peldzanaan pembangunan perumaban Takyat beserta smima da
prasarananye, dan melakukan pemupuken dana
{3) Tujuan Pervashaap mejaksanakan kebijakesnnan den peogram Femerintah
di bidang pelakyansan pemban guean paromaban raomat brosrta saraca dao
prasaananya yang mampu mewuindkae linglengmn pemukimar sesoai
demgan rencana pembangmman wilayah/kota
. Surad Keputvean Ketvg Badan Koordinagi Penagamen Modai (35, BEPM) No.
28 Tehua 1974 teatang Pedoman Pepanaman Modal Bidang Pembangunan
Perumahan, yang antara Inin menetaplan :
1). Adanva pmbandingan jumlab hangunas nuoah oeewab, mmsh menengah
dan rumah sederhens, yaitu 1:3: 6
2). Lugn lamtai rumah gederhaps makgimum 70 m2;
3) Meogahe twwan pembsoguomt perwmeban dadam rangks  mewyjudian
pemukiman bagi berbagai golongin mesyaribot s+cars berimbang (i zed
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commnilel;

4), Menghauskan peruszhaen  pembacgunan  perumaban  membangun
prasarana linglungan yang ectelal jemghy wakly firlenly hoyus digerahian
kepada Pameriplah Davrub

Wewenang Pemeriptah Dacreh di bidang pembangunan perumahan mula
terlihat nyata, meskipun schelulnya acgoay UTT Ne, 5 Tahun 1574 scharumys
Pemerintah Dasrah berperan luas dalam pembangunan (khumsnya pembangunan
pertmahan}, yaitu dengzn dikeluarkanoya
a Perghoan Mendzgn No. 5 Tahun 1974 tentang Fetentoan-ketenbuan Mengenal

Penyediaan dao Fembenan Tanah uniuk Eeperluan Perusaham

b. Peratwran Mepdagri Mo, 15 Tabua 1975 teniang Kelentuan-keteotvan
mengenal Teacars Pembebasan Tanzh

e. Perabwan Mepdagyy Na. 1 Tehun 1977 tentang latacaors Pamohenan dan
Feoyelesaian Pembertan Hak Atas Bagiao-bagan Tanah Hak Pengelolasn gerfa
Pendaftmrannyz

d Keputugan Meedagri NWo. 268 Trhun 1987  weatang  Pokok-pokok
Kebijalmanasn PepertibanPemanfagkan Tanzh vang Dicadmgkan Bagi dap
atan Dikuscsa oleh Perueaboan-perusahsan

¢. Instrukei Mendagn Wo, 2 Tabun 198% lentang Penertiban Taoah di daersh
Perkolnan yang Dhikuasai olech Padan Hukum/Perscormgan yang Tidak
Dimaofazkan/Dilelantarkan

f Pershmran Mendagn Wo, 2 Tehuo 1984 weateng Penvedinnr dan Pemberiom Hak

Tmak uwomuk  Keperluan  FPerusshaan  Pembanguran  Perumahan
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SederbanaTerumahan Mursh yang distlengeamkan dengan fasilitas Eredit

Pemilikmn Fumnah dany Bank Tabungan Negara,

g Keputusan Meoteri Pekerjaan Umum No. 20/KPTS/1936 tentang Pedoman
Teknik Pembangunan Perumahan Sederhanz Tidak Borgusun;

h. Perahman Pemerintah No, 14 Tabun 1587 teatang Penyerahan Sebagian Urnsan
Pemerintahan di Bidaog Pekerjaean Umum kepada Pemeriniah Daerah, vang
datum kopsideraps Menimbang bagian b, disebulkan :

haltwe dalam tungks pelaksstusn otepood yang novata, dinamis dan
bertanpgung jawab eesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1974, maka
Peramran Pemerintah Mo, 18 Tahen 1953 perlu digant.

Seettat dengan ketentan pagal 1 ¢, dimaksud dengan pekerjase umum adalah
Pekerjzan umum adalah sebagizn dam fongsi Pemenmntzh di bidang
Pengaran, Bing Marga, dan Cipta Earya

Dalam paval 4 ditentukan sebagian wvresan dv bidang FPekerjaan Umum

schagaimana direakeud dafam pagal 2 yang diceralikan kepada Dacrab Tinghat

IO meliputs

A L.

B.

(.. Sebrgian Ridang Cipta Karya .

1. Peoyusunman rencans umum tata ruang Dasrah Tingkat 1 beserta program
pemanfaatan ruang uenik Dasrgh Tingkat T Kabuppaten dan rencapa detail
teta Tuang untuk satuen kewasan pengembangan, kecuali Deermh Tingkat 11

Eatupalen dan saluan - saluan kawasan pengembangan yang mempunyal
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kepentingan Nasional dan/atan Daecsh Tinghat I;

2. Pepyusunan rencand nmum tsta rmang kot begerta program peoracfeatan
muang ubtuk kola, repcans dednil 1ata ruang uniek keasan kols, kecnali
kawasan yang mempunys kepentiogan Nasicoal dan‘atau Dasceh tingkat I;

j, Penywsunan rencana teknik ruang, penyiapan ruang dan peogeodaiion
pemanfaaian mang unuk sainaz pemukiman yang mempunyxi kepentingan
Nusional dan'atau Dwerah Tingkat L

Perstran Mendagri No. 1| Tahun 1987 tentang Penyecshan Prassrags

Lingkopgan, Utlitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumshan kepada

Pemenmdah Draerah

Persturan Mendsgri No. 3 Tahun 1987 tentang Penvedinan den Femberian

Hak aiss Tapah aptok Eeperluen Perusahsan Pembanguoan Penvoahan, yaog

istorya aoters lain
1). Porabshen pencsizpaz {jin lokasi dan fues tazah unhek keperluan perusahaan
nehaga) berakot
o). Luas tanah kurang dari 15 Ha ditstapkan oleh Bupati"Waliketamadyn
Kepala Daocsh Tingkat I;

b). Lusy tansh kirwg dan 200 Ha ditctapkan okh Guberowr Kepala
Dsersh Tinght I,

¢). Luas tanah lebih dari 200 Ha ditetapkan Gubernur Eepala Diaerah

Tmgknt 1 seizlsh mendapat peceetujusp Mendagri.

k. Kepuhwan Menteri Pekerjam Unum No. GLARPTS/1989 tentmg Pedoman

Disertasi

Tehnik Pembangonan Kapling Siap Bangun (K5B)
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Tsi perabarsn tersebut adalah dalam garie besernya adalah schagni beciloat :

1}. K58 merupskan lshap matang yang terencana dalam swste lighungan
perumshan demgan prasarana  Jingkungan berupa julen  setepak
borkonstuksi esdschana dengep dasrmh manfant jalon 2,80 = rerta
dilsngkapi dengan wtilitas umnm, dan fagilitas eosial beropa jarmgan listrik,
gir bersik, MCK npiuk umum, iempat bermaip dan warang,

2). Ukmras KSB ada 3 macam, vat as KSB standar 54 m2 {6x?m2), 60 m2
{6x10m7) dan 72 m3 (6x12m2} dengan persyarstan :

a). ukoran lebar cruka kapling standar yaitu 6 m;
b). lebar garis sepadan don bacgonan 2 m dap di belzkang hanw ada
pembukzan atap bangunan minimal 2 ml;
c}. panjang derstan kapling maknimam 60 o
d). jarak cepai tejavh dari 3B ke jalan linglungan malsimym 100 m
L Peratoran Mentsi Pekegaan Unum No. 40/FRT/1929 tentang Penerapan

Koordinasi Modular dalsm Pembargunen Bangmman Rumah dan Gedurg,

m Pershran Menteri Pekerjeen Upnm No. 4I/PRT/1989 tepdnng Pengesaban 25

Standar ¥Yoostrukyi Bangugae Indonesia menjadi Standar Naxiooal Indooesia

L Soret Kepala Badm Pertanahan Nasional kepada Kepala kuofor Wilsysh

Badan Pertanahan Nasional No, 500-2031 tanggal 9 Juni 1989 peribal program

Pengadean Kapling Sisp Bangun dengan Pasilitee Kredit Bank Tabungan

Negara, yang iei goaris besarnya

1} Peogademn KSB yang dilekulmn oleh Ferum Perumnoms, maka letendsan

yang beriskn bagi penyershan Knpling Tanah Matang (KTM) diberinkuken
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bagi peoyerahan KSB kepada masywrakal yang memerhikam,

2} Pengadam KSB yung dilakramakeg oleh Penugabheaz Pembanguoan
Perumahan (developer) Swasta dapat dildcomekan pada lokssi yang
khusus diperootulan bag KSB atau pada lokesi tansh ymng digmbung
dengan perumatan sedertana dengan fasilitas KPR-BTN.

0. Surat Dirjen Agrwria kepada Dirsktor Utama Perum Perompos o
$63/7583/Agr tanggat 19 Desember 1983 perihal Penyeraban Penggurasn
Bagiga Tanah Fak Pengelolsan Perom Perumass kepade Pihak Ketiga dalam
bentuk Kapling Tanah Matang (F-TM), isioya antars laiz:

Difen Agreria deput meoyehjui reocana Ferum Pervmnas untuk
menyerahkan peoggunssn KTM kepada pibak ketign cq Perumahaan
Pembangunan Pernmahan (developer) Swasta

p- Tersturan Menteri Pekegjman Umnm Mo, S4/FRT/1991 feptang Pedomen
Teknik Pembangunan Peruntatan Sangat Sedertmna, yang dalam ketentusnnya
menatapkan balnwa lvas kapling tdak boleh korang dar: 54 m2 dan tidak bolsh
lebih deri 200 m?.

q. Undang Undang MNo. 4 tabon 1992 temtang Peruomban das Peronki man
Undang-nndapg, inj membedsisn pengertian rumah dan perumshan eerin
permokinrn, dan memssuklkan aepak pelegarian lingkungan hidop, dao
praszarant dan sarxna yang trstookoi,

Pasnl 1 :

1. Rumuh adalsh baagunan yang berfungesi mebagai tempat tinggel stan

hunian dan sarsma pembinasn kelnargr;
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2. Perumahzn adalah  schkelompok rumah  yang  berfungsi  sebagm
lingkungan fetrpat tinggat stay limgkungan humian yang dileogkapi
denpgan prasarana dzo sarans Jingkungan,

3, Permukinuo adelah bagian dan lingkuogan hidep i luar kawssan
fidung, bak yapp berupa kawasan perkotaan maspun perdesian yang,
herdimga acbaga linghungan letgpal tinggal ataw lingkungan bunizo
dan tempal kegialan vang mendukung prrikevidipan dan peagindupan;

Pacel 3¢

FPenataan perumahan dan permukicmen pada asas me (e, adil dan merata,

kebrrsamamy  dan kekelus gaan,  kepereayaan pada dine seodin,

keterjangkaran dun kelsstaorran lmgkungao hidg:

r. Undang Undapg o, 24 Tahuen 1992 temlang Fenmtaan Ruang (LN 1992 No,
115 TLN No. 3501).

5. Feratuan Pemeriniab No, 80 Tahun 1799 teotang Kaowasan Siap Bangun dan
Lingkungan Siqp Bangun yang berdms sendir (IN 1299 No. 171 TLN Mo
3892}

Dan jnam ketentuan yang ada maka sejak U Mo, 1 Tehuo 1957 sampal dengan

UL Wo. 5 Tahun 1974 lerlihat babwa bukon hanva kepada separa eaja yang

dibehapdan lajunyes pembanguoan, kbususnya pembangunan perumahan tetapi

Juga dibebankan kepada Daerzh, baik tinglat I maupun tiogkat IL Dengan kata

lmin bahwa dacrah olonony baik tingkat I mawpun logkat 1T dapst juga

mensejghterekan rgkyat ataw penduduknys yang berada dalem decrah yang

bersangkutan
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5 Undany Undang Ne.2? Tabpe 1993 (LN, 1959 No &, T.L.N, No, 3839}
Unelagg-undang im memberikan beberapa pengertian baru vang berbeda
dengan peogertian yang selama i dikenal scows wmem, atilacs lwn yait
a Scbutan Provimst dasrsh Tioghat 1 Kabupaten Daerah Tiggkat IT dan
Footmnedya Dacrah Tingkat JT yang dabiulunya beydasmien asas dekonsentras:
berubgh menjadi Provinei, ¥abupaten dan Kola scbagai perwojudan adas
decenralizasi pesual dengan kelcnbuan pasal 121, yaite ;
Sebuten Proviner Daerah Tinghkat 1, Kabupaten Dasrab Tingkst I dan
Kotamadva Dacrsh Tingked II, scbagai dimaksud dalam wadang-undang
Tamor § Tahuo 1974 bepubab masing-masing wen|ads Provinst, Eabupaten
ilan Kota,

Adanya pembagian dastah eloapm yang berujud proviasi dan kabupaten
adalah Ldaklah meoyelghi leon desentralisas karena . decentrelgarion
tavolves diferen kings of firerarchy.. ¥ (South, Bruen ) 1985 © 2

b Pengerttan Satuan Polist Pzmeng Praja (dan Pamong Prapa) yang dulunya
mlatah mperal pusal yang ada di daerah berobah menjadi alat dacrsh sesuai
dengan keleptuan pasal 120, vaity

{1} Dalam raogka menytlenggarakan ketentramun dao kelerbibag =mym
seria wntok mepegakan Ferabwan Daerabh dibentuk Satuan Polisi
Pamong Praja schuga perangkat Femprigtzh Dacrab

(2) Sueuran organieasi, [ormasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas, dan
kewnpban Polis. Punong Preja ditctopkan dengan Peraturan Dmcrah,

seruai dengan keterluan yang ditetspkan aleh Pemerintah.
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¢. Pamong Praja secar loas dahulunya dikenal sebagai alat pusst yang ditempat -
¥an di dserah, eckarang (Polisi) Pacong Praje adalah alat daersh
Urndfanp-updang mengermi pemerintghan dasreh yang terbaru  adalsh
Undang Urdang (UL} Na 22 Tabun 1909, undang-undang ini memymiskan
mengenai otoncmi dacrah, sesuni dengrn kelepbhiap pagal 1 wand b, yaito :
Otonemi Deerah adalsh kewenasmin dasrah ctopom vobuk meagahor dan
meogwws  kepentingan mmsyarskal setempal  meourst prakwrsa  eenditi
berdasarkan arpirasi masyarskat sepuai dengan pershran perundang-undangan.
Eetrntuag  tereetnd  meoperlibetkan  babwa  ctonons  deerah  adalak
merupakan wewenmg deersh (Pevocpdheid). Memyungkut hak dan kewnjiban
achinges secarn administratip dascah mempunyai bak untuk mecgxivr sendiri dan
mengelola pendint (Zelfregelen en 2eifbestiren) secmn loas dan pyata apn yang
terdapat delam daershmym * .. tresgformed into & valus in s own fght_
(Smith, Brian. ., 198% : 15),
Wowspnng yang dipunyai dasrsh ciopom adalsh bordeswr pads undang
undang, hal mi terlihat dalamy lsteotiven paral 5, ymtu :

(1) Dserah dibeniuk berdasaricon pertimbangan kemampyan ekopemi, potensi
dasreh, susiai boduya, sosial polink, jumish pendoduk, luss daersh, dan
pertimbangan lain yang memungkinican terzelenggaranya Ctonomi Darrsh

{21) Tembentulmn, nama, batws, dmn thekote sebagaimann dimaksud pads ayst
(1) ditstapkan dengan undang-undang

{3) Perubehm batan yang tids: mengakibatkan penghapusan susts dacrsh,
perubphan nama deersh, serta perubahan pama dan pemindahan ibukota
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daerah ditetephzn dengan Peraluran Pemerintah,
(4) Syarat-syarat pembentukan desrsh, sebagimana dimalsud pads ayat (1),
ditetapken dengan Pershmran Pemerintah
Dalibat dan Hekvm Administras: maka ketentuan ini adalsh mempunyai
funigsi pormahf, kama * ... bertugas uopuk mepegakkan eejumish exas atmpun
orma seperli yang distor dalam persturan ... "(Sostoprawiro, Koemiatmants.,
1995 : X0
Ketentusn ini memperlihatlun ahwa pembemukan doersh otonom edalah
dilskzkar dengen undmg undatg echingga penyerahsc urowanoya barveteh
dilakukan dengan pershvan perusding-viadangan votuk meleksapakan Updang
undang. Dipakailsh Pershrsn Pemerintah karena fungsi Persturmn Pemerintah
adaish persturan pelaeans undang undang i pershean lain yang sesmat
dengan beatuk dan ruang lingknp wewenaog yang dipunyai doerah
Otonomi daerel sesuai demgan peraturan peruodang-undangan yang berlaku
alm yang senuai dengan keteatuan Memmbang dar: UL No. 22 Tahum 1999, yaitu
.y dipaodang pern mepyelenggarskan Ctonomi Dacrsh denghn memberikan
kewenangan yang luse, oyate dan bertanggung jmwab kepads daersh secers
propordionsl, ysag diwwjedkan deogan  peogstwran, pembagian, dem
pemanfxetan sunber daya nanonal, ..
Keterhran 1ni memperlilrsatkan balrwa sistem otonomi yang dimnot oleh UTU
Na, 22 Tahun 1999 gecars normatif adalsh sigtrm otonomi il aian oyeia
Ketegtuan normatif formeal terlihat postai deagan keisntuan pasal 7, yaitu ;

{1) Kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seforub bidang peme-
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riptphen, kecuali Kewenangam dalass bidang poliik luar  negeri,
pertabunan kexmanan, persdilm, monetoc dam fidkal, agems, soreta
kewenangan bidang lain

Eewenmgan vang diponyai daersh ksbupsien disebutian dulam pasal 11,
varhy ;

{1} Kewensngan Dueruh Esbupaten dan Dasrgh Kol mencelop semus
kewenangan pemerimiaban solam kewenssgan ying dikecuslikan dalam
Fasal 7 dan yang dishr dalam Paral 9.

() Bidmg pemerintahan yag wajit: ditaksmrakan oleh Daersh Esbupaten dzn
Daersh Eata meliputi pelosrjasn umom, kegshstan, pendidikan dan
kebudaypan, pertmnisn, perbubongin, ibdusti dim  perdagmgan,
pecananam modal, lingkungan bidup, pectwshan, koperwsi dan tooaga
kerja

Fungni mormalifl delem ketenitnen ini, memperlibatkan seborspa jmoh
kevesnangun yung dipanysi oleh deersh kebopaten/daersh kota .

Otopomi riil stan oyals barpslsh berdaser kepads faktor fakiual sctisp
duccsh Pads sxat dbondangionn secaa formal eetisp deersh dimggap mampu
‘otonor ', nntuk tinglet Provinsi ¢wo Ksbopalen serts Daersh Eote, sehingga
terdapat muaty kimsula auiuk penghapusan/atsu dipsbung dan pemekarsn
tergntuny dart kenampirin otenominyd, sepecti dissbutkar dala pasal § UT No.
22 Tebup 1999, yaitn ;

{1} Caoceh yang tidak mampi menyelongpaakan olonomi doecsh dapat dibape
Jateu digabung dengan daersh lain
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{2) Dasreh dapat dimekackan menjadi lebih deri ety dacrab

(3) Kriferia tomtang penghapuean, penggabungan den pemekaran daeral,
sebagaimana dimaksud pada (1) dan eyet {2), ditcteplan deagan Perahasen
Pemenntah.

{4} Peoghapuesm, pengrabungan, dan pemekaran dasrah sebagaimasa dimakeud
pada (1) den gyt (2} ditetaplan dengan undeng-undang,

Ketaptuan dalam pasal § ayat (1) dan (2} memper|ihatian adanya funggi
instrumental, karena mengindikseikan diterimanya acas agas  efisiensi dan
efelctivitas, seperti yang dilatakan oleb Philipus M. Hadjon (Hadjou, Philipus ML,
1995 : 9), yang ditkuti dengan asas fungei normahf yaitu pada ayat (3) dan (§).

Dalam pazal 78 {1} U0 Mo, 22 Tahun £999 juga disher mengensi kecangm
daerah, yang dalam Hukom Adminigtresi mempunyai fungsi normalif, yeitn -
Peryelenggarann tugas Pemerictah Daerak dan DPR dibiayai dari dan atns
bebar Aopgarap Pendapatap dan Delanja dasrsh
Sedengkar meogeuzai sumber peadapatan daeralr distwr dalmn pamal 79,
dirana dikalakan
Sumnber pendapatsn Dascah twrdir sfas -
o pendapaben sl Doerah, yaitu ;

5} hasil pajak Daersh

2} hasi] retnbus Daerah

3} kesil perugshean milik Deerah, bagil pengeloleman kekaysan Daerch

ynag dipisahkon, dan

4} lnin-lain peodapatan asli Daerah yang sah;

Disertasi Wewenang kabupaten dalam pembangunan perumahan Johannes Suhardjana



ADLN - Perpustakaan Unair

174

. dana perimbangan;
¢. piyaman Dacrah,
d  lIgin-{2in pendzpaien Daersh yang azh
Adanya sumber pendapatan daetsh ini adalah rangat penting, scbab tidakiah
mungkin menjalankan pemenmzhan tanpa adanya eumber pendapalan apadagi
dengan statuenya sebagai daerah otonom, dengan pengertian bakwa  otonom
dacrah yang dimalsud oleh UU No. 22 Tuhun 1999 adulah, sesuai depgan
ketennan umum pa=al 1 b, yaity
Otonomu Dracreh wdafuh kewrepangsn daerah olopom ualuk mengabur dan
mengus kepentingan masyzrakat selempat meounst prakarss seodin berdasar-
kan mspirasi masyerakat scpuRl dengan perafwran perundang-undangan
Semuay dengan ketentnan pasal 73 (1) mzka setiap Daersh hams biza
membieval peryslenggarasn pemeniniphannya melelw keleptuen patal 79 yang
apabilz bdak dapat makz biga dikenal ketzotuan pasal 6 (1), yaitu dasrah yang
tidak mampu menyslenggarakan ctopomi dasrzh dapat dibspus dam [/ ataw
digabung dengan daerah lpin, sedanpkan = docentrafizanon of povernment,
whether in federafions or unitary states, .. Hthe most intradable problems in the
Jreld of public fimance. . iz the political pressure on ceniral povernments to
equalize living condition from area to gree. ™ (South, Boan, C. 198599 - 112)
Peningkatan kesejahteraan di daerab, termasuk juga mengenal pepingkatan
pembangunan perumahan eebagai apatu bentuk peninglatan kepejahteram rakyst
wcrupaken tujuan, meripakan fungst jaminsn U Ne. 22 Tahup 1958 socme

tepue dismanalkan kepada kewmiiban Kepala Daerah, seperti tertulic dalem pasal
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43 bone' d, yaitu :

meningkatican taraf kesejahierann rairyat;

Datem (M7 Na. 22 Tabun 1999 eda beberepa pasal ymng langsung
mempunyai hobungan dengen psumaban stan pemukiman atapon kmwasan
perumzhan, yaitv pasal 11 {2} vaie mengepal pekerizan ymoom, bina marga dan
cipla kirye adalsh trrmasuk pekerjass wnue, taosh dan linglungan hidupnoya dan
pagal 110 sertz pasal 119, yang ivioya adalsh :

Fagal 11 (2):

Bidang pemerintahan ymg wajib dilalgugakan oleh Dacrsh Ksbupsten dan

Daerah ¥ota meliputi  pekerjass umum, keysebatan, pendidilkan  dan

kebudayasn, pertanian, perbobungan, indusin dm perdagangan, peoanaman

modal, lingkungan hidop, pertanahan, koperesi, dan tenaga kerjn
Pagal 110 :

Permerintah Ksbupaten dan / st pibak ketiga ymg merencanskan

pembangunan bagim wilayah Dees mecjadi wilaysh permukiman, industr,

dan jasa wajib mengikut scriaksn Pemerintah Desa dan Badan Perwakilen

Desa dalam peroncasaan, peleicanam, dan pengswasanmys

Panal 119 :

(1) Kewenangin Daecsh Kabopaten dan Daersh Kota. sebagaimma dimatend
dalam Pasal 11, berlam juga kawasmn gorita yang terleisk di dalwm
Dasrah Olonom, yang melipoti badan otorita, kswsson pelabulun,
kawasen bandsr udara, kawasen pesumahan, Jawasm industri, Jopsrwsm
perkeboman, kewassn pertambangan, kywaean kelutanae, kawasan pari -
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wigata kawacan jalan bebas hambalan, dan kawesin fan yang sejenis,
{2} Pengaburan lebah tanjut, eebagaimsna dimakeod padz ayat (1), ditetzpkan
dengan Perahoren Pemerinlabh
¥owonmgan pomermniph kabupater esbagal daeruh otogom dilakulan oleh
Kepala Dacrah dan perangkat daerah, sebaga beadan ekeekutif, pepetti ketentuan
pasal 1d, yit
(11D daergh dibemtuk DPRD eelogar Badan Legislatif Daerzh dan
Pemerintah Dasrah pebagai Badan Ekselatif Diaerah
{2) Pemenimzh Dacish terdin atas Eepala Dasrsh bereria perangkst Daerah
lainnya

Perangkst Dacrah ez dengan hetenbian pasal 50 terdin atae Selretaiat
Daerah, Dinaz Daerah dan lembaga leknie Daersh laingys, sesusi dengan
kebutuhan Dasrch Dinass Daerah adaleh wneur pelakesna Pemerintah Daersh
pegual dengan kelcoluan pasal 62 (1) Swusenan peraogkst dzetah, nama dan
tugasmys fob descapiion) terbhat dalam Suswpan Orgapigasi dan Tatplaksana
Dasrah masing-masing kabupalen deogan berpedoman pada Kelsnfuan Susunan
Organisarl dan Tatalakzana yang dikelvarkan eleh pemenntsh Pusat.

Wewenang Kabupaicn dalmp UU Nao 22 Tahun 1999 mengenai
pembangunan bidang perumahan, pesura dengan ketentuzan pasal 7 jo. Pasal 11 (2}
khisuzoya bideng pekerjaan umem dan juga dalam rangka ketentuan pasal 43
bt g, yailu “meningkatkan taraf keecjahternan rakyal”,

Peratoren porundeng-undengan vang berkaitan dengan pembangunen pe-

rumahan semuanya tetap beriaku espanjang sesumi dengan kelentuan pasal 133 11
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No. 22 Tahun 1999, yaitu :
Ketentuan peraturan perundang-undangen yang berientangan danfatau tidak
seendi dengan undag-undang ini, diadakan penyesunian

U No. 22 Tabun 1999 adalah undaog- undang ctoopomi yang membariken
kekasazn mengahx yang beea kepada Dasrsh KabupatenDaerah Kota, sehingga
pembangunan secars umum terletak alm menjadi wrusan dan tmggupg jawab

Dasrah Kabupatan/Deerah Kota sejaubs Gdsk ditentuimn Jain, misal wusan lintas

kabupalen'kots menjadi taggung jawab dan wrusan provingl dan pemenriah Pusat

meotah-olah tidak mengurusi lagi mengenai otonomi spategi deogan bamyaknys
terjadi privetisas Badan Uraha Milik Negara (BUMN),
c. Tata reang wilayah
Pembanguan perumahan adalah pembangupmn yang mempunyai dimensi
liny, kersna mepyanglos kebutuhen primer masymrakat di samping eandang dan
patgan, bal im berkaitan dengan esenzi pambanguean it pendiri {1jokronmidjejo,

Bintoro., 1977 : 42, Aji, Firman B dan Sirail, Martin 5., 1984:5, Budiman, Arief,

2000 : 1) Apulagi dilmitian déngun memajuken kesejabberaan uwtunvralorsd,

pembanguanan yang berkelmnjutan dan teranijudnys masyorshad Indomesin yang

berkeadilan, maju dan ecjahtera, berkssadaran hulwzn daz fingkumgen, pemeratann
pertumbuban, transpran, meningksetken kualitas penduduk dan luin eebagainys

Salsh satu bal yang menyengkut pembangunan perumahan adalsh
mengenai tale ruang wilzysh khususnya veng menymngkut kebijaksanaan
pertezahan adalsh maselah yang terknit lnngrung denganb rakoynt mbor mssyarabod
maupun pembangunan perumaban M eendiri.
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Pemvmfpatan ruang dalam pembangunan perkataan dan perumahan sudah
lzma dilakukan yaitu dengen adanya Stadovormings Ordonmantic {5V 0) 5, 148-168
dengan pencatuan dari Dewn flaminte, khusuanya pasal 3 570

Terkait dengan rakyst zfau masymakat gebab tanegh merupakan kebutuhun
daezr manusid, 3palagi Indonesia adalah pegara agrarie, sehingga diperiukan
kecermatan dan kehabi-hatian yang cubkup pger tidak merugikao mesa depan
Bevkuitan dengzy pembanpunan yang berkelanuwan kabupaten terlibal secara
jangsung mengenai pengatwan lats ruang kbususnya vang akan dyjadikm (eopat
prmbangongo porumahan, sess dengan ketentpan pasal 10 (2) ¢, U} Ne. 22 tahup
1059

Taia ruang wilayah yang dimaksudkan di sini adalzh yaog mengenai daratan,

gebab pengeriian ruang wilayah mdalah sangat luas seperti ditentukan oleh Undang
Uodang No. 24 Tahun 1992 tentang Penstaan Rueng (LN 1992 No. 115, TLH.
No. 3501), yartu pasal 1 menentojen :

1. Fnapg adalah wadab yang meliputi riang darstan, rusng lautan, dag reang
udara ecbagn: satu kesatuan wilzyah, iempal manusia dzn mahkivk lainnya
hidup dan melskulan kexiatan aerta pemelihara kolagenngan hidupnya

2. Tatn ruang adslah wujud strukiorel den pola pemanfaatan cuang, bak
direncanakan mavpun tdak

3. Pepalaan ruang adalzh proses percocanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,
dan pengendalian pemanfaaton mang.

4. Reocanz talz rugng adalak bestl perencanaan tate ruang
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5. Wilayab adalah rusag yang mengpakan kesstuan geoprafis beserin segensp
unsw ferkmit padenya veng batae dan sistemnya ditectulas berdasarkan
arpek administreti £ dan stau sepek fongsional.

G ...

Dalam pasal 7 (2) ditsntukan peastaas ruang berdassrken aspek admi pistratif vaitu <
Penstaan nigng berdassskan aspel administaratif meliputi ruang wilaysh Nasio-
paf, wilayah propimsi Daerah Tingkat L dan wilaysh Kabupaten /Kotamadya
Daersh Tingkat 1L

Keteotuan di sfas menunjukiean balmve  kmbupdenkolamadya mempunyal

¥awenangran jika dilihat dari aepek administrabif pemermtaban.

Penatean rzang dilskukan secwn tepads dan tidek dipissh-pisshkac, seszai
dengan ketestusn pazal & (1), yaitu -

Pentaon rusng wilaysh Mesional, wilsysh Prepinsi Dasrsh Tingkst I, dan

wilkeysh FabupateoE otamudya Daersh Tingkat IT dilskukan eecara terpadu dan

tidsk dipizah-piashlcn
Sigtem penatasm ruang wiliysh dimulai dari tingket Nasiogal, Propimsi Dasrab

Tingkst I, baru kemndian tingkat Kabopaten¥olamwdya Daersh Tinghat II,

schingga kebijaloarsanrys adalah bevsistem atas ke bawah stau fop —down, apalag:

gesuai dengan penjelasan ztws PP No. 47 Tahun 1997 tentang Reocana tala ruang

Macional bagizg nmum dikatakan * Rencana Tata Ruaag wilmysh Mazional ssbagai

pedocian unfuk pengarshan iovestisi pembanguean sazional dan cebagmi dasar

persncanzan pembangucan ..."" dan jugs ketsnfuan pasal 21 (1), 22 {1) UU No. 24

Tehun 1992 teptang Pepstasn Ruapg den kerens pepaiesn ruang dan iatn rusng
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menyargkat daratandtansh, lamter dzn udare ceswar dengan keteotesn pasal 9 (1),
yaituy ;
Praalazn ruang  wilayah  Propinsi Deerah Tingkat | dan wilaysh
KabupatenEotamadya Dasrab Tingkat [I di samging ruang derstan juga
mencakup ruzng lmlan dan rueng udara sampad batas lerleptn yanpg dister
dengan peraturan perundang-undangan
schingga kebijsksanazn pembangunan perpmahan wyang dalam galah Eatu
aspekoya menyanght tanah harng jupa tidak bereptangan dengan persncanaan
tata ruang dan ponataznnya, baik uwotuk kewasan perdesnan, perkotsan dan
kawasan tertentu, gepertl ditentulan dalam pesal 10, yaily ;
{1} Penstaan ruang kawasan perdesasn, penaiean ruang kewassn pericotaarn,
dan penatann ruang kawaean tertepu gebagaimana dimakeud dalun Paeal
7 wyet {3} diselenggarakan sebagal bagien dard penetaan ruang wilayah
Masicnal, atmy wilayah Propingi Daeral Tingkst I astaw  wilayzh
Eabpaten/¥ otarnaclya Dacrah Tinghkat 11
(2} Penalean ruang hkewasm perdesaen  dan  kawassn  perkotasn
dizeleng garaoan untul
a wencapal lbte ruang kewasm perdssaman dan kawasan perkotean yang
opimal, serasl, eelaas, dan  seimbeng dalam pengembengzn
kehicdhpan manusia,
b, meningkatkan fuogsi kewesan perdessan dan fngs  kewasan
perkolpan  sormsi, scloms, den geumbeng dalam  peagembangan

kebidupan manusig;
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¢. mengahw prmanfaatan reang guna oeaingiaiian emakmuran raloyat
dsn mencegah serte menacggulmgi dampak nwogatif  terhadap
lingkungan alam, lingkungan basian, dan lisgkungan sosisl

Dmlan penatasn ruang harus diperhatiken, sesual dengen ketepivan pasal 11 &,
vaing mepertukan :

Penatann ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 9, dan Pagal 10 & -

lakukan dengan memperbatikan -

% lingkungao alam, linglungan buaten, linglungan sogial, den inkeruksi antar
lingkungan.

b.

Berknitan dengan adacya ioteraboi tlingkuogan, maka ditentukan dabsn pagal 16
(1} 2, yaitu :

(1} Dalam pemanfastan ruang dikembangken :

a pola pengelolam teia guna tanah, txia guna mir, tatn guna wdars, dao tala
gura sumber daya alami lainnya sesuai demgan asss pemmtaan ruang
sebggaimany dimekeud dalgm Pasal 7.

b,

Penatnan ruang ssngat peoting, khumsmm dalam pembangunan perumahan,
terlehih Fencana Tata Ruang wilayah Eabupaten/ otamadys Daersh Tingkst 11,
geeuai dengan ketentunn pasal 22 (4) ditertulan :

Rencana Tate Ruang wilayah KabupaienE olamadya Draersh Tiogkst T menjadi

dasar wntok penerbitan perianen kokasi poobengunan

Disertasi Wewenang kabupaten dalam pembangunan perumahan Johannes Suhardjana



ADLN - Perpustakaan Unair

ketentuan imi adalah mempunyss fungs normatil Hokum Administras: bagi peme -
pemerintali sebab “ . fungsi normatd Hukum Admimstasi.. . dipilabh memadi 2
{dua) begian yaitu: fungsi cormalif Hukem Administrasi bag pemeriontah dan
furggn pormatd Hokem Administrasi bagl rakyat”, {Soctoprawire, Kosmiatmante.,
1995 : 30
Sehubungan dengan keleniuan pasal 24 43 ini ecbelum diterbitdean ijin lokeai harus
ada lerlebih dabulu Perselujuan Prineip seperti ditvmivkun dalam pasal 9 (1)
Erputusan Menptert Megara Perumahan Bakyat geladn Keloa Badan Eebijjaksanaan
dan Pengendalian Pembangupan Perumahan dag Pemukican Masional (Meneg
Perumzhan Bakyat selaku Ketun BEPEN) Mo, MAFTABKPAN yang diterbitkan
oleh BupaliWalikotamadye Kepsla Dasmsh Tingkat [T wnluk melnyel-nggarakan
pembangunan, khususnyva pembangunan peremaban, yang ketemuannya adafah -
Dalow eural  perselyan  priosp sten oz unhuk mesyelenggeraln
pembangunan perumahanfpermuliman yang  diletbitkan  oleh Bupah f
Wallkctamadya Kepala Daerah Tingkst @I atae Guberpwr KDEL Jaksta
dicantumbkan ketenitan bainva peobengunan peritmahan den permukiman wajib
menetapkan ketenhian pembanguoan perumahan dan permulaman dengan
lingkungan himun yang berinbaug eebagmimany disher dalam surat keputusan
imi.
¢ngan demikian Persetujuan Prineip adalah persetujuan umuk melalmanakan
pembangunan perumahan karena telah cesual dengan rencanm tate resng dan

prman faetan tabe Mumng reauad ketentuan pasad 22 (43 U7 No. 24 Tahun 1992,
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Fenatzan ruzng kabupaten dilakekan oleh Frpati/Walikolnmadya Dasoab
Tinghkat I, seeuai ketemoan pasal 23 (1) U1 No. 24 Tahue 1992, yaitu -
Bupat/Walikotamadys Kepala Deerah Tingkat If menyelenggankan penatasmn
ruang wilzyah Kabupaten/Kotamadys Dacrah Tingkat IL
Eebijaksmaan pertanaban di Indenesa, yag diater oleh [ndang Undang
{UU) Mo.5 Tahun 1360, Undeng-undiang Pokok Agraria [ITUPAY yang disshkan
pada tanggal 24 September 1960 (LN 1960 No_ 104, TLN 2047) dzn undang-uvndang
ini adaleh menpakan penjubarar logeung dan ketentuan paeal 33 kbuosusnya
aval (37 VT 1945 yautu ;
Homi dan air dan kekayaan alam yang borkandeng di delamnya dikuwasm aleh
negars dan diperguorkan unink sebesar-besar kemakmuran rakya.
Earenanya pasal 33 (3) mu adalab™.. yang merupakan dassr untuk menciptakan
rRistern perckonpmian yang berodcntasi kepeda kemakmuran dun kessjahlernsn
raloyar, . karena pembangunan termasuk di dalamoya pembangunan perumahan, .
di Indonesia pembanguean adzlab pembangwzan varg berdimensi kerskyatan”™
{Sighrir, 1988, 121-325) dan mempunyai fungri jaminan bag rakyat
Adenya kibyakgangan pertenahan di Indonesia yang terfuang dalam UTUPA
gehinggs diperlukan edanya (e mbaga‘ingtinug yang meagoue menpena pertansban
waka diberuklalh Badan Pertanghan Nusional (BFN) deogan Keputusan Presiden
(Foeppres) Wo, 26 Tahuo 1988 Perimbangan yang mendasan insttusi ine, tectihat
dalem konsideranenya, yaitu
1. izhwa dalam pslake=naze pembangunan nasional edanya kebutuhen, penguasasn,

dan penggunzan lanuh pada ymumoya, lermasuk kepenlingen pembangnaan di -
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rapakan malnn meninglot;

2. .Balrwa dengsn meninghkatoys kebutuban, peoguassan, dan pengguanan (ansh,
terutama untuk kepeotingan pembangunan, meningkat puls permasalshan yang
timbul di bidang pertanalan;

3.. Balnwa sehubungan dengam leal-hal tersebut, esrta untuk depat menyelesaikan
permesalahan di bidang pertanehen secara tuntas, dipeodang perfn mepinjau
kembali keduduian, tages, dan fungsi Direktoral Jenderal Agrania Departemen
Dl Negers, dan owniogkatkannys menjadi mmin lembaga yang menangani
bidang pertanahar: gecars nasional.

Sebagai lewbage con depmtemental yang berkedudokan di bewsh dan Jaogsnng

bertmnggung jawsb kepada Presiden den dibentuk notuk meoangani scav bidang

permasalahon, dalam haf ind maralzh anah, maka ja heres dapat :

1. Meagembangken dan meagelols eertn membine adminigragi pertagahan berdasar-
kan UOPA dan peridman pérundang-nndan e yang laib;

2. Dapat mepgatacai zepala permusalsban yaocg Gmbel veng bskaitae dengan
permasaichan pertanshor,

3. Bisz bekepasama dalam melskeansken tugunys dengsn departemen dan
lembagn pemerintah lasionye yang memtpuiyai hubongan deagan bidang
pecianahan, micaloys pengairmn, kebutanan, jalm, perindustrien, trememigresi
daz bidang yasg lain yang membudukkan tapsh gebaga salzh hal yaog pentiog
dalam melakeanakon fugammys

Delam GBHN 1999-2001 hidek ade secmn khusus disebut kel-1jakon yang me-

Disertasi Wewenang kabupaten dalam pembangunan perumahan Johannes Suhardjana



ADLN - Perpustakaan Unair

1B4

nyanghkyl pertanahan tetaps hanyak yang berhubungan dengan perlanahan micainys
meogenal sumber daya alam, lisgkungan bidup, pembaogunan yeang beronentast ke
kesejahteraan rekyat, berkuslitas dan beromertabat, penstaan ruang yang salzh saln
geginya gdalah pembangunan pesrumahan

Tata mang wilayzh yang memba@m wilayah dalam scitor-zeldor penggunszan
tenhu berkaitan erat dengan tats guna tonah karena tanab adalab tempal tumbuk dan
berkembangnya perumahan, schingea taln gunz tanah Fanduse planntap) adalah
zalah satu pertimbangan pembanguoan perumahan Tals guoa taneh sebagd bagian
dari konsep tata ruang wilzyah dan tala guna lingkungan, pehingga dalem tats muang
wilmyah, khususoye dalam pembangunan perumahan, hanss ada kangep pengelolamn
tata guna tanzh, tala gona etr, tata guna udara (open space), sigtem tansportasi dzn
komutnkas) dan ]ain gebagainya eecuat dengan kongep tata ruang dan taia guna
lingkungan yang diioginkan

Tata ruang wilayah adalsh penentuan mang dan lokasi dalam suatu kegiatan,
dalam hal i pembanguran perumsahen, meskapun taka reang hidak banya mengahr
tanah tetapi lebib tups dapi tete guna taneh yang khumng mengensi pengabhiran
pertanahan #a3j2 Antara ketiganys, yaitu teta ruang wilayah dan (et guna tanah serta
tata puns lingkuagan sanpgat srat hubungannya gebab pesuai d2ngan keteptuan passl
5 (1) Undang Undang No, 4 Tabun 1982 fenfang Ketonhen-ketentvan Pokok
Pengelolas Lingkungae Hidup, diketakan

Setiap orang mempunyas hak alag lingkungan hudop yeng baik dan sehat
Keterfuan pasal § ayal (1) UU No. 4 Tahun 1982 adalsh merupekan ketoptuan

norraatif vang eckaligus juga ketentvan adaoye jamican etsu fungsi jaminan Hukum
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Administrasi bagi rakyat dalam hal lingkungan hidep yang baik dan sehat, meskipun

terdapat beberapa perbedasn yaitu antara lain ;.

. Dalan Eeletgpan (Tep.) MPR No. [IY'MPR/I98S tenlang GBHN menyebutlan
bahwa uetuk memenuhi keperluan pembangunan vang beraneka ragam perly
dikembangkan puls s ruang yang menserasikan afa guna (anah, @b gura air
rdan aumber daya lainnya dalam sata kesatuan teis lingkungap yang dinamie. Jika
ketentyan ini dibubungkan dengan suatu kawasan pembangunzn, maka wosuor-
unswr di atss depal saling menunjang eehingga diperaleh keserasign meupun
kegeimbangan akan svmber daya slam tedi. Dibarspkan dalam  kawasan
nembanguoan  pervmaban eemiua ungur akap saling mtounjang, sebab
“Fepadatan peoduduk iket mepentukzn pola penggunaan eir, kematmpiap dan
tingkat kualitas ast wang ada khusuenys di kota' (Silalzhi, Dand, 1996 @ 2,
sehingga diharaphan agar bisa zaling menunjang secarn positl dao szliog
me langlapi

2. Berdasarlam ketentuan pasal 4 (1) UUPA, yaitu -

Atpn dagar menguasai dari Negara gebagai jeng dimakeud daiam pagal 2
ditentukan adanya mabjam-matjam hak atas permulcaan bumi, jang dieebut
tamsh, jang dapst diberikan kepada dan dipunjsi oleh crang-orang, baik
sandird magpun bersana-sana dengan orxag (ain certa badan-badan hulum.
Dan keteotuan 41 alas jelaslah balwa yang dimaksod tanah edalah permukaan
bumi, sedengkan pengertian mang, bats ruang mesurd ketentuan pasal 1 angka 1
dan 2 Undang Undang Wo. 24 Tabun 1%92 tentang Penataan Ruang {UUPR)

saitn
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Pasal 1 angka 1.
Ruang adulazh wadah ymng meliputi rvacg dwaten, roacg lastan dac rueng
udars pebagni satu Kesatuan wilgyah, tempat mamwia den mahkduk Jeinnys
hidup dan melakukan kegistan serta memelitara kelagsungsn bidepnyn.

Pagal 1 angka
Taia roang adalah wujnd stuktusl dan pols pemanfasten ruang, baik
direncanekan manpun tidak

Sehingga peogertian niang dan teta ruang lebih luas daripads sekedar permulase

bumi seperti yang dicraloudkan dalam UUPA

3. Berdaswrken perjelasan pasal 16 {1) UTPR, yaitu :

Pengeriian pola pengelolaan tata pona tansh, poly pengelolaan taia guna wr,
pela pengololsm tata guna udara, den pola pengelolsan tata guna somber
daya alam luinnya sdalsh sama dengamn penata guapen tenah, penata goosd
air, pensty gunaan wdara, dan pensin gunean suntber daya alam Sainnya
Yang diroaiorad dengan penata gonsan tanak, penats gunaan sir, peosts guns-
mh wdars, dan pensin gunzan sumber days slam lammys antera jsin sdalsh
penguasaam, pengguosan, dan pemanfiuta anah, wir, uders dm rember daya
alam ininnyn yang berwaiud kopsoidasi prmanfimtan tansh, air, wisrs, dan
sumber daya 3lmm lamoya melalui pengaturmn kelembagmn yang teckai
dengan pemanfaatan tanah, air, ndera, dan sumber daya slam Juinnya sebagai
exty keephuan rist=m untuk kepentingan mesyerskat secara adil.

Dalan lml popun pengectisnnys lebik luse yardic mengenai penguasem,

pengeungan don pemanfeatan tansh, gir, ndaa dan pumber daya slem lainoya
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melalui pengztwan kelembagaan yang teckait di dalamnya dalam suatu keaatyan
siglern, gebab “Perencana fisik tentunya sangat menyadar masalah-roasalzh yang
berasal dari powsakan progresif, degradoci dan habienya linghungan alam ds
gelurub duma® (Kezlowsla, Jerzy., 1997 ; 163).
Fengertian ta2a guna fanah berdasarkan ketentuan pasal 2 dan pasal )14
UL A, yaitu -
Pazal 2 THIPA
{1} Atas daser krlentuan dalwm pagal 33 ajat {3) Undung-uadeng Dasar dan
hal-bal jang dimaksud dalam pasal 1, bumi, ar dan ruang angkasa,
termrsuk kekajaan alam jang terkandung di dalamnjs itu pada tingkalan
lertingg dikuscai aleh Negara, sebagat organizasi kekuazasn geluruh
rakjut.
{2} Hak menguasel dart Negars termekend dalzm ajat (1) pesal i memben
wewenang untul
a meogelur dan monyelenggarakan peruntuken, peogguraan, persadiaan
dan pemeliharaan bumi, air dan mang anpkasa tereebnt,
b, mepentulan dan mengalir hubungso-hubuogm bukum antera orang-
ormng dengra bumi, &ir dan ruang angkase,
c. mepanlykan dan mepgatwr bbungan-hubyngan bukvm aotera orang-
orzng dan perbuatan-perbustan bukem jang mengenal bumi, air dm
ruang anpkasa
(3} Wewrenang jmig bersumber pada hak mecocguesai dan Negam tersobul

padz ajal (2} pasal ini digunekan untuk mentipai  sebegar-beear
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kemakmuran rakjat, dalam arti kebabagiaan, kesedjghleraan  dan
kemerdelman dilam masyerakal dan Negara Hukom Indonesia yeag ber-
danlgt, adil dan makmor;

{4) Hak menguasai dzn Negara tereebut distes pelaksansanaia dapat
dikuasakan kepada daerah-daerah Swatanira dan masjarakat-masiaakat
hubum  adat, sekedar diperlidean dan  Hdak  bertentapgan dengan
kepemtingan nasional, memoul  keleptuan- kelentuan Perabuan
Pemerinluh

Paszal 14 ;

(1) Dengan mengingst ketentuan-ketentuap dalan pasel 2 ayat (2) dan (3),
pasal 9 mat (3) ecrta pasal 10 gjat (1) den {2) Pemenintah dalam rangka
gosialisme Indonesia, membuat suatu reotjana umum  mengenat
persediaan, peruniukan dan penggunass bomi, ar dam rusng eoghkaesa
gerta kekazam alam jang terkandung didalamna :

a untuk keperlum Negara;

b, untuk keperiuan peribadatan den keperivan-keperluan qutii laianja,
pesual dengan dacar Kelvhaian Jang Maha Esx;

¢. unhuk keperiuan pusat-pusat kehidupan magisrabzt, gosial kebudajasn
dan lain-lain kesedjzhieramm,

d. vnluk keperluasn memperkembangian produls: pertanian, petermakan
dan penkanan dan sedjalan uatuk it

& uvatuk keperlosn memperkembenghan ndustn, Geosmigrasi dan

pertambangan;
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{2) Berdacadan rentjana wmum  bersebul pada mal (1) pasal i dan
mengingat peraturan-peraturan jang bersangkutan, Pemcrimtah Dacrzh
mengetur persvdisam, permitukan dan penppunzan bami, ar gerta ruang
enighasa untuk daerahnja, sesual dengan keadgan desrah marming- masumig;

{3) Peratwran Pemenintah Trergh jang dimakeud dalam aja (2) pasal im
berlaku seteleh mendapat pengesahan, mengenai Dasrah Tinghal T dan
Presiden, Diaerah Tingkat I dai Gubemur Ecpala Daesruh  jang
bereangkulan dan Dacrwh Tingkat !0 dari BupallWahketakepala
Draerab jang beresnghkutan;

sedangkan pengertian penataan ruang, memgut ketentuan pazal 1 angka 3 UU
Wao. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, adalah :

Ponataan ruang adalah proses perepcanasn tata uang, pemanfaalan ruang,

dan pengendalian pemanfusian nizog,

4. Dilibat dari segi pengatran, abyek pengatoran tata guna tapah adalah hanyva
tanzh belaka {ketentuan pagal 2 {2) UUPA), sedangkan cbysk pengaboran taia
ruang di asmping lanah juga meliputi laton dan wdsra (ketenfan pagal 1 engha
1 TTUPR),

5. Dilibat dary gegi kelembagean tafa guna boab ditangam oleh Fantar Wileyah
Budan Pertanahun Nagional tingkat Propine dun Kaplor Badan Fertanalem
KahupatewFolamadyz Dusrsh Tinglet 1), sedengkan proatzanr ruog dibngani
alehh Pemenntdh  Propinst Daersh Tingkst I dan Pemerintah  Daerah

Fabpate p' i oramedys Dasrah Tingkat [L
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Sesnal dengan UU Mo 2! Tahun 1999 pengatvrcm tafa ruzng wilayah
dilalukan oleh Taerah, meskipuo dalwm T oty hanya disinggung mengenat
pengaturan 1ats mesng wilzysh [an sezval dengan kelentuan pasal LD (2) baman ¢,
letapi berdasarian kewenangan olooomm daerah mahka peoatasn atan lata MIG6GE
wilayah adalah hak KabupatenFola

Dikaluban mengenai taka ruang wilayah adalsh hak sbupatenfkota dan budam
hak Provinsi, karenz secara Fakiwad walayah provinsl sebetlnya dengan berlzkunya
otonaon Kabupaten/ otz lidak ada lagi, kecualj olch UL ditunjuk sebagai wilayah
Provinsi, semuay dengan ketentuzo UL Wo. 22 Tahun 1999 pasal 3, yaag i1sinya |

Wilayuh Dhaerah Provinsi, sebaraimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdin
atas wilaysh daral dub wilaysh lant sejauh doa belas mil ladt yarg diukur dari
gars pantal ke =rab [aut lepas danfalau ke erah perairan kepulavan,

Diemtgan berlakunyz otooomi dacroh kabupatenfkote dafar UU Mo, 22 Tehin
1999 pecara realilafakiual khususova untuk wilmyah darst sulit ditenima sehinggs
banyak terjadi kasus dacrsh ksbupalen/kols memintz sl itgin menguasy hak ates
pemasukkan firansial yaog eda miealnys &1 pelsbuban Karena dicatan pelabuivm
masuk wilayah dasmb kabupaten/dasrab kota, dan terjadi pepghaplingan wilayah
laut oleb kabupatenkots, pemecahan unbuk im adalah rebajlmya wilmyah pelabuhan
daon Tant adalah ditentukan wilzyah daerah provins:, i merupakan salah ealn
altematif pemecalian,

Pengaiuran mengenat lata ruang witzyzh, adalah
1. Undung Undang {U1#) Me. 24 Tahun 1992 tenlang Proatam Rumng (LN, 1992

Mo 115, T.LH. 3501}
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2. Keputugan Presiden (Keppres) No. 75 Takun 1993 tenlang Pengelolaan Tatn
Ruang Nasional;

3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 62 Tahun 1996 teatang Pelaksanaon Hak den Ke-
wajiban, Serta Pemtuk dan Tata Cara Peran Serta Masvarakat Dalas Fenatazo
Ruang (L.M. 1996 Ho. 104, T.L.M. 3650}

4. Inmruksi Menteri Dalam Negeri {Inmendagri) No. 19 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Tim Foordinasi Fenataan Ruang Daersh Tingkat [ dan Tingkat II;

5. ¥epulugan Mendagri (Kepmendagri) No, 134 Tahun 1998 tentang Pedoman
Peoyusupan Peraturan Daersh teatang Rencena Tata Ruvang Wilayah Propiosi
Draerah Tingkat I dat Rencana Tata Buang Wilayah Kabopaten Daerah tinghkat 11

5. Kepmendagri No. 137 Tahun 1998 temtang Pedoman Peoyusuoan dan
Perhitungan Bisye #encans Tata Rusng Daersh;

7. Perahman Menteri Dalam Negeri (Parmendagri) No. 8 Tahun 1998 tentang
Penyelengzaraan Penstman Ruang LY Daecah,

8. Permondagri Ne. 9 Tahun 1998 teptang Tota Carn Peran Sertn Masyaralkat
Dalam Preses Permcanaan Tda Ruang Di Damah

Ketemuan mengenai Rencana Tata Rumg Wilsyah (RTRW) di kabupaien,

untuk kabupat:n Banyurms (Ems) dengan Perda No, 13 Tahoe 1993, ecvi D to, 29

kab.Bandung (Bdo! dengan Perda Mo, 1 Tabun 2005, =i D No. 3, kabopaten

Sleman (31m) PerdaNo, 23 Trhun 199, seri CNo, 2.

Dari ketemluan-ketentuan yeng ada pada kebupaten yang disebutkan di stas, di
dapat hal-hal sebagai berikut, di seting dacrsh kabupaten adalal sams beatuk

farmetnya, kecunli isinva disesuaikae dengac kebubtahan dan tujoan dasrah, kaena
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cesual dengan contoh lampiran I Eepmendagnn Moo 134 Tezhon 1998 tcplang

Pedumzn Penvusuozn Ferabhuac Darrsh tendang Rencanz Tats Reang Wilayzh

Propinsi Dastah Tiogkat I dan Rencana Tata Rnang Wilayah Kabupaten Daerzh

Tingkat I, s2hingga apa yang dibusat decrah kabupaten adalah eamz format, kecuali

kansiderans mengingatnya semey depgan helentuan propiosi dasrah tingkst T nya

dan isinya yng digesvaikan dengan keadsan dacrah habupeten masing-masing,

sehingga isin0va seladu mymuoal

1. Setisp kabupaten mempunyai RTRW adalsh unfuk memberikan kemudahan
dalam melakeanakan peubaoguoan ager adanya kepasttan meogenal tata ruzng
pembangunan,

2, RTRW adaluh penjabaran kebijakan lata ruang permbangunar wntuk kabupaten

bersangkulnn ggar berdaya gunz dan berbasil guna,

3 RIZW zepln menckeokun keeernsion,  keselaresen,  kegeimbangan  dam
betkelanpulan,

4. WIRW adalah bersifat terbuka sesval dengan ketomtuan pasal 51 Permendagr
No. 9 Tahim 1998 tentang Tata Cora dan Peran serta Masyarakat dalam Proses
Perencanaan Tate Fuang di Daersh;

5. RTEW ndalah usahs mewnjudkan keterpadusn sumber daya alam,

6. RTRW mewwudkan perlindungan dan fungsi mang dan mencegabh dan
menaggulang dampak negatid terbadap linghuogan,

7. BTEW Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahterasn dan keamanan,

Ketentuan mengenal RTRW ini adalah mencerminkun perlindungan terhadap rakyai

don juga menprakan fungsi instrumental pasif [lukvm Administrasi, sebab dikatakan
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“ _. pemerintah dapat secara pasif mewsarnal kehidupan raloyat melalul perencanaan
{planring) (Soetoprawire, Kecrmatmanta., 1993 © 58)

Adenya RTRW adalsh untuk membuat “zoxing ™ yaity aga terjadi pemisahan
kegiatan recars sehat dan tertib. Femerintah kabupaten telab menentukan mana yang
boleh dibangun perumahan atas pemukiman, tempat mana yang boleh perdagangan,
industri dan jain schagainyz Dalam patu “zoning™ perumahan terbagl juga beberapa
“suh zoning” artioya di dalam lingkungan perumahan masih diperbalehkan edanya
tokp, warmg dan lain sebagainya dalam skala prosentasi yang relanf keeil cesuai
dengan luas dan jumlah waga di perumahan yang bersaogkulan, bukan misaloya
“super market” seports di daerah “zoring” perdagangaa

Feuntungea dani adunya “zoning* adalah, kelau dilihat de=n sudui pemerintal,
antara lzin akan mempermudah pangabrean, pengawasan alaupun kearmandy segiat
dengan yang dibutuhkan pada tiap “zosing”, pebeb peas den Rjuso peontsac ruang
gemuay dengan ketentuan pasal 2 dan 3 UU No. 24 Tahun 1992 1alah
Pasal 2 menenhekan

Penatza ruang berasaskan :
a pemanfaatan ruang bag semua kepentingan secara terpadu, bordaya guna,
serasi, eclarag, gsimbang, den berkelmnjwtzo;
b. keterbukaan, perswmann, keaditan, dan perlindungan hukum,
Pazal 3 menentukan ;
Penataan ruang berhiuueo :
a tereclenggaranys pemenfaatan rueng  berwmwesan  hinghungan  yang

terlandnshan Waswassn WNusaniara dun Keinhanan Nasjonal;
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b. terselanggaranya prengaturan pemanfizatun ruang kawsasan findung dan
kawasun budh daya;
¢.  Iercepainya peman{zaian reang yang berkualitas imink -

1} mewujudkan kebidupar bungea yang cerdas, berbudi lubur, dan
eejahlers;

2} mewyjudkan keterpatuan dalam penggunaan svmber daya atam dan
sumber diaya buatan dengan memnperhatikan sumber daye maowsiy,

3} meningketkan pemantaaten sumber days alam dan sumber daya bualan
secara bevdaya guna, berhasi) guna, dan tepat guna umok memngkatkan
kualitas sumber daya manusis,

43 mewnjudkan  perlipdengan  fungsi ruang dan  mencegah  sera
menangeulangl dampak negatif terhadap hnghungat,

5) mewnjudkag kesgimbangan kepentingan keee|shiernae dan keamanzn,

Adanya perbedaan penggunaan [zhan pada setiap “zoming” maupun “ sub-zoning®

akan membaws konsokuensi perbedasn peogamunun, pemberiakuzn afran dan laio
gebagaioyn Hel ind pernah terjadi di Jakarla, kbususnye wilaysh Kebayoran Bar
Sejuk adannya Kebayoran Paru yang direncanakan eebagai “kota satclit”
perumahan, kerrne mekio sulimya mencai ruang kantor dan pusat perdagangan
mulai berkembang ke Fana, makz banyak remah disewalan eebaga kantor.
Pemerintah DK Jakasta, sekitar 1997 tidak menyetujui hal ini dan meminta agar ijin
perumahan yang berupa Tjin Membangun (IMB) agaw ditmati dan Lidak boleh
disewnkan sebagat  tempat  peckmntonm,  kecuall  (gienys  memang  untuk

ruangpetkantoran atan perdagangan, sceua dengan iin peruntukannye
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I} Pengaturan kebopaien daslam pembangonan peromaban
Pemerintah Kabupaten terlibat secarz langrung dalam wewenang peogaturas
pebangunan perumaban, yaitu yeng berupa jjin-ijin untuk terwujudnya
peichangunan perumaban, ada yang harus mendapat persetujuan Bupsiz Kepala Das-
rzh Kabupaten seodiri atan dinas £ bawahan yang ditugas prsbangunsm perusmahan,
stan pada Usit Pelayunan Teknis (UPT) yang diberikan wewenang untuk itu stag
nama Bupari/Walikotamadya

Tahspan vang barus dilalui pengembang pembangunap perumahan adalah
beryjird Persetujuan Prinsip dan jjin ymng berkmitan dengan tamah tempat
dibanguonya perumahan, Tjin Mendirikan Bangunan dan lain-lain

Perijinan adelsh sebagai realismesi beotuk fuogri normatif dalam Hukum
Administrasi, dimana fungsi normadf ini ada 2 {dum) yaitu fungsi normati{ bagi
pemerintah dan fungai normehif bagi rakyat, fungei ini “,.mengabxr cers-cwra
penyelengzaraan eerfa  ketentuan-ketenfusn mepgenal kewajibao yang harus
dilskukan dan lermogan yeng tidak boleh dilakukan " (Soetoprawire,
Kostnialtsaate,, 1995 : 38),

Persetujyan Primsip dan ijin-ijin yang diberdam dalam pembanguman
perumahan adalal “Penctapan-penetapan yang hanya diberikan atey permiohonan
dari yang bersangkutan {op verzoek) ... Peostapan-peoetapan yang menguntungkan
{Funstige positieve bexchikbing) (Muslimin, Amral, 1952 : 122, Atmosudirdjo,
Prajudi., 1987 - 84) dan bemiuk “ . dikelusrken secars tertulis {achrifietifke atan
peschreven beschitding) (Ulrecht, E., 1960 : 993

I_ Perieinjoan Printip
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Persetujuan  Prinsip  adlah  persetjuan  yaong  dikelwsrkan  oleh  Bupati
Malikotwmudya  untuk  permobonas  pemanfaatan  sebidang  tansh  untok
pembangunan khususnya prrumahan /permoukiman sesea tals Tuang yang ada, se&um
khetentuan Pasul 1 no. 13 Keputusa Meatent Negara Perumabzn Rakoyat selako
Fetua Badan Kebijaksanaan dan Fengendahan Fembangupan Ferumahan dan
Fermukiman {disinghks! Ka BEP4ANY No, 04FPTY/BEPAN/1935, yaitw -

Perzetujuan Prinsip adalsh porsclwiuan yung dibenkan kepada perusabaa

petbangunan  perumahan unlek  memanfaatkan  sebidang  tanah  untuk

pembangunan porumahan dan permukiman sesuar dengan rencana tata mugng

sang boerlakw
Pervetujuan Prinstp ontuk pedtbangunan perumaben dimobon oleh pengetnbang
perumahan ke ¥epala Karmtor Badan Perlanakzn Nasiooal (BPN) eelempat. Unluk
lokast pembanguran  perunehan  Persetjugn  Prazip  ditands  tangan  oleh
Bupat™Walikotamadyva, dituukan kepads Fepaln Kanter 8PN, yang tembusannya
dizsampaikan kepada pemohon, perta Ketua'Kepala Dinas Dacrah teriout, 2ntara lain
Bappeds, Dinas PU Bing Merga, FU Cipta KEarya, PU Pengairsn, Camat dan Eepals
Dera tempat pembangunan perumahamn.

Pergetnjuan Prinsip adalab persetijuen dari BupatiWalikotamadya  guna
keperinan pembangunan, dulam pembanguoan perwmahan scialv menpakan awsal
dapat dischujui wlan tidaknya swalo pembangunan perumshan Berlmitan dengan
penalaan ruang, karena itu selaly mensyaratkan kewnjiban dan perryaratan tertentu

yarg membebam pemehon
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Dalam Undang-undzng [UU) No. 24 Tahun 1992, gesusi dengan ketentuan
paszl 24, ditertukan :
{1} Megara menyelenggarakan penstasn ruang untuk ecbesar-besar ketnakmuran
raoye yang pelaksanzannya dilaloukan oleh Pererintah
{2) Pelokranaan pevataan rvang sebagaimanz dimakowd dalam ayat (L)
memberiken wewenang kepada Prmeniotah untuk
a mengatur dan menyelenggarakan penatzan ruang,
b. mengatur lgas dan kewajiban ingtangi penwerintah dalam pengtann nimng
“ ... berkedudukan eebagal Pemenmeah bilamana mempunyal  wewenang
pemenntalan dan sedmog menjalankan fungei pemenoiahan ... Fungsi
pemeriotahan adalab funggi politik, dao pemerintahan berarti sama dengan pepegak -
m {herdhaving) den/elan pengguean wewensng faenwendingl daripada wibawa
{eezcg) denstan kekuarssn fmachs) oegara . {Atmospdicdjo, Prajudi., 1983 ; 44),
Dalam parzl 26 {1} menetaplkan :
Izin pemanfastan yang tidak sesuai dengan Reoczna Tata Ruang Wilayah
Kabupaten¥ otmmadya Dasrsh Tinphkat T yang ditetapkan berdasarkan undang-
vndang ini dizyztakan batal oleh Kepala Daersh yaog bersangkutan
Penainan ruang kabupaten dilakukan oleh bupatifwalikotamadys kepale deerul
tingkst I, sewuas denga kelentuan pasal 28 (13, yaito ;
Bupaii'Walikotamadya Kepala Daersh Tiogkat II menyelenggarakan penataan
ruang wilayah Kabupaten/Fotamadys Dacrab Tinghat I
Feratwan Kepale BPN No. 1 Tahuo 1992 tectang Taia cara ponusshwonsn wotuk

mempercleh pencadangan tapah, izin lokeci, pemberian, perpanjengan  dan
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pembaharuan huk atas lanah serta penerbilan eertifikatnya, dalam pasal 1 (1)
ditentukam
Pencadangan Tanah adalal persemjuan prinsip penyediaan ereal tansh untuk
keperluay Perusabaan sesual Rencana Tatz Ruang Wilayah.
Perreemijuan Prinsip antara fan diemukan dalam Perslasn Kepala BFN No.o ¥
Tahun 1952 pasa! 1 (1), 4 (1), 5 {2} 6, Keputusan Kepala BKFN No. (4/KPTS
FBEPAN /1995 pasal 1 no. 13,

Percetujuan Prinsip, kerepu dilctzpkan sepibak maka pergyaratan  dan
kewaiburmyzpun tergantung seplhak/fihak pemenatah bizsanys persetyjuan prnsip
pembangunan perwmahn memuat hal-hal sebagal benkut
a Obyek luas tanah yang difjinkan dibangun, letak tanah,

Sesuai ketentuan Ferahoan Kepala BPMW Mo, 3 Tahun 1992, pasal 2 (1) dao (4),
yaitu
{1y Perusshaan-perusahazan Ferorangan vang meoerlukan tnah  ontug
keperluan praoyeleoggo=an usabanyz haruk menpajulkan permohonan
Pencadangan Tanah dengan meogs formulis sessa dengan conloh
Lampirzn [ Peratwan ini kepads Gubernur Kepala Dasrab Tingkat 1
meluin Kepala ¥amtor Wilayah Badan Perianahan Nasional dengan
dilampin rekomendas BupatWalikotamadya Kepala Draerah Tioglkesd 10
getempat
(2]
{3]
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{4) Alae permchonan Perusahzan, tekomendasi BupatifWalikotamadya
Kepale Dacrah Tingkat IT dipersiaphkan oleh Kepala Kantor Pertaoshas
Kabupaten/Footamadyn dan mertat hal-hal pokok sehagai beribat -

a.  Perkiraan luac tanah yang diperidrakan;

b ...

Pemherian Ijin Pringip juga harue semiai dengan Rencana Tata Ruang, hal

i ferlibal dalam pasal 7.1 FPerslwan Menteri Delam Negeti

{(Permendagn) Mo, 5 Tehun 194 fentang Ketentuan-kelentuan mengenm

penyediaxn dan pemberian tanah untuk keperjuan perusahann, yaitu -

1). Lokes: perusabaan yang skan dibengnun dan letak tanah yang
diperldesn wotnk jty ditetapken olelr Gubernwr Fepala Dacrsh,
BupatiWalikctamadyd Kepala Daerah, dengan memperhahkan pla-

nologie Dasrsh yang bersangingan
2\, Penggunaan tanah hanys dibeoarkan unkak keperluvan pembangunan
perumaban, sehingea penjualan bl bams besmterumah yang
dibangim.
Sesnal dengan ketenhzan T Mo, 4 Tahun 1992 pasal 26 (1) yaiflu menentukan ©
Badan vraba di bidang prmbangonan perumahan yeng membangun tingkungan
iap bangun dilarang menjual kaveling tanah maiang tanpa rumah™.
b. Eewmyiban dalam pelakcanaan pembmgunan;
1} Rencana tapak/sife plan yang herus mendapal pereetujian terlebib dabulu dan
Bupati'Weliketamedyn Eepela Dasrsh Tioghat I melelui Bappeds, PU Cipte

Foarva, yang memuat -
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a}). Gamberan siptem j aringan air mipum;
b). Sistem dan ealuran pembuangan air kotor dan air hujan,
). Presarana lingkungan lainoya;
d). Kepadalan perumahan dan fala letak banguoan yang disesuziken dsogan
perencanaan detil tats ruang kota di wilayzah yang dimohox,
e} Rencana dan sistem fr@mspoertasi dan hoebungannya dengan palan yang
sudal terbangun,
f). Garis sempadan tritis dan pagar sesuai dengan Perda yang sada,
2]. Menyelesaikan Ijin Mendirikan Banguoan (IMB) vang diurus melaiu PU Cipta
¥ arya Kabupaten;
1).. Membangun dan membiayai praseama jalar unum, sanitas: dan lain-lain yaog
tercartm dalam rencana tapak;
4} Mengadakan peroghijavan dan taman sebagai peru-perz kote dan penyediasn
OPER Space;
¢ Diwajibkan juga, dalam rangks menunjang pembangunan posromahan |
1). Meuvediaken tansh yang bessmya X % dari luas tmah yang diijickan unrak
pemakaman umum, vtuk Kab, Sideario 3 % eedang ¥ ab Bandung 2 %
2). Schelum meiaksanakan pembangunan harus mendapaticin dista fail banjo dori
PU Pepgairan Esbopaleg
3). Bersedia mrmbanguo fasilitas sosial, fasilitas umym dan prasarana lingkungan
dengan pengarshan dan pemeninkah kabupalen
d. Dalax jangia wakty X tahun sstslah sslesainya pemban gunan perumahan, fas:lite
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gosial dan umum dizershkan ke kabupaten dalam bentuk yang sodah matang,
ketentuan yang ad di Kab. Sidoarje adalsh ! tahun
Hal ini sesuai dengan keterduan Permendugri No. 1 Tabun 1987 pesal 2, dam pasal
11, yaitu :
Pasal 1:
Prapgrana Lingkungan, Ubilitar Umum dan Fasililas Sosial vang disecabkan
adzalah vang lelah memenuhi syarst zebagal beniout
a Pembangunan prasarsna lingkungan, atilitas umum dan penyedinan tanch
peruntuican fasilitas sosial telab srlesai dilgkzanakan sesual dengan reocana
tapak yang kelah digahkan oleh Pamerintah Daeiah
b. Pembanguoin prassmeama licgkuogan, uhlites amum deo peoyediasn tansh
untuk fasilitar eoslal telah memenubi etandar sebegai tersebut dalam
Keputusan Menteri Pekezjan Umue: Nomor 20%/EKPTS/1586 tangesl 16
Mei 1986 tentang Pedonran tehoik pembaoguman perumaban esderhana
tidak bersuisu;
¢. Telah mengalaon pemelikarean paling lama 1 (satu} tahuc techittng sejak
selenxmya pembangunan prasrars termaksud dengan ketentuan :
i, Minmal 5) % dari ishspan pembacgunan rumah yang direncenaian
telah dibangus
2. Luas minitual lmhapeo pembangunan adalah 5 Ha
3. Untuk luas aceal Jebih keeil dari 5 (linma) Ha penyerahannya difslosican

mekaliges.
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d. Masa pemncibharaan paling lama 1 {satn) tahun tertuung ecjak tenggal Berita
Acara Pepdahuluan I dan atau Berita Aczrs Pemceniksar=n olch Dinas
Peketyaan Timum getempal

Pazal 11
Selmuh prasarana lingkungan, wilitas uroem dan fasilitas sogial yang telah
diserahkan kepada Femerintah Dagrah berdasarkan perubran perundabg-
undapgan  yang  berlakn, hak, wewepang dann {anggung juwabnyz
pengwussonya  beralih  scpenwhoys  klepada Pemeriotsh  Daersh  yang
bersangkutan
e. Pengangkutan baban banguoan melalui jalin dan jeinbatan kabupsten hares
mendapat i dari U Bina Margz Eabupaien
£ Jalmm desa dun jalan lingkungan haris mendapat persetujuan Bagian ‘Tatz
Peaerintaban;

% Pengembang dilarang meniadakan dan memindzhkan batas-batar desa, kecamatan
tanpa sedpn Bupat
b Bermedia membangun rumah dengan perbandingan 1@ 3 @ 6 bagi rumah mewah
rvmah mepengah dan rumah sederbana dac rumah gangat sederbana, im adalbah
wermal dengan Keputuean Meneg Perumahan Rabyat gelaku Eetuss BEP4N No.
/K PTA/BERAN 995 pasal 4 {(2) &
Perbandingan tertentu ecbagaimana dimskeud ayat (1) adalah perbandiogan
jurtiah rumeh eederhana berbanding rumah mensngah, bevrbanding juumlah
mumah mewalh schesar ¢ (enam) atau lebih, berbendiog 3 (hige) etew lebih,

berbanding 1 (safu) dengan batasan sebagsi berikul :
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3 Percshagan pembangunen perumahen yang membangon rumah mewsh
wajib membanguo ruaab ssderhana seloorang-kurangoys 6 {soam) kali
banysknys romah mewsh yang dibangun dan membangun rumsh menengah
sekurmng-lorapgnya 3 (liga) kal; banyrknyn rumah mewsh yapg dibangun
Bumzh sedechana vang dibangun wajib prla memenuhi ketenfuan sekurang-
kurangzya dua kali banvaknya rumal menedgah yang dibangun

b.

i. Mampu dan berzedia membebaskan tanah minimal X % pada tahun pertama dari
yang dicadwagkaz
J- Sebelum meladsanakan kegiztan pembebasan tanah waiib laper ke sparst wilapah
vaitu desa'kelurshan dan kecamatan di lokasi yang dimohoz;
k. Dalam pembebasan tansh dapat mepjamin tidak skan menimbolsn keregshan
masyarakat pemilik tanah
|. Bereedia membayar ganti fugl yang disepakati dengan pemilik tanah dan pembebas-
an dilaksanakan secara lasgaung (npa perataca). Hal ini semuzi dengan kefontnan
pasal 26 PP Na. 80 Tehmn I999, yang menentubmn :
Bentuk dan bersnys pengpantion vang lavak diktapkan dengan caw
musyawarsh yang dilabGenelmn eecara lengmuing anterm pihak yang berhak
dengan Badan Pengelcla aian penyelenggars Liniba yang berdiri emadiri,
m. Bila terdapat tsgah negara dan oah kas Cesa di stas tacah vang dimobon proses
peralibatnya harus sesuai dengan prosedur yung edi;
n. Bernedia berpartinipasi dengen pembangunan dacrnh pets mpat.
0. Melakeanakan s2mua ketermtvar syarat dalam ijin lokasi;
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p. Tenggang walkin persetujuan prinsip adalsh X bulan sejak ditclapkan;
q. Setelzh mendaparken persety) uan prinsip sogerz menggjukan ijio-ijic yang lain
[ dalam perselypan prinsip uasw wama adaish permohonan yang diajukan olch
pengembang perumahan o sudeh sesuai ldzk dengan reocana fata ruang dan fata
wilayah kabupaten
. Tjim lnkasi
Iiim lokas diberikan setelah ada prreelujuan prinsip terlebih dabhulu kepada
petigetibang perumahan atan develpper eebelum puaty pembangunun perumahan
teriakezna Prosedwr atan tata cara perolelsm ajin lokasi, semual dengan kebeoruan
FPerahran Menten Megara Agrana¥epala Badan Pepfanahan Nasicaal (Perahran
MNA/Eepala BFN} No. 2 Tahtn 1993 diadulan karena sdanya Keputusen Presiden
MNo. ¥7 Talun 1993 tentang Tata cure pepanamae modal dan Undang Tndang Mo, 24
Tahun 1992 teptang Penatasn Ruang { LN 1992 No. 115, TIN No, 3501).
Dalam Peraturan MN A/Eepala BFN No, 2 whun 1993 pasal | menentukan sebagai ber
Lhet
1, Twp lokasi adalah ijin yang diberiken kepada perusahaan uotuk mempercleh
tanah eepual dengan tala muang wilaygh, vang berlaku pula sebggui ixin
peroindshan halk
2. Hak guna usaba adalah hak untuk mengusshakan lamah vang dikuasai langsung
oich negara untuk keperluan uwwaha pertanian, perkebunan, perikanan dan
pelernakan sebagaimana digtur dalam pasal 28 ayat {1) Undang Undang Nomor

5 Tahun 1%a0.
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1. Hak guna bangunan adalah hak umuk mendirikan dan mempunya bangunan-
bapgunan di #tas tanah yang bukan milikaya sendinsebagaimans dishor dalam
Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor § Tahun 1960.

4. Perwszhaan adslah pervrahaan yung berbadun hukam Indgneria dan perusahasn

perorangan waga nogers Indenesia

Sema dengan kelentuan pazal 2. Perauan MNAKepala BFN Mo, 2 Tahun 1593
ditentukam erbapgai berilat

{1] Untuk mendapallan izin lokasi peruszhaan mengajukan permohonan kepada
Fepala Kantor Pertanaban dengan mengisi Formulir-1 sesua comtoh Lampiren
1 peraberan in.

{2} Dalam pengajuan permobonzn 170 ecbagaimana dimaksud ayzt (1) pemehon
melampirkan rekaman sure! perselujuan pengnemen modal begt PMDN atau
pemberifahuan persetujuan Presiden bagy PMA | staw sural persefujuanr prinstp
dar depariemien tekots bag oon PMASPMDN.

{3} Temburen permohonan dimakaud avat (1) disampaikan kepacly
& Eepala Xantor Wilayah
b. Badan Foordiraei Penanamen Modal Darrah unluk PMAPMIEN, ipstansi

werTlikal departemen tekmie di Draergh Tinglat 1T umtuk non PMAFPMEN.
c. Badan Perepcanzan Pembangunan Daerah Tiogkst I dan khusee bag 1K1
Jekartz Bappeda lingkat 1.
Sesudl deogar kelentuan pasal 2 Permendagn No. 3 Tahun 1987 ditontuken

gebagal berikut -
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1. 1jin lokasi untuk keperluan Penusahasn yang lwasnya lidak lebih dzn 15 Ha {iima
belas hektar) bagi Nacrah Tioghat 11 yang welal mempunya Rencwna Induk Kota
ditelapkan oleh BupatiWalikotamadya Kepala Daerah Tingh=i IL

2. Ljio lokasi yang fussnya Llidak lebibh dard 200 Ma (dua ratuis lokdar)y ditedaplan
oleh Gubernur Eepala Daerah Tinghat §.

3. Ljin lokaai yang luasnya lebib dari 200 Ha {dua mabe hektar) ditelapkan oleh
Chubenns Fepula Dacrah Tingkat 1 setelah mendapaikan persetujuan lerlebih
dahulu dari Menterd Nalam Megen.

Dalam izia lokasi terdapat juga syaraf dan ketentuan sebagal beribat
a Peroleban tznab barus difakuwlcan secaoa langsung melalu: jual beli atsu acara
pelepasan bak yang dilaksanakan dengan pemsbualan akte jual beli atan akte
plepasan hak diladapan pejabat yang benwenang dengan pemberm gant Kerugian
yeog bentuk dan besemya ditenfuksn secara musyswarah den tidek dibenarkan
melalyy peratara dalom bentuk dan pama apapun juga melankan harus dilakukan
gecara langsung kepada yang berhak

Hal ini gesual dengan :

13, Permendagni No, & Tahun 1985 pasal 5 (1), yalu * .., Fermmpin Proyck
mengautakan musyaweral dengan yang berhak atas tanah mengenas besamya
gantt gl tanah®.

2], Sural Digen Agrana atas nama Mendagn No, 50044 236/AGK tanggal 2 Agustus
1985 mo. 4, yaitu - " ... Pemimpin Proyek bersama-sams dengan Eepala
Keocamuten eclempst wairh mengadaban musyawerch denpan para pery itk atau

yERE berhar ales tanah darialau berda-benda yang eda di alesmye
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3), Permnendagri Ne, 3 Tahua 1787 pasal & b, vaity “Pembeliznpembebazan tanah
dilakukag atas dasar musyawarah untyk mencapai kegepakatan™.

b. Perclehan tanah barue diselesmkan dalam jangka wakin 12 bulen zejsk Enggal
ditotapkennya izin lokas dan dapat diperpanjamg 12 balan, yang dilaporkan
perkembangannya setiap 3 bulan kepada Kepalz Kanler Parizniban dan
tembuzannya kepads ¥anwil Perlanahan Nasionat, Bappeds dan PU Cipta Karya,
hal ini seswal dengan kelentuan pasal 4 {5) Perstu=n Ka BPN Ne. 3 Talum 1992,
yaity

Surat Keputuset Izin Lokast diberikan uetvk jangka waktu eelama 12 (dua
belas) bulan sog2k langgal ditelapkan, dan dapat diperpayang banya sxiu kali
untuk selama 2 {dua belas) bulsn

<. Tanah yeng diperoleh tidak boleh melebihi yeog ditetaplzn delam izin lokasi.

Perahmran Mandagri We. 3 Tabun 1957 texiang Penyvediam dan opemberion Hak atas
tanah ook keperfuan perusahzan Pembangunan perumahan, yang isinya antaa lain,
ialah :
1. Perubahan peoctapan djin fokasi dm luas tanah uotuk keperluen perusahasn
adalab vebagai benkut ;
& Luas tanah hurang derd 15 Ha ditctapkan oieh Bupati/Walikotamadys
Kepala Daersh Tinglat 10;
b. Lusg tanah kurang dan 200 Ha ditriapkao oleh Gubernar Kepala Daersh
Tingkat [,
<. Luna banah lebik dan 208 Ha ditolaplown Gubernur Kepala Doersh Tingloat [

getzlah mendapat pervetujuan Mendagri.

Disertasi Wewenang kabupaten dalam pembangunan perumahan Johannes Suhardjana



ADLN - Perpustakaan Unair

d Perpanjangan permohonan izin digjukan ke Fantor Fertanahan selambat-lanbaloyu
LG hart zebelum |angks wakiu beraklur dan desertal alasmmys; ecsud dengan
keteplwan pasal 4 (1) Peraiman Fepala BPN Mo, 2 Tahun 1993, vaite

Permohonan perpenpangan hanee diajukas salanbal -lasbatnys 19 (sepulub) hari

kerja eebelum jangha waktu zin lokazy berakbir disertad alasan perpanjangannya

¢ Dalam waklu X bolan stelah peralehan tanah, penerime ixin diveajibkan mengs) ukan

permohonan hak ataz anah kepada Kepala Kantor Fertanahan;, Gl ini seyusn dengan
Perabaran MNAKepala NPN No. 2 Tahun 1993 paszal 1.1, yailu

Ism lokas adalah izin vang diberken kepada porusabuan untok memperalch

tanah, sesuad dengan Tata Ruang Wilayah, yaog Leelako pula scbaga zin

pemindaban hak
Aoy ketenbuay  walkity  sclmobal-lonbatnyas X han adalzh dihituog  zeyak
penerhilen 1zin lokasi eangpal pemertkeaan dar meobugt fsalah pemertbeam tursh
Fermohonan hak diproves Seaey depgan ketentwan pasal 7 (1) pasal 9 dan pasal 11,
dari keteotuan vang saaa di alus.

I Wajib mengmjukan rencana bupak kepada Bupati untuk mendapatkan pereetujuannya
dan gebelum ini ada tedak boleh mengadaban kegiatan fook pembangunan daa hams
memperhatikan
1) Perbandingzn perumahan dan fasilitas umwem adalah 60 %0 dan 40 9,

perbandingan cuinah aewalt, eedang dan wederbizong adalaly ] 0 3 6;
24 lelak prasarna lingkungan harus berssmbung dan merupakan satn kesatuan
fungnonnl dengun preswwenmu hogkuogan yang suduh ads mawpun yang akan

datanp, dan bains agar dinpayakan benpu jalsn ata jela bijan

S — e m— —

| L s -
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1} Salvren =mir yang ada harue bl dipelibara dan toemperhatikan sempadan
saluran agar tetap berfungpi, pembuadan saluran zanitasi dsn buangan ar hujan
harus seguai dengan patunjuk inctansi lebmis yang berwenatg,

4) Batar admintetrasi yang ada hame tetap dipelibara den eupaya dipertahankan
dalam beatuk jalas, jalur hijae atan batas alam |ainnya

Ketentuan di alae adgleh sebagai pelak=anann Kepuiusan MMNASEKepala BPN No.

04 PTS/BEF4AN/ 995, Adanya kewajiban mengaiukan cencana tapak adalab agar

pemeriniah dapat mengawasi pembangunan vang diadakan apakah sudah sesuai

dengan kelentvan pembangunan perumahan dan permukiman dengan lingkungan
hunizn yang s¢imbang, sesuai kelestuap pasal 9 (3) a dari Kepumean MM AKX epala

BPN No. 04/EPTS/BEP4AN/ 1935 perta mengena: jpmlak perbandingao rumah adalah

sesunl dengan keteotunn pasal 4 (2) da keputusan yang samg di stas,

g Wajib membengun prasarena lingkungan/fasilitas sosial dan memeliharanya delam
jangka wakiu tertentu kemudian menyerahkannya ke pemenntoh deerab tanpa ganti
rugi, bal ini sesmal dengan Permendagri Ne. 1 Tahun 1987 pasal 2 dan 11 seperii
pada persetnjuan pringip dan gesuai jugR dengan ketenbuan pasal 24 b U No. 4
Tahun 1992, yaita ;

Membangun jeogan praroana lingkungan meodaliuho kegalan membangun
mumah, memelhaa, dan mengelolanyas sampai dengan pengesahan dan
peoyerabapoya kepada pemerintah dasrah

h Sebelum membangun secara fisik dan prasarananya wajib mengajokan IMB dan izin

laimya kepade tnstans: yeng bervenang.
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L Wajib menyelesaikan pembangunan di fokasi dalam jangka wakity X bulzn sesusi
dengan garis besar rencana proyek:, sejak tanzh dikuasai secara keseluruha, sedung
yang sudah dibebaskan dan belum  dilaksanakan pembangunan sipays ielap
bt Fomgss dun dhmanfaatkan seperti semula

1. Inkarang renjual petak tanshitaveding tanpa ada bangunan di atasnya, sesuaj dengan
ketentuan UT: Mo, 4 Tahun 1992 pagal 26 (17, yai

Badan usaha bidang pembangunan pecuwmeahan yang membangun [ingkungan
siap haoyeun dilurang menjus] Eaveling tanah matang tannps rumak.

k. Wajib memelibara kelestarian tarabt dan lingkongan hidup dengan penghijacau
sezuat ketentnan pasal 74 e UL Na. 4 Tahuo 1992,

. Membuat tempat penamipongan szmpah semenlara dan pengelolaan limbuh domertik
sesuad kebutuhan peaghuni perumahzn melalui koordinasi dengan instans: yang
berwenmng:

m. Walib berpartisipa:z pengadaan makam wmum dengan prenyershkan tanah geluas X

Yo dari luas tanall yang dupal dibebaskan atau berwjud vang yang eentlai;
Hal pengadasp makam umurm ini untak Bab, Bandung eesuai Perda Wo. 22 Tuhun
1996, Lembaran Diaerah No. 1 Seri C pasal 3 (2) adalah sebesar 2 %0, kab. Sidoarjo
sebegar 3 %, sesuni ywng dilcrapkan pada ijin lokasi upluk perumahan <M utiara
Cila Aen”, adamya perbedazn proscntase ini adalzh sepenuboya hak dactah
kabupaten masing-masing yang dapat dilibat pady Perda yang mengahirnya,

i Wajib melayani kebutuhan air bergih perghuni perumahun dan wajib berpartisipasi
dulwm perbaikan/peningkatandan pemelitarasn jafan menuje lokasi;

a 1jin bokasi (edak dapat dialibean kecuali alas pereetujuan ¥epala Kuntor Pertanahan;
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. Memenuht ketenluan peraturan vang telah dan vang akan ditetapkan pemerintah
elaerah;

. Penvirgpanganpelenggaran  ferhadap persvaratan di atas dapal menyebabkan
dibatalkannva keputneam,

ro Tan [okasl ditembuskan Repada anstans sang berwepsng antara Jae Fanwil
Fedzanshan, Bupati ybs | Doppeds, PTT Cipta Karya, PIT Pengairan, Catnat, FKepala
DesaKelwabhan,

3 Iin Perubahan Stafur Tanah

[jin Perubahun Stwtos Tanah adalak jjin yang metobah status taoale mosaboys
toal, sawuh menjacdh tanal keing  yang biasa disebut fjin Pengeringan yang
dikeluardkan aleh Dinas PI Pengairan Kabupaten, getelah mepdapat cekomendani dari
Dinas Pertzmian dan Pappeds karena manah yang bendak dikeringkan adalah tansh
wpwah.

Sebagai tanah sawah diirusi oleh [linas Pertanian, mengenal wisan perencanaan
dasrab dilakwkan oleh Bappeda, sedzog mengenal wusan yang berbubungan dengzn
peagaran’air di savab dilatmbkan aleh Dinas PU Pengadiran

Dalam rekomendas perlimb@ngan yang dilorimkan ke tinglkat provioer yailo
Banwil. FU Pengauran ditanda taageni, mengatabio dan menyetojw aleh ketiga instana
tingkal kabupaten, yats Eetua Bappeda, Kepala 1hnas Pertanian &m Kepala Digas P
Feagawan.

Dialwsn melaksanakan pengeringan perlu dipertimbangkan ketenluan pasal 29

khiuausnys bagian {3) dan (4} ULT Mo, 24 Tahuo 19392, veng rne e ook

(I ...
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(2. ...
(3} Perubshan fungsi ruang suatu iawesan dan pemanfisteanys sebagaimana
dimaksud dalam myat (2) dittapkan setelsh berkonsultasi dengan Dewan
Perwaldlan Rekyat
(4} Penstapan mengena: fungsi muang sebagrimans dimakspd dalam ayat (1)
menjadi daser dalam peninjauan kembali Repema Tata Ruang Wilayah
Propinoi Datrah Tiogkat 1 dan FRencana Tata Ruspg  Wiinyah
Ksbupaten/E otamadys Deerah Tinglet IT
Dalam memberikan pertimbangan, eelaly dissrtai syaorst-syaral pertimbangabn
yaitu, antara lain :

B Eetentuan mengensi huns lannh yanyg disfinkan, eerual dengan persetujuan prinsip
yaog dibuat oleh Bupati dan cesir demgan persetujuan lokmei oleh Kepala Kantor
Pertznahen serta semuai dengae RURTRE, (Rencans Umbm daz Rencens Taln
Ruang Kecamatan);

b. Pelakzanzan pengurngan {kalsu ada) harus mwosngze swal ijm pengeringfan dars
Cubernur jika luas tanah seauai ketentnan hana seijin Gubernur,

¢. Salursn air yang ada tidak boleh dimatikan;

d. Fembuangan air hujan harts dibusog ke sl uran berdekatan yang mdab ada;

o. Dalam melaksanakan pengurugzn barms tidsk menggangau tetangea;

£ Apabila dalan pelakeanaan pembangunan menggunakan air sungal @z air bawsh
tenah dan jugs membuang aic limbah ke dalam xongai ager divrua pesijinannya

Dralem peagerimgan dibust nusty Berite Acara Pemerikesan Liic Meubah Status Tanah

Sawah Menjadi Eering, yvang dilakukan oleh Dinas PU Peogairen, Kaleu sudah ads
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Tnit Pelayanan Terpadu (PPT) oleh staf UPT dan diketahui oleb Eoordinator TFPT dim
Kepala Dinae P Pengairen Kshupaten, di szmping (g perlu diperhatikan ketentuian
pasd 7.3.a Permendagn Wo. 3 Tahun 1974, yaitu -
Sejauh mungkin harue dihindarken progeringan vl lanah perfznian yang svbur
d. Data Fail BEanjir

Data fall banjir diberikan alng permintass (pengernbsng perumaban) uztuk
kepentingan pengurugan maspun unik kepentingan pembangupan perumaban ita
sendisi.

Diberikan oleh Dinaz  PU  Peroguiran  dengas  tembusan kepada
Bupati'Walikctamadya dzn Kepala Dinaz PU Cipta Karya serta Camat, kegunaan data
fail banjir adalah untuk menanggulangi terjadioya banjr dengan membuat tanggul
maupun wrugan febi tingg dan batas bamjir terlingg) yang pernah terjadi.

Camet ditambusi karega pembangunsn (perumahan) terjadi di desn smbo wilayah
Kecamatzn.

5, Ijin Mrendirikan Baogzuozno (IMB)

Ijin mendirisn bangunan distur dajam Feratoran Mendagi No. 7 Tabun 1993
tentang [zn Meodinkan Basgooan dan Izn Undang-undang Gangguan Bagi
Pevusahean Indestri, dan Perda masing-masing kabupaterykots, misal Ferda No, 24
Tahun 2000 jo. Perda No. 19 Tabun 1996, (Kab. Bandung), Perda Wo. 6 Tabun
1995 (Kab. Banyumas), Perda Ne. 22 Tahun 1998 { Kab. Sidoarjo), Perda Ne. 1
Tahun 1950 {(Kab. Sleman)

Pendinan suatu bangunan heue digertal ijin pendinian bangunan atay yang

dikenal dengan nama liin Meodirikan Baogunan dieingkst TMB. Ljin alen periziom
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adaleh termasuk keputusan dalam rangka ketentusn-keteniuan larengan/den aten
perintah.  “Sistemnya adalah bahwa undang-undang melsrsog susty tindakao
tertentu areu Madakan-findakan teriemiu yang saling berizbunpan. Larmgan ini
tidak dimaksudksn secars mutlak, nrmun votuk dapal berbndak dan mengendalian
rasyarakal dengan cara mengelumkan izin, khususnya dengan menghubungion
persfursn-peraduran pada izin ite™, (Hadjon, Philipus M, #.al., 1954 ; 125)

Suatu bangunan rumah atan perumahan yang telah mem:likn T™MB, akan
diswumsikan balvwea bangunan tadj tslah didirikan di atas tanah yang seeun dengan
tala ruang, peoyedizan laban dan fata guna lingkungan dan suatn wilayah daerah
Pongembang pervmaban itu telsh memiliki Jjin Prinmip atau persetujuan sebagai
pengembang perumahan dan juga fjin Peruntukac Lakan {Umum/khasns) stan Gin
Lokasi yaitu babwn wilzyah vyang akeo dibangun telzb sesuzi dengan rencand taa
riang wileysl dari kibupeten / kol yang berzangkutan, Perseinjuan prinsip selnlu
mensyarsthan babwa tansh yang alan dijadikan pembapgunan pervmabao telah
sezupi depgap inta ruang wilzysh kabupaten/drerah kot seperti ditergukan dalam
kelentuan pasal ! oo, I3 Keputusan Mensg, Prromaban Rakyal/Fepala BEPAN Ne
O/EPTS/BER4N/1995, vaita :

Persstyjuan pringip adalah persstujuan vang dibertkan kepada perimbaan
pambangutan  perummaban untuk memofastian  eebideng tmah  unhuk
pembangunan perumahan dan permukiman sesuzi dengan repcanz tata ruang
yang berlalu

IME dibenkan olch Bupati, oq Dines Cipta Karya yang terkait dengan meog-
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adzkan penelitian kelenghmpan persyarslan permohanan IMB, evaral yang

ditentukan adalah :

a Fotokopi etan bukti diri dari pemohon;

b. Folokopi Akta Peodirian bagt perusahaan yang berstatus badan hukwm/badan
ugsahs atau anggaran dasar dari koperasi,

c. Surat kuasa apabila permobonan dilakukan olah kuasanya;

d. Foitokopi eertifikat hair atas tansh atan buki perojehen hak,

o, Sural pertvalaan kesmggopan pemohon untuk memeouhi persyarstan teknie
hangunan sesua: ketsntuan yang berlaky;

f Fotokopi reocana rencana tata bangunan ;

g Gambar knnstrukzi bangunan yacg hendak dimintaksn IMEA:

h Fekaman AMDAL;

i. Fotokopi ijin tstanggs:

J- Fetokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PEB) tabua terakhir yang sudah dibayar
lurms.

Mengenni obyek IMB wdaleh cetiap bamguosn yeng ads di daersh
bersangkutan dan subvek IMB adalsh perormngan dan atan badap bukum yang
mendirikan bangupan. Orang stau badan bulkum vang skan meogajokan (MB
adalah wajib meogajukan permobonan ecara tertuliz kepada Bupati dan akan
dikabulkan zpabila telah memenubi persymratan yang tolah ditentukan

Mengenai pelakgangnn peodirian bangunan disyaratkan memenuhi ketzntuan
Ickemis terientu dan planglogis yeng boriaku sevin mempertimbaogken kesslamnstaz,
keserasiant bangunan dan lingkungan baik dari segi arsiteldur, konstrubei, instalasi
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dan perlengkapan bangunan kermasuk keamanan dalanm pencegahan amgpun

pepanggulangen kebakaran sesuni dengan ketentuan yang berlaka Hal ini adxlah

gesual dengan ketenluan yang adz dalam Kepulusan Menteri Pekegast: Umim

No d41/FPTS/ 1998 tapggal 10 MNopember I998 lentang Persyarslan Teknis

Banguman Gedung, sedang gecars planclogs adalah sesnai deppan Permendagn

No. 5 1ahup 1974 paeal 7. 1., yaitu :

Lokasi perusahazn yang akan dibungun dan ietak tmah yang diperivkan untok
ditetapkan jtu oleh Gubernur Kepals Daerah, BupatifWalikota Kepala Daerah,
dangan memperbatikac planclogis Daeral vang berrangkutan
IMB dapat ditangguhkan apabila terjadi sengkets yang ada hubungannya
dengan pereyaralan IMH rampai selesainya sengketa dirmaksud.
Hak Bup=ti/Walikotz dalsm IMB, vaitu

& Memberkan IME seauni dengan permrotasn stan permohonan yang diajtdan;

b. Membatalkan [MBE wvang telah dilerbillan apabila keowdian terdapat
pelanggaran atas keteptuan tekniz bapgunan afau penetapan ijin diberikmz atag
ketermngan yang tidak bensr, yang disampaikan secara temulis  diserta
dampoya, Had i sdajah berkwitan deogan keteptuan uwmum mengenai
ketetapan/fioschikiing perijinan itu pemdici, yaitu © Peostapan (Beschibiing)
dapat dirmuskan ssbagai perbuatan hukum sepihak yang bersifst administrasi
negara dilakukan oleh pejabat atau inkansi penguasz (negara) yang berwenzng
dan berwaiib khusus uatuk ite™ {Atmosudirdjo, Prajudi., 1983 - 91},

Ijin yang didepat karcon keterangan yang tiudak beoar adeieh dapei dibadalkan

{vernietipbanr) atimya, “ ... akibal-akibal pembatalan hanys berfain: setelah

Disertasi Wewenang kabupaten dalam pembangunan perumahan Johannes Suhardjana



ADLN - Perpustakaan Unair

rak

pembalan, artinya pembatalan penciapan tidak berlaks suret™ (Muslimin, H
Amrah., 1982: 130)

¢. Pemegang ijin diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dengan meng

wukzn koboratan dangan disertal alasan yang jelag dalam janghka wakiu tortoniu
dari tanggal swrat pemberitabuan bahwa ada pembatalan [MB dan jaangka
walie ini harue diperhitungkan yang apabila tiduk diindabkan BupsifWalikola
akan inembatalkan IMB yang telah dibecikan;

d. Apabila tenad peruhshan bentuk dan fungsi bangunan pemobon diwajibkan
mengajukan  perubahan IMB  kepada  Bupati‘Waliketa,  perubahan
Lentukbangunan Jftu sendinl barus mendapat ijin, sesuar dengan kelentuan
mengensl baogunan yang ada Perda No. 6 Tahun 1995 untuk kab, Banvumas
ditentukan dalam pasal 80 yaitu IMB diajukan wituk mendirikan banguran,
mengubabh mangunan den meralohbkan bangunan,

o BupatiWalikota dapat wmeayatakan IMB tidak berlaky jag zpabila dalam swatn
batas waktu tertentu peinbangunzn tidak dilaksanakan Apabila dilaksanakan dan
telah melewati batan wakiy yang ditenfubsn maky pemchon  dihamskan
mengajukan IMB yang baru, hal ini sesuai dengan Instruksi Meodagn No. 2
Tuhun §982 teotang Penertiban Tunah di Daerah Perkotazn Yang Dikuasai Olch
Badan Hulum/Perseormgan Yang Tidak Dimanfaukan/Ditelzntarkan, bagian ke
empal.

f Berhak menentukan besamya retribusi ustuk tiap-tiap jenis bangunan, ki aajfikas
bangunarn, peogguoasn baggunan, sifat baogunan, tambalan bangunan dan

ketengginan bangunan;
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& Juga berhak memutiblan bengunan yang belum mempunyai IMB denga
memaka: neat keputusan dan deogan kriteria yeng ditetapkan perstursn
perundang-undangan,

h. Berhak mepentukan besarnya sampadin bangunan, pagar dl;

I. Berhak membioa dan mengawasi terhadap pelaksanaan IMB yang secara teknis
operasional dilalukan oleh dinas yeng ditunjuk dan melaporkasnya kepadanya,

J. Dapat memberikan suokei pembongkaran yang didabului oleh teguan secara
tertulizc yang digusul dengan peripgatan yang jumlahoya ditentulmn oleh
perahman perundang-undangan yang fekniz oprrasiopaloya dilakukan dengan
keputusan Bupati Walikota

Dzlam IMB juga ada yang dikecualilan dzlam erti dikecualikan dari kewsjiban

memiliki IMB yaitu bagj :

8 Faclias pemerintab/militer/Polr vang bersifat rzhasis;

b. Bangunan yang didirikan karema kepenbingan dapwrat atan kepemtingan yang

berzifat nemeniara yang kdak febih suatu batas tertonts;

c. Batgunan jafan dan air yang dibimyai dan dilakeansksn cleh pemerintah kecuali

yang sifainya usaha
Pembevian IMB tectu zajn sudsh cxogioged aken i rumg wilayah,
peréncangan dan penyediaan Ishan aeria tats guna lingkuogan, misainya

3. Tala ruang wilaysh, IMB mkan diberikzn apabiia eesuai dengan tata ruang

wilayah dani kabupaten, dengan mengingal UU Mo, 24 Tahun 1992, zehingen
harus melibat di wilmyah mene depat didoriken brogunen, deler hal @

perumahan Berdarar iata ruang wilayah yang terdapal dalam ifin lokasgi tersebit
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akan memad) alasan pepgetabang perumaban mengajukan IMEB, setelah ady

pembebasan tenah oleh pengembang perumahan

Jetelah kedugnya i dilekukan maka dzpat dimulai peogaiuan IMB &1 samping

perEyaratsn yang lain;

%  Pereneanaan dan penyediamn |ahan dalagm pembangupan perumahan, pada
prinsipaya adalah disediakan yaitu dengan Lisibz dan Kasiba, letap: bila Ldak
maka prngembang perumahan dapat pencainya dengan mengngal ketentuan
yung adu, yuitu denpgin mengingat !

1), UL Wo, 5 Tahuo 1940 teatang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agrars,

2). Inztukei Mendagn Me. 15 Tahun 198% gl 6-10-19B% tentang FPedoman
Penyediaan Tanah Arcal Hidan, Tata Guna Huwtan Kesepakatan Unfuk
Pembangunan;

1) Inwbruka) Presiden Noo 5 whug 1990 igl 28-8-1990 tcotaty Pererajasm
Pemulaman Kumub Yang Berada Ih Atas Tansh Negara,

4). UUU No. 4 Tabup 1992 teptang Perumahar dan Pamekiman;

5). Keputugsan Pregiden Ne. 55 Tahon 1993 tgh 17-7-1993 teptang Pengadam
Tawah Bagl Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum;

6). SE Menieri Negara Agranw/Eepala BPN No. 600-1499 tgi. 13-5-1993
teplang Diaya Pepdafteran Tarah Unftuk Ruvmah Sederhanz dan Rumah
Sangat Sederhana;

Ty, Perahmran Menteri Negara Agrena/FKepala BPFN Na. 1 Tahun 1934 gl 14-4-

1994 tentang Frelepluan Pelekeanesn Erpolusen Presiden Mo, 35 Tabun
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199% tentang Progwiaun Tansh Bagi Peluksunnan Prmbangenan Uontok
Kepentingan Umum,

8). SE Menleri MNegara®epala BPN No. 4I10-1B50 gl 15-6-1924 tentang
Porubuh:m Penggunase Tunah Sawali Beringas: Tebzus Untuk Ponggunaan
Tanah Non Fertanian

Q) Sird MTIN.PPN/Eeiua Deppenas Moo S3IT4/MEDQ1994 1gl 29-0-1994
terlang Perubahan Pengeunaan Tanah Sawah Beririgasi Tekns Untuk

Penggunaan Tunah Non Perlanian;

10). Surat MENFPPN/Ketua Eappenas Mo, 540 TAMESLIPM g, 4-10-19%4

tentang Efliziens1 Pamaniuatan Ly han Bag Pembangunan Peromalus;

11} Kepumzan Menteri Negara AgrariazFeepala BI'N No. 9 1abue 1997 tgl. 2-7-

1297 dan SE Menptern: Negara Agrariaepala BPN Ne. 500-1367 tgl. 2-7-

1987 lenipng Pemberian ITak Millk Ales Tensh Univk Rumah Jangat

Yederbana {R55) dan Evmah Sederhana (R3k

12}, Keputusan Menten Negara Agrenalepalz BIN No. 15 Takun 1997 tgl. 22-

C.

Disertasi

19-1997 tentzng Perubahan Keputusan Menteri Megara Agrari 2 epala PN
No, & Talwm 1997 legtang Pemberian ITak Milik Ates Tanabh Uniuk Rumab
Sangat Sederhans (R55) dan Rumah Sederhana {B5).
Mengenal Gu guna lingkungam, #esen dengan pertumbohan tekoolog vaog
pesal maka mengrnal tata guna higkungan dapat distur sebaik mungkio sezuai
dengan kebutuhan ztau keperiuan ahan yang bersenglutan yeitu mengenat dua

kerrunghkinan rencane (ol reang wilayah
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Mengenai mekanisre perijinan (mendirikan bangnnan), kabupaten Sidoajo,
Sleman, Banyumas dan Bandusg tmriyata telah meaggunakan Uit Pelayanan
Terpadu Perizinan Satu Alap disingkat KPPSA (Banyumas), UPTP-PSA (Sleman)
karena ke empal kabupsten ini adelah tormesuk delam Proyek Percomlohan
Otonemi Dasrah di Jawa eesuai dengan Kep. Mendagr: No. 105 Tahun 1994, yang

pada privsipnya pame, yaity :

| iu_.; 2 i |

. A
i S5etda !

=

w —
"""""""" —

i_KPPEA;1 Dinae /
‘JT?IP'PSAJ | - Itﬂianﬂiterkait‘

J.. Pemohon .

——

Eefermypan——" Gario alur prosss perijinan

Dalam IMB yang menyaoghkut juge ketentuzn mengenai bangunan, ternyata
#da daerah yang mensyarsikan/menghimban  adanys benlok bangunan yang
bersifat kedaerahan, mizalnys Ksb. Banyumas, sesmai dengan Perda No. 5 Tabun
1995 Lembmran Dasreh No. 7 tabum 1995 geri B Me. 2 ditentukan

Pazal |9 (2):
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Setizp bangunan dincahakan mempertimbangkan segi-tegi  pengembangan
konsepsi arsiekhr bangunzn dadistoanal, sehinggs secara estetika dapat men-
cerminkan corak budava dasrah
Ketenfuan 1 temyata pernab mienjadi kasus yaitu pada sast penbangunan REU
Margono Swkaryo, Banyuenas, sckitar lahun 1995 yang berasitekter Barat, vang
harus dibongkar dan digant derngan aesitektur khas Jawa Tengah tetaps lecapata
garmpal sekamung tetap dengan amsidektr Bamat, sehinggs Ketentuan Perda tetebad
adalah sebatas himbawan
Dadare keteontuan meogena peinbangunan peiumaban,  dart rancangan
peinbangunan perumahan yang berkaitan dengan lokasi selalu  disyaratkan
mengenal prasimmi dan garmma, peayedizan fasilitas umum dm oo sebagainya
yang lergambar dalam rencana tgpakiste plan, Antara lan lerdin gumobar sislem
jaringan nir muewm, saluran pewmbueang alr kokor den air bujan cerla serenz
lingkungan [amnyws, kKepadan perurmaban dap tala letak bacgunan, rencana
sisthulast wwwporiasi, gans sempadan titis dan pagar sesuai demgan garis
sempadan banguoan, ganis sempadan sungai dan sahiren lainnya
Eetentwan lain adalab juga hatus menyediakan fagibitas Jzn yang diperlukan
misul uptuk penyediam tanzh scbepar x %% darf juas perumahan  wituk
makam/kuburan umum, fasilitas uwoem  (fasum) dan faclitas sosial (facos) yang
dalam pustu tenggang tertentu diserahkan ke pemerintah dzerah
Hab-hal di atsa inilah yang menjadi pokok petvetujwm yang beragal did
DupatiWalikole yang bersanghuten, ymng berimi data pengembeng perumahen,

keterungaod'dats mengenw lanah yang skan dibengun {letak, luss, stztns tanah,
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rencana pecuntnkan oleh pembanguea dily, persyaratan dan kewsjibsan yang hanis
dipemihi,

Dhimakaud ijin [okasi adalah [jin yang diberkan eleh  BadaonFantor
Pertanahan MNasional / Kabupaten kepada pengeombang perumakan Isinya
nemberikan persetujuan lokasi dengan beberapa klausnla persyaratan misalnya
harus dizdakan jual beli atan pelepazim hak gecara langsung dengan pemalbik lama,
ganll rug tanah, bangunan, (ananan, lenggang wakiu perolehan tenakh, lwas (snah
harus eesugi dengan ijin, tenggang waktu mengajukan 130 bak atas tanah yanp
diperalel), membangue presarana dan swata lingkungao den pemeliharaannya
dalzm jangka waktu terlenhy penyelesaian pembangunanoya, delmang menjoat
kapling {ampa bangunen di alaziya, kewajibun menjaga kelegiarnan tamah dan
lingkungan hidup dan lain sebagainya sesual hescpakalan ant@a pembangun
pertmehan dengan pemerintah  dacrab, dean jupa disdwe  mengenwy  sanksi
pelang maran, jugs deogen memperfadikzn ;

a planolog daerab yang bersanghadan;

b. sejmh mungkio harus dihindar pengurangan arend pertanian yang subur.

¢, Sedupat mungkin diminfedkan anuah yang scmula (idak stau kurang
prouktil

d Dihindarkan pemindahan perduduk dan tempat kediamannya

e Biperhatikan perayvaratan unhik mengegah  terjadirn pengoloran  aluy
pencemmran bagl dasrsh lingkungan yang bersengkulan ({Yudohusods,

Swane,, ebel, 1991 ; 385

E.Ferlindungzan calon dan peazhwni peromzehan

Suaty komplek perumahan yang cenderung berhurga mahal, karera sudah

mengakun dweral erbangon sesual dengan Hoyt yailu ¥ Phe Sectar Theory”, maka

ukan lenadi “The highorprced regidential neiphboyrbopd™ condong  ootuk
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herkeinbang ke arah komplek perumahan . (Keegaemahatmadja, PDH, 1978 .
63} zelungea diperlukan kbususoyz adsnya kepastian hukum dan perhindungan
kotgumen pada tmumoya,

Perlindungan kepadz calon komsumen dar keosumen pembangunan
perurnahan yang diizkukan Fem#riotah Dasrsh KabupatenTraerzh Kofa adalah
pade obyek pembangunan baik formul mavpun meferiil dan sejsk reocana
pembangynan peruiiahan sampa; ijin mendirikan peruomban yang berupa §jin
mendirikan bangunan bahwa telah sesuai dengan peraturan yang ada

Ferlindungan pemerintah {Dzerah Kabupaten / Kota) dapat dipertanggung
Jawabkan, yaitu ;

1. Keberadasn perusshasn pembangon peremahan  yang  melakeanekan
pembanguman perugahan dzpat dipertenggung jawabkan dari segl hubum atau
legalitasnys wwhe adanya ific berusaha, eebagal perusabhsan memeoubd
klarifikagi dan kualifikesi sebaga pembangon perumahan vang disyarathan
dar syarat lain yang diperlulmn sehingga dengan bonafiditas yang ada
kepadanya dibeviican/atau diijinkan melakukan useha pembangtman perumalan
cleh pemenntab kabupaten/koba;

2. Adanya ijin-ijin yang diterbitkan, sotwa lam paeetyjuan peiosip, ijin lokmsi,
boleh mengadskan pembebazan tanzh, ijin pengeringan/penguragan campai
kepada ijin mendinksn banguoan yang harus seeuni dengan ketantuan yang
berlakn Untuk pergyaraian teknis bangunan sesuat dengan Keputusan Menteri
Fckerjaan Umum No. 20/EPTSS 1986 tgl. 16 Mei 1986 ientang Pedoman

Teknik Pembanguran Perumashan Sederhana Tidak Bermsun, komposisi
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jurdah perbandingan antara romah mewsh, menengah, sederhana Mengeoei
sarder dem prasarenz, fastlitas ymoum daz sosial sesuni dengan ketentiman dan
peraliran yang ada di sias tanah yanog telah dibebaskan dan di-

ety oleh pemewiniab,

3. Adanya jaminen dari fihak ketiga, misalaya berjod kredit yang dilakukan
badan waha parbankan |ewat notariz adalah menambah bonafiditas periabaan
pembangun perumahan, dan karenanya koosumen lebih terjamin,

4, Adanya peninjauan yang cermat dan teliti deri konsumen pada lokmsifobyek
dan surat-momat yang ada untuk pembelizn perumahan, baik secarz hnai
mavpiin koedit dap geguai proeechir yang ads adalah yvang terutuna memben
jeminan pada kynsitmen

Tahep akhir pembangunan perumahan adalah menjual peraomafan ke
kopewmen atar calon pemilik Bistanys pengembang perumaban  kemudien
mendinikanr Kantor Pemasaran dan di ;i calon konsumen dapat melibat denah
lokam, mavar: dag bentok mumah, spesibkes bakan, lusz jalan, letak umsh, Juzs
pelormngan, bpe rumah dan iun sebiuginys yang fermaat dalam brozer penawsrsn

Pada kanter pemazaran dimakeud juga dapat diminta Brm permintsan akan
rumah balk melelui kredit atau perjanpian jual beli atm peswymratan {am, s=jsuh
yang barus disediakan peogembang peromahan, Jual beli dapat berlangsung secara
langauitg ataw lewat bank veng menyediakan dags pembayvaran angswan rumah
dengan cicilen, misaloya Bank Tabungan Megara, Bank Papan Sejahierz dan

lembaga finansial dredit yang lainoya vasrg menyedisjen dans yotuk jtn,
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Dalam perjanjizn pembeliamn diberlakukan perjanjian mengenai bak dan
kewajiban yang harws disepoakei bersama andara calon penolik dan penjual
perumahan, baik lewst kredit stan bukan, kareps ini menyanghst berdirinya
bangusan dalam satu komplek, dan kalau lewa! kredil maks bissmya, serhifikat
tanah dan bapgunan akan ditakan oleh pihak penyediz dana dan akan diberikn
kepada pemiliknya setelsh dreditnya lunma. Perjanizn biassnya haws di muka
Notaris yang telab ditunjuk unfuk it
Perlindungan koosumen saet ini dijamin dengan UU No. # Tahun 1999
tentang Perrlindungan Kopsumen, LNRI tahtn 1999 No. 42, TLNRI No.392). Titik
berat undang-undang ini adalah untuk menjzmin kepastian hukum untuk memberi
perlindungan kepada konsumen, sepesti ditentulcan pasal 1.1 yaitu :
Ferlindungan kensumen adalsh segala upaya yang menjamin adanva kepastian
hulam unfuk memberi perlindongen kepada konsumen:

dun dimaksudikan sebagai konsumen adalah dilentukan dalam pazal 1.2 vaitu
Konsumen adalah setiap orang pemakai baraig den'atau jasa yang tervedia
dalam mesysrakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluargn, oreng lain,
maupyg makhtuk hidup laio dao tidzk widuk diperdaganghan,

sedmngkan dimakeud dengan bareng adalah ditentulan pasal 1.4 yaity :
Barang nadaiah selinp benda baik berwujud mavpun Hdak berwajud, baik
bergerak maupun tidak bergerak, dapat dibsbiskan mawpun Gdak dapat
dihabishan, ymg dapal diperdagangkan, dipakai, diperguoskat, ata
diman{nsdlcas: olek komsumen,

Sequmi ketentuzn pasal 2 bagian pedama, yaitu
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Perfinthingan konsmmen adalah hemasaskan mantaat, keadilsn, keseimbangan,
kearranan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukuem, .
Lewmual pula dengan Reteodown pasal 3, yaille -

Perlindungan kensumen bertujuan

{0} memngkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen unluk
melindungt diet,

(2} mengangkat kst dan madabal Boesginen dengan cara
renghindarkannys dari ekses negatif pemakaian barang dun jasa;

{31 memegkatkan peoberdaydan koosumen dalas memtld, menetokan, dan
meanuntut hak-haknya sebazw konsumen;

(4} menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung uoser
kepastiant hokum dan ketevbokasn  informasi  sefla alscz  uhitok
mendxpallcan intformesi;

(5] menumbuhkan kesadaran pelakn usaba mengenal pentingnya peclindungan
kensumes sehangea fumbuh sikap yang Jujur dan bertangpung jawub dalam
berusahn:

(6} meniogkatkan kualitas bzrang danfatan jasa yang menjamin kelzngsungan
usaha produksi baraig danfalun jgsa, keschatan, keniyamanan, keumanan,
dan kese]amatan kopsumen,

dengan demikian apabila diterapkan pada kepemilikan pembangunan perumahan
maka apabilz teradi, mwsalmya, rumah  yang cuntih  dikarenakan adanya
pelgurangan campuran  adonan Remen, mekmn  pemilik  depat  meneguga

pengernbang pernmuahan, Di sampicg menuntu! ganti tugi atau apabila kredit sudah
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lenas dan pemiltk meounta sertifikat tanah dan bangunan maka tidak ads lasan
bagi pengembang perumahen untek tidzk memberikannye Koosumen jugs wajib
mengikul prosedir yang ditentukan dalam mendiami rumah atanpun beriktikad
baik dalam mefalekan transakel yaitu deogan mengisi morat-maora! atae kelorangan
gecara puiir. [ndang-undang perlindungan konsemen sesua dengan asas lujuannys
vaituw adanya hesesimbangan, kepastian hukam, keadilan, manfazl dan keamanan,
sesuu  clengun sifat  masyarakat perumahan / keta  yang V' L Gesedlackaf,
impersoral, formal frontracivel}, stilitanan, realistie dim specialized, " {Daldjeeni,

N., 1978 :54)

Perahoan yang berkaitan deogan pembangunan perumahan dan perlindungan
konsumen diterapkan secara bereama-sama yaitw, yaitu ;
1. U Ng, 22 Tabun 1999 tentang Pemerintahan aerah;
2. UU No. 3 Tehun 1982 tentang Wajib Dadlar Perusshasn;

1. UUNo. 23 Tahun E%92 tentang Kesehatan,

4. UU No, 1 Tahun 1995 leptang Perseroan Terbatas;

5. UT Mo, 23 Tahun 1997 tentang Pengelolasn Lingkunpan Hidup jo. T Ne, 4
Tahun 1932 tentang Kelemluan-keleptuan Pokok Pengelelazn Lingkungan
Hidup,

6. UD ¥No_ }5 Tahun 1983 fentang Fetenagalistrikan;

T I Wo, 4 Taheo 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;

8. UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penatasn Fuang,

9. UV Gangguen 5. 1928 No, 228 jo 5 1740 No. 14 dan 450;
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10, Keputwsan Menterr Pekerpaan Umen Wa, 200KFPTS/I986 tangeal 16 Mei 1984
tertang Pedoman Tehnik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun;
11. Permendagrn MNe. & Tahun 1993 tentag [in Mendiokan Bangunan dan ljin
Undang-vndang {rapgguan Bagl Peresahann Industri;
12. Permendagri Mo. 9 Tahun 19682 telang Pedoman Penyusunan, Percacanssn dan
Pengendalian I'embangunsn
E3. KepMenleri PU Noo DZEFPRES fentang Eelentuan Fencegahan  dan
Penanggulangan Folbakaran;
14 Keppres Bi Wo. 12 Tahun 2600 tenlang Padan Penctmpan Pengeodulian
Penyediaan Prasarana Pekergaan Umuom;
15 Keppres No 10 Tahun 2060 temtzng Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
Wewsnang mengatur kabupaten, adalah twmbubh dan berkembang sesum
dengan perkembangan dan perfiumbehan pemerntaban, khususnys perkembangan
dan perlumbuhan Pemernniazh Draersh yang diatur datam undang-undang,
Padz saal pertama yaite dengan adagya UU No. 22 Tabuo 1948 maka faham yang
dismuit masih dipengaruhi jaman Hindia Belanda yaitu hanys pemerintah pusaf
fmegara yang dapat mensejahlerakan raloal
Seswal dengan pertunibuban Pemenintah Daerah dan malan ket diznutnyas
faham desentralizasr di samping fabam dekonseobrasi dsm lugas pembantuan
meskipun dalam perfumbuhannya menguat dan melonggar, Dapat difahami bahwa
tidak banya negara‘pemerintah pusal yang dapat mensejahterakan rakyaloya tetap
Pemerintah Ddacruh dun rekvai sendin atm penduduk dasrah il sendiri dapat

mensrjahterakan kehidupannya Dengan bimbingan dan bantuan negara/pemerintah
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pusat yang benjud dorongan, lizik dan pasehast secw bantuan leknis, meskipun
kadang-kadupg bimbyl pula pemikicsm ecwpit tentang dasrah, yang sangat
berhehaya bapl suate negara kezaluan

Pada akhimys sempan pada [T Moo 22 Tahun 1999, yang kelihatanmya
melepaskan selwuh carp mensciabierskan rakyal [dacrah) dengan menyerahkan
gebagian berar tugas-tugas yang berhubungen dengan hal meneeahterakan raloyal
kepada daerzh otonom khususnya kepada Kabupatenfola, spalag dengan makin
rnaruknyz terpadi privaticas) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dalam bal permbangunan perumahan, dacrah kabupgicn memegang prranzn
yang sangat penting dengan ataw dalam hal pemjinan, keewall vang lintae Fabupaten
dan berskulz besar/naeional, yailu deogin menermpatkan pepatzan mang, dacrah
kabupaten sebngal dasar viams perijinan pembangunan perumahan, karena itulah
gebetulnya  perlodungan peda calon dan penghunl  perumakap, sewajarmya
tanggung jewabnya dibebankan pads dasrsh kabupaten, pemennotah pusat/negara

menyedizkan instumenoya yaitu saranz dan prasarana perlindungan hukumnya
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FASILITASI KABUPATEN DALAM
PEMAANGUNAN PERUMAHAN
& Pengertian dan Tunzsifarzilitasi

kiata faeilitasi adalah berazal dan bahasa Latin facifitas, avs @ faaliz)- 1
Sifutdkeadasn rmodab {mudshoya, lancarnya) foperns) cemporum keadasn tempat yang
enak karena adanya dataran; sredendir sifat terlale mudsh percaya - 2. @) kecondongan
{hati}, kepandaian; pemybawaan, bakat, kecenderungan b) sifat mudah bergaul; sifat
memberr hat; kesudian; kelemtokan; kelunakan kesnwralun bat; seka moeluloskan
keinginan grang, kerwoah-(tamahlsn —) sifat suka memanjakan; terlaln mudah
memberi; kesembronoan, kelengahan, kelalaian —d) rifat modah menyatakan fai haii
{perasaan), pandat mengungkap dan membawakan, panda deklamasi. (Prent, K-, c.m.,
Adisphrata J. Poerwadamsiota, WI3, (965 . 529).

Foata fagilitas (n}, Fasilitasi (a) dalam bahasa Indanesia adalah borarti kemudahar,
sarama yang memedahkan dalam melabukan lugas atay pekeqaan (Daryvante, 35, 1997
L 200}

Dimaksud dengan fasilitasi adalabh sesuaty hal yang makin membuat rouwdahoya
guatu pekerjamm atan membuat 1ehih pendek walktu, brayz dan laig sebagainye, uptuk
mengerjakan atau menyeiesatkan tanpa mengesampingkan aiuran normatif vang ada
at=an bisa joga suahy kebijakan yang membuat pesuaty ihr menjadi lebih mudah tanpa
melangear norma vang ads

Fasilitari adalsh suatw pengertizn yang tilik beratnys adalah fakior ekononi yang
dalam paris bezamya adalah memperpendek, mempermudah, memperlunak dan lan
sebagainya, meskipun dapal dibubungkan dengan hal-hal &1 luar permagalghan
ekonomi misalnya dihubungkan dengan tekwiy administratif. Misaloya dalam mencan
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ijin mendirikan bengunan melewsti pengagende di Bagimm Umum, dicatal,
disampaikan ke Sekda, didisposisi, disampstkan ke Asekda, didisposisi, dicampaikan
ke Kabag Umum (Ksbupaten), didieposisi laly dieempmikan ke Kasubag yang
bersanghulan, tetapi agar lebih peadek halannya misalnya dicampajken dan diagenda
di Bagien Periiinan, disarmpaikan ke Kabag Perijinan getelah didisposiei dan diber
kelerangan seperlimya disampaikan ke Kepala BPN. Setalab diproges dan memenuh
syarat disampaikan ke Hupati, ditanda tangani dan selanjutoys dizampaikan ke
pemobon ijin

Faszilitar yang dilakuian olsh pemenmtah, berkaitan dengan kebijakan negara,
dalam hal ini Indonesia sebagas pegara yang kedaulatannya adalsh & tangan rakyat,
seauan dengan ketentuzn pasal | (2) UUD 1945, sehingga kebijakannyapun harus selals
berorientasi kepada kepentingzn raboat tan publik sehingga “Setisp kebijaksanann
negars barus selalu berorientasi pads kepentingan publik {public interest?. {Ialamy, M
Irfan., 2001 : 10}

Fasilitasi yang dilakulkan oleh pemermizh, dapat secara langsung, tersurat dalam
penturns perundang-vadangan don dapal juga secara tidak lmgrung siaw terzirat dalam
perzhoran perundang-undan gan.

Fazilitasi secown langmung atmu termmat dalam peraturan perundang-undangan attara
lain :
. Pasal | (2) Pevaburan Pemerintah No. 17 Tahun §$63, yaitu -
Agar pembangunan perymahan dapat berjalan secara terahe Eepala Dasrsh
mengumumbkan cecars luae reqeans pembanguman /kofz demgan menunjuk

tanah- lanah yang dicediakan guna pembengunan perumehan
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Hal di alas adalzh merupakan suniu bantuk fasilitasi bagi pengembang penemaban,
kerena tanpa bermuzah payah mencari, pengembang telah mendzapatian lahan yang
lelah dijznun eecara Ywidis olsh daeralt uofuk membogun perumaban sesua
dengan rencana tate ruang wilayal/Gaersh, juga fongsi oormatif Hukum
Adm:niefrazi.

2, Ketantuan paszl 4 bagian C.1. Peraturan Pernerintah No. 14 Tabum 1987, vailu
bidang pekerjaan vang dizerabkin kepada dacrzh tingkat II di bidsog pekerjasa
wmum  yaitu eebagian bideng Cipta Karya, yeng termasuk juga program
peganfagtzn rvang den satvan  kawasen  petgembangan, termasuk  juge
pengembangan permbanguran perunalvan,

3. Pasal 2 (1) Peraturan Menteri Negara Agraria#/Krpala Badsa Pertanshan Nasiooal
No. 1 tahur 1994, yaitu ;

Di setisap ksbupaten’kotamadya oleh Guberowr dibentuk Panite Fengadasm
tmah seiznjunya dizelnt Pantha, yang susunan keanggotman dap fugssnym
gebagaimenn dimakend dalam pasel 7 dm § Eepuinsan Presiden Republik
Indonesia Womer 55 Tahun 1993,
Fasilitasi yang ada adalsh fisilits pengadaan tanah/1ahan untuk kepotingan umum
termetuk di dulermrys adalsh pengadum tansh imtok pembangunan perumaban.

4. Instruksi Meoteri Dalam Negery No. 12 Tshun 1996 teptang Keringanan ontuk
tidak memungut reqibusi atau izin membaogun rumah eederbiana dan cuimab sangat
sederhana, yang dalam kansidersns menimbangaya bagian b. dikatskan guna men-
docong kegstan permbanguoan kedus jemiz penamahan

Fasilitasi yang secera tidsk langstmg e tersiret amlsra lain, adalah ;

Disertasi Wewenang kabupaten dalam pembangunan perumahan Johannes Suhardjana



ADLN - Perpustakaan Unair

23s

. Pagal 4 {4) Undang Undang No. 1 Tehun 1964, yang meneotulan |
Dnlam meclahsarmkan tugasnya ity Pemerintah Dasrab dibanin oleh Papitia
Ferumahan yang susunzn anggolarya mencerminkzn kegolong ro¥ontan anlaa
Pemerinlah dan raloyat.
Dralam kelenfuan tergebut maka pembangunan perumahan merupakan kerjagama an
ima pemenintah dan rakyat, ini menunjukkan fungs: iostrumental karena
.. hakekainya menupjuk kepada tujum, prosadur dem sarana, . (Soeloprawirs,
Eoemigtmanto., 1995 '56)..

2. Pasal 22 (1) Undang Undang Mo. 4 Tabuo 1972, vyaitu mengeom Familitas
penywiuhan dan bymbingan dan kopsalidaej tanah untnk pembangunan perumahan,
yaihz :

[h wilaysh yang telah ditelspkan sebagai kawasan esisp bangun Pemenintah
memberikan peayuluban dan bBimbingan, bantuen don kemudehar kepada
masyarakat pemilik tanzh erhingga bereedia dan mampu melalmkan koneolidasi
tanah dalam rangka peryediaan kaveling tanah matang.
B. Fasllliasi yamg dillakpksmw kakopaten
Pemerintah kebupaten adalah bagian dari pemeniotaban Nasional yang dalam
sistem negara kesahvan srbagei bagian yamg tak terpieshkan dai Negma Keashuan

Republik Indopesia yang berdasar Undang Undang Dagay- (UUD) 1945, Fengatwam

kabupatzn pada sast gekarang adalsh bertumpu pada kelentuan Undzog Uodang (UT)

Nomior 22 Tahun 1999,

UUD 1945 magih emberlakukan semus perafuran perondang-undangan yang

petnish ada berdasar pada kelenfuan pasal 1 Aturan Peraliban UUD 1945, yang me -
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nentukan :
Segala perahman perundang-undangan yang adz masih iezlap beriakau selamg
belurn diadakan yang baru menuret Undang Undang Dasar ind.
Asipek perbanguosn perumalan yang berkailan deogan fasilitas: kabupaten, yaity
aspek pengadaan tanah, penjinan pembangunan dalam kaitannya dengan retribaai,
pengAdasn serana dan parasarana
1. Pengaduin tamak
Pengadaan tanah yang berksilan dengan pembangunan, yeog dilakuken oleh
dzersh otonom, kabupaten khususeya dalam peogertian UV Ne, 22 Tahm 1999,
secara woum Jan segd twuanoya dapat dibag dalan dua (2) seq, vaillu uoiuk
pembangunan bag
a Kepenlingan povstiorang-perseciaigan, yatu vang fidak  menyangkut
kepetingan umum afau crang banyak ates kepentingan publik;
b. Kepenfingan umum, yang menyanghu! i=penfingzn orapg banyak/puablik
Dalam pembangunan perumaban yang menmbkal tansh uotuk berdirtzye baogunan
rumsh, bag iepentingan umum, bukan eortng perormgan, “... dapat disebut
sebagai kepenhngan umum, apabila menyanglif kepentingan bangem dan negara,
kepentingan pelayansn omum bagi masyacaket luss, kepeptiogan masyarakat
banyak dan atau kepeotingan pembangunan _. *' (Muchean, 1997 : 46)
Dengan mengunip pendapat Swdikne Mertokusurgo, Muchsas meogatzkan
bahwa unsir kepetlitigan umum secirs teoritis adalah -

& Hakikat kepentingan vmum merupnken resulfante entare kapentogan individu

dan kepentingan kelatepak.
k. Eepentingan umum bersifat sosial.
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¢. Kepentingan umum bertyjusn meningkatkan kese|shiersan wmum.

d. Kepentingan wimm tydak bettuguan mencan laba

r. Kepentingan amuni menyungkul kepentrngan bangsa dan eegara, kepentingan
pelayanan bagl masyarakal [uas, kepealingan masyarakat banyak dan
kepoolingan pombanginan, (Muchsan, 1997 @ 46)

Indonosia, cobaga vuxlu nogms mod doka, yang memponya dasar filosofis
tersendiri, vaint Fembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang melipuli 4 pokok
pemtkiran, yaity persatuan, keadilan sesial, kerakyatan dalam permuesyawaratan
perwiakilsn dan ke Tuhanan Yang Maha Esa menwut dasar kemanusiaan yang adid
dan beradab.

Kepuntmgan umyr joga cirumuskan dalan perslursm peeyndaog-opdan gan,
antara lam :

1. Pagal 33 7T 145
(7] Cabang-cabang produks) yang penting bagi negara dan vang menguasad
Lizgat hidup orang banvel dikeasat oleh oegera
(3} Bumi dan aic dan kekayaan alam yang erkanduog di dalamoya dikuaszi
aleh nmegarm dan dipergunakzn untuk gebeear-besar kemabemuran
rakvat
Terlihat ddurd weal 2 dan 3 ketemiwan pasal 33 UUD 1945 ini, maka
kepontingsn umum duumuskzn sebagm . yang menguasai hagat hidup
orang bawyak dam ... dhpergunakan uniuk sebessr-besar kemakmuran rakoyat”.
2. M* Ma. E Tahun 1937 teplang Penguasqman Tanah-tanah Megas (LN No. 14
twhum 1933, [T Mo, 362)
Pisal 4

Pengueaswm sebagal dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 sub. A diserabkan
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kepada :

I. Scougty Kememterian gtan Jowslan untik melskeznakan kepentingan
tertentu dar Fementertan atar Jawatan itu;

2. Sepuaty Daersh Swanlanta unhbek menyelenggaraken kepenbingan
daeralmya, saiv dan lain dengan mengindahkan ketontuan-ketentuan
yang diadaken oleh Menters Dalan Negeri,

dari perumusan i maka kepemtingan Kementerian atau Jowastan adaish

termosuk kepentingan pmum dikaresakan Kementersan, Jawabsn ataupun

Deerah Swanlanta adalah bedungsi sebage sdimizistrlor publik meskipun

ada sedikat perbadaa, yatn :

1), Kementerian astau Jawstan adzlah kepmnjangen tangan d=ni prmeriotah
tingkat Fueat aehinggs
“Admipietrator publik  sebagai  “bBirokral”  (feredecrits]  mempunyz
karakteristik sebagai polakeann kebijakeanann yapg lelah dirumuskan oleh
gopenior polibknya (pembual kebijakanam). Dengan demikian 1a hdak
memiliki peren poiitik, {fetapl semzla-mals instrumental yang mempunyai
tngpungewab adminietratif fadsinigranive respongbility). In henya
pelaksura  kepeotingan publik dm bukmn yang berperan  dalam
menetjemahlanmerumurican kepentingan publik tersebut*.  (Islamy, M.
Irfan , 2061 : 11)

2). Daerah Swatantra adalah merwpakan swahz bentuk pemenotaban loksl yang
berhak: mengurus diriaya seadiri sian otocem, keenanya dasral Swatanbra
grcara politis-pemenntaban adalah
Y Administretor publik sebagai “pemsin polibk” [(pofitico) delam ortion
halmaa 12 berusaba bekena unluzk memuasksn kepenlingan publik ... 1a
terlibat daiam proses perumusen kebijaksangen pegara (dasrsh ofunom,
pea) ... dalem memaiokan peran politikoya terpebid ia selalu disemangati

dengan kepentingan puhlik (pedfic.spinted-adminigtratorf”. (lolamy, M
Irfaq, 2001 : 11-12)
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3). Kementenan, Jawatan ataupun Daerah Swalantrz adalah  sama-sama
berperan sebagal “puffic-poficy grents” schab * . publc polorar mendt
Tromy decimors made y povernment . (Howlett, Michasl Patrick and
Ramesh, M., 1995 _ 43

¢. 1*asal 18 Undang Undang No. 5 Tzhun 160 (LINEI 1961 No, 104, TLN Na.
2041
Pazal 18 :
Untek kepentingan vmum, termasok kepentingan bangsa dan Negara zerfa
kepentingan bersams dan rskyst, hak-hak ates tanah dapat docabuot,
dengan member: gaot kerugan vang layak dan mesurst cara yang deatw
dengan Undang-widasg,
Dan ketenlean pasal wm maks terlihal bahwa vang dimaksud dengan
kepentingen mmum an terwasuk di dalameyva yang diramakan kepenbngen
umum wlalah ;
1. Kepenlingan bungsu dun Negara;
4). Kepentingan bersama dan pendukang oe g ywitu mbkoyat,
Eetentuan pasal 18 UUPA adalabh berhubungan dengan kelentvan pasay| 6
Ui PA, yang menentyken :
Semua hak tanah mempunya Tunksi =nsial
L't dalam penjefazannya dilkatakar
Tidak hanya hak milik tetapd semua hak atss tanah mempunysi funksi
sosial Hal ini tefah diwraskan dalam Penjelasan Umiain (11 anghka 4

I?1 detlwm Penjelasan Umunt O angka 4 dikatakan
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IPasar yang keempat dilelakkan dalam pasal 6, yaste bahwa : *'Semua hak
alux tunah mempuonyel funks: sosial™.
Ini berarti, bahwa hak ulas tanzh apapun yung ada pada seseorang lidak]ah
dapat dtbenarkan, bahwa tasahova itu zkan dipergumakan f{atay udak
dipergunakan) semata-mala untuk kepentingan prileadinra, gpalagi kalau
ha! itn memimbulkan kerugiom bagi masysogkal Penggupasn fanah has
disesuatkan dengan keadaannyw dan eifat dan pada hakoya, hingga
bermanfast beik bagl kesejabterman dan kebshagiasn mempunyainya
maupun bermanfaat pula bag masyarakal dao Negara
Relegtyan lersehbul Lidak berurdi, bahwa kepealingzn periecrangan akan
terdesale sama eckali aleh kepentingan wmum (masyarakat) Undang-
Undang Pokok Agraria memperhatibzn pula kepentingae-kepentingan
[CESCOrRREHE.
ilepentingan masyarabat dan kepeotingan perseorangan hans)ah saling
mengtmbang, hingga pada aklimya akan tercapailab fujusn poliok
kernakmman, keadilan dan kebahagiman bapi rakyat seluruhpys, sestai
keteniuan pazal £ avat 3 ;
Wewenang yang bersumbar pada hak menguasw dun Negars tersebut
pada ayat 2 pasal ini digupakan untuk mencapai eebesar-becamys
kemakmyran mkval dalam arti kebangsaan, kesefshtersan dan
kemerdekaan dalam maeyarskat dan Nepgsra hubum Indopesia yang
merdekn, berdmlat, adil dan mekmur,

Berhubung dengan funksi sosialoya, maka adaluh sualu hal yang wajar

Disertasi Wewenang kabupaten dalam pembangunan perumahan Johannes Suhardjana



ADLN - Perpustakaan Unair

batnaa tanah ity harus dipelihara baik-baik, agar bertambab kesuburmmoya
sorte divegah kernuzakanoya Kewnjiban memelihara tanah ini fidek gmja
dibebankan kepada pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan,
melainkan menjadi beben pula dery ectiap orang, badan- hukum afau
ingtans vaog mempunyal suaty hubungan bukum dengan tanah ita sesus
dengan Kelentuan pagal 15 UUPA :
Meme!lihara tanah, termasuk menambal &ssubucannys serta mencegah
kerusslannya adalah kewsjiban figp-tigp orang, badan hukum way
Instansi yang mempuoyal bubizgn-hukum dengan tansh ik:, dengan
memperhatikan pikak yang ekonomis lemah
Dalam melaksapakap betepiuzn in alan dipehatikan kepentingen fihak
yang ckonomts lersh,

Dari penjelasan ini dapatlsh ditarik kesimpulan, yaitu :

1). Alin#a pertama, bahwa kepeptiogan pribadi atay perssorangan dilxwandcan
dengan kepentingan masyarskat (dan Negarn) seorla penggunann hakoya
harius disemmikan dengan keadsaomyw dan gifsd hakoya vang meouju
kemanfagtan bagi kesejahtorsen dan kebahagizan bagi pemilik dan bagi
masyarakat dan Negars Eeieghean ini jugs mengimyarstian bahwa
kepeotingan umum berbgman aten mempunyai mmfut  terhadep
kesojditeraan dan kebahagizan

2). Alinta kedus, bahwa kepemtingan persecrangan tidak ferdesak oleh
kepentingan umum {masysrakat). Dari bunyi yang ad padn alines kedua

ini dibarapian kedua kepentingan itu bile Gdsk adn perbentoran
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kepentiagan dan kebotchan akan seimbang, sesual eifat kedaulatan, pasal
1{2} UUD 1945 yang menemtukan :
Kedaulatan berada di tapgan rakyat dan dilaksanakan menunut Undang
Dndang Dage
3). Pada alinea ketiga, adanya keinginan idealts dat pembentuk mdang-
undang yaitu adasys kepeptingan yang saling mengimbangi antara
kepentingan mazyaralmyt dan kepentingan perseorangan;

4], Pada alinea keempat, terdapat penagasan penanganan secara wayx pogibif
bagl semua pihak, pemilik atau pemegang hak yang beceangkutan, seirap
orang, badap-hukum atau instme vang mropunyai bubvogan hukem
dengan tenab dan puls pensgeean ke ‘perhaties’ kepada kepentingan
fikak yang ekonomis lemah, eshingga ketentuan ind bisa digolongan pada
«, . model kebijsken deri Yebezkel Dror yang “Optimal Model”. "
(Islzmy, M Irtan., 2001 : 346)

d. Undzog Undaog No. 20 Tabug 196F kataing Peocsbulan bak-hak atex anah
dun banda-benda vang ada di atastya (LNRI 1961 No. 288, TLN No. 2324)
Paszal 1 oyu meneniuloan :

Untuk kepemtingan umum, termrsuk kepentingan bangsa dan Negzra serta
kapestingan bersama dani  rakpst, demuboan  pula  kepentingn
pembacgunan, meks Presiden dalam keadaan ying meomics sstelzh
mendenger Menteri Agraria, Menteri Kehaliman den Menteri vang
bersangkutan dapat meocabu! fak-hak ater taoah dan benda-becda vang

aia i ataemya,
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Lan katentuan pasal | ini dapatlah ditarik kesimgolan ;

1}. Ifuras ada keadaan yaug memaksa demi pembanguoun,

1). Kepeatingan umum adalzh termwsuk  kepentingan bangza, Negara
kepentingan borrama dari rakyat dan kepentingan pembangunan,

v, bnstruksi Presiden Mo 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaun poncabutan hak-hak
alas fatah dun benda-benda yang ada di atasnya yang dalam Lampiraneya,
varlu pasal 1 (1) menentukan

Snatu kegiatan dalam rangla pelaksanaan pembaigunun mempunyal sifa
kepentingan umum, apabila kegiatan tervebut menyangkut :
3  kepenUngan Bangzs dan Negara, dansatan,
b. kepeatingan masyarakat luas, danfatzu,
€. kepeptingan rakyzt banyakbersans, danfatau;
d  kepenlingen Pembanpunan.
dan pasal 1 (2) vya menentukan tentang e sluk kepentingan wmum, yaitu -
Bentuk-bentuk kegistan Pembangunan yang mempunyai sifat kepenlingan
wmum sebaga diambsud dabam wyat (1) pasal ini melipuli bidang-hidang -
a. Perfahanan
b. Prekerjazn Umum;
¢. Perlengkzpan Uminp;,
d, Jasaumumn;
& Feagamaan;
£ llmuPengetabine dar Seni Budays,

g EKreschatan;
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h. Clahraga;
1. Keselamatan Umuem terhadap beocans Alam;
J-  Evsepahtecasm Sosial;
k. Makamikubwran;
|, Panwisata dan rekoeasi;
m. Usaha-uzaha ekenony yang bermandaat bagl kece|abteraan umem
RBentuk kepentingan unsum diperiuas dengan keteniuan pasat b {3) yaby
Presiden dapat menenfukan bentuk-bentuk kogiatan pembangnnuan lainoya
kecualt sebagad dimaksud dalam ayat (1) pasal inl, yang menurut
pectimbangannya perlu bagl kepentingan umum.
dari ketentuan ini, betullah pendapat yang mengalakan “Mublic policy is a
compler phettomeron chesfiaE of rumorpuy deconnoRs made by Rureros
individualr . {Howlell, Michacl Patricl, Ramesh M, 1895 7)., meskipun
uda |uga parjang yang tpenyatakzn babwa antara ‘sodicy ” dibedakan dengan
‘Ferigon ", dunane dikzlaken ;
fa) Poficy iz lerger than decrzion. .. |
iRl While one decraon in e soquence may v seen a8 crucidi-nfen the
‘moment of chofce”
fe) The carcept of ‘decision” 15 offen amociated with that of @ ‘et seon-
maker’. The lofter may b spen gs ar ingividuol or g proup or a
parhcular orgarization. (Hogaood, Brian 11, and Cuenn, Lewis A, 1924
1820
f.  Undang [Fodang Na, 24 Tahun 1%92 tentang Fenataan reang (LW 1992 No.
115, TLN No. 3501

Puzyl 2 menentulan

Penataan ruang berasasioan :
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a pemanfastan ruang bagi semua kepenfingan szcara terpady, berduya
guna dan berhasil guna, sernsi, selsres, seimbang, dan berkelanjutan;

b. keterbukzan, perezmaan, keadilen, dan perlindungan hukum.

Dalam penjelanan pasal 2 diteatukan :
Yang dimakeud dengan semum kepentingan adalah balwa penataan rume
dapal menjamin selurth kepentingan, vakni kepentingan pemerinteh dan
masyarakal secara adil dengan memperhatikan golotgan ekonom lemah
Yaog dimaksud dengan terpadu adalah behwa penataan ruang dimmalisis
dar dirvmuskan mentadi sau  kessfuan dari berbagal  kematan
pemanfastay ruang baik olah pemerintah mavpyn masyeraknd
Penatann rumap dilekukay secwra torpade dem menyeluwruh oxncakop
antara lain pertimbangzn aspek waklu, modal, optimasi, daya dukung
Yinglozngan deya tampung linglungan, dan gecpalitik
Dalam mempertimbangkan aspak wakiu, suati peremcansan tata ruang
memperhatikan adsnya wspek prakiramn, rusng lingkup wilaysh yang
dircpcanplan, pereepei yong mengungksphken bertmagai keinginan eetta
kebutohan dan twjvan pemanfustac ruang Penaluan rueng haws
diselenggaraimn gecara tertib sehingga memenuhi proses dag prosedur
yang berlaku gecara terator dan kormiste
Yang dimaksud dengan berdayz guca dan berhasil guna adalah bahwa
penataan ruapg hars dapat mewuindken koaditas roang yang segum
dengan potensi dan fungsi roang,
Yang dimaksud dengan seras, selaras, dim seimbang sdalah babwa pe-
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ratasn tuang dapat menjanan terwajednya keserasian, keselerasan, dan
Lescimbangan strukier dat pola pemunfuslan reang bagl persehbarm
pendidulk zatar wilayah, pertumbuban dan perkembangan antar sektor,
antar daarah, serla antarg feldor dun dueraly dalamm satu kesaivan Wawasa
MNusantos
¥ang dimsksud depgan herkelanjutan adalah babas penatsan mang
menjamin kelestarian kemampuan daya dukung sumber dava alam dengan
e perhatiban kepentingan lahor dan batin antae generasi.
Derdasarksn penjclasan yang ada, khususnya mengenal kepentingan maks
thidapal  adanya  doa kepenbngan  yade kepentingan  pemerintal  din
kepentingan masyarakat dengan mempsrhatikan golongan ekonomi yang
[emah serwrs willd. Secama Bhusus kepeohogas pemerinizh belum tentu
kepenttngan masvorakat, aedangkan secarz umum dikatakan babwas apsur
kepeningun urgean adaldh kepentingan  messyarakal  dan kepentingan
pemeriolah
g Undang Undang No. § Tahunr 1926 tentang Peradilan Tata Usaba Megars (LN
1986 Na. 77, TLN No. 2344}
Pasa) 4% menentulon :
Fengadilan tidak berwenang memenksa, memuotus, dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalaim  hal  keputusan  yang
disengketakan itu dike|uarkan
# datam wekin perang, keadasn bahya, kewdosn bencens wlom, atan

koadwan Juar biasa yung membushayakan, berdasarkan peratiran per -
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undang-undangan yang berlaki
b. dufem locadasn mendeszk wntuk  kepentingun  wnutn berdaserkan
peraturan perundang-undangan vung berlaky,
Dialam penjeiasan pasal 49 (1) dikatakuan bahwa yang dimabkend dzngan
kepentingan umum #edalal kepentingah bagpgsa dan pegara danfalan
kepentingan  masyarzkal bersama danfadan kepenlingan  pembangunan
Sehingga dapattah  ditandk kesimpueian yatw bahwa dapat dimasukkan
mueryakan kepenlingan uminn adalals
1}. Kepentingan negara yang silatnya mendesak (berdasarkan peraburan
prrundang-undiangan} vautn perang, keadaan babyn, bencana almn gtan
kcadazn yang lnar biasayang membahayakan;
23, Kepentingan bangsa dan negara;
3} Danfalun kepe nhingan mas yarskal berssma;
4]. Danfatau kepentingan pembangunan
b Kepulwsan Presiden MNo. 55 Tahun 1993 fertang Peapgadoan tanak bag
pelaksanasn pembangunan nolwk kepenlingan unum.
Pasaf | angka 3 menyaiakan ;
Eerpentingan umum adalah kepentingan selurub lapisan masyarakat
dengan demikian terdapat perluasan lritena kepentlngan omum meskipun ada
pembatasan hdak vnluk medcart kpuolyngan, pasal 5 angka 1 ;
Ecgialan pembanpunan  wyang dilakukan dan  selanjutnya  dimilik
Pemermtate seita tidak digunakuan untuk mencan keoctungan  dalam

bidang-bidang antara lam sebagai heeiknt ;
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. Jalan winum, saluran pemdisngan aic
b
dan kemudian ditendukan dalam pasal 5 angka ? meoeniukan
Fegigtan pembangunen ontuk kepentingun wowem selan yang disiaksod
dialam angha [ yang ditelpkan dengan Fepitusay Pregden
sehingga dapatlsh ditarik kesirepolan bubowa unsir kepentingan utiwm adalsh
1}, Adbdah kepentingan pembangunan oleh dan digunzkan Pemenniah dan
Hduk digunakan nntuk meneard uniung,
1). Berzifat sosial;
1. Kepentingan vmum termanifesias dalam empat belas (I4) bertok
pembangunan, sesnal dengan ketentuan pasal § anghka 1.
Eleputuzan Presiden Mo, 55 Tabun 1993 inl kemudian dibndak [anjuti dengan
Pershirun Mentert Negara Aprarig/Fepala Dedon Pectimahan  Wazional
(MNAK=2 BPN) No. 1 ahun 1994,

Secara histon s, pengadazn ianzh molaly; prosck yerg cukup panjang, yailu
dari penguasazn oleh negara atay domein verdlaring kemudian karenz tanah ifto
terletak di dalam ncgeri gendici maka penguaga:m oleh negara dianggap cocok
apabila ditakukan olch Depariemen Dalam Megen. Diperkenalkannya hak untuk
mengelola tanah yang ada di daerahnya dan dipeilenalkennya Daerah Swatantra
Pengan adanya hak mengelola seadiri tersebut bergubiclah hakoya pada daceab,
mezkipin seeara lidak langsuog dacrah tetap merupakan kepanjangan tangan dan
premerimtzh puset gta negara semual dengae flkosefis negara kesalnan

Aclanya hak artas fanah intnk pembangunan, akan metyangkel kepenlingan
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masyarskat banyzk atau menyangkui kepentingan umum sesumi dengen teori

ke A Fastan Atsan utilitas.
Pengadaan tanah oleh kabupatén untuk pembangunan yang bereifa

kepentingan uum, borrmule dard kelontaan -

a Feraturan Femerintah (FP) No. & Talun [953, LN Ne. 14 Tahuo 1953, TLN

Na. 362, dimana digebutkan dalsm kongiderans memutnckan dinyatakan :

Dengan menyampingkan  kebenluan fersebut dalam sodd  kepufusan
Gubernur Jenderal tertanggal 25 Jamuar 1911 No. 33 {Sraafcflad 1911 No.
116} gehaga yang telzh diubah dan ditambaly, yang teraldir dengan moal
kepitusannya tertmggal 22 Agustus 1940 Ne. 310 (Staarsitied 1940 No, 430)
yang berfe®angan dengan Peraluran Pemerinieh 1o,

Makzud dart dikeluarlanaya FP Ne. 8 Tahun 1953 adsiab berkehendak
mengatur kembali penguagesn tagab-tansh Negara sebagnl termakiub dalam
surat keputusan Gubernur fertanggal 25 Januan 1911 Mo, 33 (Srearshiad 191]
Mo, 110}

Admyz perbedamm igtilsh antara UUPA dengan PP Mo, & Tahun 1953,
konversi hak penguacasn tansh yang distur dalam PP i ditegasksn dangan
Peraiyran Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 jo. No. 1 Tahun 1946, dalam FP
ini yang dizebul dengan tanah negara cesuai dengan ketenhuan pasal 1. yaitu :

[h dalam peraturan i yang dimaksud dengan ;
o tanah Nepara, ialah tanah yang dikuasai peauh oleh Negaa
Penguasaan negara dibedsakan dengan pemiliken olch negaoa

b. Sesuai dengan kelentuan Undang Undang Wo. 5 Tahyo 1960 tentang Peraboean
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TDrasar Pakok-pokok Agraria (1IN 1960 Mo, 174, TLN No. 2117} pasal 9

ditentukamn :

([} hanya warga oegua [ndonesiz  dapat mempunya  huborgan  yang
sepenufnya dungan bume, wr dan roang angkasa, dalam badas Dajas
ketentuan Pasal 1 dan 2.

{2} Map-igp waga nemgara Indonesma, bawk luki-lada eeagpon svanita
mempunyal kesempalan vang sams unlok mempercich zesuatu hak ams
tarah certa untuk mendapat manfaal dan hasiloya bak bagi diri sendin
maupun keluarganya

Rerdaswdan ketentvan yang eda kbwevsnya pasal 9 ayar (1), perolehan hak pang
terkwat adatah hak miik, im semeal deagman keleploan pasal 20, yaitu -

{1) Hak milik adalah hak teruo-temurun, terkoat dan terpenuh yang degal

dipunyar orang atze tanah, dengan mengingat kelenlean dalai Pagal &

{2} Hak milik dapat beralth dan dialihkan kepada pibzk |ain

*“Hak muilik adalzh hak yang terpeauh dan terknat dan persecrangan atas tanah
Hak it sudah sewajamya hanya disediakan bagl WHNI saja (pasal 20, jo. 21). Juga
Lun-lamm huk yang bersfat kebendamy, seperti hak guns-usaha dan hak guna-
bangunan hamya dapat dipunyai gleh WRNT (pasad 30 36" [(Gadtama, Sadargo.,
1986 - 104}

Eeterttuan paxal 6 adalah

Serted bk alas Banah mempunyad fimka sosial
Foctenlean ini adalah ™ .. cocok sekalt dalam alan sesdisioee Indonesia o eo

s1alisnie lndonesia in mempakan salah satu unear ferpenting daripada UT/Pg
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{Geutama, Sudargo., 1586 : 102)
Fasa} 21 ayat (1) dan {2} mengatur mengenai :
£1) Hanva warga segara [ndonesia depat mempunya hak noilik
{2} Oleh Pemerintah di tetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai
bak milik dan syaral-syarainya
Ketentuan ini menjelaskan babwa orang atau warganegara Indozesia sajalah
dan badan-badan bukem fertentu £2ja yang memponyai hek milik tidak semun
bada bukum dapat mempunyai hak milik, sesuai dengan kelerduan Fersturan
Pemerintab  (PF) No. 38 Tahun 1963 fentang Penunjukan Badsn-badan Hukum
Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Alas Tanah (LN 1963 No. 51) dan sezuai
dengan kelentuan pasal 1, yaitu :
a. Bank-bank vang didirikan Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
Semumni dengan ketecfuan pasel 2, dapet diberikam hak molik kerene untuk
tempat berdiri banguran dap perumahap bag pegawainya Hak milik yang
berasa| deri peazbelian dan keputusan ekaslouri atas psiunagan hutang debitur
vang bdak dapat membaysr yaog barue dialibkan atau dijval kepada yang
dapal mempunyal hak milik dalam wakiu satu tahuo setelah memperolehnya,
kecunli benk tersebut memerluian uehuk mendiriian kantor baru dari bank
terzebut atay perumahan bagi pegawaioys
b. Perowmpulan-periumpulan operasi Pertonian, dapal mempunyal bak milik
#las tansh pertanian dengan pembalason maksimum sesuai dengan UG No. 56

Prp. Tahup 1960 (LN 1960 No_ 174);
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¢, Badan-badan keagamazsn, yang ditunjuk oleh Menteri Perlanien/Agraria,
setelsh mendengar Menteri Agama dengan syast bahwa bak milik terscbu
akan digunakaps untuk hal-hal yang langeung berhubunpgan dengao uwsaha
keagamaan dan gosial;

d. Badan-badan somial yang ditunjuk olek Mentenn Pertaman/Agraria selelzh
mandanpgar Menteri Kesejabteraan Sosial, izipun dengan ayarst unhuk
kegiaian dan tempat alae unluk mendickan kaotor yang bergerak di bidang
somial.

Pangahazn pengeibang perumahan abu developer, juga adalah badsn
hukum dan sesuai dengan ketentusn Perptersn Menteri Dalam Negeri No. 3
Tahun 1987 lenbang Penvediaan daxt pemberiat hak atay tanah aduk keperiuan
perussham pembangunan perumahan, dan eesuai pulz dengan Peratuoran Menteri
Negers Agrarin’Kepala Badan Pertanshen Nesicnal (Peratran MNA/KR BPN)
No. 2 Tahun 1991 diharoskan mengajokan izn lokasi, spshila telah adz
persetujuan primip yang berujud repcam tapek / site plan, kepada Kopala Ksmior
Pertanahan sesuai dengan ketentuan pasal 2 {1).

Pazal 2 (1) meoentukan
Untuk mendapatkan izin lokasi perusahman mengajuian permohonan kepads
EKepala Kanter Pertanzhan dengan mengsi Formulir 1 eesual comloh
Lampira ] Peratuean imi.

Perugahaan pengembang perunrahan yang telah mendapat izin lokssi wajib
mengajuken permohoman untuk mendapatioan hak wtas tamah melalui Kepela

Eenior Pertanshan ( tingkat Eabupaden) sefempat termasuk mengsnai hak puna
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bangunan dan sesual dengan ketentoan passs 7 (3)

Estentuan pasal 7 (3], yaitn :

Zetelah menenima berkas permohonan hak guna bangunan secara lengkap,

dilabukan kagialan sehagal barkut

2 Sclambal-lanbalinys dalam wzkin [0 (sepulub) han kega,  pamim
permeriksaan tanah vang ditunjuk sesuai dengan peraturan yang boriaku,
tebah menyelesakan pemerdicann daw membuozt cizalzh pemerdksaan
Lanah.

b, Belambat-lambatoya dalam waktu 7 {tujuh} hat kerja sejak rezalah
prmcriksazn  tansh selesmd, Kepala Kantor Peranahan  menerbitkan
keputusas hak gena bangunan atas permobonan vang luasnya (idak lelah

dan 5 {lima) hektar,

e, eelanbat-lanbatnya dabam waktu 3 (tiga) Lar kerjz setelah pemerihsazn
tanah, Kepaia Kantor Pertanahan menye npaikan berkas permohonan hak
guna bangunan echagaimana dimaksud ayat (2) wvang leasnya lehih dan 5
{lima]) hektar kepada Kepalz Kmtor Wilayah deogan diserta

pertimbanganaya

Sweddang pasal 7 (4 ) v, menenlokan :

Disertasi

Terhadap permohonan hak gena vsaha yang luas tanahoya lebih daor 2000 (dox
rrlus) hektar, sclambat-lembatnyr dalam wakie 7 {lujuh} hari sejak resalsh

tanall seclesw, Kepala Fantor Wilavsh menyaopaiken berkas permekonan
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dimaksud kepada Menten dengan disertan pertimliangan.
Acdunyzr suxty ketentuon yatu bagr vang kereng dun 5 Ta Kepalu Kamlor
Pertanahan vang menerhitkan hak vang diminta, ssdang vang [ebih dart 5 Ha,
Kepala Kanlor Portunshan kelempal monyampaikan berkas lale kopada
Eepala Eantor Wilgyah (tingkal Provinst) atan kepada Meatens, bagy yang
luas tanah untuk memperaleh hak lebih dar 200 Ha Pemberian hak gona
banguean adaiah ontak jangka wakee 30 (ahun sedangkan hak gona usaha
untuk jangka wabdu 35 talun, sesval kelentuan pacal 8 Peratran MNASEa
BFN Mo, & Tahon 17893, yaitg ;
1T:% guna benguoan diberikan wnluk jangka wakiu paling lama 30 {tiga
puiuh) tahun sedangkan hak guna usaha diberikan nntuk janghs waktu
paling 1ama 35 (tiga pulub lina) tahun.
dur perpanjangannya erink kak gena banguran 20 ddhien dape Rek gons eeahe 25
iahnn, sesuw kelenloan pasal 9 (2}, yaitu :
Perpantangan kak guna bangupae diberikan untek jangka wakty paling lama
20 [cuea peiub} tahun sedangkan hak guns wsaha dibeeikay uniuk jagka wak i
paling fama 25 (dua puluh fima) twhun.
Imi adalzh ketentuan yang beriss Bangs) normatif dalam Hukuwro Administrasi.
Adanya hak guna bangunan ukan membenkan pemasikan hagi Fabupaten
yaily #pabila pemilik hak bangunan ingin merobah haknya dengan mengajwkan
permohonan  hak milik, sedangkan mengena fasilitasi pengadasn  tansh
fhubupaten) t=1eh distor dalue -

& Peraturan Peinecitiah Na B Talmn E953) vaito sesua dengan ketentuan pasal
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3, yaitu :

1. Di dalam hal penguzsazn {ersebut dalam pasal 2 sda pada Menteri
Dalam Negeni, mala ia berchak
a menyarzhkan peogussaan itu kepada sesuan; Kementerian, Tawetan

ata Daerah Swatantra untuk keperluzn-keperluan tersebut dalem
pasal 4;

b. mengzwas: agar supayva famah Negara tersebul dalam sub. a
dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan bertindak memaut
kelentuvan tersebut dalam pasal 8.

2). Di dalam ha] pengussaan pfag tanah Negmra pada waldu mulai
berlakupya Pecaturan Pemeriotah ini teiah diseralkan kepada gesuaty
Kemenlerian, Fawatan afau Dasrah Swabmtra sebagas tervebut dalam
pesal 2, meka Mepl:n Dalam Negeri pun berhak mengadskan
peongavasm terhadap pecggunsan tanzh ilu dan beclindak menurt
ketezlvan dalam pasal B,

Deerah Swalanfra adalah salsh satn bentuk duersh otopom, yeng berhak
mengahr dan menginis rumah taogesnya gending, Dikatakan, “Daerah
Swatmnira i masih dibsg pula di dalem prlbagal jenis deerah swatenda,
yang jumlzh, mama dan kedudukannya berbeda-beds, eabn dan lain tergantung
dan dalam masa pemenmalan mana dan berdagarkan bzsiswer mana dasrah
qwatanira ity dibentak™. {Soejit, Iravwan , 1976 : 61). Dengan demiboan dalam
pengertian iz masa UL No. 22 Takon 1999 i sdaleh Dasrsh Provinss,

Dasrah Kabupaten, dan Daserah Kola yang bersifat otonom.
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Seaal ketentvan pazal 2 (1) dan dalam UT Mo, 22 Tahun 1948 pun ditegas-
kan, sewxupi dengan ketentuan dalam Bab | passl [ xyat | dan 2, waitn

I. Daerzh Negara Republik Indonesia tersusun dalam Liga tingkatan, 1akah
Fropinsi, Kabupaten {Kata Fesar) den Degs (Kota kectl, gegen, marga
ilan sebageunya), yang berhak menpatw  dan mengurus  nlreab
bangounyn sendiri.

2. Idasrah-dasrah vang mempunyal hak-hak aszl-usul dan di zaman
geliclum Pepoblik lodonssia meanpanyai pemerintahan cendirl yang
bersifat tstimewa dengan ondang-undang pembenfukan termaksud
talam ayal §3) dapat ditetapkan selaga Daeyah Islimews yang
selingkat dengan Propinzi. Fabupalen, atay Desz, vang berhak
mengatiy dan meaglrus remah tangganya sendrn.

Snalue ketenioan atappue susln benlek nndang-nndang adalah lermasiek
dalam kebijakan publtk, sebab dikatakan “Public policy 15 wigtever
povernrunly choose be do ar rai fo do” (Erve, Thomas, B, ;0 1972 - 1) dan
juga dikalakan " Pubfie policy is @ complex phenomenan corsishing af
BHMERCHT GeCiRons made by aumerous individuals and ergonizations”
(Howlett, Michae!, Paick., and Ramesh, M, 1995 : 7)

b, Elndang 1hdangs Ne. 5 Tahun 19640

Seeral dengan keteploan pazal 2 (), vaitu ;

Alas dasar ketenluan dalam pasal 33 zyal 3 Undang-vuodang Drasar dan

lLial-hal sebmpu yang dinuksud dulam pasal !, bemi, air, dan fuang

angkasa, tetmasuk kekayaan alam vang terkandung di dalwonnys ilu pada
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tingkatan tertinggs dikwasad oleh MNegara, seboga orpanisast kekoasam
gerlumh raloyat,
dan ketentuan pasal 4 {13, yai :
Atas dasar hak menguasai dar Negara sebagai vang drmedeied dalan
pasal ? dilentukan adanya mecam-macam ek sas pernoekaan bom,
vang disebut tanah, yang dapat diberikan kepads dan dipany:a oleh
prang-orang bajk seaditi maepon bersama-sama dengan orang-orang laie
aerty badan-badan hukunt
Wegars sebagai crgamisasi kekussasm yang fertinggr berhak menentukan
kebijakan  epaupon  hokumays, sessp dongan hak kedawfatan  negars
[Fouversipnty) meskipun kebijskan dan hukum negara harus sesual demgan
prosedur yang harus delalw dalam arti sesua dengar peraturan penindang-
undangan yang borukn, Dikatskan juge alch Sigler, Jay, A., dan Rerde,
Bemyamin, B, yaitu “Penggunaan hukum sebagai alat bagi perubahan wvang
terarah (penerapan hubum pecarz rasionad untuk meocapat fwjuan  yane
diinginkan) hanvalah berkaitan dengan konsepsi hukum yang eedang berlaker.
{Sigler, Jav, A.. dan Beede, Benjamin, B., ler]. tanpa tahun ; 11}
Eletentvan mengenas badan kukum yang dapal mempunyal hak muiik atas
tamaly sesUa dengan ketentuan pasal 21 (2) UUPA, yaty -
Oleh Pewermptah ditetaprkan badan - badan hukum yang dapat mem -
punyai hak milik dan syaral-syaratnya
Jé. PE Noo 38 Tabwa 1963, BN 1943 No.$1 lentang Penunjukan badan-badan

hukum  ywang deapat mempueyal hak omilik Mas tanab, diletapkan  oleh
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Pemerintah Tidak semua badsn hubum, jugs perugahaszn pembangunzn
perumahzn, bizs mempunya hak milik, agar Gdak memuogkinkan perusahaan
pembangun perumahan dapat bertindek di lvar kentrol pemerintah dan
bertindak semaunya micalnye dalam menstapkan harga Hak mulik adalah hek
terkuat yang dipunyzi oieh gebuah subyek hukum, hak atag tanah, air dan rang
anpkasn, sesta denpan ketentuan Bab I fentang Hek-bak atag tanah air dan
ruang angkasa serta pendaftoran trmah Bagian T UUPA lentang ketentuan-
ketentuan vmum, keientuan pagal 16, yaly -
{1} Hak-hak atas tanah sebaga yang dimzkeud dalzm pasal 4 ayat | 1alah

a bak milik,

b. hak gums-usaha,

c. hak guna-bangunan,

d hek pakai,

e, hak sews,

£ bak membuka tanzh,

g hak memungt-hasil-litan,

h hak-hak lain yang tidak terroasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang
akn ditetaplan dengan undang-undang serta hak-hak yang smfatnyn
pementaa gebagay yang digebutkan dalam pazal 53.

{2} Hak-hak atas air dan ruang angkaea cebagai yang dimaksud dzlam pasai

4 ayat 3 jalgh ;

a hak guna-air,

b. hak pemelibaraan dan perangkepan ikan,
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¢. hak puna-ruang angkass

Perusahaan pembangunan perurmahun tidak memerlukan dan tidak besa
mempunya hak wilik wias tanah yang akan dibangon dengsn demikian ini
meropakan fastlitas. pesgaelaan langh dart pemerintah atau kabupaten vang
merupakan verfengatuek wlan Ckepanjangan tangan’ pamerintal, schaligws
Juga memberikan {asilitasi di bidang pembiayaan. Dengan tidak adanya halb:
milik maka cngkes vang dikeluarkan perusabaan whkan beckorang, sekaligus
wkan merupakan pendapatan bags peowrintah kshupaten dengan adunya
pengursan hak miilik oleh pemilik bak guna bangronan entok mendapatkan
brak milik.

Ademya hak guna bangunan yang diperaleh  olch  perusaham
pembangun perumahan ataw developer yuga merupakan hak yang kuat apabila
iclah didaftarkan, zesum dengun kelenluan pasal 19 (2] ¢ UUPA mengenni
pendaltaran tenzh dan menjamin kepastian hukumnya, vaity sebagai alar
puinbuokisan yang kuat,

. Prraieen Pemerintah No. 17 Tahun 1263, kesnal ketenlean pasal 1(2), yaito
Agar pemban guian perumabian dapat berjalan eecara teranr Kepala Daerzh
itetigumumian reecarn fuas rencana perubangumantkota dengan meounjuk
tmah-tanah yang disedizkar guna pembangonan perumahan

Hal imi adalah merupakan Fasilitast bagi pembangun perumabian karena
pemerintah {kabupaten) lelsh menunjukkan tempat yang dianggap cocok bagi
duersh yang bersangkutan. Cocok di som mdalak dalam arti lues ymitu scrua

dengan ceteeana lata ruang wilayah/dactah, seswal dengan pembangeaan per -
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perotzan, bukan daergh pertanian yang suborr dan lain yebagainya
d Undang Undang (LT} No. 1 Tahun 1964
Undang Undang Wo. 1 Tahun 1964 adalah tentang Penstapan Peraturan

Pemerintab Penggenti Undang Undang No. 6 Tabun 1962 tenlang Pokok-
pokok Ferumahan (LM 1962 No.40 TLN No. 2476} menjadi Undang-undang
{LN 1944 No. 3, TLN No. 2811}
Dalan pasal 3 {3) nya meneatukan ;

Pemerintah berusaha membangun perumakan setahap demu setalbap bagi

keperluan rakyat dan negara, dengan memperbatikan perkbambangun kot

dan dasrah

Ketenipan di atan memperlihatkan bahwa pembangunan perumahan

vang dilzlzemakan oleh pembangun perumaban mendapallan fasilias dalam
pengrdaan tanahnya wyang berujud perangeangsn dan pemeriniah ikut aloif
mengambil bagian sebagai “megofiglor” dalam pengadizn tanabnva agar
mesun; dengan perkermbangan kota dan dasrah
Pazal 4 (4) U Ne. 1 Tahun 1964, mensntakan :

Dalam melaksanakan tugasnya ibs Peserintah Daersh dibastu oleh Panita

Perumahan yang sugunan anggetmya mencerminkan kegotong royongan

antarg Pemenntah dan rakyat
Dran apa yang fersuoal dalam kelentuan int, maka pecmbangunan perumahan
adalah merupakan kerjasame andata pemerintah dan rakyat Pembangunan
peruinakan, yang dipervatukan bagy keperhizgen wmum j=las sken |sbih mudah
benalan sebiab raloyat dan pemerintah bersat mewnjudkan kepentingan tmumn

- —Ty
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vang berojud perobangunan peromatan
g. Pershran Pemerintah No. 45 Tahun 1992 tendung Penyelenggaraan Olonony
Daergh dengan litik berat pada Dasrah Tingkat IT
Dialam pasal 5 (1) nva diteatuken ;
Dalan fal semeaty e peorerenlahan felzh menjadi wusan fumah langga
Daersh Tinglat I, Pemenntah Dasrah Tingkat I rnenyershkan lebik lenjul
kepadz Daerah Tingleat II di lingkungannya
Dengan demikian sequai denpan ketentuan di aise, maka kelentuan yang ada
pada PP Mo. 6 Tahun 1958 teptang Peoverahan tugas wrosat perumahan
kepada Dasrah Tingkat 1, tesutanra ketentuan pasal 1 (1) ptn beralib kepada
Dacrah Tingkzt I Dalam progerhian essual deagan UU Wo. 22 Tahun 199%
adalsh Dacrzh Kabupaten aten Daersh Koba, yang bersifal otonom sesuai
dengan keterntusn pasel 2 (1}, jugn kelewtuan PP No. 14 Tehun 1987 tenteng
Penyershan eebagajan wusan pemerintahan di bidapg pelkerjzan umom kepada
Pemerintah Daerah, khusumye bidang Cipta Karva (Pagal 4 bagisn )
£ Perstpran MNA/Ka BPN No, 1 Tahuo 19% feotaog Ketentuan pelaksaiann
Kepubman Presiden BRI Me. 35 Tabun 1993 tenkang pengadamn tanah bag
peinkeanean pembangnran unhtk kepentingan vmum, yang, dalam peeal 2 {1}
nya menedtukan |
:Di setiap kabupaten/footamadya oleh Gobernue dibentek Panitin Pengadaan
Tenah selanpenya disebut Panitia, yang susunan keanggetaan dan
tugesmye sehbagaimens dimaloud dalam pasal! 7 dsn 8 Kepulusan

Fresiden Eepublik Indonesiz Momot 55 Tehun 19973,
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Ketentuan im jelas mengyeratkan fasilitasi pengadasi tansh onlok
pembaogunan bagi kepentingan umum dan kermasuk di dalamnys pembangunan
perumaben. Pengadasn tanah uptuk pembangunen perumaban Gdak akan
melanggar hak dan kepantingan siapapun karenz pembanguz pervmahan hanya
melaksanakan kebijaken Panitia Pengadaan Tanah,

Sesuai dengan Perda Kab. Bandupg No. 2 Tabun 2001, Lembaran Daerah
No. 1 Tahuo 2001 Seri C tentang Izin pemanfaatan tanah, sesuai pasal 4 (3)
diteniukan :

Luaz maksimum seloub penguasaan tapah oleh salu pesrusahaan atae
kelompok usaha di wilayah Kabupaien Bandung adalsh sebagai berikut :

a. Kegistan perumahen-pemukiman 200 Ha

b, Kawasmm industri 200 Ha

e. Kegistan reseri-perhotelan 100 He

d. Pertanian 5.000 Ha
Torlibet dori ketemivar yang ada babwa luss makmmum kegistan perumahan-
pemukimat maksimun adalah 200 Ha cleh estwkelompek perusshesn, yumg
merupakan ketenhran atau fungel pormati ¥ dalan Hukum Administrasi,

Facilitani pengadann mnnh terlibet dalam Kepuusan Bupati KDH Tk It
Sidearjr No. 297 Talmwa 1997 iectang Pesgesahan Kepudusan Desa
Balonggabuz, Kec. Candi No. 3 Tahun 1997 teotang Peayediamn tanah sowah
bekas gogo! kepada P.T. Lembah Nan Lestari uniuk dibangan perumahan

2. Perijimem

Fagililazi Jain vang diberikan oleh kabupatent datam pengadaan tansh yang
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dilakukan aleh kabupaten percontohan zdalah adanya pelayanan perijinan satn
alap, yeng akan sanget membanlo rengurang peodmayaza dan akan “relatif?
cepal, mizal kab. Henvemas dengan Kepufucen Buopati Mo 061/397/1995
Lembaran Daerzh No, 32 Tahun 1995 Ser; D Mo, 28, makeud dam \wjuannyz
gesud ketemluan pasal 2.1, yailu ;
meningkatkan mutu dan prodeldifitay pelaksanaan tugas dan luegst Instans
Femerintah dibidang pelayanan umuam.

atun di Bl Sleman, dengan Beputusan Bupati Fepala Daeeah Tungkal T Sleman

o, P&Tep KDH/99G tangeal 18 Janwan 199%9 teatang Pembenlekan Unit

Pelayanan Terpada Fenjinan Sate Alap Esbupaten Daerah Tingkat II Sleman,

vang miksud dan bupannya adalah -

a2 Membenkan pelayanan perijinan secara terpade di sy tempatfokas sesus
dingar kewenatgun musing-rasing §msbans;

b, Meningkatian mutu dan prodoktivias pelaksznaan s dan fupgs: instansi
pamerintah di bidang peltayanzn umum;

c. Mendorong upaye mengefelaifhon zistem day Catai akeana pelayanan, sehinges
pelsyanan perijinan dapat diselenggarakan secara berdayaguna dan
berhasilguna;

d  Mendorang serta memace pertunbuhan perekonomian daerah dan pendapatan
asti dacrah,

Setiap pernmtukan yang berkatan dengan tanah sesua dengan keteptuan

pasal 19 harus didaftarkan .

Fa=al 19 UL A menentukan :
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{1} Untuk menjarnin kepzctian hukum oleh Pemerintah dizdakan pendafaran
tanah di seluuh wilaysh Republik Tedonesia menurut kelentuan yeng
diatr dengan Peraliran Femerintah

{2) Pondefteran tarsebut dalam eyal 1 pasal ini meliputi -

a pengukwwn, perpetaan dan pembukuan tanzh;

b. pendatturan hak-hak atas tanah dan peralihan hal-hzk tersebut;

¢. pamberian sural-suraf (anda-bukti-bak, yang berlaky scbagai alal
pembukbian yang ksl

(3} Pendaflzran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadasn Negara dan
mrasyarakat, keperluan lalu-lintas essial ckonomis serta kemungkinan
penyelenggaraznnya, menurut pertimbangan Menferi Agraria

{4) Delam FPerafwran Temerintah diabo biaya-biaya vang bersanghutan
dengan pendaflarn termeksud dalam ayat | di etes, demgan kelentugn
balnwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran bisya-bizya
beraobnd

Dulam membangun perumahan maka diperfukan adanya Ijin Mendirikan

Bangunan (IMB), sesuai dengan ;

A Insiruksi Menteri Dalam Negeri Mo, 12 Tehun 1996 tentang Ketinganan nntuk
hdak memungut retibug atas izn membangun rumah sederhana dan rumah
pangal sederhany

Instrukei Mendagri & atae, dalam  koneiderans  mezimbangnya
didazarkan slaz pertimbangan sebagai berikut -

1} Bahwa program pembangunin perumahen Rumah Sederhana (RS) din
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Kumah Sangat Sederhanz (RES) adalah sangat penting bag upaya
pemrenchan kebutuhan perumahan bagl masyarakal vang berpenghasilan
rerlah;

21 Gun2 wenderong kegiatan pembangunan Kedoa jesis peruredhan terselaut
diperinkan adanya pembebasan atau penghapusan puneotan reribust pras
izin membangun.

Tipe Reunmb Sederhana (RS) dan Remah Sungal Sedechaps (R33) seswa

dengan ketenbuwan, yuidu :

1}, Bumah yang dibanguo detgan luas laita maksimal 36 in2,

2). Luas kapling vang ditempatt bangunan B3 atau BS3 malksimal 200 m2.

Titik berat RS mavpen RS3 adalab pada bangunennys, scwuar dengan lfin

Mendinkan Bangunan, yang menitik beralkan pada bangunan bukan pada |uas

tanrh Lempat mang bangunan drdir ko

Untuk Kab. Banyumas, sesuan dengan Fepubusan Bupali No, SG3/T2i/1996

termyata lebth dinoei lag yait ¢

1). Tipe P.5 besar adalah yang berluas bangutam antos 36 m2 sampal dengan
72 m2;

2). Tipe B3 keeil adalah yang berluas bangunan antara 21 m2 swnpai dengan
36 m2;

3). Tipe RS5 adalah yang berluas bangunan antara 21 m2 sampal 36 m2.

Fab. bSidowjo sesual dengan pasal 440 (1)¥erda Ne. 22 Tahon 1998 teptang

Letribust Ieio Mendinkap Bengunan, Lembaran Daerah Mo, 10 Tehen 1999

zerh B, yaito
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Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan
retrnibusi.
jugs Keputuesn Bupatt KDH Tk I Sidoargo Mo, 300 Tahun 1997 leniang
Keringanan uotuk tidak memongut rotebusi alag 1zin membangun rumak
sederfrana dan rumah sangat sederhama sesual dengan ketenluan pasal L, yaity
Denpen Keputusan ini, menetaphan Kerinpanan watul tidak memungut
Retribusi atas Izin Membangun Rumabh Sederhana dan Eumah Sangat
Sederhana di Fahupaten Dasrab Tinghat 11 Sidoarjo.
Dart kelemiuan vang ada mi dapatiab dimengerii mengapa erjadt pembebaszan
ala penghapusan ataw lidak memungut retnibusi atas ijin bangunae antara lain
dikarenakan scperls yang tenjadi di Wairabi, Kenya, yaitn . lowcost bowsing
construcgion .. 7. (Temple, Fredenick, T.. and Temple, Melle, W_, 1980 223}
dan edair geani dengan ketentuan Tap. MPRS No. IFMPRE/1960 Laspivan T
Bab [T ... diuzsahakan pembangunan umah yvang ..., ..., mmah barga "
gedang keteniuan pazal 2 Keputusan Bypati Kepala Daerah Tinglat I Sidoarje
No. 300 Tehnn 1997, adalah -
Memberikan kemudahan pengwwean penizisso bag pembangunan rumah
gederhana (R3) dan rumah esngat sederhana (AS55) di Kabupaten Dacrah
Tinglat 11 Sidaar)o.
dan di Kab. Banytmas sesuai dengan kelentuan pasal 19 Perda No, 16 Tahun
1998, Lembaran Daerah No. 11 Tahun 1999 seri B No. 4 yang isinya sama,
vark .

{1} Kepala Dacrah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan penm -
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bebasan retribusi;
{2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagamzna dimaksud pad=z
aval {1} diberikan dengan memperhatikan kemampuan wigib retribess;
(3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan refribusi
ditelaplan oleh Kepala Dasrzh
Dari keleninan di atss dapatlab ditarik kesimpulan bahwa mumah sederhana
ataa rumah sangat sederhana adalah diptruntukan unink golimgan yang secasn
vmum dianggap kurang mampu secamm chopomus, meskipun  konsiuks:
bangunannyx disesvarkun dengan harga telapi tap mengacy pada Keputusan
Menteri Pekejazn Umum No. 200KPTS/1984 tgl. 16 Mei 1986 tentang
Pedaman teknik pembanguaan perumahen sederhans tidal beranmun
Fazilitasi yang lain adalah pada [jin Undang-undang Gangguan (HO), woiuk
Ksb. Sidasrje semumi dengen ketephean pesal 21 Perda Ne. i3 Tehun 1998,
Lembartn Daerah No. 12 Tahun 1999 geri B teotang Retribugi I2in Gangguan
vang biza mendapat penguramgan, kevinganag pembebasen retnbus, yato :
(1) Kepala daerzh dapat memberikan peogursngan, keringanan dan
pembeabasan rifriusi;
{2) Pengurangsn, keringanan dan pembebasan sebagaimana dinaksud pada
ayat (1);
{3)Tata cara penguangan, kenoganan dan pembebasan retribusi
diletephkan oleh Kepala dasrsh
Y. Aspek saranz dxn praseram

Pengertian sorang dan prasarang mendrul J5 Badodu dan Sutan Muhammad
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Zain adalah “sarana ! ape safa yang dapat digunakan vt melaksanakan sesuatu,
utk memajukannya, atau utk mencapal tujuan : jalax, fembatan, das ampkutan
merupokar — perfing ekonory, prasaand, sarana yg paling ulama, yg barus
didahuiukan pengadasnnys dp carana yang lan, 2 syarat ulk mencepa sesuatu,
xang dan usehe odalah - wrama wik memasuiy perouruan finger (Badwd, 15
dan Lain, Suten Mohammad | 2001 : 1224}

Dafam Peralwan Menmten Dalan Wegeri No, 1 Tahun 1937 tentang
Penyerahan prasarana linglungan, utilitas umum dan fazilitas sesial perumahan
kepada pemertntah daersh, dalara pagal 1 ditentukan
i
b. Prasarana Lingkungan adatzsh kelenghapan hingkungan yang meliputi antara

lain .
1. Jalay
2. Zaluran pembuangan air limbah:
3. Salusn pembuangan air hujan
c. Utililan Umum adalah bangunan-bangunan yang dibwuhkan dalam sistem
pelayanan lingkungan yaog diselenggarakan oleh Instansi Femerintah, dan
terdiri dani antara lain
1. Janngan a:ir bersih
2. Janingan hisnk
3. Jaringan gae
4. Jaringan tilpon

5. Terminal angkutan umumtrus sheller
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8. Ksbersihan'pembuangan sampah
7. Pemadam kebakaran
d. Fasilitas Sasial adalah Basilitas yeng dibulubken mesyarakat dalam Doghungan
pemukiman yang melipul antara lan
1. Pendidikan
2. Kesehalan
3. l'erbelan|aan dan ntags
A, Pemermtahan dan pelayanan vmum
5. Perthadatan
6. Rekrensi dun kehadoyasn
7. lah raga dan lapangan terbuka
%, Femaloarnan wonim
Pembengnnan peremzhan memerluksn zarema dan pressnms egar dupat
berfungsi sebagal suatu kawasan permukiman, ketentean mengenal aspek sarana
dan pragarand perumahzn adalah ;
a IT Mo. 14 Tahun 1987
PP ini adalah tentang Penyeralian Sebagian Urvsan Pemenintahan di
Bidang Pekerjaan Umum kepada Pemenptah Craerah (LN 1987 No. 25 TLN
No. 3353)
Pazal 4 yang mencotokan ;
Sebagian wusan 3 bidang Pekerjman Umum sebzgaimana dimaksnd
dalam pazal 2 yang diserahkan kepada Dracrah Tingkal T meliputi

FL W
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B ...
7. Sebagian Bidang Cipta Karya ;

1. penyusunan rencana wmum tata cuang Daersh Tingkat IT beseria
progrem pemanizatan ruang untuk Daerab Tingkat TT Kabupaten
dan rencana detal iafa rmang untwk  sanmn kawasan
pengembangan, kecual: Daerah Tingkat 1l Kshupaten dan gatuan-
saEn kawasan pengembangan yang mempunyal kepenlingan
Mazional danfatay Daerah Tinghat I;

2. penyusunan rencand umum f(afa ruang kota beserta program
pemanlaatan ruang untvk kota, rencanz detail @ia mang untik
kawesan kota, kecuzli kawaszan yang mempunya kepentogan
Mazicnal danfat=n Daergh Tinghkat I,

3. penyusunan  rencana {eknik ruaeg, penyiopan nmng  dzn
pengendalian pemanfastan ruang valuk esfuen pemukiman,
kecuali satuzn pemuldman  yang mermpunyai  kepentingan
Masional denfatay Dasrah Tingkat L

Dan keienivan vang adz, mengena riang ovans yang akan diguna-
ian untuk suatu kawasan tertentu adalah klah dircrabican kepada daerah
tinghat I1 kacwali * ... yang mempunyal kepentingan Nasional dan/astau
Draerah Tinghat 1*

Eelentean C. no. 3 yang roengenai tempat pemokiman jugs digerzh-
kan ke ungkat Il zehingga vntuk pembangunan perumahan adaish hek

daerah lingkat I sebeb pengertian pemukiman lebih fuse daripada
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pengeriian perwmzabsn, sebab dalam keterdusn pasel 1 no. 2 dan 3 UT Wo.
4 Taliun 1992 dekaraksan :

I. ...

2. Perumahan adwlah sckelompob rweadi yang berfungs) sebagal
lingkungan tempat bngeal atan Imgknngan huocan yang dilengkap
denpgan prasarana dan sarana lingkanga.

3. Pertoukiman adatah baegian dan bngkungan hicdwp di [war Kawasan
findung, bak vang berupa kawaszsn perkolain maupun pedesaan
vang berfungsi sebagal lingkungan tempat tinggal wad hnghkungan
hunian dan tempad kepatan syung mepdakung pernkehidinpan dan
peaghidupan.

denpan demikian yang berwenzng meneninkmm tempat wlsn tuang  watuk
pembanginzn perumehan adalak daerah tingkal 11 Hal im adalah sesual dengan
ketentuan mengenal desentalisasi sebamy aualy cars memerngsh yang lebah
mendekaikan kepada vang membutuhlmn yaitu rakyal dan yvang lebih tahu adalah
daerah tinghkat IT, beberapa keuntungan desentralisa=, sebab :
"Decentralizalion 15 widey regarded as @ necessary cordifion for social,
acorarue and polinieal developmend. | DecenfRtlizanog Bas o posiive side
My commonly associated with @ wide ranpe of economie, sodal and poditical
vhyectrws 7 both deveige and Jem-developed sodeles Bronomically,
decentraitzation 15 said to mprove the efliciency witk which demends for
fovally provided serwces expressed end public poods provedsd [(Shepard,
FRTAD Marlot models af inral decrmon-makiae see decent mlization ar means
af expandirg (ke ope of conhumer chosce comtrlutes 1o the the reabzanos
exf tadividual valups ahd collective welfare, Decentralization s saxd te reduce
CONE, (mprove ouipuls and more gffeciively wize human resources [(DF
frarr, 16720

Poliically, derertralizafian iz said i strengthen  accoumtahiliy,
pohitical sifls and nailona! intesrahon. t brnpr povernment closer to
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people. [t provides Defler services to cllert growps. R promotes liberty,
equaliiy and weifare (Moas, f258; DM FiE, 1974) If prowdes trainning

ground for citizen participation and political leadership, both local and
agtianel. It has evenr been elevated ro the role of puardian of basic human
valusr fean Putten, 1971).* (Smith, Brizn C., 1985 ; 3-5)

Seguai beeri yang sda maka fasilitesi yasg ada pada PP No. 14 Tahvo 1987
adalah fasilitasi &i bidang ekonomi uvotuk iebih efizien, pealayanan kebutuhan
barang publik, memperluas piliban komsumesn, mengurang oogkos, mempartingg
pengeluaran {barang) dan lebih mengefektifian pengunesn pumber daya manusiz.

b. UL Me. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (LN 1992 No. 23 TLN
No. 3463)
Fagilitasi yang diberikan adalah fasilitasi psmanfazian dm pengelolam eerta
pemelibaraan sesual dengan keteotuan pasal 8, yaitu ;

Semua pemilik romah atan yang dikuasakan wajib -

4 memanieathan ramah schagaimans mestingn sesual dengan fungrinya
sebagai tempat tinggal sau huaian,

b. mengelola den pemwlibara ruciah sebagimans mertinya

Fasilitasi mtuk membangun numah (kioviszen siep bangun) sesuni keteoiuan
pazal 19 (13 juga mencakwup fagilitasi poktor prasarars, s lngkmg
an dan utilitar cmum, sesua ketrnduan 19 (2), yaitu -

{1} Ugaha mewujudken kzxwassn permukiman sebaguman dimakzud dalam
Pazal i3, pemerintzh dasrah crenetapkan smiu bagian atan iebih dan
kavasen permukiman menuryt rencios tats roang wilaysh perkotaan dan
rencane tala ruang wilsysh buken perkotasn vagg telah memenchi
pergyaratan sebagai kawaka siap bangun
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(1) Persyaralan zebagaimana dimaksud dalam ayat {1) sekurang-kurangnya
motiput! penyediaan :
a rencans bt ruang yang rinci,
b. dala meageral luas, batas, dan pemilikan lanzh;
c. janingan primer dan sekunder prasarana lingkungan
Fazilitati penyuluhan dan bimbingan, baniusn dan kemwdahan sehingga
bersedia dan mampu melakukan konsolidayi tanah sesuai ketentvan pasal 22 (1),
1alah ;

{1) D1 wilayah yang ditetapkan sebagai kawwasan siap bangun Pemerintah
memberikan penyuluban dan bimbingan, bantuan dan kemudshan kepada
noasyerakal pemilik tanah sehiegga bersedia dan mampu melakukan
konsolidasi tanah dalam rangka penyedizan kaveling Lanah matang.
Fasilitasi bimbingan bantuan dan kemudahan kepads masyarakst baik

daiam Lahap perencamaan maupnn dalam tabep pelaksanaan dan pengawasan serla
pengendalian untuk meningkathan kualitas permukiman eesuai dengan ketentuzn
pasal 27 (1), yait: :

(1) Pameniztah memberikan biwbirgan, bantvan dan Lemudahan kepada
masyerakat baik dalam tahap pereacansan mawpun datam  tahap
pelaksanzan serta melakuksh pengawasan dan pengandalian  wntuk
meningkatian kualitas permukiman,

Fasililas yang berupa perbaikan atan pemugaran, peremajasn jaity pasal 27
{2}, yang menentukan ;

Peningkulan kualitas permukiman sebagaimana dimaksud dalam =yat (§)
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berupa kegiatan-kegialan :

& perbaikan atay pemugaran;

b. peremejazn;

¢. pengelolaan daz pemeliharaar yaog berkeianiutan
Mengenm peogelofaan dan pamelibioaan yang berkelanjutan, ditentukan

dalam pasal 28 (2}, ywihe
Pemerimah dastah bersamz-rama masyarzkal meppupayakan langkah-
langkah pelaksanaan program  perenwmjzan  lingkungan  kumph  watel
meningkatian kesrjaliteraan masyarakat proghunt.

Facilitagi pembinaan dalam beatuk pengatwran dan  pambimbingan,
pembert bantuac dan kemudahan, pencliltan, pengsmbangan perencanaan dan
pelaksanazn eertz pengawassan dan pengendalian secuni ketentuan pasal 30 (1),
Jjuga kepada bedan peaha di bidong perumshan dae pemukimans, sesuni ketentugn
pagal 30 (2], yailu :

(1) Pemerintah melakukan pembinam di bidang perumahan dar permulcman
dalwa benluk pengathwan dan pembimbiopan, pemberian bantuan dan
kemudahan, penelitian dan pengembaogan, peremcanzan dan pelakeanzan,
serta pengavisan den pengeodalian

{2} Pemerintah melakukan pembinnan badan usaha di bidang perumahan dan
pemukiman
Pembangunan perumahan dan permukimran diselenggaraioan berdasarkan

rencane tafa ruang wilayah dasrah yang bersmigkutan, secuai dengan ketentuan

pasal 31, vail -
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Pembangunan perutaahan dan permukiman diselenggarakan berdasarkan
rencena tata ruang wilayah perkotaan dan repcane tata ruang wilayah bukar
perkotzan vang oenveluruh dan wrpadu yang ditetapken oleh pemerintah
dasrah dengan mempertimbanghkan berbagzi sspek yang terkat reacane,
programy, dan prionitss pembangunan perumahan dan permukiman
Perencanann tata ruanpg wilayah adalah dilakukan oleh pemerintah Pusat
geoara Nasional, pemerintah Provingi pada tingkat provinsi dan pemerintah
FoabupatewF ata pada wilaysh kabupatenfbota
c. Ul Mo, 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LMEI 1992 Ne. 115, TLNRI No.
I501)
Dalam pasal 1ditentukas :

Dalam undang-undang inl yang dimakzud dengan :

1. Raimag adalah wednh yang menyelimuti ruang d=ralan, rvang lauten dan
rvang udara sebagai satu kesatuan wilaysh, tempat manusia dan makhluk
laimya hidup dap melakukan kegisten serta memelibara kelanprungan
hidupoya

2. Tata reang adalah wujud etrvktural dan pola pemanfaztan rvang, baik
direncanakan maupun Gdak

3. Penataan ruang adatah proses persncanaan tala suang, pemanifastan reang,
dan pengendalian pemanfaatan ruapg

4. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan latz ruang
Dran penjelacan uadang-undang meagots tata ruang dikatakan ;
Angka 1-
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Ruzng dwrdan, ruang latan, dan ruaag wdsra merupaken exdu kezalvan ruang yang
tidak dapal dipiszh-pisahkan. Ruoang daralan, roang lautan, dan reang udara
empunyal potens yang dapat dimanfastkan sezeal dongza hnghat 1abensitas yang
berbeda untuk kehidupan imanusia dan makhiuk hidop lainaya Potensi it
thantarunya wobagal lempat meldokas kegiatan pemenuhan kebutuhan pangan,
industri, pertambangan, sebagal jalwr pechubungan, sebaga obyek wisata, sebaga
sumber enecgi, atan sebagal lempat penelitian dan percobaan.

Angka 2

Yo g dumaksud dergan wajud strukturz! pemanfaatan ruang adalah suspsvan une -
unsur pembentuk zone lingkungan alam, lingkungan sosial, den lingkuagan buatan
vang eecara hirarkis dan strukhmal berhubungan safu dengan wyapp lainnya
membentuk tals ruang,

Wujud strulktural pemanfaatan reang diantaranya melipati hirmdad pusat pelayanan
seperti pusal kala, pusal lingkungan pusat pamerintahan, prasaana jalan separti
Jalan arteri, jala kolekior, dan jalan lokal, rancang banguo lota seperti ketinggian
bangunan, jarak antar bangunan, garie langmt, dan schbagauinys,,

Yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaaran mang
yung menggambakan ukwan, fungsi serta karakter kegialan manusiz dan ataw
kegiatan alam.

Wujud pola pemanfaslan rusng  dianloanya melipuli peta lokssi, sebarsn
pemukiman, tempai kerje wodusin, dan pertanian soria pola penggunaan tanah

perdesasn dan perkotzan
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Tl mang yang dilyu dengan pepataan ruang il adalah tala rusng vang
ehrencarralian Tata ruang yang tidak dircocanakzn berupn Gala ruang yang terbeotal:
gecara alwnizh sepert wilayah aliren =ungai, danaw, suaka alam, gus, gunung dan
sehmgainya

Trar; penjelasan angka 1 dan angka 2 wang wls, yang kelibatannya penting
acdidaby ketentuan mengenal ... polensi yang dupal dercanfaatkan sesual dengan
fingkal intcnsitus yang berbeda wotuk kehidupan mameia dan makbloke hidup
lainnya ..." di samping “. wujud sruktural pemanfaatan ruang adalah sosunan
unsic-ursen” pembentuk zone lingkungan alam, lingkangan sosead, dm oghongan
bualan yang secara hirackic dan stukieal bedmbungan saty dengan yang lannya
e mbentuk fata nuang, ™

Adanya perbedaan intensilas inilah yang akan membedakan wilayah tersebut
menjadi ducruh/lahen pemcoohan kebuinhan miszleye entek kebetnhanr pangon,
karena zesual dengan binghal kesubwran tanah, wilaysh vang culkp [vas, karens
karakieristik lahag, adanva sumber alan derdspatnya aliran we yang cubkep, odara
yang bersih dan kelembaban uwdaa ywng sesest dengan jenis lanaman Untok
kebutuhan permukimian alay yang dipergunakan wniuk pemenvhan pembangunan
perumahan sebaiknys memenuhi persyaratan antara bam, udara yang bersih tanpa
polust wlaa dan tanah yang dzpat menggangu kesehalan, lanah tempal rumah
berdi yang sesma descan kebutuban misalnya tidak labil, tidak mudah retak atau
lembab, mempunyai atan dapat ditembubn pepoionan yang dapal membenkan hawa
segar kepada penghem, wre dopat dieeacfotkun dengun ok, bak o besils ceaapon

it tanalinys yang bersyvaral tanah tidak tercemar wlaw terkontaminasi yung dapat
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membahayakzan kesehalan dan lain sebagainya
Semuzr depgan kotenlumn mengenst asas dan lupuan penataan rueng yails
Fasal 2:
Penataan ruang berasaskan
a pemanfzalan ruang bagi semua kepentingan terpadu, berdaya guna dan
berhasil gua, geras: celaas, peimbang, dan berkalan)wan;
b. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum,
Pagrzl 3 :
Fenataan ruang berfyjuan ;
a terselenggaranya pemanfaaian rang  berwawasan  lingkungan  yang
berlapdacdesr Wawasan Nussolara den Kclahanan Nazsional, )
b. terselenggaranye pengaturan pemanfaatan rueng kewasan lindung  dan
keavvasan budi daya;
¢. lercapaumya pemanfaatan ryang yang berkualitas untuk :
1) mrevwejudican kehidvpan bangsa yang cerdas, berbudi lubur, dag sejahtera,
2] mewnjudken keterpaduan dalgm penggunasn sumber daya alam dan sum -
ber duys buatan dengan memperhatikan sumber daya manugia;
J)memjngkalow pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daye buatan
secarz berdaya guna, berhamil guna, dan tepat guna uotuk meoingkatkan
kualitag sumber daya mmanusia:
4) mewnindkan  perlindungan  fungsi rwang dan  mencegah  gerta
menanggulangl dempak oegalif terhadag lnghungan,

5) mewujndkan keseimbangan kependingan kegejghteraan Jan keamanan
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Fasal 4 1T Mo. 24 (1) Tahun 1992 mewentulan
Setiap orang berhak menikmat marfeat meng Etmazek pertembahan mlai ruang
aebaga akibat penalazn ruang,

Adanyz penzlaan ruang yang bak, orang akan memkmzh penatzan ruang
lersebut karena pemilik akan menikmati suatu perlambahan milar terhadap tanahnya
geparti dikatakan *'... perminizan tanah skan memingkat ... (Ilhami, 1990 ; 63).
Adanya permintzan lanah yang meningkat mag tdak mau nilal tanah akan lebih
berharga atauw berharga tinggi bal inilah yang memberikan fasilite manfaal yang
dinkibatian elch penataan riang |

Penataan ruang sebatknyz tetap alau relabif lama kecuali adsaya perubaban
yang disebabkan oleh alam stau bencana yang belum diperkiralan gebelumnya,
bukan dalam arti sebab bualan rmanusia Karenanya penataan tumng dipevlokan
kecermatan den keterpaduan amere wilayeh yang saling berdekatan buken untuk
kepentingan wesazt yang belum diperhitungkan secara teliti dan bemar, sebab dari
perigamzlan yang ada di Indopesie dalam masa UU No. 22 Tahun 1999 termyatz
banyak daerah yang ‘merasa bebas untuk menentulkan kebendaknya sendin’. Tidak
lagi meraga gebaga unsur dalam negara kesatwan, misalnya kagus Semen Padang
(Kompas, | Desember 2001), Hdak eeperti di Amerika Seniked yanp berbentuk
negara federasi khususnya mengena tanah, yaitu “The most prevalent form of land
wre regulation in the United States iz at the county and focal level, done pursuaet fo
authorizaion by the Bale. Bvery state far some form of enahling art defegaiing
pover fo regrlate land to the looa! compmnities, ” (Bemhardt, Roger,, 1991 © 296),

meskipun ketentuan secara terpadu sebetulnya sudah ada pada UL WNo. 24 Tahun
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1992 vl pada pasal 8 (1), yang meceentubean
Penatran ruang wilaysh Masionsl, wilapah Propinsi Deerah Tingkat I, dan
wilavah FabupalenF olamadya Daerah Tingkat II dilakukan secara terpadn Jan
bicheake depresah-pri suabekean,

Mengenat benacana vang ditimbulkan manrusia vang sudah dapat diperkirakan,
dalam arti misalnya jarak 1 {sam) ke dad perowkiman padst dijjinkan berdirinya
pabrik yang menghasitkan sustu zal vang berbahayz bagi kehidwpan manuzia ata
traklilnk hidup bal sn eeharusnya sudah dapat dipeckirakan gehelumaya Dalam
penataan ruang ada kiausula antara jain “dalam ‘X' tahen seburang-kwrangonys akan
ditinjau kembali”, schab i akan menimbiulkan spekulan 1anah, yang dalam negara
vang sedang membapgun, bizraoys dikelahul lebih dule oleh orang-orang vang
dekat dengan penguasapemerintzh sehingga menimbolkan spekolo Bmah, hal mana
berbeda dengen “real estais broker " di negam maj, sebab dikatakan A broder ir a
person who is lcenced ar sich By regulaling sate apency” (Bembardt, Roger., 1993
: 247}, juga seolab-olah “adanya ketidak pastian bukum” seperti kaswe “Pondok
Denita” di Jekerta sekitar lahun 1991 Di manz pemilik hak alps tanah telah
menanvakan kepada Dinas Tala Kota lernyala digusur kembali setelah 12 mendirmkan
bangunan yang menurut Dinas Tata Fota wilayah ity =dafah resmi dan sah wnbok
mendicikan bangunan, meruret penatasn ruang kola Mengenal adanya peniogauan
kembali ini telah dikenal sejak lama, antaa lain dalam Stadovermenps Ordanrantic
(EVaO), 5. 1948-168 (yang sudah diegbut, yaitu dengan berlakunya UL No. 24
Tahun 1992, sesuwai ketentoan pasal 31), vang e mennpakan fungst jaminan dalam

Hukur Adminesirasi, yang dalam pasal 3 (3) menentukan
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Dengan tidak mengwangi kewadjiban untuk mengubah rentjana kata menwrnt
kebulehennjz Dewsan Hamiate skan menindjan kembali renlpans itu tiap-tiap kali
selambal-lambatnia aepuluh tahun sekali. Djangla wakiu ini diperpandjang oleh
Dewan Haminle, sampai sgelama-lamanja lima belas tahun  berdasackan
keputusan dengan disertai elasan-alssannja jang kuat
D dalam U MNe. 24 Tabun 1992 pun dikenal yaitu pada pasal 29 ayat (3) dan (4),
dimana ditemtukan @

1. ...

{23 ...

{3) Perubahan fungsi ruang sualu kawasan dan pemanfoatannya zebagaimama
dimaksud dalan ayat {2) ditclapkan selelah berkoozultasi dengan Dewan
Parwakilan Ralyat,

f4) Penetapan mengenm perubshan fungai rueng sebagatmana dimekeud dalem

ayat (1) menjadi dagar peninjauan kembali Rencana Tata Ruang wilayah
Propingi Daerah Tingkat ! dap Rencana Tate Ruoaog  wilayah
Kahupaten/E.otamadya Daerah Tingkat IL

gadang pasal 4 U0 No. 24 Tahuo 1991 meoentukan

{1} Setiap oreng berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai

ruang sebaga alobat penatazn ruang,

{2} Setiap orang berhak uniuk :

a  mepgelahwi rencanz tata ruang,
b. berperan senis dalam penyusunan rencana tata rpang, pemanlaatan roang

dan pengendalian pemanfaalan Tuang,
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¢. mempercleh penggantian yang layak atas kendisi yang dialaminya
sebegai akibat peleksenasn kegiztan pembangunan yang sesual dengen
rencana tafa rusng.

Kelontuan dalam pasal 4 [2.ab) imi telsh mengarah ke arah “good
governance ™ karena telah transparan, sekaligus merupakan fungsi jaminan dalam
Hukum Adminstrasi, sifatnya pertisipasif, kesedarajatan ... | pood povernance
adalzh suatu hubungan =zimergis lara negars, eekior swasia (pasar), dap
masyarakat, yang berlandasken pada sembilan keralkterigtil, yakn : partisipas,
nide of low, transparansi, sikap responsi, beroriemiasi  koneensus,
kecedrajatankebersamann, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan vigl strafams.™ |
Hadjen, Philipus M., 2001 : 7)
sedanghan keteahmn pasal 4 (2.c.) adalah sudah sesuni dengan ketentuan pasal
1366 K UHPerdate, yaln ©

Seliap orang bertmggung jawad tidak saja uatak kerugian yang disebabkan
perbustannya, tetspi jugz untuk kerugian yeng dissbablmn kelalaian atan
forang hati-hatinys
Reacana Tata Rusng Wilayah Ksbupaten tertuliz dalam peratwan dasrah
yaitu untik Kabupaten {Kab ) Banyumas Perda Mo, 12 Tahun 1993 yang terdiri 44
pasal dan sesua Ketentuan pasal 8, yaitu
Jangka waktu Rencara Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalsh 10 (sepuluh)
tahun
Eab. Bandung Perda No. 1 Tahun 2001 terdiri 71 pasel, dengan jangka waktu yang

ditentubkan dalam pagal 4 {1}, yaitu ;
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Jangka walctu BTRW Kabupaten adalah 10 {sepuluhb) tahun,
dan kab, Sleman Neo. 23 Tahon 1994 terdirt dan 61 pasal, disusun vniuk jangka
waktu 110 tzhun sesvay ketenluan pasal L1, sraitn
BTREW Kabupater Dasrah Tingkat 11 Sleman disusup untuk jangka waktu 10
{wepoalida) tahun.
ETRW Kabupalen adalah merupakan penjabaran lebih lamjul Rencana Tata Ruoang
Wilavah dan propinst masing- masing.

Fasilitasi sang diberikan dalam pembangunan perumaban, dalam hal sarmna
dan prasarana adalah bennnd sate kemudahan dzlam melaksanakan pembangurnan
permmadan deogan batssan atao syaeat memonuhi ketentoan yang 2da pada masing-
mazing kabupaten. Kemudahan ini adalak berujud ruang yang dapat dibangun, bak
berujud kasiba, lisita, lisiba sizp bangun  aleh pury pengembang perumahan dan
Jugs dengun helenluan abian penchunzn pads keserasian, keselarasan, kepeimbangan
dam pembangenan berkean)ulan

Fasiltlasi lanoya adalah adanya tempat pemboangan Limbab sampah {TPA],
kab. Bandung sesuai dengan ketentuan pasal 12 »,, yaity ;

Fengelaolaan sampah dilaksanakan melaly  pengembangan  orgamisasi
pengelolaan  persanpahan, pengembangan  partisipasi manakal | dalam
pengelolaan eampah, meapersiapkon sikap wilayah kecamatan untuk progam
pengembangan pelayanan malal dari pengumpulan, trensfer dan pengangkotan
sampah, peneiapan metode pemilahan dan pendagr-glangan gampah di suate
lokasi dalem upays memminzlizn pembuangan sampah ke TPA (Zere Waste

System £ Dezentralizanon Corponting Systern) serta mendorong pengelolaan
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TPA Bersama TPA di Eabupalen Bandung dizlokasikan di -
+ Bandung Barst ; Leuwigajah {Cimahi Selatan) cakupan wilzysh pelayanan :
Padalarang, Margahayu, Soreang, Eetapang, Fotif Cimahi dan Batjgjar,
« Bandung Selatan ; Pasir Durung (Cicalengka), calupan wilayah pelayanan
bagi pengernbangan selanjuinya untuk Metropolitan Bandung,
+ Bandung Tinur : Babakan (Ciparay] : caliupan wilayah pelayanan
Banjaran, Balesndah, Majalays, Ciparay, Cileimyi, Cicalengks, Eancaskek
+ Dandung Utara : Pasir Buluh {Lembang), cakupan wilayah pelayanzn .
Lembang
Pengelolzan TPA Leuwigzjah dan Pasir Darung dapat deerjasamalan dengan
pihak fain
Fasilites: prasarena transporias jalan don kerela api, yang terdinl jaringan jalan
primer (sistem jaringan jalzan dengan pelayanan anter wilayah perkotaan) vang terdin
atas fungai arteri, kolekdor dan lokal dan sekunder (jaringan jalan dengan pelayanan
dalzm kota (lokal)), di Kab. Bandung pazal 17, yang menentukan ssbagai berilod :
Sistem preswrana traneportasi di Kabupaten Bandung meliputi jaringan jaian raya
dan re! kereta api vang dimabkan unhik menunjang perkembangan sosial
ekonemi, perdagangan, pariwisata dan pertzhanan keamanan nacionzl.
I} Kab. Banyamas, pasal 11 :
{1) Jaringan perbubungan darat terdini dani
a Jala Artsti Pimer .

1} Jalsn arteri primer, yang menghubungkan Tambak ke Buntu melalu Som-

Disertasi Wewenang kabupaten dalam pembangunan perumahan Johannes Suhardjana



ADLN - Perpustakaan Unair

g

=JT I
2] Julan wierr prmet, yang menghubungkan Rawalo ke Kedunggede
melaln Wangon.
i) Jalan arteri primer. vang menglebungkan Wangon ke Pekoncen
cone Ltk Aqqibearang,
I+ Ialan Eoleldor Primer
1} Jalan kolektor primer, vang menghvubungkan Benio ke Somogeds
razlalul Banyumas.
2t Jalan kelektor primer, ysog .. fada S fadan koleklor primer, pen)
€. Jalan Lokal
1] Jalan lokal yang telah adz sebagaimana tersebut dalam buku lampiran
sebaganana ditmaksud dalam Pasal 32 Peraturan Daecah ini,
21 Ialan lokal altermatif yang perfy dibangen wotars ban
a) Jalan Karangiun-Kalizsetra, Kecamalan Sumpiuh;
B} Jalan Semampir-Larangan Kercamatan Sumpiuh;
¢} Jalm ... adz esovpai pl.,
dan pasal 11 (2}
Tulan Kerata Api, vang menghubungkan Pekuncen ke Tambak melalui
Purwaokerto, Patikraja, Kebasen dan Eemnmangen
D Kab. Sleman rencanz pengembangan sistem fransportasi adalah ketentuzan pasal
bo il 10, yaam

Pasal 14 :

(1% Pengembangan sistem transpodasi di Daerah diarghkan unluk meninghkatkan
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akseshililas dalam mendukung kelancaran prosesfalman barang, jesa dan
IR LSEA

{20 Sistem rapsyortast tersebol ayar { 1) Pasal inf e liputi jaeingag jalan, jaeingan
yalan kerata api dan anghkutan wdara

I'asal 17 :

(1} Jaringan |alan sebagaimana dimaksed Pasal 16 ayat {23 Perasharan Dazrah ini
mclipodi jaringas jalan acterl, jarmegan jalan kolektor dan paringan (atan lokal.

(2) Jaringan julan srieri terscbut ayat (1) Pasal ini adalah bagion roas jalan
regronal yang menghabungkan -

a Kata Yopvakarta ke Fota Magelang, melaloi Kola Sleman dan Eota
Termpel.

b. Eota Yogyakarta ke Kabupaten ¥laten, roelalul .., {ada 4 jacingan jalan
arteri, pen}

(3] Jalan kolektor yang menghubungkan :

a Eota Yogyakarta ke Kalirang melaln Kola Depok, Eota Ngaglik dan
Eola Pakem

b, Foola Yoegvakara... (ada jalan kolektor sampal e.., pen).

{4} Jalan lokal prumer, vang menghubungkan :

a  Darr Kafa Sleman melales Desa Pendowehuge, Desa Donokerto, Desa
Putowaty, Idesa Candibinangun, Desa [lagobinangun menuju Kota
Takem.

b. Dari Kota Slemtan melehm .. {j2lun lok=l pnimer adg sampal ] . pen)

(4} Kebijaksanaan [alan lokel :
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a Peningkatan kwalilas jalan pada ruse-ruaz jalan  lokal sehingga
pergerakan/zliran barsg, jasa dan manusia lancar,
b. Peninghkatan kondisi jalan Tokal lerutama yang menoju ke obyek-obyek
wigala
Pasal 18 :
Jaringan jalan kereta api sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (20 Peraturan
Daerzh ini yang tmelalni dasrsh mervpakan bagian janpgan kerela api lintas
selatan menghubungkan Kola Purwokerto, Fota Yogyakarta dan Eola Solo di
Propinsi Dagrah Tingkat I Jawa Tengah.
Pasal 19 :
Sigtera angkutan udara hanya mencakup Bandar Ddara Adisucipto yang
berfungsi s¢bagai Bandar Udara Komersial Skala Pelmman Nasionad yang
lerletak di Kecaralan Depok don Berbah
Pagal 20
Jaringan jalan kerela api dan eoglnpan udare sebagaimana diroakewd Pagal L6
gyt {2) Peraluran Dacrah ini terambar delam Pela Skala ! : 50.000 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian lak terpisahkan dan
Perattran Daerzh ini.

Fenvediaan untuk air terdin atas air baku (air tanah, air permukaan) dan air
bersih (dan PDAM) yang dikembangkan melalii gistem pritner dan untuk pedesaan
melalui sistem swadayz masyarakat yang dikelolz aleh Badan Peagelola Air Minum
{BPAM} di Kab. Bandung padz ketentuan pasal 22 (1) dan 23 {5}, yaitu :

Pagal 22 (1)
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Penyediam dan pengelolaan air di Yabupaten Bandung, terdirl atas @ aic bake
(aur larreds, aeer perteakuseey dan e eeseh (aee memam )
sl 13 (5 dan 6)

(1}. ...

{3
(4%
(5 Air bersal perkotican dikeobangkao melalid sistem primer melipoti wilavah
Sorcang/ketapang-Banjaran-Margahaya-Dayeulika bol-Magalaya - parany-
Fasel, Cwealengha-Rancackek-Cieancung, Ciwidey-Fasiriambo
{6) Air bersik pedeszan dikembangkan  melaloi swadwra masyarakal yang
dikelela oleh Badan Pengelola Air Minwo (BP AR
sedeng df Kab, Slemtn ketenteannys adalah paval 24 -
Mepurut sorinerpys Cadangan air 4t Daecah dimanfaatkan
a  3urgal wetak peelaan, rumeh lrpgea dan irigasi
b. Matz sir untuk keperhwon romah tangga
¢ Sumur untuk keperluan remah tanges
Untuk peogeadalian bangic, di Kab, Bandung pasai 23
{1) Pengendalian banjir skala besar dilalukan dengan carm normalizasi Susgal
tCitepus, Sugn  Cikapundung  Halat, Sungai  Cipamokotan, Suogu
Cisangkuy dan Sungal Citerur,
(2} Pengendalian banjir lokal dilakakae deegan carn penatran drainase kawasan

O ol siens e esken]
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Pembangunan energt listrik dan energl untuk mepnambab jumlab kapasitas
terpasang, Kb, Bandung ada pada ketentuan pusal 24 yailu

f1) Pengembangan etetg letek dan energl yang ditujukan unfuk menambih
jurnlah kapasilas lerpasang zerta Kapasitas lerpake.

{2y Areal lintasan jaringan transmisi listok tegangan tngei diarabkan onbok jalor
hijaw'Buang Terbuka Hijau, jika ada bangunan disesuaikan dengun kedentuun
yang betlaku.

sedang dh Fub, Zleman ketentuannya ada pada pasal 21

(1) Pengembangan energi listrik dwen energi laonva ditujukan untuk menandrah
kapasitas {copasang, serta kagrastas ferpaka.

{2) Areal lintasan jaringan wansmist listrik legangann tionggs dibebaskan dan
by g,

¥awasan permukiman sesusi dengan pasat 31 ayat (43 ontuk kb, Bandueg .

Fuwasan Permukiman sebagaimana fercanium pada Pasal 30 houf'd dengan uas

26.004 Ha atar &4 % terdin dan
a Kawaszan permukiman perkolaan (5163 Ha alau 2%} terletak di Kecamatan
Fadalarang (1458 ia), ...
b Kawasan permakiman pedesaan (19841 [Ia) ata &4 %) terletak di Ee-
camalan Fadalarang (325 Ha), ...
dan tndak menambal luas 17460 lokasi yang telal dikeloarkan, dengsre kriteria -
a  Fawasan yang memiliki tingkat kecenderungan permukiman perkotaan;
b, Eawasue vang memilidka kemiringan lahen berkisar adam 0-3%;

c Eawiean yang Odwd lerletak pads kavwasyn tanaman pasgsn labian bassh vang
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berinigasi, berfungs Lndung atan kewassn bortan proukei;
d. Kawassn yeog terbebas dari genangan bangir.
Eawrasan permukiman uniuk Eab. Sieman dialir dalam pasal 33 :
{1} Kawsan permukimzn sebagumana dimakmd Pasel 11 vl b Persluran
1>acrah ini mefipuli
a Kawacen permubiman kota
b. Eawasan permulbiman padesann
{2) Letak kawacan tersebut ayal (1) Pasal im adalsh sebagas benlbat
g Kawsan permukiman perkotaan lerletuk di semus Thuketz Kecamalan
dan Thukota Kahepaten
b, Kawasan perrwliman predesaan Ji scmues desz di Ksbupaten dan
kawasan permukiman pedeszan di selwruh Fecamatan kecualj yang
Lrerl okam ksawasan rawan beneans
Fasilitasi Jammya adalah berudjud terminal dan sub ferminal, setadipn,
puskesmas, drainase, sanitasi, jaringan air bersil, membuat kutan ko, pengamznan
lahan, sedangkan uptuk telekomuni kest, di Kab. Banyumas pasal 14, yaifu
{1} Pengembangan janngan telekomunikasi dilempatkan pada pusat-pusa
kematan ;
a pemenimalan;
L. perdagangan dan jasa;
. industri;
d. permubrman penduduk,

#. rekreasi, hiburan, sekalsh dan Lain-lajn,
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{2} Fengembangan jaringan telekomunikagi ashagaiman dimaksud ayat (1) Pasai
i1 adalah schagmmen tersebut dzlam Lamptran Peta F yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dacrah ini.

pedang di Kab. Sleman tardapat pada kelentuan pasal 23, yaito

Pengembangan jaringan telekomunilkasi ditampalkan pada pusaf-pusat kegiatan

& Femerintahan

t. Perdagangan dan jasa

¢. Indusiri

d  Permukiman Penduduk

e. Rekreagi, hibuwran, pendidikan dan lain-1zin.

Semmai ketentuar pasal 47 avpka 5 di Kab Bandung, ditentuloan langksh yang
periu diambil dalam pembangunan perumaksn, yailu ;

Delam hel pembangunan perumahen, langkah yang perlu diambil terbetas pada

mendorong agar peogemtbang yang ielah memperolsh izin lokasi segera

merealirazikan pembacguoan remshoys deogan cara antars lain

4 Mendorcng kerjesamz aniar pengembang;

* Mengevaluasi lain Lokasifizin sejenisnya yang telzh berlaku,

* Tidak mepambah izn lokast baru unfuk perumahar;

* Melaksanakan kawasan siap bangun (Kasiba);

* Menyusun peratuan perundang-undangan tentang pemgendaiian spekulasi

tanah dan pemanfaatzn lahan tidwr,
Laagksh i diambil dengan periimbengan, agar

a Dengan adanya kerjasama para pengembang maka lidak dimuagkinkan pe ngem-
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bang yang telah mendapatkan ixin lokasi tidak mersalisasikan izinnyn, sebab
bisa safa terjadk, pengembang yang telah mendepatkan irnin pemassrannya macet,
alan ketangannya tergangasy kerens gaty dan [am hal;

b. Dengan sdanya, migal kemacetan realissei tersebut, maka Pemerintah Dasrsh
akan dapal mengevaluasi dii dan bisa mengambii langkab-langlah yang
diperiukan;

c. Dan evalunsi yang ada maks dapat dipertimbangkan aicen terbitoya izin loaksi
akan diteruskan apa Hidak kalan pengembang bersanglkuian mengesukan 1zin lag
atan apakah izin yang diberikan sudah menckupi atas belom;

d Dengaan adanya leskwalan data tadi moka Pemeriviah Daerah  dapat
menghindari/meogurangt adanye spekulasi tenah sekalirus memacfantian lahan
ticher yang ada

sadenghkan untuk Keb. Bamyumes keteohrannya adalsh peda pasel 27, yaitu :

Eawaran Permukiman sebagainmna dismakeed dalam Pasal 21 Peraturan Dasrah

ini terdiri dan :

a Kawasen permukiman perkotaan terletak di s=mua Ibukota Kecamatan dalam
Wilzyah Daerah,

b. Emwasgn permukiman pedesman terletek di Desa-desn di lusr Bokots Ke -
casratan sebagaimang dimakeud datam hwefa

Pembangunan perumahen di kab. Bandung sczuai dengan Perda Mo, 22 Tahun 1996

tentang Penyediam baah uotek t=mpad pemakaman umum oleh  perusabaan

pembanginan perumahan, Lembaran Dasreh No. 1 tanggel 20 Jum 1997 Sen C di

mana ditenlukan dalam 3, yaitu :
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{1} Setiap perusahaan yang mendapat ijin diwajibkan menyediakan tanah ok
Tempat Pemzkaman Umum.

{2} Penyediaan [ahan untuk keperluan Tempat Pemekaman Umum sebagaimana
dimakaud ayat {1} pasal im, diletapkan 2 % (dua persen) dan lckasi yang
telah dibebaskan

{3} Untuk perusshaan yang membangun perumahan dalam bentuk romah susun,
makz Lwmah tempat pemakaman umum yanp harue Jdisediakan adatah 2 9%
{dunm persen) dari luas tmah ditambah luzs lanty tambahannya;

{4) Penyediaan tarah wntuk keperluan Tempat Pemakaman Umum eebagaimana
dimakseod pada ayat {1 pasal ini harus didshululan dan fasilitas lainnya.

Dalam penyediasn Tempat Pemekaman Umuom ini bisa mendapatiem fasilitas:
kemudahan dari kabupaten yaite seana dengan ketenluan pasal 5 (3), yail ;

Bag perusghean yang mengelami keeuliten dalem penyediasn tanah wrivk

keperluan Tempat Pemakaman Umum dapat meminta baptuan  kepada

Pemerintah Dasrah dangan biaya keseluruban yang diperlukan, dibebankan atzu

ditanggung oleh perusahamm yang bersangkutan.,

sehingga fasilitasi yang diberikan adalsh beryjod bantuan penyediaan tanah dan jugs
pengurangan, keninganan dan pembebasan retnbusi sesum dengan ketenotuan pasal
25 Perda Mo. 2 Tabun 2001 tentang [zin pemanfaatan tanzh, Lembaran Dasrsh No, |
Tahun 2001, seri C_, yailu :

{1) Bupali dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan

retribusi;

(2] Pembenan pengurangan ataw kerinpganan refribusi eebagaimans dimaksud
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pada Avat {1} dengan memperhatihan bemampuan Warth Retribusi, antara

lain urtek mengangsur,

(3] Pemberiat peimbebanan retribugi fmrya diberikan kepada szrana keagama-
ar ufau EArANR Boslal

(1) Tata cama pengurangan, keringznan, dan pembebasan retribusi dilstapian
dleh Bupati.

Tempal Pemakzman Uroum adalah wntuk kepenfingan uwmum sehinpea
harus mengacy juga kepada Peraturan Menleri Negara Agraria’fepala BPN No.
1 Tahun 1994 tentang Pelaksamaan Keppres BRI Wo. 55 Tahun 1993 tenlang
pengadaan tanah bagi pelakeanazn pambangunan untuk kepentingan umum.

Fasilitasi yang diberikan Pemerintah FEabupaten, sangat banyak dan
bermacam-macam  beateknyas yaitu dari pengadaan tanah karena alasan
kepentingen ummum, kepentingan sostel, pelayenan perijinan, pernbebasen
reiripnusi bahkan peoghapuszan dan prassrama eerta earzna  pernbangunan
porupmban, mulai dan prasarang lingbungan, fasilifzs umum dae goclsl, pe-
manfantan dan peogelelasnnya,, penyuluhsn dan bimbingan gerta perlindungan
bak kepada pengembang perumahin maupun kepada calon dan pemilik

perumzhen
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BABY
PENUTUP
A. Kesimpulan
Peranjak dar permasalshan yang diketengshkan dalam penelitan dan analizis
yang telah dilzkukan, penelitian ini sampa: pada kezimpulan
1. Pembangunan perumahan di Indenesia

Fonsep permbangunan perumaban di indonesia, yang diinginkan adalah
peinbatgunan yang berkelanjulan, sesuai dengan perfimbangan skonomi, sasial da
budays serts berorienasi untok kesejabteraan rakyat dan sesval dengan penataan
ruang vang akan mendukung periumbuhan daerah, kemandirian, pengaluran dan
pengawasan vang menyeruh, semal dengan fungs) normatifoya

2. Wewenang mengatur kabuwpalen dalzm pembangunan perumahan
Dalam oegura kesatuan Republik Indonesia sesyai dengan sistem  dan
ketenlyan Undang Undang Dasar 1945 bahwa kedanlatan berada di tangan rakcyaf
dan dilaksanakan menwwt Undang Undeng Dasar. Dalam negara kesatuan
ditentukan bahwa kedanlatan tidak dapat dibagi, dalan @t yang berdaulat adaish
negara dan pemerimah pusat, bukan dacrah yang mempunyal kedaulatan,

Dacrsh mempunya kewenangan ietgpi bukan kedaulatan dan wewenang yang
ada adulah wowenang berdasarkan pendelegasian peruburan perundang-undangan.
Ctapomi di bidang pertanahan adalab tidak dimungkinkan karena bumi dan air dan
ke kayaan Aam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
uniuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Selungea brdang pertansh-

an tetap menganut asay dekonsentrasi, kabupaten berwenang mengatur cars atau

1
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atan prosedur pelaksmaanuya, melalui berbagai bentuk perijinan yang berkaitan
dengan pembangunart perumahen,
Bentuk wewenang mengalur di bidang pembangunan perumahan adaizh .
a Pengatwan den peroncanaan yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang
Wilmrah Kabupaten,
b. Perijinan dan pemberian data yang berkailan dengan peinbangunan perumahan,
it
1. Pergentjuan Prinsip;
2). kzin / Ijic Lokasi;
). Hjin Perubahan Status Tamah;
4). Data Fail Banjir,
5). Hin Mandirikan Bangunan
c.. Fasilitesi di bidasg pembacghnan perurmahan
Fasiliasi di bidang pembangunzn perumalan ity zdalah penting Karenz
perumahan wdalsh merupakan kebivhan primer menusia dan ini mencmpat
wwtan ke dua setelab pangan sebagai salah zam kebutuhan fisik menusia yang
utarma, dan dalam pergaulan $ozial masyaralead di daersh, di Indonesia, tarnyata
lanah mempunyai nilai torsendisi.
Fagilitagi di bidang pembangunan perumzhan yaog diberikan pemerintah
Featnpalen ity birmacam-mracam bentuknya yaitu
1}. Fasilitasi pengadaan dan penunjukkan tanah untuk pembangunan perumahan
yang dilentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilzyah Kabupaten

2). Fasilitasi pelayaman perijinan salu atap dan kemudaban perijinan bagi pemba-
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ngnan perumaban tipe RS dan BES atau terpadu sampal ke penguranpan
‘pembebazan’penghamusan retrtbust dalam hal perijinan sepert: daiam hal {jin
Mendirikan Pangunan;

3} Swama dan prasarana pembangunan perumahan arlara lwn penyedizan
jililsradia san sarana pembangunan perumahan, mola dart Tasilitas urnuem dua
sosial, pemanfaatan dan pengelolannva, bimbingan dan perlindungan kepacdas
pengembang dan calon/pemibik perumahan,

E. Saran
Untuk menunjang kesimpulan tersebut di alas maka diajukan kaman-saren sepech

di bawah .

1. Portu ada pembedazn vang lebih eins, dalam kastan penamaan atau schodan
lechadap  wilayah'daerah dan asas yang deianulnya, kalaw  menganet  28as
dekonsentrasy dan disentralizaa {jugs tugze pembanlean), mizaloya discbot
provinss (bagt Tingka! I), kabupsien (bagi tGingkat IE), kulas menganel asas
dentralieasi (dan mges pembantumm) , mzal dipaka kata deerak gaja bukan kata
kabupaten, hal ini dimaksodkan apar jetss mengenal hak dan keveajibannya

2. 10 dalay ramgha mweounjang pemerintahan yang baik dalam negara kesatuan peclu
diartalnn pemubhamran lebih lunjd medgeoa ot oegara kesuluan dan otongo
daerah cehingea akan terdapat pemahaman yang sama dan juga menun|ang tertib
ikmin schingga segala perahrsn perondang-undangan akan teckompol dalag
sugn s1ste on yang teralir, efeltf dan efisyen,

3. Diperfakan soaby kesadaran akan rasa porsatuan dan kesatuan dalam ke-

bivisckaiunppalika-an, sehingga seotitnen kedasraban dan msa kemandirian
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ditopang oleh kesaduran akan kessluan dan kebersamisn yang when memperkuat
kokobinya peraturme perundang-undengan dengan susdn sietem yang mantap dun
tidwk sahog tindih foverigooieg) alan malall berlentangan.

A, Dadan pembanguran peramalian diperlukan perensanann yang cormiat dan segl
kuantitas, kualites paln tempal ataa pens b ruang yang bak dan memadar.
Femhangunan perureahan yang dibakekan Fabupaten harvslaly diadakan perepcanasn
yang cormal baik dari sepl kuaduas maupen kuantitas juga memeriskan peralaan oeang

yang bank dan memadai, sesual dengan prrafuro yang mengalurnya
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